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ABSTRAK 

Pergeseran Sistem Deklaratif (First to Use) ke dalam Sistem Konstitutif (First to 
File) dalam pengaturan Merek di Indonesia dilandasi pertimbangan demi tercapainya tujuan 
hukum, terutama menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalarn perlindungan hak bagi 
pemilik Merek, namun dalam kenyataannya masih dirasakan belum terciptanya kepastian 
hukum yang diharapkan. Hal tersebut terbukti dari beberapa perndaftaran Merek oleh pihak 
lain yang akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan Merek yang menggambarkan belum 
terciptanya kepastian dan keadilan perlindungan Merek. Sistem Konstitutif yang berlaku 
selama ini tidak tegas dan konsisten, karena terdapat pengecualian dengan masih memberikan 
perlindungan hukum bagi Merek yang tidak terdaftar baik dalam ha1 ketentuan penolakan 
pendaftaran maupun pada upaya gugatan pembatalan. 

Terjadinya beberapa pendaftaran Merek yang sama bahkan mempunyai reputasi 
terkenal oleh pihak lain, pada umumnya dilandasi adanya itikad tidak baik pendaftar yang 
mengutamakan kepentingan sendiri demi keutungannya dengan mendompleng ketenaran 
Merek milik pihak lain dan mengabaikan kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya. 
Adanya kesulitan dan ketidak cerrnatan pejabat pendaftar Merek dalam menentukan apakah 
pendaftar beritikad baik dan Merek yang diajukan pendaftarannya mengandung persamaan 
dengan Merek milik orang lain atau tidak. Kesulitan dalam menentukan apakah sebuah Merek 
mengandung persamaan disebabkan karena tidak adanya kriteria standar yang jelas untuk 
menilai bahwa sebuah Merek yang diajukan itu mengandung persamaan dengan Merek milik 
orang lain. 

Sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap adanya pengecualian dari Sistem 
Konstitutif yang masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek tidak terdaftar 
dengan menghilangkan ketentuan yang memungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk 
mengajukan pembatalan Merek, untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Disamping itu 
Penerapan Sistem Konstitutif tidak hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak 
keperdataan bagi pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik, dengan 
memberikan sangsi bagi pemilik Merek yang tidak mendaftarkan Mereknya. 

Kata Kunci : Pergeseran, Sistem Konstitutif, Hak Merek, 



ABSTRACT 

Shifting of Declarative System (First to Use) to the Constitutive System 
(First to File) in the regulation of trademark in Indonesia based on the 
consideration in order to achieve the purpose of law, particularly the legal 
certainty and a sense of fairness in the protection of the trademark owner right, but 
in the reality, the legal certainty has not been felt yet as the expected. It is proved 
by some trademark registrations by the others that led to the dispute of trademark 
cancellation that at least illustrate that certainty and fairness in the protection of 
the trademark has not been created. Constitutive system is not assertive and 
consistent because there are exceptions to still provide legal protection for the 
trademarks that are not registered either in terms of the provisions of registration 
denial as well as on the efforts of the lawsuit. 

The occurrence of multiple registration of the same trademark even has a 
famous reputation by others, generally based on their bad intentions of the 
registrants who put their own interests for the sake of their profit by following the 
trademark fame owned by others and ignoring the interests of the actual trademark 
owner. There are some difficulties and careless of the trademark registrant official 
in determining whether the registrant has a good intention and whether the 
trademarks which will be registered containing the similarity with trademarks 
owned by others or not. Difficulty in determining whether a trademark containing 
similarity or not is caused by the lack of a clear standard criteria to judge that a 
trademark that is submitted containing similarities with other people's trademarks. 

It is time to do an evaluation of the exclusion from the Constitutive system 
that still provides protection to the owners of the trademarks which have not been 
registered by eliminating provisions which allows the owners of the trademarks 
which have not been registered to apply for cancellation of the trademarks to 
ensure the legal certainty. Besides, Constitutive System Implementation concerns 
not only the obligations of civil rights for the registrant only, but also the aspects 
of public interest, with giving sanctions for the owners who have not registered 
their trademark. 

Keywords: Shifting, Constitutive Systems, Trademark Rights 



BAB I 

A. Latang Belakang Masalah 

Pada dasarnya Merek merupakan sebuah obyek hak' seperti halnya barang 

barang yang lain yang dapat dimiliki, juga menjadi bagian dari kekayaan pemilik 

Merek yang perlu mendapat perlindungan hukum. Merek sebagai suatu hak, maka 

harus dilindungi, seperti hak atas harta kekayaan2 lainnya. Merek juga merupakan 

properti dan hukum berfungsi untuk melindungi properti. Karya-karya 

intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang 

dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, yang menjadikannya 

memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat 

dinikrnati, maka nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi property 

terhadap karya-karya intelektual te r~ebut .~  Hak Merek perlu dilindungi, sesuai 

dengan konsep pengertian hak, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi 

' Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Lmv. DaZam Era Global & Integrosi Ekonomi, 
(Jakarta : Prenadamedia Group 2015), hlm. 2-3, disebutkan bahwa, pengenalan atau pengetahuan 
masyarakat bahwa Merek itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong 
masyarakat untuk membeli barang yang memakai Merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai 
obyek hak milik dari pemilik Merek yang bersangkutan. 

2 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Hartu Kekayaan, Menurut Sistematika KUH 
Perdata dun Perkembangannyu, (Randung : PT Refika Aditama, 2012), hlm. 25, disebutkan bahwa 
harta kekayaan merup&an segala benda baik benvujud maupun tidak benvujud, benda bergerak 
maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun estetis, yang diakui serta dilindungi oleh 
hukum serta dapat dialihkannya kepada orang ;ah .  

Titon Slamet Kurnia, Pevlindungan Hukurn Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca 
Perjanjian TRIPS, (Bandung : PT Alumni, 201 1) hlm. 104 

4 Rachmadi Usman, Hukurn Kebendaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 60 



oleh hukum, s e d a ~ g  kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang 

diharapkan untuk dipenuhi.5 

Merek sebagai sesuatu yang dapat dihaki seperti halnya harta benda 

lainnya, digunakan sebagai tanda pada barang ataupun jasa yang diperdagangkan 

oleh pihak yang berhak. Penggunaan sebuah Merek bagi pihak yang berhak pada 

sebuah produk usaha perdagangan dan jasa akan mempunyai pengaruh terhadap 

nilai ekonomi, karena dengan Merek konsumen akan memilih sebuah produk atau 

jasa tertentu. Michael A. Carrier mengatakan, Trademarks reduce search costs by 

allowing customers to ascertain the link between a product and its manufacturer 

without directly investigating the product's characteristics. Merek sendiri 

merupakan sebuah karya intelektual sebagai sebuah hak yang perlu d i l i n d ~ n ~ i . ~  

Hak milik dalam pengertian menurut Hukum Barat pada awalnya bersifat 

mutlak, ha1 ini sesuai dengan faham yang dianut yaitu individualisme, dimana 

kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh 

terhadap miliknya.8 Hak milik tadi tidak dapat diganggu gugat. Akibat adanya 

ketentuan demikian, maka pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik 

- - - - 

5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 2008): hlrn. 43. 
Michael A. Carrier, "Cabining Intellectual Property Through A Property Paradigm" : 

dalam Duke Law Journal, Vol. 54 (2004), hlm. 19-20 
Otto Hasibuan, Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dun Pen~egang Hak Terkait 

Lainnya di Indonesia (Desertasi), (Yogyakarta : UGM 2006), hlrn. 108-109, disebutkan bahwa 
Intellectualproperty dirumuskan sebagai suatu hak, hak itu bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan 
untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak, sehingga mendapat 
basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagi hak asasi. 

Farida Patittingi, 2012, Dimensi Hukurn P7rlau-Pulau Kecil di Indonesia, (Yogyakarta: 
Rangkang Education, hlm. 95. Code Civil menegaskan bahwa hak milik itu memberikan kemampuan 
yang seluas-luasnya untuk menilmati benda yang merupakan hak miliknya. Di samping itu 
memberikan pula penguasaan yang semutlak-mutlaknya atas benda yang din~ilikinya. 



seseorang, meskipun ha1 itu perlu untuk kepentinagn ~ m u m . ~  Namun karena 

keadaan masyarakat sudah berubah dan perasaan sosial sudah meresap, maka 

dipandang sudah selayaknya, bahwa eigendom itu 'kini harus dibatasi untuk 

kepentingan umum dan jangan sampai umum mendapat kerugian. l o  Seperti 

dikatakan juga bahwa, dulu hak eigendom ini merupakan hak mutlak sekali (droit 

inviolable et sacre), tapi dengan berkembangnya zaman maka kemutlakan dari 

hak eigendom ini semakin lama semakin pudar. Banyak terjadi pembatasan- 

pembatasan atau penggerogotan terhadap hak eigendom ini yang biasa disebut 

dengan uithollings proses.1' 

Prinsip hak milik dengan pembatasan adanya hngsi sosial tersebut juga 

dikenal dalam Hukum Adat yang kemudian menjadi sumber pembentukan 

Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

sebagaimana disebut dalam Pasal 6, bahwa semua hak atas tanah mempunyai 

hngsi sosial. Seperti dinyatakan pula bahwa, hak milik atas harta benda tidak 

hanya memuat hak, tetapi juga memuat kewajiban memakainya sesuai dengan 

tujuannya untuk kepentingan msayarakat.I2 

Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dun sesudah berlakunya UUPA, (Bandung : 
Alumni, 1992) Hlm. 43 

lo  Ibid hlm. 27 
I 1  Baca juga Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 

UndangpUndang Pokok Agraria, Isi dun Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 61, 
bahwa Maka dalam lingkup konsepsi liberalistik-liberal yang murni diadakan modifikasi, dengan 
memasukkan unsur masyarakat atau unsur kebersamaan dalam pelaksanaan dan penggunaannya. 
Kebebasan individu dikurangi, dimasukkan unsur kebersamaan ke dalam hak individu yang semula 
pri badi semata-mata. 

12 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukzrm, (Jakarta : PT. Pratnya Paramita, 1985), hlm. 62 



Di dalam hukum adat yang berkaitan dengan tanah, Hak milik dipandang 

sebagai hak benda tanah, hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang 

untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk 

mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai eigenaar, dengan memperhatikan 

peraturan-peraturan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan Pemerintah. 

Prof. C Van Vollenhoven menerangkan dengan tegas, bahwa hak milik itu adalah 

suatu hak eigendom Timur (Oosters eigendomsrecht), walaupun tidak berdasar 

B.W, mengandung banyak ha1 yang sama dengan hak eigendom menurut hukum 

Perdata Barat (B.W). Orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak menurut 

kehendaknya sendiri, asal saja tidak melampaui batas-batas yang diadakan oleh 

pemerintah13 

Pasal20 UUPA menyatakan, bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang 

"terkuat dan terpenuh". Dijelaskan dalam penjelasannya, bahwa maksud 

pernyataan itu adalah untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah hak 

miliklah yang "terYy (dalam arti "paling") kuat dan "ter"-penuh. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas 

lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan 

sebagai tempat pembangunan sesuatu.14 

Hak milik terhadap harta menurut kacamata Islam merujuk kepada nash- 

nash al-Qur'an yang menggariskan dasar-dasar pokok tentang harta, bahwa Allah 

13 Eddy Ruchiyat, op cit, hlm. 35-37 
14 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, (Jakarta :Djambatan, 2007) hlm. 287. 



adalah pencipta dan pemilik hakiki seluruh harta di alam semesta dalam bentuk 

dan jenisnya serta segala isi kandungannya. Hal ini sesuai Firman Allah S.W.T, 

yang artinya : yang demikian (sifat-sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah 

tuhan kamu, tiada Tuhan. (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang 

menciptakan tiap-tiap sesuatu." (Al-Qur'an, al-An'am(6): 102). Juga Firman Allah 

S.W.T yang artinya : "Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit 

dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya."24 (AI-Qur'an, al-Ma'idah 

(5):17). Juga Firman Allah yang artinya : "Dialah jua yang memiliki segala yang 

ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga 

yang ada di bawah tanah basah di perut bumi." (Al-Qur'an, al-Taha (20):6).15 

Dengan demikian manusia sebagai makhluk yang juga diciptakan Allah, 

diberikan untuk menggunakan dan memanfaatkan segala yang diciptakan oleh 

Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Manusia dianugerahkan harta, tetapi ia 

hanyalah melambangkan hak memanfaatkan kekayaan milik Allah s.w.t. dan 

disalurkan kepada yang berhak melalui cara yang dianjurkan oleh syari'ah. 

Penguasaan atas harta adalah lebih merupakan tanggungjawab dari pada hak milik 

mutlak, yaitu tanggungjawab mengurus dan memanfaatkan untuk diri sendiri, 

masyarakat dan agama seperti yang telah diamanahkan demi untuk mendapatkan 

keridhaan Allah S.W.T. Sesuai dengan Firman Allah S.W.T yang artinya: "Dan 

belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

15 Yazid Ahmad & Hj. Ibnor Azli Ibrahim, Konsep Harta Menurut Perspektif Undang- 
Undang Islam dan Undang-Undang Sivil : Satu Tinjauan, dalam Jurnal Pengajian Umum Bil. 7, 
2006, hlm. 126-127 



kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya." (Al-Qur'an, al- 

Munafiqun (63): l 0).16 

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa lslam meinandang tidak 

adanya kepeinilikan yang absolut bagi manusia. Walau deinikian individu- 

individu manusia tetap diberikan hak untuk memiliki kekayaan dengan dibatasi 

prinsip-prinsip. Bahwa adanya beberapa keteiituan syariat yang mengatur hak 

milik pribadi, yaitu : 

1. Peinanfaatan harta benda secara tenrs menerus 

2. Pem bayaran zakat sebanding dengan harta benda yang di~niliki 

3. Penggunaan harta benda secara berfaedah 

3. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain 

5. Memiliki harta benda yang sah 

6. Penggunaaii harta benda ticlak dengan boros dan serakah 

7. Penggunaan harta beiida deiigan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya 

8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam  slam.'^ 

Masalah Merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 1 Tahun 196 1 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang 

diundangkan pada tanggal 1 1 Oktober 196 1, selanjutnya dapat disebut UU Merek 

Tahun 196 1, menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda Tahun 19 12 

l6 ibid, hlm. 129 
17 Wedi Pratanto. Kepemilikan Urnu~n Dan Negara Di Indonesia. dalam Jurnal Studi Islam 

Dan Muamalah At-Tahd~ib Sekolah Tinggi Aagama Islam A T-TAHDZIB Volume 1, Nomer 1, 
September-Februari 201 1-2012 ISSN-2089-7723-DI 



tentang Hak Milik Perindustrian, yaitu Reglement Industriale Eigendom Kolonien 

1912, S 1912 No. 545 jo. 1913-214 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, bagi pemilik Merek agar dapat 

dilindungi haknya berdasarkan Undang-Undang Merek tidak ada keharusan untuk 

mendaftarkan. Sebagai dasar hak atas Merek ditentukan atas dasar pemakaian 

pertama kali, sedangkan pihak yang mendaftar hanya menimbulkan anggapan, 

bahwa ia sebagai pemakai pertama kali, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.'' 

Sistem ini dikenal dengan sistem pendaftaran deklaratif atau sistem "jirst to use". 

Terhadap pemilik Merek terdaftar dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang 

menganggap sebagai pemakai pertama kali sekalipun tidak terdaftar. 19 

Pertimbangan lahirnya UU Merek Tahun 1961 dapat dilihat antara lain dalam 

pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, agar khalayak ramai dilindungi 

18 Lihat Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Properly Rights Kajian 
Huktlm Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dun Knjian Komparatif Hukzrm Paten (Bogor : 
Ghalia Indonesia, 2005) hlm 11, bahwa dalam pendaftaran Merek dikenal dua sistem pendaftaran, 
yakni Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif. Sistem Deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif, 
memberikan asumsi bahwa pihak yang Mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas Merek 
terdaftar tersebut sebagai pemakai pertama. Lihat juga Sadikin OK,H, Aspek Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlrn. 367, 
bahwa Status pendaftaran hanyalah merupakan status anggapan bahwa Mereka yang telah 
mendaftarkan Mereknya adalah yang memakai pertama tersebut sehingga se-waktu-waktu Merek yang 
telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas 
Merek tersebut. 

l9 Lihat Hartono Projomardojo, "UU Merek 1961 dan Permasalahan-nya Dewasa Ini", 
disampaikan di Ceramah Seminar Hukum Atas Merek, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : 
Bina Cipta, 1978) hlrn. 21, bahwa Dengan dianutnya stelsel declaratoir, maka jika Merek yang 
didaftar itu pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan Merek orang lain yang telah 
memakai Merek itu lebih dulu dari orang yang terdaftar Mereknya itu, maka orang yang telah 
memakai lebih dahulu Merek tersebut dapat mengajukan permohonan agar supaya pendafiaran 
Mereknya dibatalkan. Juga sesuai dengan pasal 10 UU no. 21 Tahun 1961 tentang Merek. 



terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu Merek yang sudah dikenalnya 

sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik.20 

Pertimbangan pembentukan UU Merek 196 1 tersebut sesuai juga dengan 

pertimbangan hakim HgH (Hooggerechts HoJ; merupakan Pengadilan tertinggi 

pada masa Hindia Belanda atau Nederlands Indie, yaitu HgH Batavia) tanggal 20 

Oktober 1927 yang menyatakan: bahwa perlindungan atas Merek pabrik dan 

Merek perusahaan itu tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerugian bagi para 

industrialis dan pedagang saja, tetapi harus pula bertujuan memberikan 

perlindungan kepada para khalayak atau masyarakat k o n ~ u m e n . ~ ~  Demikian pula 

dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 20 Desember 1972 dalam perkara 

antara P.T Tancho Indonesia Co Ltd. melawan Wong A Kiong (Ongko Sutrisno) 

Direksi Firma Tokyo Osaka Company, yang dalam pertimbangannya Mahkamah 

Agung menganut suatu pendapat bahwa perlindungan hendaknya lebih diberikan 

kepada khalayak ramai, terutama k o n ~ u m e n . ~ ~  Dalam putusan Mahkamah Agung 

Republik Lndonesia, meilgabulkan gugatan Penggugat asal dengan menyatakan: 

Menerima permohonan kasasi PT Tancho llldonesia Co Ltd., inembatalkan 

20 Baca juga konsideran pertimbangan hukurn Undang-Undang nomor 21 Tahz~n I961 
tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang 
Merek perusahaan dan Merek perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang- 
barang yang memakai suatu Merek yang sudah dikenalnya sebagai Merek barang-barang yang 
bermutu baik. 

21 Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengantar Dasar 
Hukum Dagang I, (Jakarta : PT Djambatan, 1987) hlm. 94-95. 

22 Ibid, Baca juga Undang-Undang nornor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
pasal 1 ayat (I), bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dardjasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan. 



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 5311972 G, tanggal 30 Maret 1972, 

dan membatalkan pendaftaran Merek dagang atas nama ~ e r ~ u ~ a t . ~ ~  Dalarn kasus 

tersebut membuktikan bahwa pemilik Merek terdaftar dapat dibatalkan oleh 

pemilik Merek yang tidak d i d a f t ~ k a n . ~ ~  

Dengan pendaftaran Sistem Deklaratif ini dalam kenyataannya banyak 

terjadi sengketa Merek, karena sistem ini sangat potensial terjadi pembajakan 

terhadap Merek-Merek yang mempunyai reputasi tinggi atau Merek yang sudah 

terkenal. Disamping itu telah cukup banyak praktisi dan petigamat hukum Merek 

berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan 

karena dengan Sistem Pendafiaran Deklaratif atau " j h t  to use principle " kerap 

kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapa sebenarnya pemakai 

pertama (yang beritikad baik) terhadap Merek yang dipermasalahkan.25 Dengan 

demikian dalam sistem pendafiaran deklaratif ini apabila terjadi sengketa tidak 

mudah pembuktiannya tentang siapa sebenarnya yang pertama kali memakai 

Merek guna menentukan siapa yang benar-benar berhak. Seorang pemilik Merek 

23 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam P. T Tancho 
Indonesia Co Ltd melawan Wong A Kiong (Ongko Sutrisno) Direksi Firma Tokyo Osaka Company 
Nomor : 677 WSipl1972 tanggal 13 Desember 1973, baca juga Sutrisno dan Fauzul Ali W, 
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia (Tinjauan Yuridis UU no. 15 
Tahun 2001), Jurnal Liga Hukum, Vol 2 no. 1, Januari 2010, hlm. 75, bahwa prinsip etikad baik ini 
kita sudah saksikan berkenaan dengan perkara "Tancho", dimana dalam Jurisprudensi Mahkamah 
Agung No. 677WSipl1972 Tanggal 13 Desember telah diletakkan dasar : yang berhak atas suatu 
Merek bukan saja pemakaian pertama di Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama. 
Akan tetapi dalam ha1 ini dia harus selalu beretikad baik. ~Maka pengusaha Indonesia yang telah 
mendaftarkan Merek "Tancho" dalam Daftar Umum Merek di Indonesia ternyata kalah dan dibatalkan 
pendaftarannya, karena ia dipandang tidak beretikad baik. 

24 Purwosutjipto, H.M.N, op cil, hlm. 95 
25 Yoshiro Sumida dan Insan Budi Maulana, Perlindungan Bisnis Merek Indonesia- 

Jepang, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), Hlm. 20. 



yang tidak mendaftarkan mereknya, hams menyediakan bukti-bukti tentang 

pemakaian mereknya dengan berbagai surat-surat atau kesaksian lain yang tidak 

mudah untuk dikumpulkan atau d i ~ a j i k a n . ~ ~  

Dengan demikian pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif ini 

mengandung ketidakpastian hukum, sebab Merek terdaftar sewaktu-waktu dapat 

dibatalkan oleh pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama. 

Dalam Sistem Deklaratif pada dasarnya lebih bertumpu pada semacam anggapan 

hukum saja, Mereka yang mendaftarkan Merek juga dianggap sebagai pemakai 

yang pertama. Anggapan hukum seperti itu bukan saja dalam praktek telah 

menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah melahirkan banyak 

persoalan, dan hambatan dalam dunia ~saha .~ '  Dalam beberapa kasus ketentuan 

Pasal 2 UU Merek Tahun 1961 telah disalahtafsirkan. Dimana dalam Pasal2 ayat 

(1) menyebutkan bahwa hak khusus untuk memakai suatu Merek guna 

memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan 

seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain 

diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai Merek itu untuk 

keperluan tersebut di atas di Indonesia, dan dalam ayat (2) bahwa, kecuali jika 

ada bukti tentang ha1 sebaliknya, maka barangsiapa yang untuk pertama kali 

mengajukan permohonan pendaftaran suatu Merek dianggap sebagai pemakai 

26 Sudargo gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1989), 
hlm. 20 

27 Sudargo Gautama, dan Rizawanto Winata, Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 
1992 Dan Peraturan-Perafuran Pelakanaannya, (Bandung : Alumni 1994), hlm. 5 



pertama dari Merek tersebut. Seperti dalam kasus Merek Enker, menunjukkan 

adanya kesalahan pemahaman Majelis Hakim yang menganggap bahwa, 

seandainya pemilik Merek terdaftar telah menandatangani perjanjian lisensi, 

bagaimanapun ha1 itu bukan menunjukkan sebagai pemakai pertama, padahal 

pasal tersebut tidak menyatakan demikian.28 Oleh karena itulah, pendaftaran 

Merek dengan Sistem Deklaratif di Indonesia dalam perkembangannya dianggap 

sudah tidak sesuai lagi. 

Sehubungan ha1 tersebut maka diundangkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya disebut UU Merek 1992, yang 

menerapkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (first to Jle) sebagai pengganti UU 

Merek Tahun 1961 yang menerapkan sistem pendaftaran deklaratif (Firs to Use). 

Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini juga telah dirubah dengan 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian di rubah dan diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya disebut UU 

Merek 2001. Baik dalam UU Merek 1992 dengan perubahannya dengan UU 

Nomor 14 Tahun 1997 maupun dalam UU Merek 2001 sistem pendaftarannya 

sama, dengan menganut Sistem Konstitutif (First to File) yaitu adanya kewajiban 

pendaftaran bagi pemilik Merek yang ingin memperoleh perlindungan hukum 

menurut UU Merek. 

~ - 

Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenaf Di Indonesia Dari Masa Ke masa, 
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1999), hlm. 34. 



Dalam pendaftaran Sistem Konstitutif (First to File), maka hak atas 

Merek ditentukan atas dasar pendaftaran. Sistem pendaftaran ini memberikan hak 

kepada pemilik Merek yang mendaftarkan Mereknya untuk pertama kali. Dengan 

kata lain, hak atas Merek diberikan kepada pendaftar pertama,29 dengan diberikan 

tanda pendahran berupa sertifikat Merek sebagai alat bukti yang kuat bagi pihak 

yang berhak atas Merek tersebut. Nilai kekuatan pembuktian sertifikat Merek 

sama dengan akta otentik. Ini termasuk alat bukti yang disebut dalam Pasal 1868 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena bentuknya 

ditentukan oleh ~ndan~-undan~ .~O 

Perkembangan hukum Merek yang menerapkan pergeseran sistem 

pendaftaran juga dilakukan di negara lain seperti di Sri Langka, bahwa 

pendaftaran adalah sangat penting untuk memperoleh hak eksklusif Merek dagang 

di Sri Lanka. Tidak seperti di beberapa wilayah hukum seperti Amerika Serikat, 

penggunaan sebelumnya tidak menjadi prasyarat untuk pendaftaran di Sri Lanka. 

Hal ini juga harus diingat, bahwa tanda terdaftar dilindungi oleh hukum umum Sri 

Lanka. Seperti dikatakan, bahwa : 

As such, the process of registration is of paramount importance to the 
acquisition of exclusive trademark rights in Sri Lanka. Unlike in some 
jurisdictions such as the United States, prior use is not a precondition to 
- - - 

29 Lihat Endang Purwaningsih, loc. cit., bawa dalam Sistem Konstitutif, pihak yang berhak 
atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan Mereknya. 

30 Lihat Sentosa S, Prosedur dun Tata Cara Menzperoleh Hak Kekayaun Intelektual, 
(Bandung : CV Yrama Widya, 2002) hlm. 34-35. Juga lihat Saidin H. Ok, Aspek Hukum Hak 
Kekayaun Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 
374-375 : Sertifikat Merek merupakan konsekuensi dari system konstitutif. Seorang hanya dapat 
mernbuktikan bahwa Mereknya sudah didaftar adalah melalui sertifikat Merek, yang sekaligus sebagai 
bukti kepemilikannya. 



registration in Sri Lanka. It must also be borne in mind, that 
unregistered marks are protected by the common law of Sri ~ a n k a . ~ '  

Beberapa perubahan pengaturan Merek juga merupakan konsekuensi 

Indonesia menjadi peserta dari Organisasi Internasional dan meratifikasi 

persetujuan Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual Dimulai 

terbentuknya World Intellectual Property Organization (WIPO) yang merupakan 

kelanjutan Konvensi Paris yang dikenal dengan "The Paris Convention for 

Protection of Industrial Property" di Paris Tahun 1883, yang telah diratifikasi 

dengan Keputusan Presiden Nomor : 24 Tahun 1979. Dalam bidang Merek ada 

tiga ha1 penting yang diatur dalam Konvensi Paris, yaitu : national treatment, 

priority rights, dan registration.33 Prinsip national treatment artinys, bahwa setiap 

warga negara peserta konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar 

ia diperlakukan secara sama dengan warga negaranya sendiri, dalam ha1 

pemberian perlindungan Merek. Sementara prinsip priority rights adalah, hak-hak 

prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk 

3' Althaf Marsoof, TNPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law, "The Journal of 
World Intellectual Property" Vol. 15, no. 1 (2012), hlm 52. 

32 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang 2011, hal. 1. 
Bahwa, Hak Kekajlaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaK17', adalah padanan kata yang 
biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir 
yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah 
hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam 
HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 

33 Effendy Hasibuan,H.D, Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan 
Indonesia Dan Anzerika Serikat, sebuah Disertasi ( Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2003). Hlm. 5-6, baca juga Muharnad Djumhana, dan Djubaedillah, Hak Milik 
Intelektual (Sejarah, Teori dun Prakteknya di Indonesia), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993), 
hlrn. 129, bahwa prinsip "National Treatment" atau prinsip asimilasi (principle of assinrilation), yaitu 
bahwa seorang warga negara yang merupakan warga dari suatu negarapeserta, akan memperoleh 
pengakuan, dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara di mana Mereknya di daftarkan. 



mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari sejak 

tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta konvensi lainnya. Sedangkan 

prinsip registration adalah, harmonisasi secara global sehubungan dengan 

pendaftaran Merek bagi setiap peserta Konvensi Paris. 

Indonesia juga meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia atau Agreement Establishing The World Trade Organization 

( W O ) ,  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 9 9 4 . ~ ~  Di dalam salah satu 

dokumen lampiran dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia atau WTO tersebut terdapat persetujuan yang terkait dengan aspek dagang 

yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang 

palsu atau dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

Including Trade in Conterfiit Goods (TRIPS). 

Demikian pula di Indonesia sejak berlakunya UU Merek Tahun 1992, 

hingga diganti dengan UU Merek Tahun 2001, yang memberlakukan pendaftaran 

sebagai dasar hak Merek (Sistem Konstitutif), juga dipengaruhi oleh prinsip yang 

dianut juga dalam Konvensi Paris. Di dalam ketentuan pasal 6 bis Paris 

Convention, yang juga diatur dalam Pasal 16 (3) TRIPs Agreement, yang 

berbunyi : 

34 Prasetyo Hadi Purwandoko, Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006, hlm. 4, 
disebutkan, bahwa Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui upaya penciptaan sistem 
perdagangan multilateral yang lebih bebas, terbuka dan adil bagi semua negara angota GAT;r/WTO 
maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pernbentukan Perdaagangan Dunia Organisasi) dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakannya, 
mengimplementasikanny a. 



Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis 
mutandis, to services. In determining whether a trademark is well- 
known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the 
relevant sector of the public, including knowledge in that Member 
obtained as a result of the promotion of the trademark. '. 

Dalam terjemahan kasarnya, bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) 

berlaku, mutatis mutandis, untuk layanan. Dalam menentukan apakah sebuah 

Merek dagang terkenal atau tidak, laporan harus diambil dari pengetahuan Merek 

dagang di sektor yang relevan dari masyarakat, termasuk pengetahuan dalam 

Anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi Merek dagang. 

Ketentuan Pasal 4 UU Merek Tahun 2001, menyatakan bahwa, pemilik 

Merek yang sah adalah pendaflar Merek pertama yang beritikad baik, di mana 

terkandung di dalamnya pengertian kaharusan untuk, menolak atau membatalkan 

pendaftaran suatu Merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan 

belaka, seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal6 bis Paris l on vent ion.^^ 

Salah satu cakupan dalam perjanjian yang tercakup dalam (TRIPS), adalah 

tentang standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai 

sejauhmana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta.36 Dalam 

konteks pemberlakuan ketentuan-ketentuannya, Perjanjian TRIPS menganut 

prinsip standar minimal (the Minimum Standard Protection Principle). Dikatakan 

bahwa : 

35 Efendy hasibuan H.D, op cit, hlm. 92 
36 Kartadjoemena, GATT WTO dun Hasil Uruguay Round, (Jakarta : Universitas Indonesia, 

1977), hlm. 253 



Members shall give effect to the provisions ofthis Agreement. Members 
may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive 
protection than is requared by this Agreement, provided that such 
protection does not cotravene the provisions of this Agreement. Members 
shall be JFee to determine the appropriate method of implementing the 
provisions of this Agreement within their own legal system andpractice.37 

Dalam terjemahan kasarnya menyebutkan bahwa, anggota wajib 

melaksanakan ketentuan Perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib untuk, 

menerapkan hukum Mereka untuk perlindungan yang lebih luas daripada yang 

dibutuhkan oleh Perjanjian ini, asalkan perlindungan tersebut tidak melanggar 

ketentuan Perjanjian ini. Anggota bebas untuk menentukan metode yang tepat 

untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalarn sistem hukum 

Mereka sendiri dan prakteknya. 

Ketentuan ini, mensyaratkan kepada negara-negara anggota yang 

tergabung dalarn Perjanjian TRIPS untuk pertama, harus terlibat dalam penerapan 

perjanjian ini. Kedua, menerapkan sistem perlindungan perjanjian ini sebagai 

ketentuan standar dalam hukum nasional. Ketiga, sistem yang dianut tidak 

kontradiktif dengan perjanjian ini, dan keempat, tiap negara anggota bebas untuk 

menerapkan atau menentukan sendiri sistem perlindungannya, sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan standar perjanjian ini. 

Secara singkat, maksud dari ketentuan tersebut adalah negara-negara 

peserta wajib untuk menaati ketentuan-ketentuan tersebut sebagai ketentuan 

perlindungan standar. Artinya, Negara peserta dimungkinkantatau bebas untuk 

37 Lihat GeneralProvision and Basic Prinsiple, Pasal 1 ayat (1) Perjanjian TRIPS 
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menerapkan perlindungan yang lebih tinggi atau lebih luas dari Perjanjian TRIPs, 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan standar tersebut, dan kebebasan 
. ~ ,  

penerapan ini, tentunya diserahkan sepenuhnya pada negara yang bersangkutan. 

Sebagai implementasi, hukum merupakan suatu proses yang terdiri atas 

penyusunan formulasi hukum, evaluasi hukum, berikut tahap pelaksanaannya.38 

Dalam ha1 ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa adanya gambaran singkat tentang 

sistem perlindungan Merek dagang internasional. Prinsip-prinsipnya sekarang 

dimasukkan dalam TRIPs, mendefinisikan aturan dasar perlindungan hak milik 

industri dalam perdagangan internasional. 

What conclusions may be drawn fiom this brief overview of the 
international trademark protection system? Clearly, the Paris Convention 
has stood the test of time. Its principles are now incorporated into TRIPS, 
defining the basic rules of protection of industrial property rights in 
international trade.39 

Dengan sistem pendafiaran sebagai dasar pemberian hak, maka 

perlindungan hak berlaku bagi pemilik Merek terdafiar. Namun di dalam 

Undang-Undang Merek 2001 masih memberi perlindungan secara khusus 

terhadap Merek tidak terdaftar, dengan menolak pendafiaran Merek yang sama 

dengan Merek te rke~ia l .~~  Pemilik Merek tidak terdaftar juga dapat mengajukan 

38Prasetyo Hadi Purwandoko, "Impementasi Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights oleh Pemerintah Indonesia," dalam Jtrrnal Yustisia, Edisi nomor 68 Mei - 
Agustus (2006), hlm. 5 

39 Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection Of Trademarks After The TRIPs 
Agreement, Duke Journal Of Comparative & International Law, Vol9:189 (1998), hlm. 21 1 

40 Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh 
Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dadatau jasa sejenis. 



pembatalan Merek, bahkan tanpa syarat terkenal. 41 Tentang ha1 ini berbeda 

dengan Undang-Undang Merek 1992, yang menegaskan bahwa gugatan 

pembatalan hanya dapat diajukan oleh pemilik Merek terdaftar, namun pemilik 

Merek tidak terdaftar juga dapat mengajukan gugatan pembatalan tetapi terdapat 

adanya syarat terkenl. 42 Sedangkan di negara lain seperti di Philipina 

perlindungan kepada Merek tidak terdaftar diberikan kepada Merek terkenal : 

Right conferred by an internationally well-known trademark: The 
exclusive right of the owner of a well-known mark shall extend to goods 
and services which are not similar to those in respect of which the mark is 
registered. 43 

Dalam terjemahan kasarnya bahwa, hak yang diberikan oleh Merek 

dagang internasional terkenal: hak eksklusif dari pemilik Merek terkenal berlaku 

bagi barang dan jasa yang tidak sama dengan Merek tersebut terdaftar. 

Secara teoretik sistem pendaftaran First to File dapat memberikan 

kepastian hukum, menjamin keadilan dan kemanfaatan. Karena bagi pemilik yang 

mendaftarkan Merek, diberikan hak eksklusiP4 oleh negara. Adanya kepastian 

hukum tersebut, dengan sendirinya kepada pemilik Merek terdafiar akan 

41 Lihat dalam Pasal 68 ayat (2), menyatakan bahwa pemilik Merek yang tidak terdaftar 
dapat mengajukan gugatan (pembatalan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan 
Permohonan kepada Direktorat Jenderal. 

42 Lihat dalam Pasal 56 ayat (2), rnenyatakan bahwa Gugatan (pembatalan) sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar.Sedang dalam 
ayat (3) Pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Kantor Merek. 

43 Ken-ichi KUMAGAI, Intellectual Property Systems in Asian Countries, Japan Patent 
Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII (92002, Faculty of Law, Kyushu University, hlm 
89 

44 Lihat Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS, (Bandung : PT 
Alumni, 2005) hlm. 73, bahwa pemilik Merek memiliki hak ekslusif guna mencegah pihak lain, tanpa 
izinnya, untuk menggunakan Merek yang identik (identical) atau mirip (similar) bagi keperluan 
perdagangan. 



memperoleh perlindungan h ~ k u m , ~ ~  dari kemungkinan didaftarkan oleh pihak 

lain, atau kemungkinan digunakan oleh pihak lain tanpa ijin. 

Dalam kenyataannya, sejak dibeilakukan pendaftaran Sistem Konstitutif, 

dengan Undang Undang Merek 1992, hingga saat ini dengan berlakunya Undang 

Undang Merek 2001, kepastian hukum perlindungan hak Merek yang diharapkan 

tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai. Dalam Undang-undang Merek sendiri 

masih terdapat beberapa ketentuan yang masih memberi peluang dalam 

pendaftaran Merek pihak lain, dan kemudahan dalam pembatalan Merek terdafiar, 

dengan adanya beberapa perkara gugatan pembatalan Merek terdaftar, baik oleh 

pemilik yang telah mendaftarkan Mereknya, maupun oleh pihak yang merasa 

sebagai pemilik Merek sekalipun tidak mendaftarkan Mereknya. Seperti misalnya 

dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor : 274 

PWPdt/2003, dalam perkara antara PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama 

PREFEL S.A., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, 

sebagai Pemohon PK, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat, melawan 

Fahmi Babra, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang C.VII S No.4 Pluit, 

Jakarta Utara yang dalam keputusannya membatalkan pendaftaran Merek dan 

logo Prada terdaftar No.328996 dan 329217 atas nama Tergugat I yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dan logo terkenal Prada 

45 Lihat Endang Purwaningsih, op cit. hlm. 1 1 ,  bahwa Pihak pendattar adalah satu-satunya 
pihak yang berhak atas suatu Merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap Merek yang 
telah dikenal luas dalam perdagangan dan masyarakat (Wellknown Trademark), tetapi tidak 
didaftarkan akan tetap diberikan perlindungan hak. 



milik Penggugat, yang belum terdaftar di ~ndones i a .~~  Disamping perkara lain 

seperti Eddy (Eddy v. Crocodle International PTE.LTD) dan Then Gek Tjoe 

(Then Gek Tjoe v. dr. Fredy Setyawan). 

Dengan memberikan peluang dalam ketentuan bahwa pemilik Merek tidak 

terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek, maka menunjukkan 

ketidak konsistenan dalam menerapkan Sistem Konstitutif dalam pendaftaran 

Merek. Bahkan Sistem Konstitutif yang mengharuskan pendaftaran Merek bagi 

pemilik Merek kurang bermakna, dan menimbulkan keengganan bagi pemilik 

Merek untuk mendaftarkan Mereknya, dengan pertimbangan tidak didaftarkanpun 

dapat mengajukan pembatalan. 

Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa Merek yang telah dimiliki dan 

digunakan bahkan mempunyai reputasi terkenal, masih dapat diajukan 

pendaftaran oleh pihak lain dan diterima pendaftarannya, yang akhirnya 

me~~imbulkan sengketa gugatan pembatalan. Seperti kasus pembatalan Merek Eddy 

(Eddy v. Crocodle International PTE.LTD) ; Prefel SA (Prefel SA v. Fahmi 

Babra); dan Then Gek Tjoe (Then Gek Tjoe v. dr. Fredy Setyawan). Hal ini 

menggarnbarkan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran Meleek dengan Sistem 

Konstitutif atau First to File pun belum dapat memberikan jaminan kepastian 

hukum. 

46 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam PRADA S.A. 
dahulu dihznal dengan nama PREFEL S.A v. Fahmi Babra. nomor : 274 PK/Pdt/2003, hlm 1,42-43. 
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Penelitian ini penting dilakukan guna memperoleh bahan berupa 

gambaran yang jelas tentang pertimbangan yang digunakan sebagai dasar 

pergeseran sistem pendaftaran ke dalam sistem First to File, dan menemukan 

kelemahan dan kekurangan dalam pengaturannya. Bahan dimaksud akan 

digunakan sebagai masukan kemungkinan perubahan sistem pendaftaran Merek 

atau setidaknya dalam implementasi sistem pendaftaran First to File ke dalam UU 

Merek. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang berhubungan dengan pergeseran sistem pendaftaran 

Deklaratif menjadi Konstitutif atau dari "First to Use" menjadi "First to File", 

dalarn pendaftaran Merek, sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi landasan filosofis pertimbangan pergeseran dalam 

pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif first to Use) ke dalam Sistem 

Konstitutif (First to File) ? 

2. Mengapa dengan berlakunya Sistem Konstitutif atau "First to File" masih 

terjadi pendaftaran Merek yang sama milik pihak lain bahkan mempunyai 

reputasi terkenal yang akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan ? 

3. Bagaimanakah model pemberlakuan Sistem Konstitutif ("First to File'y 

dalam pendaftaran Merek agar memberikan kepastian hukum yang adil ? 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji landasan filosofis dari pergeseran dalam pendaftaran Merek 

dari sistem Deklaratif menjadi Konstitutif atau dari "First to Use menjadi 

First to File". 

2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pendaftaran Merek yang sama 

bahkan mempunyai reputasi terkenal oleh pihak lain yang akhirnya 

menimbulkan sengketa pembatalan. 

3. Untuk merumuskan model pemberlakuan Sistem Konstitutif ("First to File'? 

dalam pendaftaran Merek agar memberikan kepastian hukum yang adil ? 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah berupa pemberian sumbangan 

pemikiran secara teoritis berkaitan dengan terjadinya pergeseran dari sistem 

Deklaratif menjadi Konstitutif atau dari "First to Use menjadi First to File", 

dalam pendaftaran Merek di Indonesia, untuk mengetahui dasar landasan 

yang menjadi pertimbangan filosofis terjadinya pergeseran dalam sistem 

pendafiaran Merek dimaksud, guna menjawab permasalahan kepastian 

hukum hak Merek terdaftar pasca berlakunya Sistem Konstitutif dalam 

pendaftaran Merek, dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi 

pemilik Merek yang tidak terdaftar. 

2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak yang benvenang membuat kebijakan, maupun pembuat peraturan per 



Undang-undangan manakala diperlukan adanya perubahan demi memberikan 

kepastian hukum perlindungan Merek. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang 

berkepentingan, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang hukum Merek, sekaligus berguna dalam turut 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai 

penelitian awal, untuk pengembangan dalam penelitian-penelitian lanjutan 

khususnya berkaitan dengan hukum Merek untuk waktu yang akan datang. 

E. Kerangka Teori 

1. Konsep Kepastian Hukum Hak Merek Yang Adil 

Untuk menjawab permasalahan tentang masalah pergeseran sistem 

pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratid ke Sistem Konstitutif, berhubungan 

dengan kepastian hukum yang adil, dapat didasarkan suatu teori tujuan hukum , 

teori sistem hukum, dan teori keadilan . 

a. Teori Tujuan Hukum 

Teori tujuan h ~ k u m ~ ~  yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang 

Tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu ~nendapat perhatian serius dari para 

47 Zainudin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal. 59, disebutkan bahwa 
Teori utilitarianian yang mengangap bahwa tujuan hukum adalah membesikan kemanfaatan dan 



pelaksana hukum : Keadila~i, Kepastia~i hhukum, dan Kemanfaatan. Nilai 

kemanfaatan akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan 

masyarakat pada suatu saat tertentu: sehingga hukum itu benar-benar mempunyai 

peranan yang nyata bagi masyarakatnya." Ketiga nilai hukum ini menurut 

R a d b r ~ c h ~ ~  adalah nilai dasar hukum disebut pula tiga ide dasar hukum. 

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dalam 

inencapai tujuan hukum, dan prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru 

kemudiail kemanfaatan, dan selanjutnya adalah kepastian hukum. 

Disa~nping mewujudkan keadilan, hukum diharapkan dapat mewujudkan 

kepastian hukuin. Kepastian hukum dilihat dari sudut pandang finncrlisrik- 

legcllistik adalah melaksanakan liukum sesuai bunyi hukum (dalam ha1 ini 

undang-undang). Pandangan berbeda dikemukakan oleh Soediman 

Kartohadiprojo, baginya yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah 

kepastian yang diciptakan oleh hukuin dan kepastian hukuni di dalam hukum itu 

sendiri. Lebih lanjut dijelaskan, tugas hukum adalah untuk meiiciptakan, 

menegakkan, n~emelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang 

adil. Kiranya tepat jika tujuan hukum adalah mewujudka~i kepastian hukum, 

kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat, didasari oleh adanya falsafah sosial 
yang mengungkapkan bahwa setiap warga masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum 
merupakan salah satu alatnya. Dengan demikian, keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai 
alat ~intuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Hukum harus 
diciptakan untuk memberikan perlindungan yang berguna dan bermanfaat demi kebahagiaan warga 
masyarakat yang bersangkutan. 

48 httv://tubiwityu.tyvevad.com/blo~2010/1 ltteori-hukum-vart-ii.htm1 (27-04-2013) 
49 Achmad Ali, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, dikutip dari Andi Nuzul 

"Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral" : dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 
No. 3, (2010) hlm. 477. 



maka hukumnya harus adil. sehingga dengan demikian maka penegakan 

hukumnya juga hartus adil." 

Seseorang yang -sudah inemperoleh suatu hasil karya, atau orang lain 

yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar 

memperoleh imbalan yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya 

rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Hukum 

memberikan perlindungan demi kepentingannya berupa suatu kekuasaan untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak 

menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi 

alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.sl Bagi HKI, peristiwa yang menjadi 

a!asan melekatnya hak tersebut adalah hasil karya yang berdasarkan kemampuan 

intelektual. Karena hak tersebut akan mewajibkan pihak lain untuk melakukan 

sesuatu atau comlnission, atau tidak nielakukan sesuatu perbuatan atau omission. 

Demikian pula dikatakan bahwa, dalam menjainin kepastian hukuin 

perlindungan Merek terdaftar perlu diah~r dala~n peraturan perundang-undangan 

juga dapat didekati dengan teori tujuan hukuin, ~ ~ n t u k  n~engai~alisis bahwa pada 

hakikatnya hukum dibentuk untuk inencapai kebahagiaail dari sebagian terbesar 

warga inasyarakat. Jereiny Bentham inenyatakan bahwa: 

50 Maria S.W. Sumardjono, Semangat Konstitusi dun Alokasi Yang Adil Atas Sumberdqa 
Alum, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014), Hlm. 44-45. 

5' H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukurn Perdata (Jilid I), (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 1996), ha1 6, bahwa Hak dapat dibedakan atas, Hak Mutlak dan Hak Nisbi, Hak Kekayaan 
Industri adalah Hak Mutlak yang bersifat kebendaan. 



"the ultimate end of legisltltion is the greatest happiness of tile greatest 
number". 52 

Maksudnya adalah tujuan akhir dari undang-undang adalah kebahagiaan 

terbesar dari jumlah terbesar warga masyarakat. Penerapan teori utilitarian adalah 

untuk menganalisa dampak dari penerapan Sistem Konstitutif dalam pendaftaran 

Merek yang diatur dalam undang-undang Merek. Berdasarkan teori tujuan 

hukum ini, perlindungan Merek terdaftar melalui pemberlakuan Sistem 

Konstitutif tepat diterapkan jika memberikan manfaat tidak hanya kepada 

produsen sebagai pelaku usaha, tetapi juga konsumen yang merupakan bagian 

terbesar dari masyarakat. 

b. Teori Sistern Hukum 

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan 

hukum bergantung pada: Substansi Hukum (Legal Substance), Struktur 

HukumPranata Hukum (Legal Structure) dan Budaya Hukum (Legal Culture), 

yang satu sama lain mempunyai kaitan dengan h u k ~ m . ~ ~  

Pertama Substansi Hukum (Legal Substance) adalah norma 

(aturan/keputusan) yang merupakan hasil dari produk hukum. Substansi dari 

sebuah hukum seharusnya mencerminkan keadilan, namun seakan ha1 itu tidak 

p p p p p p  

52 Jeremy Bentham dalam W. Friedmann, Legul Theory, New York: Columbia University 
Press, 1967, hal. 313 

53 Lawrence M. Fiedman, Sistem Hukum Perspektifllmu Sosial, The Legal System a Social 
Science Perspective, Bandung, Nusa Media, 2009. Hlm. 17-18 



berlaku bagi mereka yang memiliki materi dan juga jabatan, sangat bertolak 

belakang dengan penegakan masyarakat awam yang hanya mempunyai harapan 

atas sebuah keadilan dalam hukum. ' ~ e d u a  Struktur HukumPranata Hukum 

(Legal Structure) diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk 

memberikan pelayanan dan penegakan hukum. Struktur hukum merupakan suatu 

ha1 yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. 

Ketiga budaya hukum (Legal Culture) adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat 

dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positiflnegatif). Merupakan sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum pada sebuah kepercayaan, nilai, 

pemikiran, serta harapannya. suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang 

ada dalam masyarakat menentukan bagaimana suatu hukum digunakan, 

dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum memiliki kaitan yang erat 

dengan kesadaran hukum pada masyarakatitu sendiri. Dikatakan bahwa semakin 

tinggi ingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka budaya hukum akan 

tercipta dengan baik. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. 

c. Teori Keadilan 

Ada tiga ciri khas pang selalu inenandai keadilan, yaitu keadilan tertuju 

pada orang lain, keadilan hams ditegakkan, dan keadilan rnenuntut persamaan.54 

54 Bertens,K, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta : PT Kanisius 2013), hlm. 83 



Pertama, keadilan tel-tuju pada orang lain atau keadilan ditandai other- 

directedness (John Finnis). Mustahil seseorang berlaku adil (atau tidak adil) 

terhadap seorang diri sendiri. Kalau ada seseorang berbicara tentang keadilan 

atau ketidakadilan terhadap dirinya sendiri, ia hanya menggunakan kata itu dalam 

arti kiasan, bukan dalam arti pang sebenarnya. Masalah keadilan atau ketidak 

adilan hanya bisa tiinbul dalam konteks antar mai~usia. Untuk itu diperlukan se 

kurang-kurangnya dua orang m a n ~ s i a . ~ ~  

Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan, tidak diharapkan 

saja atau dianjurkan saja. Keadilan mengikat kepada setiap orang yang 

dimaksudkan dan mengandung kewajibai~ serta hak yang harus dipenuhi. Kalau 

memberikan sesuatu karena alasan keadilan. maka selalu harus atau ~vajib 

mem berikann ya. Dalam mitologi Romawi Dewi lusti tia (keadilan) digambarkan 

dengan men?egailg timbangan dalam tangan. Timbangan menunjuk kepada ciri 

kedua ini, yaitu keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak 

seseorang, ha1 itu se olah-olah dapat ditimbang. 

Ketiga, keadilan menuntut persamaan (eqzlaliy). Atas dasar keadilan harus 

memerikan kepada setiap orang apa yang inenjadi haknya, lanpa kecuali. Dewi 

Tustitia yang memegang timbangan dala~n tangannya dalam mitologi Romawi 

digambarkan juga matanya tertutup dengan kain. Sifat ini meilunjuk kepada ciri 



keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melillat orailgnya 

Kepastian hukum"diper1ukan dalatn railgka mencapai sebuah keadilan 

inemerlukan pengaturan hukum yang tegas, yang dikeluarkan dan ditetapkan 

oleh negara. Keadilan yang di cita-citakan dapat diciytakan oleh sebuah negara 

dengall pemerintahnya. Rudolf Voi~ Ihering dan Georg Jellinek mengatakan 

bahwa, "Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan", dimaksudkail untuk 

menunjukkan bahwa hukum tergantung dari paksaan. dan bahwa hak ulltuk 

melnaksa adalah lnonopoli mut!ak negara. '7 Keadilan haruslah memerintah, 

kebaikan harus menjelma dalam negara. '8 Pendapat tersebut diikuti oleh 

muridnya bernama Aristoteles, pang mempunyai pandangan bahwa etika sebagai 

bagian pada penghidupan negwa, maka itu para warga negara hanya dapat 

mencapai keballagiaan yang sempurna di dalarn dan karena persekutuan ~ne~ara."' 

Sedangkan Locke rnengatakan ballwa negara diperlukan karena 

kelemahan dan kejallatan dari kebanyakan orang. Negara diciptakan karena 

perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Tujuannya ialah melindungi llak milik, 

hidup serta kebebasan, baik ierhadap ballaya-bahaya dari dalam maupun ballaya 

dari lua~-.~O 

56 Ibid, hlm 83-84 
57 W. Friedmann, Teori & Filsufat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, 

(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1993), hlrn. 151. 
58 JJ. Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum, Wiratno "et.al." 

Cetakan keenam, (Jakarta : PT. Pembangunan, 1988) Hlm. 13 
59 Ibid, hlm. 26 
60 Ibid hlrn. 152. 



Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, 

berawal dari sebuah ide. Kekayaan intelektual merupakan kreasi manusia sebagai 

makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (literaty), hasil 

kerja yang memiliki seni (artistics work), dan teknologi. Semua kreasi manusia 

yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan teori dari 

rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu, kreatifitas akan berkembang jika 

kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi. Dimana dasar 

pemberian perlindungan hukum kepada seseorang terhadap kreasinya sesuai 

dengan teori negara hukum, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya, melalui pengaturan 

undang-undang dan perangkat hukumnya. Dengan perlindungan tersebut maka 

akan tenvujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan 

hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum 

maka pemilik Merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib 

memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan 

konteks State LUW.~' 

Adanya kepastian hukum diperlukan untuk mencapai sebuah keadilan. 

Keadilan adalah sesuatu di luar rasio, karena itu bagaimanapun pentingnya bagi 

61 Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 
11, No 1, (Januari 2012), hlm. 24 1. 



tindakan manusia, tetapi bukan pengetahuan.62 Bagi pengetahuan rasional yang 

ada dalam masyarakat hanyalah kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata 

aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau 

membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Diantara dua 

pilihan tersebut, mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan 

secara rasional. Pengetahuan tersebut hanya dapat muncul berdasarkan 

ketentuan-ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan 

secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Iililah yang dapat menjadi 

obyek ilmu, bukan hukum sebagai metafisik. Teori ini disebut The pure theory of 

law yang merepresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan 

dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori 

ini mencari hukum yang riil dan mungkin, bukan hukum yang benar. Adalah adil 

jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang 

aturan tersebut hams diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan 

pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang ~ a m a . ~ ~  

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak 

berhubungan dengan isi tata aturan positif, tapi dengan pelaksanaannya. Menurut 

legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti 

62 Kelsen, General Theory of LQW and State, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, 
Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi IU, 2006), h 2 1 

63 Kelsen, General Theory ofLav  and State, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, 
Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi RI, 2006), h 22 



legal atau illegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum 

yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum p ~ i t i f . ~ ~  

Asas kepastian hukum adalah, bahwa hukum mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggara negara. Pengertian asas kepastian hukum menurut penjelasan 

Pasal 3 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.65 

Dalam pendafiaran Merek dengan Sistem Konstitutif seharusnya dapat 

memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hak Merek. Hak 

atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikan negara66 kepada pemilik Merek 

yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya. 

Pemberian hak atas Merek, menunjukkan pengaruh pendekatan kebijakan 

negara (State policy) dari para penganut Natural right theoly dalam memahami 

64 Ibid hlm. 23 
65 http:Nwww.scribd.com/doc/46240963/Asas-Keastian-Hukum (diakses Tanggal i 0-1 l- 

2012) 
56 Lihat juga Muhamad Djumhana, dan Djubaedilah, loc cit., bahwa Sesuai dengan 

ketentuan bahwa hak Merek itu diberikan pengakuannya oleh Negara, maka pendaffaran atas 
Mereknya merupakan sesuatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah 
sebagai orang yang berhak atas Merek. 



hak Merek. Di dalam Natural right theory, terdapat dua pendekatan, pendekatan 

pertama, memandang hak didasarkan pada hasil usaha (labor) dipengaruhi oleh 

para pengikut John LockelLockean dan kepribadian (personalityl dipengaruhi 

oleh pengikut gagasan Hegel tentang haklHegelian. Menurut Locke, bahwa 

setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas 

tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari t u b ~ h n ~ a . ~ ~  Pendekatan ini 

dapat disebut sebagai pendekatan usaha dan kepribadian. Pendekatan kedua, 

adalah state yaitu hak sebagai suatu kebijakan negara untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan seperti peningkatan kreativitas, 

perkembangan seni yang berguna, membanguil pasar yang tertata bagi buah pikir 

manusia. 69 

Pandangan hukum kodrati model Hugo Grotius yang terus 

dikembangkan, pada akhimya berubah menjadi teori hak kodratL7O Melalui teori 

ini, hak-hak individu yang subyektif diakui. Pendukung doktrin hak kodrati ini 

antara lain, John Locke, yang mengatakan bahwa semua individu dikaruniai oleh 

alam, hak inheren atas kehidupannya, kebebasan dan harta, yang merupakan 

milik Mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. 

Tetapi umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau 

67 Bertens,K, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta : PT Kanisius 2013), hlm. 109. 
68 Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 

11, No 1, (Januari 2012), hlm. 241, bahwa Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak- 
pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks State Law. 

69 http://haki2008.wordpress.com/2008/04/29/pengantar-hak-Merek-oleh-theofransus-litaay- 
sh-llm/ (diakses 17-07-20 11) 

70 Scott Davidson, Hak Asasi Manztsia, op. cit. h 37-38 



ikatan sukarela, yang dengan itu penggnnaan hak Mereka yang tak dapat dicabut 

itu diserahkan kepada penguasa negara (teori kontrak sosial). Locke dalam 

ajarannya ia menolak hak untuk mengadakan perlawanan, oleh karena ketika 

orang dengan tegas menciptakan perjanjian, ia telah mengikat diri pada 

masyarakat, jadinya telah bersedia menundukkan diri tanpa syarat pada 

kekuasaan orang banyak.71 

Konsep pemikiran John Locke tentang Hukum alam (Natural Rights) 

bertumpu pada ide bahwa segala sesuatu yang dihasilkan manusia seharusnya 

dapat dinikrnati oleh orang yang menghasilkannya. Teori hukum alam John 

Locke mengandung dua unsur utama, yaitu Jirst occupancy (berhak atas 

penggunaan ekslusif) dan a laborjust$cation (berhak atas hasil dari ~ s a h a n ~ a ) . ' ~  

Demikian pula dikatakan bahwa prinsip utama pada Hak kekayaan 

Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan 

intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan 

kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Begitulah sistem hukum Romawi 

menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (natural acquisition) berbentuk 

spesifikasi, yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus didukung dan 

dianut banyak sarjana, mulai Loch sampai kepada kaum sosialis. Sarjana-sarjana 

71 Von Schmid, JJ., op cit, hlm. 154 

72 Justine Hughes dalam Donald S.Chisum et al, 2001, Principles of Patent Law Cases and 
Materials, Second Edition, New York, Foundation Press. Dalam Tomi Suryo Utomo, Transformasi 
Pemikiran Natural Rights John Locke Dan Utilitarianism Jeremy Bentham ke Dalam Kebijakan Hak 
Kekoyaar~ Intelektual (HKI)-Bipolar : Kajian Kebijakan Penggunaan Paten OIeh Pemerintah 
(Government Use) Terhadap Obat-obatan Antiviral Dan Antiretroviral Di Indonesia, dalam Pidato 
Pengukuhan Guru Besar, hlm. 8-9. 



hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, 

ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil dan dipahamkan 

bahwa asas suum cuique tribuere menjarnin bahwa benda yang diperoleh secara 

demikian adalah kepunyaan seseorang  it^.^^ 

Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum 

bertindak lebih jauh dan menjarnin bagi setiap manusia akan penguasaan dan 

penikrnatan ekslusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan 

negara.74 Garnbaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah 

untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan 

subyek hukum. Namun demikian perlindungan terhadap pemilik hak tersebut 

juga tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga suatu hak itu 

ada pembatasan guna memberikan perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam 

ha1 ini hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan 

Jaminan terpeliharanya kepentingan perseorangan dan kepentingan 

masyarakat tercermin juga dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, termasuk 

diantaranya hak Merek. Dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang 

berkembang sekarang dengan mencoba menyeimbangkan diantara dua 

kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Dua sisi 

73 Roscoe Pound, dalam Muhamad Djumhana dan Djubaedillan, Hak Milik Intelektual, 
Sejarah, Teori, dun Prakteknya di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 20. 

74 Muhamad Djumhana dan Djubaedillan, Hak Milik Intelekttlal, Sejarah, Teori, dun 
Prakteknya di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 20. 

75 Ibid. hlm 20 



dari mata uang yang sama menyangkut Hak Kekayaan Intelektual ini dapat 

dilihat pada pasal27 The Declaration of Human Rihgts, yaitu : 

I .  Everyone has the right fieely to participate in the cultural life of the 
community, to enjoy the arts and to share in scientiJic advanceme~zt and its 
benefits. 

2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests 
resultingpom any scientific, literary or artistic production of which he is 
the author. 

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi 

individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual 

berdasarkan prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Prinsip-prinsip 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a. Prinsip keadilan (the principle of natural justice) 

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari 

kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, imbalan tersebut 

dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena 

dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan 

tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak 

dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak 

menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang 

menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik 

intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah 

penciptaan yang mendasarkan pada kemampuan intelektualnya. 



Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri 

tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal tersebut 

karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk 

melakukan (comission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan. 

b. Prinsip ekonomi (the economic argument) 

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil 

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dieksoresikan 

kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat 

serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya bahwa 

kepeinilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan ha1 

itu sztu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. 

Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk 

kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan 

mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty atau 

technical fee. 

c. Prinsip kebudayaan (the cultural argument) 

Mengkonsepsikan bahwa katya manusia itu pada hakekatnya bertujuan 

untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu pula akan timbul 

suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan 

konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradaban, dan 

martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi 



masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan 

cipta manusia yang dilakukan dalam sistem Hak kekayaan Intelektual adalah 

suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai penvujudan suasana yang 

diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong 

melahirkan ciptaan atau penemuan baru. 

d. Prinsip sosial (the social argument) 

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang 

berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur 

kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam 

hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam suatu 

ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh 

hukum dan diberikan kepada perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu 

saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorzngan, persekutuanl kesatuan 

itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan 

diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan, ataupun 

kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.76 

Dari sudut pandang hak kodrati model Locke ini, ada dua ha], yaitu : 

Pertama, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan. 

Kedua, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, 

76 Soenarjati Hartono, 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung, 
Binacipta), hlm. 124. (Lihat juga Muhamad Djumhana dan Djubaedillan, op cit. hlm 21 -22). 



tetapi juga kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak 

kodrati individu  it^.^^ 

Sedang secara tradisional dibedakan antara dua macam hak, yaitu : 

Pertama, hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, 

sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Hak semacan ini tidak 

perlu direbut, sebab selalu sudah ada, tidak tergantung dari persetujuan orang, 

dan tidak dapat dicabut oleh seorangpun di dunia. Dikatakan juga bahwa hak  it.^ 

ada pada manusia, sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya. Kedua, hak 

yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan 

undang-undang7' Hak-hak itu tidak berhubungan dengan martabat manusia, 

tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam undang-undang yang sah. 

Kepastian perlindungan hukum sangat diperlukan bagi dunia bisnis, 

dalam menjamin ketenangan usahanya, sebagaimana fungsi Merek dalam dunia 

perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu 

dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan 

identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Dengan 

sebuah Merek, maka suatu produk mempunyai identitas kepribadian, yang 

berbeda dengan produk sejenis lainnya, bahkan bagi sebuah produk yang 

berkualitas, maka dengan Merek masyarakat konsumen akan mudah 

77 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, op. cit., h 38 
'' The0 Huijbers, Filsafat Hukum, op. cit h 96 - 97 



mengidentifikasi sebuah produk yang berkualitas untuk dipilih.79 Merek sebagai 

citra yang sekaligus goodwill bagi perusahaan itu, dan mernbedakan dengan 

perusahaan ~ a i n n ~ a . ~ '  Fungsi Merek tersebut berkembang seiring perkembangan 

perekonomian nasional dan internasional. Dengan melihat, membaca atau 

mendengar suatu Merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk 

dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh 

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang 

dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi asset bagi produsen. Identitas 

sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, ha1 tersebut juga 

menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan se 

hari-hari banyak terjadi pelanggaran terhadap hak suatu Merek. Pelanggaran 

Merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, 

sehingga akan berdarnpak kepada dua hal, yaitu pertama, akan mengganggu 

stabilitas ekonomi, dan kedua, terkait jaminan perlindungan k ~ n s u m e n . ~ ~  Merek 

79 Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdafiar, Jurnal Ilrniah CIVIS, Volume 
11, No 1, (Januari 2012), hlm. 248, bahwa Merek amatlah penting bagi pemilik Merek itu sendiri dan 
juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa Merek tersebut. 

80 Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, op.cii., hlm. 28 
81 Rachmadi Usman, Opcif., hlm. 321 
82 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar 

Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 201 1) hlm. 28., lihat 
juga Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Infelekfual 
Suatu Pengantar, (Bandung : PT Alumni, 2006), hlm. 131, disebutkan bahwa Merek juga berguna 
untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari Mereknya) karena menurut 
Mereka, Merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari 
Merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan Merek perusahaan lain, para konsumen 
mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah. 



dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau j a ~ a . ~ ~  Merek 

sebagai tanda pengenal atau identitas yang membedakan antara produk yang satu 

dengan produk yang lain sekaligus menggainbarkan jaminan kualitas barang dan 

jasa hasil produksinya. 

Penggunaan Merek yang tepat memberikan sejumlah manfaat bagi 

pemilik Merek dan bagi konsumen. Bagi pemilik Merek, manfaat yang diperoleh 

meliputi identiras produk (pembelian ulang dan loyalitas membantu aktifitas 

promosi), familiaritas Merek (mempermudah dan memperlancar peluncuran 

produk baru), dan diferensiasi (potensi penerapan premium pricing). Sementara 

bagi konsumen, manfaat Merek antara lain identitas (menekan biaya pencarian), 

jaminan kualitas (menekan percied risk), dan asosiasi Merek (menekan risiko 

sosial dan psikologis).84 

Di dalam pendaftaran Merek umumnya dikenal 2 (dua) macam sistem 

pendaftaran Merek. Prof. Kollewijn dalam advisnya kepada pengurus 

perkumpulan Importir di Batavia dulu, inenunjuk akan adanya dua inacam cara 

(stelsel) pendaftaran bagi Merek, yaitu Stelsel Konstitutifdan Stelsel DeklaratiJ: 

Bagi Stelsel Konstitutif, pendaftaran menimbulkan suatu hak sebagai pemakai 

pertama pada Merek, sedangkan pendaftaran pada Stelsel Deklaratif hanya 

83 Insan Budi Maulana., Sukses Bisnis Melaltri Merek, Paten, dan Hak Cipta, (Bandung : 
PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 60 

84 Casavera, 1.5 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009) hlrn. 
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menimbulkan dugaan akan adanya hak sebagai pemakai pertama pada Merek 

yang bersangkutan, sampai dapat dibuktikan s e b a ~ i k n ~ a . ~ ~  

Dalam sejarah perkembangan hukum Merek di Indonesia timbulnya hak 

Merek mengalami perubahan. Pada awal diatur dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan, diatur bahwa 

penentuan hak atas Merek didasarkan atas pemakaian pertama kali, sedangkan 

pendafiaran hanya menimbulkan anggapan, bahwa pendafiar pertama dianggap 

sebagai pemakai pertama atas Merek yang bersangkutan (Stelsel ~ e k l a r a t i ~ ) . ' ~  

Pendaftaran dengan Sistem Dekalaratif pada Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal2 ayat (1) yang menyebutkan : 

"Hak khusus untuk memakai suatu Merek guna memperbedakan barang-barang 

hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari 

barang barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk 

pertama kali memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia". 

Sistem pendafiaran dalam uu Merek 1961 ini pada dasarnya sama dengan 

peraturan Merek sebelumnya yang merupakan peninggalan jaman Belanda, yang 

mengatur Hak Milik Perindustrian Tahun 1 9 1 2 . ~ ~  Penjelasan lain pertimbangan 

85 Kollewijn, T 124-357, dikutip dari Purwosutjipto, H.M.N.,S.H, Pengantar Hukum 
Dagang Indonesia I ,  Pengantar Dasar Huhm Dagang, (Jakarta : Djambatan, 1987) hlm. 89-90 

86 Lihat Pertimbangan dalam Konsideran Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 tentang 
Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan. 

Lihat juga Purwosutjipto, op.cit . hlm. 110, mengatakan bahwa : azaz stelsel yang dipakai 
dalam peraturan "Milik Perindustrian" (Reglement Industriale Eigendom Kolonien 1912, S 1912 no. 
545 Jo. 13-214) itu adalah sama dengan stelsel yang dipergunakan dalam Undang-undang Merek 1961, 
lihat juga Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dun Hukum Merek di Indonesia 
Berdasarknn Undang-undang No. 19 Tahun 1992, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, h 56, 



lahirnya Undang-undang Merek 1961, yaitu untuk melindungi khalayak ramai 

dari tiruan barang-barang yang memakai suatu Merek yang sudah dikenalnya 

sebagai Merek barang-barang yang berrnutu baik, selain itu juga bermaksud 

melindungi pemakai pertama dari suatu Merek di ~ndones i a .~~  

Selanjutnya sejak diganti dengan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 

1992 tentang Merek, sebagaimana dirubah dengan UU Nomor : 14 tahun 1997 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, dan terakhir 

dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor : 15 Tahuil 2001 tentang 

Merek, ditentukan bahwa hak atas Merek didasarkan atas pendaftaran, sehingga 

pendafiaran menimbulkan hak Merek (Stelsel ~ o n s t i t u t i j ) . ~ ~  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek : 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, 

susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari 

pengertian tersebut, maka sebuah tanda dapat didaftar sebagai Merek harus 

mempunyai hngsi sebagai pembeda. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya 

pembedaan atau dianggap kurang kuat daya pembedaannya tidak dapat dianggap 

mengatakan baliwa Undang-undang Merek no. 21 Tahun 1961 boleh dikatakan merupakan 
pengoperan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Milik Perindustrian Tahun 1912. 

88 Rachmadi Usman, op.cir, hlm. 306 
89 Lihat Undang-Undang nomor : 19 tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana dirubah 

dengan 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, dan terakhir 
diganti dengan Undang-Undang nomor : 15 Tahun 200 1 tentang Merek. 



sebagai ~ e r e k . ~ '  Di dalam Undang-Undang di Amerika dijelaskan mengenai 

Merek, bahwa : 

The Lanham Act, which governs nationally registered marh, dejines a 
trademark as "any word, name, symbol, or device" used by a person in 
commerce to identzb and distinguish goods @om those manufactured by 
 other^.^' 

Dalam terjemahan kasarnya bahwa, The Lanham Act, yang mengatur 

secara nasional tentang Merek terdaftar, mendefinisikan Merek dagang sebagai 

"kata, nama, simbol, atau perangkat apapun" yang digunakan oleh seseorang 

dalam perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang yang 

diproduksi oleh orang lain. 

Pengertian lain Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan 

sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau 

menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis 

yang dibuat atau diperbandingkan oleh orang-orang atau badan-badan 

perusahaan lain. 92 

Sudargo Gautama, Hukum Merek di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989) 
hlrn. 30, lihat juga Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dun 
Prakteknya di Indonesia), (Bandung : PI: Citra Aditya Bakti, 1993) hlrn. 123, disebutkan bahwa 
Sebuah Merek dapat disebut Merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang 
cukup (capable of distinguishing). Maksudnya tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan 
untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan-dari perusahaan lainnya. 
Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka Merek itu harus dapat memberikan penentuan atau 
"individualisering" pada barang atau jasa yang bersangkutan. 

Akila Sankar McConnell, "Making Wal-Mart Pretty : Trademarks And Aesthetic 
Restrictions on Bog- Box Retailers", Duke Law Journal Vol. 53:1537 ( 2004), hlm. 1545. 

92 Saidin,H.OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 343 - 344 



Essel R. Dillavou, mengatakan, tidak ada definisi yang lengkap yang 

dapat diberikan untuk suatu Merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, 

simbul, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket 

yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk 

menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak 

sah untuk memakainya disain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi 

sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan. Pengertian lain 

diberikan ileh Philip S. James MA, mengatakan Merek dagang adalah suatu 

tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan 

bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau 

pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, 

untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu Merek, cukup 

memadai juka barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan. 

Definisi Merek dagang dan Merek layanan (Hukum Dagang Amerika lembaga 

hukum 1995), memberikan definisi, bahwa Merek dagang adalah sebuah kata, 

nama, simbol, perangkat, atau peruntukan lain, atau kombinasi dari sebutan 

tersebut, yang khas barang aperson atau layanan dan yang digunakan dengan cara 

yang mengidentifikasi barang-barang atau jasa dan membedakan Mereka dari 

barang atau jasa orang lain. Sebuah Merek jasa adalah Merek dagang yang 

digunakan dalam kaitannya dengan ~ a ~ a n a n . ~ ~  

93 Paul Goldstein, "et. al". Selected Statutes and International Agreements On Unfair 
Competition, Trademark, Copyrigcht andpatent, (New York : Foundation Press, 2000), hlm. 5 



Dalam hukum Merek terdapat ajaran atau doktrin persamaan yang timbul 

berkaitan dengan fungsi Merek, yaitu untuk membedakan antara barang atau jasa 

yang satu dengan yang lainnya. Ada dua ajaran persamaan dalam Merek yaitu: 

a. Doktrin persamaan keseluruhan, dan 

b. Doktrin persamaan identik.94 

Menurut doktin persamaan menyeluruh, persamaan Merek ditegakkan di atas 

prinsip entireties similar yang berarti antara Merek yang satu dengan yang lain 

mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan 

secara optimal yang menimbulkan persamaan. 95 Doktrin persamaan identik 

mempunyai pengertian lebih luas dan fleksibel, bahwa untuk menentukan ada 

persamaan Merek tidak perlu semua unsur secara komulatif sama, tetapi cukup 

beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara 

dua Merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin 

ini antara Merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi 

perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang 

kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (similar) maka sudah dapat dikatakan 

identik. 

94 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang Non~or 19 Tahun 1992,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 
288 

95 ibid 



Doktrin persamaan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan : Permohonan harus 

ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut : 

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek 

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barandjasa sejenis; 

2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek 

yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang danlatau jasa sejenis; 

3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi 

geografis yang sudah dikenal; 

Ajaran persamaan dalam undang-undang seperti tersebut di atas 

dipresentasikan dalam kata atau kalimat persamaan pada pokoknya dan 

persamaan pada keseluruhannya, adalah merupakan tiruan dan menyerupai. 

Undang-undang Merek tidak memberikan arti dan pengertian untuk membedakan 

kata-kata tersebut, tetapi memberikan beberapa faktor sebagai unsur yang dapat 

menimbulkan kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan 

Pasal6 Undang-undang Merek, yaitu: 

a. Persamaan bentuk 

b. Persamaan komposisi atau penempatan 

c. Persamaan penelitian 

d. Persamaan bunyi 

e. Persamaan ucapan 

f. Persamaan kombinasi unsur-unsur 



Dengan melihat rumusan tersebut, terlihat jelas maksud pembentuk 

undang-undang bahwa undang-undang menganut doktrin persamaan identik, 

yaitu bahwa adanya persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama 

dengan identik (sama serupa). Singga pembedaan tersebut se olah-olah kurang 

berarti, karena pada dasarnya tidak ada perbedaannya. 

Perkembangan Pengaturan Merek 

Pengaturan Merek di Indonesia sudah dikenal sejak jaman penjajahan 

Belanda dengan diberlakukannya "Reglement Indzlstriele Eigendonz Kolonien " 

Stb 1912 - 545 jo Stb 1913 - 2 14, kemudian setelah Indonesia merdeka 

peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 1 tahun 196 1 tentang 

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. 

Nanun sebenarnya Undang-Undang No 2 1 tahun 196 1 hanya merupakan 

ulangan dari peraturan sebelumnya. Pada Tahun 1992 diundangkan undang- 

undang Merek baru dan berlaku mulai tanggal I April 1993, menggantikan 

Undang-Undang Merek tahun 196 1. 

Ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 

dengan Undang-Undang 19 Tahun 1992 antara lain : 

a. Ruang Lingkup pengaturan lebih luas, pada Undang-Undang lama membatasi 

Merek perusahaan dan Merek perniagaan yang obyeknya hanya mengacu 

pada Merek dagang. Pada Undang-Undang baru Lingkup Merek mencakup 

Merek dagang dan Merek Jasa, Merek Kolektif. 



b. Perubahan dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif, karena Sistem 

Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada Sistem ~eklarat i f . '~  

Sitem Deklaratif berdasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang 

menggunkan Merek terlebih terdahulu. Dalam sistem ini kurang menjamin 

kepastian hukum dan juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia 

usaha. Dalam Sistem Konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum 

disertai pula dengan ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan 

aspek keadilan antara lain dinujudkan dengan , pembentukan cabang kantor 

Merek darah, komisi banding Merek dan mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

c. Agar permintaan pendafatran Merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaan 

tidak hanya berdasar kelengkapan formal secara formal saja tetapi juga 

pemeriksaan substantif. Dalam sistim yang baru diintroduksi adanya 

pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek dan adanya kemungkinan 

penghapusan dan pembatalan Merek yang telah terdaftar. 

d. Pendafiaran Merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam 

Paris Concention for the Protection of Industrial property Tahun 1 883. 

e. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan hak atas Merek berdasarkan 

lisensi yag tidak diatur dalam Undang-Undang No 2 1 Tahun 196 1. 

96 Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, op cit, hlm. 256, mengatakan bahwa Sistem 
Konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukurnnya. 



f. Undang-Undang ini juga mengatur sanksi pidana baik untuk tindak pidana 

yang diancam pidana penjara atau kurungan maupun denda.97 

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek, 

Indonesia turut serta meratifikasi Perjanj ian Merek WIPO (World Intellectual 

Property Organization), dan juga pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

WTO, yang di dalamnya mengandung TEUPs. Pada tahun 1997 Undang-Undang 

Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian 

Internasional tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak 

Kekayaan Intelektual yaitu TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati 

oleh negara penandatangan kesepakatan tersebut yaitu kewajiban bagi para 

Negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik 

intelektualnya dengan berbagai konvensi Internasional dibidang hak kekayaan 

intelektual. Dalam pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal 

dan geografis. 

Dalam undang-undang tahun 1997 juga mengubah ketentuan dalam 

undang-undang sebelumnya dimana tentang penggunaan Merek pertama di 

Indonesia berhak untuk mendaftarkan Merek tersebut sebagai Merek. 

Selanjutnya pada tahun 1997 Undang-Undang Merek Tahun 1992 diperbaharui 

lagi dengan Undang-Undang. No. 14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi yang 

97 Wahyuni, Kebijakan dun Manajemen Hukum Merek, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan 
Administrasi Publik Indonesia, 2001), ha1 39. 
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terbaru yaitu Undang-Undang 1Vo. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 

200 1 berlaku Undang-Undang No. 15 tahun 200 1 sebagai Undang-Undang 

Merek yang baru menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1992 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997. 

Adapun alasan-alasan diterbitkannya undang- Undang Nomor 15 Tahun 

2001 adalah sebagai berikut : perkembangan teknologi informasi dan transportasi 

telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan 

bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era 

perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan 

usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang penting yang memerlukan 

system pengaturan yang lebih memadai. Beberapa perbedaan yang menonjcl 

dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dibanding dengan yang lama, antara 

lain menyangkut proses penyelesaian permohonan yang dipersingkat dalam 

rangka meningkatkan pelayanan di masyarakat. Dalam Undang- Undang Nomor 

15 tahun 2001 selain melindungi Merek dagang dan Merek jasa, juga 

perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah 

asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau 

faktor manusia tau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan 

kulaitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dalam Undang-undang ini juga 

mengatur tentang Indikasi asaLg8 

98 Ridwan Khairandy, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelekttral, (Yogyakarta: Pusat Studi 
Hukum UII, 2000), ha1 60. 



Ada beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang- Undang 

No. 15 Tahun 2001 yaitu: penetapan sementara Pengadilan, perubahan delik 

biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa 

suatu perkara Merek, baik atas gugatan pembatalan Merek maupun gugatan 

secara perdata, dan kemungkinan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa 

dan ketentuan pidana yang diperberat. 

Perubahan-perubahan yang demikian, sudah tentu akan membawa 

perubahan yang sangat besar dalam tatanan hukum hak atas kekayaan 

perindustrian, khususnya hukum Merek yang selama bertahun-tahun menguasai 

pangsa pasar Merek di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan 

dapat lebih merangsang investor asing untuk mena~amkan modalnya di 

Indonesia karena Indonesia telah memilki kepastian hukum dalam pendaftaran 

Mereknya disamping adanya ancaman pidana yang cukup berat dan terbukanya 

peluang untuk tuntutan ganti rugi secara perdata. 

F. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian 

Untuk menjamin keaslian penelitian mengenai permasalahan topik ini, 

maka dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan 

permasalahan ini, namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan untuk 

penyusunan disertasi ini. Berdasarkan penelusuran diperoleh data beberapa 

kajian penelitian tentang Merek telah dilakukan terlebih dahulu tersebut, antara 

lain sebagai berikut. 



Pertama, penelitian yang dilakukan oleh H.D Effendy Hasibuan, dalam 

penelitian disertasinya yang berjudul "Perlindungan Merek Study mengenai 

Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat", dalam Desertasinya pada 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penelitian 

ini dilatarbelakangi permasalahan, sebagai berikut :99 

1. Bagaimana perbedaan lahirnya UU Merek di Indonesia dan di Amerika 

Serikat ? 

2. Apakah substansi UU Merek Indonesia yang sudah beberapa kali 

diperbaharui sebanding dengan UU Merek Amerika Serikat, dan ketentuan- 

ketentuan Merek Internasional ? 

3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertimbangan-pertimbangan 

pengadilan dalam memutus sengketa-sengketa Merek di Indonesia dan di 

Amerika Serikat ? 

4. Setelah UU Merek 1992 Jo. Merek 1997 diperbaharui dengan UU Merek 

2001, apakah pengaturan perlindungan Merek lebih baik dari sebelumnya ? 

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan, dengan penelitian 

yang dihasilkan pada pokoknya disimpulkan, bahwa :loo 

a. terdapat perbedaan latar belakang lahirnya UU Merek di Indonesia dan 

Amerika. 

99 Effendy Hasibuan,H.D, op cir, Hlm. 15 
100 Effendy Hasibuan,H.D, op cit hlm. 347-352. 
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b. UU Merek Indonesia sudah beberapa kali mengalami amandemen, 

substansinya terus berkembang dan telah mengikuti sebagian besar 

ketentuan-ketentuan Merek Internasional. Demikian halnya dengan UU 

Merek Amerika Serikat yang beberapa kali mengalami amandemen, 

tetapi dengan sistem yang berbeda. Substansinya terus berkembang 

mengikuti ketentuan-ketentuan Merek Internasional. 

c. persamaan dan perbedaan pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam 

memutus sengketa Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat, yaitu 

persamaannya sama-sama melakukan pertimbangan sebelum 

menjatuhkan putusan sengketa Merek, apakah ditemukan atau tidak 

ditemukan pemalsuan atau peniruan hlerek sama secara keseluruhan atau 

sama pada pokoknya. Perbedaannya adalah, hakim yang inenangani 

kasus-kasus Merek di Indonesia, miskin dalam pengalaman yang 

berakibat miskin pula dalam pertimbangannya. 

d. dibandingkan UU Merek Tahun 1961 (sebagai duplikat UU Merek 1912), 

baik pengaturan perlindungan Merek maupun pengaturan hukumnya, UU 

Merek 1992 Jo. UU Merek 1997 Jo. UU Merek 2001 jauh lebih baik. 

Penelitian tersebut terfokus pada perbandingan Undang-Undang 

Merek di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Pada prinsipnya dari 

substansinya mengandung persamaan, bahwa undang-undang Merek baik di 

Indonesia dan di Amerika Serikat telah mengalami beberapa perubahan 

dengan menyesuaikan prinsip-prinsip Hukum Internasional. Sedang dalam 



proses persidangan di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa Merek sama- 

sama mengggunakan pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan, 

hanya perbedaannya hakim d i  Indonesia kurang pengalaman praktek, 

sehingga pertimbangan hukumnya masih kurang. Sehingga yang menjadi 

pokok bahasan adalah perbandingan pengaturan undang-undang Merek di 

Indonesia dan dan di Amerika Serikat, dan pertimbangan yang digunakan 

hakim sebagai dasar mengambil keputusan dalarn penyelesaioan sengketa, dan 

tidak berkait dengan perubahan sistem hak Merek. 

Sedang penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini fokusnya pada 

pergeseran perubahan Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif dalam 

pendaftaran Merek, yang membahas permasalahan yang menjadi 

pertimbangan secara filosofis sehingga berbeda baik judul maupun 

substansinya. 

Kedua, penelitian lainnya dilakukan oleh Inge Dwisvimiar, dalam 

penelitian disertasinya dengan judul "Konsep Dilusi Merek Sebagai Upaya 

Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia". Penelitian tersebut 

mengemukakan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep Dilusi Merek sebagai cara pemberian perlindungan 

hukum bagi pemegang Merek Terkenal dalam peraturan perundang 

undangan Indonesia dan negara lain serta konvensi Internasional ? 

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung-gugat terhadap pelaku Dilusi Merek di 

Indonesia dan Negara Lain ? 



3. Apakah di Indonesia perlu dilakukan pengaturan dilusi Merek atau tidak 

7101 

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan tersebut disusun 

kesimpulan sebagai berikut :lo* 

1. Pengaturan Dilusi Merek sebagai cara pemberian perlindungan hukum 

bagi pemegang Merek Terkenal dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia dengan menggunakan penyesuaian pasal 6 ayat (2) UUM 2001 

yang melindungi penggunaan Merek barang dan atau jasa tidak sejenis 

yang terdaftar. Adanya pasal tersebut di atas dapat mengakomodir dilusi 

Merek. Akan tetapi keberadaan Pasal ini masih harus dilengkapi dengan : 

pertama, ketentuan Peraturan pemerintah mengenei Merek Terkenal. 

Selain UUM 2001, dapat menjadi pelengkap dan dapat dijadikan alternatif 

maupun bagian dalam pertimbangan putusan hakim, meliputi Pasal 1365 

KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), dan Pasal 382 

bis KUHP mengenai persaingan curang. Untuk selanjutnya aturan 

mengenai persaingan curang diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan Usaha Tidak 

Sehat. Pasal 50 UU no. 5 Tahun 1999 mengecualikan perjanjian bidang 

HKI tetap dimungkinkan untuk memonopoli barangl jasa sepanjang di atur 

101 Inge Dwisvimiar, Konsep Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek 
Terkenal Di Indonesia, Sebuah Disertasi (Yogyakarta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 
Gadjah Mada, 2015, hlm. 16. 

'02 Ibid, hlm. 340-346. 



dalam Undang-undang. Adapun pengaturan Dilusi Merek di negara lain 

diatur dalam hukum nasionalnya masing-masing berupa pengaturan secara 

tersendiri seperti di Arnerika Serikat dengan TRDA, Uni Eropa dengan 

Trademark Directive, Jepang dengan pencegahan kompetisi yang tidak 

sehat, Taiwan dengan The Trademark Act of 2003, sedangkan di Australia 

tidak mengatur perlindungan dilusi secara spesifik tapi Merek terkenal 

diberi perlindungan tambahan Pengaturan dilusi Merek menurut Konvensi 

Internasional ada dalam Pasal 6bis Konvensi Paris, Pasal 16 Ayat (3) 

TRIPS dan WIPO Joint Recommenation. 

2. Pihak yang melakukan dilusi Merek terkenal menanggung suatu gugatan 

yzng disebabkan oleh perbuatanilya yang merugikan Merek lain, yaitu : a. 

Terhadap pemilik Merek terkenal, dan b. Terhadap masyarakat. Dengan 

tanggung gugat ini dimaksudkan bahwa dilusi Merek terkenal tidak 

sekedar meruguikan pemilik Merek terkenal, melainkan juga masyarakat 

yang menggunakan Merek tersebut, yaitu pemakai atau pengguna barang 

yang dilekati Merek terkenal tersebut. Meskipun UUM 2001 tidak 

mengatur tanggung gugat pemilik Merek terkenal dan mzsyarakat, 

perlindungan terhadap pemilik Merek telah diatur dalam UUM 2001 iitu 

sendiri dan perlindungan terhadap konsumen juga sudah ada dalam UU 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ha1 ini 

pemilik Merek terkenal dapat mengajukan upaya hukum perdata dengan 

gugatan dilusi yang diakumulasikan dengan gugatan pelanggaran Merek 



dan gugatan ganti rugi dalam pasal 76 UUM 2001, permohonan 

pembatalan Merek dalam Pasal68 UUM 2001 dan permohonan penetapan 

sementara pengadilan dalam Pasal 85 UUM 2001. Berdasarkan kasus yang 

diputus oleh hakim di Indonesia dalam beberapa perundangan Merek, 

masih berbasis pada pelanggaran Merek oleh karena UUM mengatur 

demikian, ada beberapa pertimbangan yang berbeda yakni di satu sisi 

hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya pelanggaran dapat 

mengakibatkan kebingungan pada masyarakat dan dapat mengakibatkan 

juga adanya kesesatan dari asal usul Merek, sedangkan dalam 

pertimbangan lain memuat dasar pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

sehingga tidak saja mengandalkan pada Pasal 6 ayat (2) UUM 2001 yang 

lemah perlindungan terhadap Merek dalam barang tidzk sejenis karena 

belum ada Peraturan pemerintah mengenai Merek Terkenal. Dengan 

demikian sebagai pendukung kearah perlindungan dilusi Merek maka 

Pasal 16 (3) TRIPs ini dapat dijadikan dasar bagi pembuktian pada materi 

dilusi Mereknya. Adapun terhadap masyarakat, ULTM 2001 tidak 

menyebutkan secara khusus istilah konsumen dalarn isi pasal-pasalnya dan 

hanya memberikan perlindungan terhadap pemilik Merek dan penegakan 

hukum Merek itu selanjutnya, konsumen dalam mengajukan gugatan 

berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kualifikasi gugatan ini, 

konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal 

1365 KUHPerdata yaitu apabila terdapat unsur kerugian pada masyarakat, 



unsur kesalahan pihak yang beretikad tidak baik kemudian dapat 

dibuktikan unsur kesalahannya. Adapun berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat ditegaskan 

apabila konsumen menderita kerugian sebagai akibat mengonsumsi barang 

dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, konsumen berhak 

menuntut tanggungjawab secara perdata kepada pelaku usaha atas 

kerugian yang timbul tersebut. Dengan demikian, berkaitan dengan 

tanggung gugat pada kasus dilusi Merek, jika konsumen menderita 

kerugian sehingga menyebabkan timbulnya kerugian, ia berhak menuntut 

penggantian kerugian tersebut kepada pemilik Merek yang bersangkutan. 

3. Dalam prospek perbaikan pengaturan dilusi Merek di Indonesia perlu 

dipertimbangkan dari sisi ekonomi, sosiologis dan budaya. Dari sisi 

ekonomi, maka strategi "perluasan Merek yang dapat berpotensi 

inenimbulkan dilusi Merek". Strategi Merek bukan saja berkenaan dengan 

penetrasi produk barang dan atau jasa sampai ke masyarakat, melainkan 

juga perlindungan bagi Merek asli yang sudah terlebih dahulu mempunyai 

Merek terkenal; kemudian Merek terkenal yang mempunyai nilai 

ekonomi, penggunaan Merek pada barang yang akan dijual kepada 

masyarakat hams mendukung pendapatan dan laba atau keuntungan yang 

akan kembali kepada pemilik Merek itu sendiri; Dari sisi sosiologis maka 

masyarakatpun terlibat, terutama terkait dengan fungsi Merek itu sendiri 

sampai kemudian pada penggunaan barang yang dilekati Merek terkenal. 



Masyarakat Indonesia harus diberikan pemahaman, pendampingan dan 

sosialisasi yang terus menerus guna mendukung serta memberikan 

penghargaan dan penghonnatan terhadap pemilik Merek terkenal yang 

telah bersusah payah membangun Mereknya, kemudian bagi pengusaha 

lokal, maka perlu diadakan perubahan paradigma yang secara terus 

menerus melalui cara dan pendekatan sosiologi ataupun penyuluhan 

sehingga Mereka tidak lagi melakukan pelanggaran; yaitu bagi setiap 

Merek yang dibuat berdasarkan ekspresi pembuatnya yaitu pemilik Merek, 

merupakan Merek sendiri secara jujur dan sesuai dengan produk yang 

dibuatnya. Sebaliknya adanya Merek yang dibuatpun tidak mendilusi 

dengan cara mengaburkan apalagi menodai keberadaan dari Merek 

terkenal. Berikutnya, pertimbangar, dan isi perlindungan pemilik Merek, 

persaingan usaha dan konsumen. Kepastian pelaku usaha dalam 

pengaturan yang sifatnya relatif barutermasuk juga pengaturan secara 

perdata ataupun pidana terhadap unsur persaingan usaha karena Merek 

erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur. Dalam sejarah perjalanan 

Undang-undang, sebelumnya monopoli diakomodasi dengan pasal 382bis 

KUHP. Sementara itu, adanya Undang-undang no. 5 Tahun 1999 tentang 

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat mengecualikan 

(exemption) UU HKI. Termasuk UUM 2001. Pengecualian itu merupakan 

yang umum dan tidak dianggap sebagai ha1 yang dirasa dapat menghambat 

persaingan itu sendiri. Adanya pengaturan dilusi akan memberikan hak 



kepemilikan kepada pemilik hak Merek menggunakan secara baik dan 

benar tanpa melanggar persaingan. Akibat terhadap konsumen, yaitu 

perlindungan dengan undang-undang antidilusi menjadi penting karena 

segala gerak konsumen akan selalu berhadapan dengan pelaku usaha dan 

tentu saja produk yang dipasarkan di pasaran. Hal yang merupakan 

rekomendasi pengaturan dilusi Merek di Indonesia yaitu dari sisi hukum, 

dilusi Merek dapat diatur dan masuk dalam perbaikanl revisi RUU Merek 

mendatang dengan membuat pengaturan tersendiri atau memperkuat Pasal 

6 ayat (2) UUM 2001 melalui cara menarnbahkan ayat lain kemudian 

menguraikan dalam bagian dalam Pasal 90 ayat (2) mengenai ketentuan 

pidana untuk barang danl atau jasa tidak sejenis, ha1 ini dilatarbelakangi 

karena pasal 90 hanya mengatur mengenai ketentuan pidana untuk barang 

dani atau jasa sejenis. Selain itu Pasal 76 kemungkinan lagi dalam ayatnya 

yaitu Pasal 76 ayat (2) mengenai gugatan untuk barang dad  atau jasa tidak 

sejenis. 

Dalam penelitian tersebut difokuskan pada permasalahan pengaturan 

dilusi Merek secara umum di beberapa negara dan kemungkinan 

pengaturannya di Indonesia. Perlu adanya pengaturan dilusi Merek sebagai 

perlindungan hukum khususnya terhadap Merek terkenal, sekalipun tidak 

untuk barang atau jasa sejenis, dengan memberikan rekomendasi untuk 

diadakan perubahan pada undang-undang Merek di Indonesia. 



Dalam penelitian tersebut menyangkut kasus yang berkaitan dengan 

pengaturan dilusi Merek di Indonesia dan di beberapa negara, dengan 

Merekomendasikan untuk disesuaikan pengaturannya ke dalam undang- 

undang Merek di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini 

menyangkut pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif dalam 

pendaftaran Merek, sehingga berbeda baik dari judul maupun substansinya. 

Delusi Merek berhubungan dengan perlindungan Merek terkenal sehubungan 

terjadinya penurunan nilai suatu Merek (penurunan daya pembedalkeunikan) 

pada Merek terkenal, berupa pengaburan atau pencemaran akibat penggunaan 

Merek tanpa ijin oleh pihak lain atas produk yang berbeda kelas dan jenis. 

Sistem pendaftaran merupakan proses administrasi yang dapat menentukan 

timbulnya suatu hak atas Merek. 

Ketiga, penelitian lainnya dilakukan oleh Agung Sujatmiko dalam 

penelitian desertasinya pada Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya 

yang berjudul : Perjanjian Lisensi Merek Terkenal. Dalam penelitian tersebut 

didasarkan pada beberapa perrnasalahan, yaitu:'03 

1. Apa dasar filosofi perlindungan hukum Merek terkenal ? 

2. Apa prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam pembuatan 

dan pelaksanaan perjanjian lisensi Merek terkenal ? 

103 Agung Sujatmiko, Perjanjian Lisensi Merek Terkenai, Sebuah Disertasi (Surabaya : 
Program Pascasarjana Universitas Airlangga 2009), hlm 12 



3. Apa prinsip dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap 

perjanjian lisensi Merek terkenal ?. 

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan, dari hasil penelitian 

pada pokoknya disimpulkan, bahwa lo4: 

1. Sebagai bagian dari kekayaan, maka hak Merek harus mendapat 

perlindungan. Perlindungan tersebut berfungsi agar hak tersebut tidak 

dilanggar orang lain, karena hak Merek memiliki nilai yang bersifat 

ekonimis. Perlindungan yang diberikan oleh negara merupakan ber~tuk 

penghargaan (reward) kepada pemiliknya. 

2. Prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam perjanjian lisensi 

adalah : prinsip kebebasan berkontrak ; prinsip konsensualisme ; prinsip 

kesamaan derajad ; prinsip saling menguntungkan, dan prinsip etikad baik. 

3. Penegakan hukum yang dilaksanakan bila salah satu pihak melanggar 

perjanjian lisensi Merek dapat diselesaikan berdasarkan hukum kontrak 

yang berlaku. Penyelesaian dilakukan dengan pengajuan gugatan ke 

Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Gugatan 

tersebut berdasarkan alasan bahwa salah satu pihak telah melakukan 

ingkar janji (wan prestasi), sehingga menyebabkan kerugian pihak yang 

lain. 

Penelitian tersebut difokuskan pada masalah perjanjian lisensi Merek 

terkenal, khususnya tentang landasan filosifis yang menjadi pertimbangan 

lo4 Ibid, hlm. 278-279 



hukum dalam perlindungan Merek terkenal, tentang prinsip-prinsip hukum 

kontrak lisensi, dan penegakan hukumnya. Sebagaimana di Indonesia 

sekalipun pada dasarnya perlindungan hukum hanya diberikan kepada Merek 

terdaftar dengan Sistem Konstitutuf, namun masih diberikan perlindungan 

secara terbatas khususnya bagi pemilik Merek terkenal. Namun bagi Merek 

yang tidak terdaftar tentu apabila dikaitkan dengan perjanjian lisensi akan 

mengalami kendala dalam ha1 perlindungan hukumnya sekalipun Merek 

tersebut sudah terkenal. 

Penelitian dalam disertasi ini adalah menyangkut permasalahan 

pergeseran Sistem. Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif dalam pendaflaran 

Merek, yang berakibat pada dasar hak atas sebuah Merek, dengan 

inendasarkan pada masalah terutama adalah pertimbangan filosofis dalam 

perubahan sistem tersebut, dikaitkan dengan kepastian hukum perlindungan 

Merek terdaflar. Perjanjian lisensi merupakan sebuah kesepakatan antara 

pemilik Merek terdaftar sebagai pemberi lisensi, yang memberikan hak untuk 

menggunakan Mereknya sebagai penerima lisensi dengan pembayaran 

imbalan berupa royalty. Sitem pendaftaran merupakan proses administrasi 

Merek yang dapat menentukan timbulnya sebuah hak Merek bagi 

pendaftarnya. Dengan demikian penelitian dalam disertasi ini berbeda baik 

dari judul maupun substansinya dengan penelitian tersebut. 

Keempat, penelitian lainnya dilakukan oleh Sabrina Oktoria 

Sihombing dalam penelitian desertasinya Program doktor Pascasarjana 



Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul : Hubungan Sikap dan 

Perilaku Memilih Satu Merek : Komparisi Antara Theory of Planned Behavior 

dan Theory Of Tving.'05 Dalam penelitian tersebut didasarkan pada beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana theory of planned behavior dan theory of trying dapat 

menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek di 

Indonesia? 

2. Apakah theory of trying lebih fit dibandingkan theory of planned 

behavior dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu 

Merek di Indonesia? 

Hasil penelitian dengan didasarkan pada hasil uji statistik, hasil 

analisis menunjukan bahwa TT lebih fit dalam menjelaskan hubungan sikap 

dan perilaku memilih satu Merek dibandingkan TPB. Hasil penelitian ini juga 

memperlihatkan bahwa pengukuran langsung dan tidak langsung dapat 

memberikan hasil yang berbeda. Akan tetapi, posisi yang diambil penulis 

adalah menggunakan pengukuran langsung dalam pengujian hipotesis. Hal 

tersebut didasarkan pada pertimbangan keakuratan dan keandalan pengukuran 

tersebut dibandingkan dengan pengukuran tidak langsung. 

- - 

105 Sabrina Oktoria Sihombing, Hubzrngan Sikap Dan Perilaku Memilih Satu Merek : 
Komparisi Antara Theory Of Harmed Behavior Dan Theory Of Trying, Sebuah Disertasi (Yogyakarta : 
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2009), him 178-179 



Dengan didasarkan pada hasil analisis data, simpulan penelitian ini 

dibatasi oleh responden, produk, dan Merek yang digunakan, serta hanya di 

dalarn lingkup perilaku memilih satu Merek. Ada simpulan yang dapat 

disampaikan dari hasil penelitian ini yang berkenaan dengan "bagaimana 

theory of planned behavior dan theory of trying dapat menjelaskan hubungan 

niat dan perilaku memilih satu Merek di Indonesia, dan apakah theory of 

trying lebih Jit dalam menjelaskan fenomena tersebut dibandingkan theory of 

planned behavior? 

Pertarno, hasil analisis data dengan menggunakan pengukuran 

langsung dan tidak langsung dapat memberikan hasil yang berbeda yang juga 

dialami oleh Giles dan Cairns (1995) serta Terry dan O'Leary (1995). 

Walaupun penelitian ini menyampaikan dan membahas hasil dari dua 

pengukuran (yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung) tersebut, tetapi 

posisi yang diambil penulis adalah menggunakan pengukuran langsung 

sebagai penentu akhir pengujian hipotesis. Artinya, hipotesis didukung atau 

tidak didukung hanya didasarkan pada pengukuran langsung dengan 

pertimbangan pada keakuratan dan keandalan pengukuran tersebut 

dibandingkan dengan pengukuran tidak langsung. Kedua, Dari hasil 

penelitian dengan didasarkan pada hasil uji statistik, hasil analisis menunjukan 

bahwa TT lebih fit dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih 

satu Merek dibandingkan TPB. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan 

bahwa pengukuran langsung dan tidak langsung dapat memberikan hasil yang 



berbeda. Akan tetapi, posisi yang diambil penulis adalah menggunakan 

pengukuran langsung dalam pengujian hipotesis. Hal tersebut didasarkan pada 

pertimbangan keakuratan dan keandalan pengukuran tersebut dibandingkan 

dengan pengukuran tidak langsung. 

Dalam intisari disertasi tersebut dijelaskan, bahwa Penelitian ini 

menguji dan memperbandingkan dua teori sikap, yaitu: theory of planned 

behavior (selanjutnya disebut TPB) dan theory of trying (selanjutnya disebut 

TT), untuk memahami fenomena memilih Merek. TPB merupakan salah satu 

teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Di lain pihak, 

TT merupakan teori sikap yang lebih baru tetapi belum banyak diaplikasikan 

secara empiris. Walaupun kedua teori tersebut dikembangkan dari theory of 

reasoned action (selanjutnya disebut TRA), ada perbedaan-perbedaan dalam 

pemahaman akan perilaku, sikap, dan perilaku lampau pada kedua teori 

tersebut. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini 

menghipotesiskan bahwa TT lebih fit dalam menjelaskan hubungan sikap dan 

perilaku memilih satu Merek dibandingkan TPB. Penelitian ini memperluas 

TPB dengan menambah dua variabel baru, yaitu frekuensi dan resensi. Kedua 

variabel tersebut mencerminkan perilaku lampau. Penainbahan variabel 

tersebut karena TRA dan TPB mendapat kritik khususnya berkenaan dengan 

adanya variabel yang relevan untuk menjelaskan niat dan perilaku tetapi tidak 

dimasukan dalam model, yaitu variabel perilaku lampau. Penelitian ini juga 

menghipotesiskan bahwa norma subyektif, dalam budaya kolektivism, 



merupakan prediktor yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap niat 

dibandingkan prediktor lainnya baik dalam TPB maupun TT. Hal ini 

didasarkan pada budaya Indonesia yang kolektivism. 

Dalam penelitian tersebut difokuskan pada penggunaan theory of 

planned behavior dan theory of trying dalam menjelaskan hubungan sikap 

dan perilaku memilih satu Merek di Indonesia, dan perbandingan dari teori 

tersebut dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek 

di Indonesia. Masalah sikap perilaku dalam memilih Merek umumnya 

berhubungan dengan kualitas barang, sebuah Merek untuk barang atau jasa 

yang dianggap masyarakat umum berkualitas biasanya menjadi pilihan untuk 

memilih barang atau jasa yang dikehendaki. 

Permasalahan dalam penelitian tersebut tidak mempersoalkan tentang 

kepastian hukum maupun perlindungan hak Merek, namun berhubungan 

dengan perilaku dalam memilih Merek. Sedangkan penelitian dalam disertasi 

ini adalah menyangkut permasalahan pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam 

Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek, yang berakibat pada dasar hak 

atas sebuah Merek. Permasalahan dalam penelitian ini menyangkut aspek 

kepastian hukum hak Merek terdaftar, dengan berlakunya Sistem Konstitutif, 

sehingga berbeda baik dari judul maupun substansinya. 

Kelima, penelitian lain yang dilakukan oleh Julius Rizaldi, dalam 

disertasinya pada program doktor Pascasarjana Universitas Padjadjaran yang 

berjudul : "Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap 



Persaingan Curang Di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Merek 

dan TRIPS - WTO" lo6 . Dengan mengangkat permasalahan tentang 

"Permasalahan yang sedang berkembang saat ini bukan pada pemalsuan atau 

peniruan produk Merek terkenal, namun justru pada trade dresstpackaging." 

Bahwa persaingan curang yang dilakukan pada kemasan sebuah produk 

mengakibatkan kerugian terhadap pemegang Merek yang Mereknya lebih 

dulu terdaftar. 

Berdasarkan hasil penelitiannya Julius menjelaskan "Perlindungan 

kemasan produk Merek terkenal di Indonesia belum efektif dalam 

menyelesaikan sengketa persaingan curang yang terjadi, sebagaimana yang 

semula diharapkan oleh Undang-Undang No. 1 5 Tahun 200 1 Tentang Merek." 

Permasalahan persaingan curang belum sepenuhnya terjangkau oleh undang- 

undang tersebut seperti belum jelasnya konsep persaingan curang yang diatur. 

Hal ini dikarenakan belum teradopsinya Pasal 10 bis Konvensi Paris dalam 

Undang-Undang (UU) No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. 

Pada perjanjian organisasi perdagangan internasional, World Trade 

Organization (WTO), Annex IC: Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property .Rights (TRIPS) atau perjanjian tentang aspek-aspek 

dagang hak kekayaan intelektual (HAKI) terdapat ketentuan-ketentuan 

mengenai pengertian Merek, termasuk dimungkinkannya pendaftaran Merek 

106 htt~://news.unpad.ac.id/?p=4696 (diakses Tanggal 03-12-2015) 



dalam bentuk tiga dimensi. Perjanjian TRIPS ini juga mengakui dan 

memperbolehkan dua metode pokok untuk meciptakan hak-hak atas Merek, 

yaitu pemakaian dan pendaftaran. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur 

tentang Merek terkenal dengan memperhatika pengetahuan Merek dalam 

sektor yang relevan dan pengetahuan di negara anggota sebagai hasil promosi. 

Perjanjian ini juga mengatur bentuk perlindungan bagi pemilik Merek terkenal 

hingga menjangkau Merek-Merek terkenal yang tidak terdaftar. Terhadap 

ketentuan-ketentuan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan 

WTO dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Merek (UUM) 

terakhir dengan dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 15 Tahun 200 1 

Tentang Merek. 

Dijelaskan bahwa dalam undang-undang Merek, masalah persaingan 

curang tidak ada pengaturan secara tegas, penekanannya hanya berkisar pada 

ada atau tidaknya persamaan pada ada atau tidaknya persamaan pada 

pokoknya antara kedua Merek yang dipersengketakan. Oleh karena itu untuk 

penyelesaian persengketaan tersebut, penerapan UU No.15 Tahun 2001 

Tentang Merek memerlukan peratuan hukum berupa undang-undang 

persaingan curang di bidang HAKI. 

Dalam penelitian tersebut difokuskan pada permasalahan tentang 

"trade dress/packaging." Bahwa persaingan curang yang dilakukan pada 

kernasan sebuah produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang Merek 

yang Mereknya lebih dulu terdaftar. Adanya beberapa pelanggaran yang 



masuk dalam kategori persaingan curang namun belum tercakup di dalam 

undang-undang Merek seperti trade dress/packaging, dalam 

perkembangannya perlu diatur dalam undang-undang Merek secara jelas. 

Permasalahan tentang "trade dresslpackaging di Indonesia belum 

diatur dalam undang-undang Merek, namun dalam perkembangannya sudah 

seharunya menjadi perhatian untuk dapat diakomodir pengaturannya dalam 

undang-undang Merek di Indonesia. Hal ini sesuai dengan perkembangan 

sekarang bahwa saat ini fungsi dari Merek tidak terbatas kata-kata, slogan, 

dan atau simbul pembeda semata. Praktisi pemasaran mengharapkan 

perlindungan juga dapat mencakup atau meliputi fitur pembeda lainnya dari 

produk Mereka, mulai dari warna, bentuk botol, atau kemasan lainnya yang 

juga berkembang untuk memasukkan desain produk untuk segala sesuatu 

yang diperdagangkan serta eksterrior atau interior suatu bangunan komersial 

seperti restaurant. lo7 Sedangkan penelitian dalam disertasi ini adalah 

menyangkut permasalahan pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem 

Konstitutif dalam pendaftaran Merek, yang berakibat pada dasar hak atas 

sebuah Merek, sehingga berbeda baik dari judul maupun substansinya. 

Dengan demikian beberapa penelitian Disertasi yang telah dilakukan 

tersebut menyangkut tentang : pertama Perbandingan Undang-Undang Merek 

di Indonesia dengan di Amerika Serikat, hzdua Konsep Dilusi Merek Sebagai 

Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia, ketiga Perjanjian 

107 Muhamad Djurnhana dan Djubaedillah, op cit hlm. 234. 



Lisensi Merek Terkenal, keempat Hubungan Sikap Dan Perilaku Memilih Satu 

Merek : Komparisi Antara Theory Of Planned Behavior Dan Theory Of 

Trying, dan kelima Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap 

Persaingan Curang Di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Merek 

dan TRIPS - WTO, berbeda dengan penelitian dalam disertasi ini, baik 

menyangkut judul maupun subtansinya. 

Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini menyangkut ha1 dan 

permasalahan yang berbeda, yaitu dengan judul : Konsep Kepemilikan Hak 

Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Pendaftaran Sistem "Deklaratif' atau 

first to use) ke Dalam Sistem "Konstitutif' atau @st to file)). Topik ini 

diambil karena terdapat beberapa ha1 yang menarik untuk diketahui, seperti 

dalam pengaturan tentang pendaftaran dengan Sistem Konstitutif 'ffirst to 

Jille" ini tidak secara konsisten, disisi lain masih terdapatnya pengaturan yang 

mengatur tentang adanya perlindungan Merek yang tidak terdaftar, termasuk 

dimungkinkannya pengajuan pembatalan pendaftaran Merek oleh pemilik 

Merek yang tidak terdaftar sekalipun tidak mempunyai reputasi terkenal. 

Sehingga Sistem Konstitutif yang diterapkan dalam pengaturan pendaftaran 

Merek itu tidak konsisten, dan kurang bermakna. Hal ini dapat menyebabkan 

keengganan bagi pemilik Merek untuk tidak mendaftarkan Mereknya, karena 

toh tidak terdaftarpun ada perlindungannya, setidaknya dapat mengajukan 

pembatalan. 



Padahal sebenarnya pendafiaran Merek tidak semata untuk 

kepentingan pemilik Merek terdafiar saja tetapi juga untuk kepentingan 

masyarakat konsu~en,  dalam memberikan kepastian untuk memilih barang 

atau jasa yang dibutuhkan. Disamping itu sebagai pertanggungjawaban bagi 

pemilik barang atau jasa yang diberi Merek dan diedarkan kepada masyarakat. 

Dari beberapa penelitian terhadulu tidak ada yang mengambil 

permasalahan yang berhubungan dengan pendaftaran Merek, terrnasuk 

berhubungan dengan perubahan sistem pendafiaran Merek. Dengan demikian 

beberapa hasil penelitian tersebut berbeda secara signifikan dengan penelitian 

yang dilakukan untuk disertasi ini, sehingga dijamin keasliannya. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif (legal r e s e a r ~ h ) , ' ~ ~  atau disebut juga dengan penelitian d ~ k t r i n a l , ' ~ ~  

yaitu menggunakan atau bersaranakan pada sumber data berupa peraturan 

perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun 

108 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), 
hlm. 17, lihat juga Johnny Ibrahim mengatakan bahwa, "Metode Penelitian Hukum Normatif" adalah 
suatu prosedur peneliti ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari 
sisi normatifnya, Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan 
disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu 
sendiri. Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 
cet. pertama, April 2005, hal. 47 

109 Suratman, dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2012), 
hlm. 11 



konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum, yang hasilnya dianalisis 

dengan menggunakan cara normatif-kualitatif. "O Sedangkan apabila 

diperlukan juga dapal didukung dengan data empiris, dengan mendasarkan 

atas suatu sampel yang a-selective. 11'  Data penelitian berasal dari naskah 

jawaban pertanyaan, wawancara, catatan lapangan, foto, vediotape, dokumen- 

dokumen lainnya.l l 2  Sedangkan penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller, 

menunjuk pada segi "alamiah", yang dipertentangkan dengan "kuantum" atau 

"jumlah". Sehingga penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang 

tidak mengadakan perhitungan.1'3 

Titik berat penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum 

doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen.'14 Data 

berupa dokumen yang diperoleh dari bahan pustaka, literatur, peraturan per 

Undang-undangan, keputusan Lembaga Peradilan, dan media cetak maupun 

elektronik, yang didukung dengan dafiar pertanyaan maupun wawancara 

secara lisan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan cara 

analisis kualitatif, untuk menguraikan permasalahan yang dikemukakan dan 

selanjutkan digunakan untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan 

yang kemukakan. 

lbid hlm. 1 1  
I l l  Vredenbregt,J., Meiode dan Teknik Penelitian Masyarakat, (Jakarta : PT 

Gramedia,l978) hlm. 34 
' I 2  Lexy j. moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

1989), hlrn. 6 
Ibid, hlm. 2 

114 Bambang Waluyo, op. cit. hlrn. 13 



2. Obyek Penelitian : 

Obyek dalam penelitian ini adalah masalah-masalah hukum (legal issue), 

yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu tentang pengkajian hak Merek 

sehubungan terjadinya pergeseran sistem dalam pendaftaran Merek dari 

Sistem Deklaratif P r s t  to use) ke dalam Sistem Konstitutif P r s t  tojle). 

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum : 

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang 

benar mengenai obyek penelitian. Adapun bahan hukum dalam penelitian 

normatif dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa 

bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder115 , yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer dapat berupa 

Peraturan per Undang-undangan, Kajianl Resume1 Naskah atau catatan 

resmi pembahasan Rancangan Peraturan Per Undang-undangan, Putusan 

Pengadilan, Yurisprudensi, hukum kebiasaan. 

b. Bahan Hukum Skunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen rsmi, Rancangan Peraturan Per Undang- 

undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar- 

komentar atas putusan pengadilan, hasil karya ilmiah para sarjanal ahli, 

hasil-hasil penelitian. 

'I5 Suratman, dan Philips Dillah, op cit. hlm. 67 



4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : studi 

dokumen, interview (wawancara) kepada para nara sumber yang kompeten 

dan ahli dalam bidangnya. Nara sumber yang mintai keterangan atau pendapat 

hukum, antara lain : 

a. Pejabat terkait, Direktorat Jenderal HKI, Kantor Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia pusat atau Daerah (Kantor Wilayah). 

b. Pihak yang mempunyai keahlian dan praktisi di bidang HKI 

Semua cara ini dilakukan secara bersamaan atau hanya menggunakan 

sebagian saja, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. 

5. Pengolahan dan Penyajian Data : 

Cara pengolahan dan penyajian data penelitian atau bahan hukum disesuaikan 

dengan karakteristik data atau bahan hukum dan disesuaikan dengan 

kebutuhan yang diperlukan dapat membahas dan kemudian menyimpulkan 

permasalahan yang dikemukakan. Bahan hukum digunakan sebagai panduan 

berfikir dalam menyusun argumentasi yang diajukan atau dalam memberikan 

pendapat hukum. 

6. Analisis dan Pembahasan 

Dalam pembahasan hasil penelitian normatif dianalisis secara 

normatif-kualitatif, dengan terlebih dahulu melakukan upaya penetapan 

kriteria identifikasi, klasifikasi, dan sistematika serta sampai pada upaya 



penemuan hukum, apakah berupa interpretasi hukum ataukah konstruksi 

hukum untuk melahirkan suatu argumentasi hukum.l16 Pendekatan analisis 

kualitatif dengan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari penvujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia.'17 

Sehingga analisis tersebut dapat diperoleh gambaran menyeluruh dan 

sistematis guna menjawab dan memecahkan permasalahan berhubungan 

dengan pergeseran sistem pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif (First To 

Use) ke dalam Sistem Konstitutif (First To File), dengan memperhatikan 

tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Terutama berkaitan 

dengan dasar pertimbangan filosofis dalam pergeseran sistem tersebut, faktor 

yang menyebabkan masih terjadinya pendaftaran merek yang sama milik 

pihak lain bahkan sudah mempunyai reputasi terkenal dan akhirnya terjadi 

sengketa pembatalan merek belum, dan dimungkinkannya diadakan evalusi 

atas ketentuan yang masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek tidak 

terdaftar dalam Sistem Konstitutif, khususnya diperbolehkannya pemilik 

Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek. 

116 Suratman, dan Philips Dillah, op cit. hlm.12 
'I7 Burhan Ashofa, Metode Penelition Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta 1996), hlm. 20-21 



BAB I1 

DASAR TIMBULNYA HAM DAN PENDAFTARAN MEREK 

A. Sejarah Hak Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual 

Pengakuan Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang 

masuk dalam kelompok Hak Kekayaan Intelektual, sebagai konsepsi kekayaan 

atas karya-karya intelektual manusia yang pada akhirnya menimbulkan 

kebutuhan untuk melindungi mempertahankan kekayaan tersebut. Pada 

gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan 

intelektual (Intellectual Property) tersebut, termasuk di dalamnya adalah 

pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya, HKI dikelompokkan 

sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud (intangible).' Karya- 

karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang 

dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, yang menjadikannya 

memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat 

dinikmati, maka nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi property 

terhadap karya-karya intelektual t e r~ebut .~  

Ciptaan, Penemuan, dan Merek merupakan milik seseorang karena 

kemampuan intelektualnya. Pemilikan bukan pada barangnya, melainkan pada 

hasil kemampuan intelektual yang berupa ciptaan, penemuan atau tanda. Ciptaan, 

' Suyud Margono, Hak Kekayaan Intelektual, Komentar atas Undang-Undang Rahasia 
Dagang, Desain Industri, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka 
Mandiri), hlm. 4 

2 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlrn. 60 



penemuan atau tanda tersebut mempunyai nilai ekonomi yang menghasilkan 

keuntungan bagi pemilik atau pihak yang menggunakannya. Karena mempunyai 

nilai ekonomi maka hasil penuangan dalam bentuk barang disebut harta 

kekayaan intelektual, bahasa inggrisnya intellectual property. Hak milik 

intelektual, bahasa inggrisnya intellectual property right, sebagai bagian dari 

harta kekayaan immaterial (benda tak benvujud). Hak milik intelektual ini 

dilindungi oleh ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~  Terhadap benda sama halnya yang merupakan 

benda pertarna-tama ialah barang yang benvujud yang dapat ditangkap dengan 

panca indera tapi barang yang tak benvujud termasuk benda j ~ ~ a . ~  

Hak Kekayaan Intelektual merupakan intangible asset suatu 

permahaan,' diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 19 (revisi 

2000) tentang Aktiva Tidak Benvujud. Konsep aktiva sesuai dengan Pernyataan 

Standart Akuntasi Keuangan (PSAK) No. 19 tahun 2000 dinyatakan bahwa , 

aktiva tidak benvujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak 

lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aktiva tidak benvujud antara lain ilmu 

pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, 

Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 
1994) hlm. I12 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda, (Yogyakarta : Liberty, 
1974), hlm. 13. 

Bambang Kesowo, dikutib dari Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2013), hlm. 60, disebutkan bahwa, bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai assefs 
perusahaan. 



lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan Merek 

dagang (termasuk Merek produklbrand names). 

Istilah benda sering diartikan harta kekayaan, dalam praktik bisnis 

lazim disebut '>roperty"atau komoditi". Istilah benda merupakan terjemahan 

dari kata zaak (~elanda)'. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian benda, 

bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik atau 

segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam hukum mengenal 

benda (zauken) yang menjadi obyek hak milik berupa benda berwujud (bertubuh) 

dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Berwujud adalah benda yang dapat 

dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedang benda tidak berwujud 

adalah benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berupa hak 

atau tagihan tertentu. Konsep benda yang terdapat dalam Pasal499 KUHPerdata, 

menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap 

barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dalam arti 

ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek 

hukum. Pembedaan benda berwujud dan tidak berwujud juga dikenal dalam 

hukum Anglo Saxon (Common law system), seperti di Inggris maupun di 

Amerika Serikat selain dikenal istilah movables dan immovables property, juga 

Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) 
Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 
September 2012. Hlm. 573-574. 

Rachmadi Usman, op cit, hlm. 50, disebutkan bahwa, pengertian benda(zaak), tidak hanya 
barang (goed), melainkan juga meliputi hak (recht) 



dikenal istilah tangible dan intangible property (Intangibles movables) yang 

merupakan bagian dari benda bergerak.' 

Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak kekayaan intelektual 

terkandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan 

dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (moral rights) yang selalu 

melekat pada pemiliknya.9 Konsep hak Merek sebagai suatu property (hak milik) 

mengharuskan adanya perlindungan hukum terkait dengan fungsi hak Merek 

sebagai suatu harta kekayaan yang berupa hak kebendaan tidak benvujud 

(Intangible). l o  Sebagai sebuah hak milik (Property), hak Merek tidak dapat 

dilepaskan dari suatu equity yang mencerminkan nilai ekonomi sebuah Merek, 

sehingga mendapatkan perlindungan hukum. 

Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau 

lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek 

pengaturannya. Pemahaman mengenai HKI merupakan pemahaman mengenai 

hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Dikatakan 

sebagai kemampuan intelektual manusia karya-karya di bidang ilmu 

pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan 

oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dari 

Rachmadi Usman, op cit, hlm. 59 
Sri Mulyani, op cit, Hlm. 571-572. 

'O Agung Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek , Jurnal Media 
Hukum, Volume 18 No. 2, Desember 201 1, hlm.188. Juga baca Rachmadi Usman, op cit, hlm. 57 
bahwa, dalam arti sempit kebendaan itu hanya barang (kebendaan yang benvujud), sedangkan dalam 
arti has, kebendaan itu meliputi atas barang (benda benvujud) dan hak (benda tidak benvujud). 



karsanya. Karya-karya tersebut dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga 

dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektual manusia. 

Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alarn, seperti tanah dan atau tumbuhan 

berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dengan demikian dipahami 

perbedaan Intellectual Property Right (IPR) dengan Real Property. Kekayaan 

intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir 

seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, 

dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalarn HKI adalah 

karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 

Sejak awal abad 18  bangsa'Eropa sudah mulai memikirkan soal Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas 

penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Beberapa negara 

kemudian enggan mengikuti parneran-pameran seperti itu, karena takut ide-ide 

baru tersebut dicuri dan diekploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat 

itu mulai timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya 

intelektual.' 

Paham mengenai hak mi!ik yang dikenal dalam hukum Perdata yang 

berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. 

Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, 

yaitu tanahl alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya, 

kemudian berkembang pada asumsi non fisik atau tidak berujud. 

I '  Sri Mulyani, op cit, Hlm. 569 



Sebagaimana Indonesia merupakan bekas Jajahan Belanda, beberapa 

peraturan perundangan mengacu pada peraturan perundangan di Belanda, salah 

satunya adalah Merek. Pemerintah Belanda mengundangkan Undang Undang 

Merek pada Tahun 1885 yang dinamakan Merkenwet. Sedangkan Indonesia 

mengenal hak Merek pada Tahun 1912 pada saat penjajahan Belanda, dengan 

dikeluarkannya peraturan oleh Pemerintah Belanda yang dinamakan Reglement 

Industrieele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Daerah Jajahan tentang hak 

Milik Perindustrian Tahun 1912). l 2  Dengan adanya pengaturan hak Merek 

tersebut maka secara hukum formal telah diakui bahwa Merek adalah sebagai 

sebuah hak seperti halnya barang lainnya yang dapat dimiliki dan dengan 

demikian dilindungi haknya. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Merek Belanda (Merkenwet) 

disebutkan bahwa, yang bertugas mengurus Hak Milik Industri di Hindia 

Belanda (Indonesia) adalah Departemen Kehakiman. Dengan demikian 

Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Daerah Jajahan 

tentang hak Milik Perindustrian Tahun 1912) yang diberlakukan di Hindia 

Belanda (Indonesia) adalah bagian dari Undang-Undang Merek Belanda 

(~erkenwet) . '~  Reglemen Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang diberlakukan 

di Hindia Belanda (Indonesia) ketika itu menganut Sistem Deklaratif, artinya 

yang inendapat perlindungan utama adalah pemakai Merek pertarna, bukan 

12 HD. Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan 
Indonesia Dan Amerika Serikat, (Jakarta : UI Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003), hlm. 28 

l 3  ibid 



pendaftar pertama. Asas yang ditegakkan ialah the prior user has a better right, 

artinya pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan 

pendaftar pertama, dan berlaku untuk semua Merek, tidak terkecuali Merek yang 

berderajat reputasi tinggi. Dalam ha1 ini tidak ada perbedaan perlindungan antara 

Merek biasa (normal mark), Merek terkenal (well know mark) dan Merek 

termasyur (jbmous  ark).'^ 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945 

dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan 

peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan 

UUD 1945. Peraturan Per Undang-undangan peningggalan jaman penjajahan 

Belanda tetap berlaku termasuk diantaranya menyangkut Hak Milik 

Perindustrian. Kemudian pada Tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi 

Konvensi Paris versi London atau London ack 1934. Dengan masuk sebagai 

anggota Paris, maka Indonesia menerima dan mengakui berbagai ketentuan, 

khususnya menyangkut hak perlindungan Merek asing yang masuk ke Indonesia 

berdasarkan atas hak perlakuan yang sama (the right of the same treatment) dan 

prinsip hak prioritas (priority right). 

Dalam perkembangannya pada tanggal 1 1  Oktober 1961 pemerintah 

RI mengundangkan Undang-Undang Nomor. 2 1 tahun 196 1 tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU 

Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang 

14 ibid, hlm. 29 



Indonesia pertama di bidang HIS1 mulai berlaku tanggal 1 1 November 1961. 

Kalau diperhatikan materi UU Merek 1961 ini lebih dimaksudkan untuk 

mengutamakan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang 

tiruanl bajakan, sehingga tidak mengutamakan perlindungan pemilik Merek. 

Dalam konsiderannya dinyatakan bahwa sebagai pengganti dan pembaruan 

hukum Merek yang lama, yang sebelumnya diatur dalam Reglement Industrieele 

Eigendom Kolonien 1912, namun diperhatikan isinya tidak terdapat perubahan 

yang berarti, bahkan boleh dikatakan merupakan duplikat dari ketentuan- 

ketentuan yang diatur dalam Reglemen hak Milik Perindustrian tahun 1912, 

dengan sistem yang dianut yaitu Sistem Deklaratif yang masih terdapat 

kekurangan. 

Oleh karena Indonesia belum menciptakan undang-undang Merek 

yang baru, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Menteri 

kehakiman dan Keputusan Presiden, untuk mengatasi permasalahan Merek. 

Pertama Instruksi Menteri Kehakiman RI nomor 1/19 Tanggal 20 Mei 1978 

tentang Merek Kombinasi. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 

Tanggal 10 Mei 1979 tentang rativikasi Konvensi Paris (Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property Stockholm Revision 1967). Dengan ratifikasi 

ini mengandung beban bagi Indonesia karena harus segera menyesuaikan diri 

terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Seperti 

misalnya Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Paris, sesuai ketentuan 

pasal 6 bis Konvensi harus melindungi Merek-Merek terkenal. Kemudian pada 



tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 

tentang Merek dan mulai berlaku pada Tanggal lApril 1993 yang 

memberlakukan Sistem Konstitutif artinya timbulnya hak Merek berdasarkan 

pendaftaran. Kemudian pemerintah melakukan perubahan dengan Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 

19 Tahun 1992 tentang Merek, dan akhirnya diganti dengan diundangkannya 

Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku hingga 

sekarang. 

Sebagaimana Merek merupakan salah satu jenis yang masuk dalam 

kelompok Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang semula digunakan istilah Hak 

Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) sebagai terjemahan dari istilah Intellectual 

property right (IPR).'~ Namun dalam perkembangannya istilan tersebut telah 

diganti menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini sejalan dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI 

Nomor M.03 .PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAIV/1/2000 istilah 

"Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") dapat disingkat "HKI". Perubahan 

istilah tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 

2000, yang merubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 

1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal 

15 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dun 
Prakteknya di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hlm. 1 

86 



Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) dan akhirnya berubah menjadi Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan ~ntelektual (HKI). Dalarn perkembangan selanjutnya, 

HKI telah diubah lagi menjadi Kekayaan Intelektual (KI) sebagaimana Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015. 

Alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain 

adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak 

menuliskan kata depan semacarn "atas" atau "dari", terutama untuk istilah. 

Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi 

kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, 

karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang 

diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia. 

Istilan Hak Atas Kcpemilikan Intelcktual (HAKI) ~nerupakan 

terjeniahan yang lebih tepat dari Inrellectual property right (IPR) karena 

"kepeinilikan" menunjukkan pengertian yang lebih tepat digunakan dari pada 

menggunakan istilah "kekayaaii'. Hal sejalan dengan konsep bukuin perdata 

Indonesia yatlg mei~erapkan istilah "~iiilik" atas benda yang dipunyai seseorang. 

Pengertian lain 1-Iak Atas Kepe~nilikan Intelektual (HAKI) merupakan 

terjemahan dari Intelectuelle Eigendorrt (dalam bahasa Belanda) atau lntellectunl 



property right (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki 

oleh manusia atas hasil buah pikirannya.'6 

B. Pengertian Merek 

Merek pada dasarnya adalah suatu tanda yang berfungsi sebagai daya 

pembeda, yang membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang 

atau jasa yang lain. Agar suatu tanda tersebut dapat dipakai sebagai Merek, maka 

harus memiliki fungsi daya pembeda.17 Hal ini berhubungan dengan perolehan 

hak Merek tersebut karena berdasarkan pemberian oleh negara berdasarkan 

pendaftaran, dengan pendaftaran Merek maka kepada pendafiar diberikan hak 

eksklusif oleh negara atas penggunaan sebuah tanda yang mempunyai daya 

pembeda. Sedang yang obyek atas Merek adalah karya-karya seseorang yang 

berupa tanda, baik tanda berupa tulisan atau gambar atau kombinasi tulisan dan 

gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan barandproduk yang 

satu dengan barandproduk yang lain tetapi sejenis.18 

l6 Ibid hlm. 2 
Suyud Margono dan Lingginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukurn Merek, 

(Jakarta, 2002, ~ovirindo Pustaka ~ a n d i r i )  hlm. 27, baca juga Molengraaf, bahwa Merek yaitu 
dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuknmenunjukkan asal barang, dan jaminan 
kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat d m  diperdagangkan 
oleh orang, atau perusahaan lain, yang dikutib dari ~ u r  ~ i d a ~ a t i ,  Perlindungan ~ u k u m  pada Merek 
yang Terdaftar, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3, Desember 201 1, hlm. 175 

18 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), 
hlm. 111. 



Pengertian Merek beberapa negara pada dasarnya banyak mengandung 

persamaan, ha1 ini karena dipengaruhi oleh adanya ketentuan Paris convention.lg 

Dalam Kamus bahasa Indonesia, definisi Merek adalah tanda yang dipakai pada 

barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. 20 Sedangkan pengertian 

secara yuridis, menurut beberapa peraturan pemndang-undangan yang berlaku, 

antara lain dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 

tentang Merek, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dalam 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in 

Conterfeit Goods (TRIPS) dalam kerangka WTO, sebagai berikut : 

Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1 96 1 tentang Merek Perusahaan dan 

Merek Perniagaan, tidak memberikan batasan pengertian tentang Merek, tetapi 

undang-undang tersebut memberikan pengertian tentang hak Merek, yaitu hak 

khusus untuk memakai suatu Merek guna memperbedakan barang-barang hasil 

perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari 

barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang 

untuk pertama kali memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di 

19 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi 
Huk~mnya di Indonesia, (Bandung : PT.Alumni, 2003), ha1 320 

20 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Jntelektual di Indonesia, 
(Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 166. 



~ndonesia.~' Hak khusus untuk memakai Merek itu berlaku hanya untuk barang- 

barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi Merek itu dan berlaku 

hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir Merek itu. Dari pengertian tersebut 

lebih menjelaskan kepada pemberi hak untuk menggunakan Merek yang 

digunakan untuk membedakan barang yang satu maupun barang yang lain, baik 

barang yang diproduksi maupun barang yang diperdagangkan. 

Pengertian tersebut sesuai dengan materi atau obyek pengaturan dalam 

undang-undang tersebut, hanya mengatur satu Merek saja yaitu Merek barang 

yang diperdagangkan atau Merek dagang saja, sekalipun dalarn judul undang- 

undang memberi kesan ada dua Merek yaitu Merek perusahaan dan Merek 

perniagaan, tapi sebenarnya di dalamnya hanya mengatur satu Merek, yaitu 

Merek dagang. 

Berdasarkan penggunaannya Merek ada dua macam yaitu Merek 

perusahaan atau Merek pabrik (fabrieksmerk, factory mark), adalah Merek yang 

dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Merek perniagaan 

(handelsmerk, trade mark), adalah Merek yang dilekatkan pada barang oleh 

pengusaha perniagaan yang mengedarkan atau memperdagangkan barang  it^.^^ 

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dalam 

pasal 1 dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

Lihat pasal2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan 
dan Merek Pzrniagaan. 

22 H.M.N Punvosutjipto, S.H, Petlgertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I ,  pengertian 
Dasar Hukum Dagang (Jakarta : Djambatan 1987) hlm. 88. 



huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa. 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Pasal 1 

menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- 

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

atau jasa. 

Dalam pengertian Merek yang diberikan oleh Undang-undang nomor 19 

Tahun 1992 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek, pada dasarnya sama, dengan menonjolkan pada wujud atau 

bentuk Merek dan hngsi dari Merek tersebut yaitu harus mempunyai fungsi daya 

pembeda. 

Kalau dilihat dari judul kedua undang-undang tersebut hanya 

menyebutkan Merek saja, yang memberi makna bahwa pengguna Merek itu 

hanya satu saja, tidak dibedakan antara Merek yang digunakan oleh pihak yang 

memproduksi maupun Merek yang digunakan oleh pihak yang 

memperdagangkan. Narnun sekalipun judul dari kedua undang-undang tersebut 

hanya menyebut Merek saja, tetapi dalam materinya sebenarnya mengatur dua 

Merek, yaitu Merek barang dan Merek jasa, bahkan juga mengatur tentang 

Merek kolektif. 



Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 1 tentang Merek, dijelaskan 

bahwa Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek 

Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif adalah Merek 

yang digunakan pada barang danlatau jasa dengan karakteristik yang sama yang 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama 

untuk membedakan dengan barang danlatau jasa sejenis lainnya. 

Perjanjian TRIPS Pasal 15 ayat ( 1 ) menyebutkan definisi tenta~g Merek, 

sebagai berikut : 

Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the 
goods orservices of one undertaking @om those of other undertakings, 
shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular 
words including personal names, letters, numerals, figurative elements 
and combinations of colours as well as any combination of such signs, 
shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not 
inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, 
Members may make registrability depend on distinctiveness acquired 
through use. Members may require, as a condition of registration, that 
signs be visually perceptible. 

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, bahwa Merek adalah setiap tanda, 

atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa 

satu dari yang lain, dapat membentuk Merek. Tanda-tanda tersebut, terutama 

yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan 



kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat 

didaftarkan sebagai Merek. Dalam ha1 suatu tanda tidak dapat membedakan 

secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat 

mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui 

penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat 

menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara 

visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu ~ e r e k . ~ ~  

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa Merek merupakan suatu tanda 

yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu 

barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, 

beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik 

orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam 

produksi dan perdagangan. 

Dari pengertian-pengertian tentang Merek dapat disimpulkan bahwa 

fbngsi Merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa 

dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain.24 Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual memaparkan hngsi Merek sebagai berikut: 

1 .  Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu 

dengan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang 

23 Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, op cit hlm. 224 
24 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dun Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, (Bandung : PT.Alumni 2003) hlm.322 



atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika 

diperdagangkan. 

2. Sebagai sarana proinosi untuk berdagang (means of trade promotion). 

Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu goodwill 

untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha untuk memperluas 

pasar produk atau barang dagangannya. 

3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini 

menguntungkan pemilik Merek dan juga memberikan perlindungan jaminan 

mutu barang atau jasa bagi konsumen. 

4. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). 

Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang 

menghubungkannya dengan produsen ztau daerahmegara a ~ a l n ~ a . ~ ~  

Di dalam Undang-Undang di Amerika dijelaskan mengenai Merek, bahwa : 

The Lanham Act, which governs nationally registered marks, dejnes a 
trademark as "any word, name, symbol, or device" used by a person in 
commerce to identlfi and distinguish goods from those manufactured by 
others.26 

Beberapa pengertian lain yang menjelaskan bahwa Merek adalah sebuah 

tanda (jawa: ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, 

dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang 

25 Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & 
Jawabannya), (Jakarta : Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000), hlm. 42 

26 Akila Sankar McConnell, "Mzking Wal-Mart Pretty : Trademarks And Aesthetic 
Restrictions on Bog- Box Retailers", Duke Law Journal Vol. 53:1537 ( 2004), hlm. 1545. 



dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau 

diperbandingkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. 27 

Molengraaf menjelaskan, Merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah 

barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya 

sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan 

diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.28 Merek semula hanya diakui 

untuk barang, sedangkan pengakuan Merek Jasa barulah diakui dalam Konvensi 

Paris pada perubahan di Lisabon Tahun 19.58.~' 

Essel R. Dillavou (Sarjana Amerika Serikat), mengatakan bahwa tidak 

ada definisi lengkap yang dapat diberikan untuk suatu Merek dagang.30 Secara 

umum Merek dagang adalah suatu lambang, simbul, tanda, perkataan atau susunan 

kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang 

pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak 

ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya. Disain atau trade mark 

menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme 

periklanan.31 Sesuai fungsi Merek sebagai penanda untuk membedakan barang 

yang satu dengan yang lain, malta sebuah tanda itu harus dalam bentuk sedemikian 

27 Saidin,H.OK, Aspek Hukum Ifak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 343 - 344 

28 Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, op cit hlm.222 
29 Ibid. 
30 Paul Goldstein, "et. ai". Selected Statutes and International Agreements On Unfair 

Competition, Trademark, Copyrigcllt andpatent, (New York : Foundation Press, 2000), hlm. 5. 
31 

Sadikin, OK.H., Op cit hlm. 344., juga baca Soeryatin, Hukum Dagang I dun 11, 
(Jakarta : Pradnya Paramita, 1980) hal. 84 



rupa sehingga dapat menjadi tanda yang membedakan barang yang satu dengan 

barang yang lain. 

Philip S. James MA (Sarjana Inggris), menyatakan bahwa: A trade 
mark is a mark used in conection with goods which a trader uses in 
order to dignity that a certain type of good are his trade need not 
the actual manufacture of goods, in order to give im the right to use 
a trade mark, it will suffice if they marely pass through his hand is 
the course of trade. 32 

Maksudnya, Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang 

pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari 

barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak 

memberikan penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan 

kepadanya hak untuk memakai sesuatu Merek, cukup memadai jika barang-barang 

itu ada ditanganya dalam lalulintas perdagangan. 

C. Merek Sebagai Obyek Hak Milik 

Berdasarkan Pasal 3 Undsang-Undang nomor 15 Tahun 200 1 tentang 

Merek, bahwa Hak atas Merek adalah hak e k s k ~ u s i f ~ ~  yang diberikan oleh 

Negara kepada pemilik Merek yang terdafiar dalam Daftar Umum Merek untuk 

jangka waktu tertentu dengan mznggunakan sendiri Merek tersebut atau 

32 Ibid hlm. 345, juga dari Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, (Jakarta 
:Akademika Pressindo, 1990), hal. 44. 

33 Sujatmiko, Perjanjian Lisensi Merek Terkenal, Mimbar Hukzrm, Volume 22, nomor 2, 
Juni 2010, hlm. 252, dikutib dari Anne Fitzgerald dan Brian Fizgerald, 2004, Intellectzral Property In 
Principle, Law Book Co., Sydney, hlm. 363., bahwa sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) Hak Merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat 
execlusive dan monopoli, yang hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh 
menggunakannya tanpa ijin pemiliknya. 



memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemberian hak 

eksklusif (khusus) oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk 

mendapatkan hak tersebut harus melalui permohonan yaitu pendaftaran sesuai 

mekanisme atau prosedur yang ditentukan, sehingga jika seseorang ingin 

memperoleh hak Merek, sifat dari pendaftaran tersebut menjadi wajib 

(compulsory). Dengan kata lain agar seseorang dapat memperoleh perlindungan 

dan pengakuan hukum dari negara terhadap Mereknya, maka harus 

mendaftarkan kepada negara. Sistem demikian yang dikenal dengan Sistem 

Konstitutif atau first to file. 

Sebagai konsekuensi terhadap hak Merek tersebut, maka tidak setiap 

orang dapat menggunakan Merek tersebut semaunya, tetapi apabila ada orang 

lain yang ingin menggunakan Mereknya harus memperoleh ijin yang berhak, 

demikian pula bagi yang berhak atas Merek tersebut dapat melarang orang lain 

untuk menggunakannya. Dengan hak tersebut maka pemilik Merek dapat 

menggunakan sendiri maupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya, dengan perjanjian pemberian ijin atau ~ i s e n s i . ~ ~  Sedangkan 

jika sebuah Mereka tidak didaftarkan oleh pemiliknya, maka tidak akan 

memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensinya 

34 Baca juga Agus Mardianto, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak 
Penerima Lisensi Merek Menurut UU no. 15 Tahun 2001, Jurnal Dinamika Hzrkum, Vol 11 no. 3 
(September 201 I), hlm 446, bahwa selain dapat menggunakan sendiri Mereknya atau mengalihkan 
Mereknya, pemilik Merek terdaftar dapat memberi ijin pada pihak lain untuk menggunakan hak 
Mereknya. Pemberian ijin inilah yang disebut lisensi. Bentuk lisensi adalah perjanjian antara pemilik 
Merek (pemberi lisensi) dengan pihak yang akan menggunakan hak (penerima liseilsi). Jadi Lisensi 
Merek bukan peralihan hak Merek, tapi hanya pemberian ijin untuk memanfaatkan secara ekonomis 
hak atas Merek. 



orang lain dapat menggunakan semaunya tanpa harus ijin dari pemiliknya dan 

pemilik tidak dapat melarang orang lain yang menggunakan Merek tersebut . 

Hak Merek merupakan bagian dari hak milik (property). Kekayaan 

(property) merupakan padanan kata kepemilikan (ownership), maka kekayaan 

dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari 

diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata intelektual 

(intellectual) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang 

dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang 

diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (manusialbadan hukum) terhadap 

suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual m a n u ~ i a . ~ ~  

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran 

John Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang 

manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. 

Hak itu bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk m e ~ i n d u n ~ i n ~ a . ~ ~  Benda 

dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang 

abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang 

merupakan hasil dari intelektualitas manusia. 37 Menurut John Locke, yang 

mengajarkan teori tentang kepemilikan (property), hak Merek berkaitan dengan 

35 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik terhadap 
WTO/TRIPs Agreement dun Upaya menlbangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan 
Nasional, (Bandung : CV Mandar Maju 201 I), hlm. 49. 

36 Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, (Jakarta : Program Pascasarjana, 
Fakultqs Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 22. 

37 Maria Oktoviani Jayapunvanty, PerlindunganHukum Terhadap Pemegang Merek Dagang 
Asing Yang Aada di Indonesia, Lex Privatum, Vol.1 No.3, Juli2013, hlm.138. (138-143) 



Hak Asasi Manusia (Human ~ i ~ h t s ) , ~ '  dengan pernyataannya yang dikenal : Life, 

Liberty and John Locke membuat pernyataan bahwa semula dalam 

status naturalis (state of nature) suasana aman tenteram dan tidak ada hukum 

positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seseorang tertentu 

untuk memerintah orang lain. Hal ini merupakan kewajiban moral atas perilaku 

seseorang terhadap orang lain. Kewajiban mana dibebankan oleh Tuhan dan ha1 

itu dapat dilihat dari berbagai alasan. Namun kemudian status naturalis tidak 

dapat terus dipertahankan, karena negara tidak memiliki hakim yang dapat 

memberikan terjemahan yang mengikat dari hukum alam untuk menyelesaikan 

pertentangan antar individu. Untuk itu rakyat membentuk status civiles (stute of 

civilized) karena kewenangannya akan menyediakan suatu pengaman bagi hak- 

hak alamiah yang tidak tersedia dalam status naturalis. Hak Milik Intelektual 

(HKI) digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak b e r ~ u j u d . ~ ~  

Konsep "Right, Ethic and state" yang dikembangkan oleh Friderich 

Hegel pada intinya menyatakan bahwa sebagai eksistensi kepribadian (The 

Ehistence of Personality), kekayaan diantara sesuatu kebendaan lainnya, adalah 

sarana dimana seseorang dapat secara obyektif mengemukakan kehendak pribadi 

dan tunggal. Hegel mempertahankan konsepsinya tentang kekayaan (property) 

38 Hendra Tanu Atmadja, ibid. 
39 Dikutib dari Bertens,K, Pengantar Eiika Bisnis,( Yogyakarta : PT Kanisius 2013), hlm. 

108. 
40 Suyud Margono, Prinsip Deklaratif Pendafiaran Hak Cipta : Kontradiksi Kaedah 

Pendafiaran dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Declarative Principle on Copyright 
Registration : Contradiction between the Creation an First Publication Principle), Jurnal 
Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, (Agustus 2012), hlm. 248 



dengan membedakan antara fungsi kemudahan pilihan dari institusi kekayaan 

(property institution) secara inhem pada level hak abstrak (abstract riht) dari 

evolusi optimum dalam etika kehidupan (ethical life). Kepribadian (personalityl 

sebagai kekuatan yang memberikan kemampuan secara ekstemal untuk eksis 

sebagai suatu ide. Untuk itu, menurut Hegel sesuatu kekayaan (proper&) pada 

suatu tahap tertentu harus menjadi suatu ha1 yang bersifat pribadi (private) dan 

kekayaan pribadi menjadi lembaga yang bersifat universal. Ha! inilah yang 

menjadi dasar pemberian HKI. Hak kebendaan tersebut bersifat khusus 

(exclusive) yang bersifat tunggal (single right), monopoli (monopoly right) dan 

paling unggul (superior right). Ketiga sifat tersebut pada dasamya merupakan 

manifestasi bahwa siapa yang memiliki HKI, ia dapat berbuat bebas untuk 

menggunakan haknya dan melarang orang lain tanpa ijinnya untuk menggunakan 

hak tersebut. 

Baik konsepsi John Locke maupun Hegel berawal dari teori hukum alam 

yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, secara 

alami manusia adalah agen moral.41 Hak alamiah (natural right) diderivasi dari 

alam yang sesungguhnya untuk materi yang berwujud. Keduanya tidak langsung 

memberikan konsepsi tentang Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 

Rights), artinya konsep umum dan pembenaran kekayaan telah didominasi dari 

kekayaan yang benvujud (plysical proper&). John Locke menganggap bahwa 

barang-barang disediakan, namun tidak dapat dinikrnati dalam status naturalis, 

4' Dikutib dari Candra Irawan, op cit, hlm. 49. 



sehingga seseorang harus mengkonversi barang-barang tersebut dari barang 

alamiah (natural good) menjadi barang pribadi (private goods) dengan 

melaksanakan upayanya terhadap barang-barang tersebut. Nilai tambah atas 

upaya pada barang-barang tersebut membuat barang-barang tersebut mampu 

dinikrnati. Upaya yang telah dikorbankan seseorang inilah yang harus dihargai. 

Penghargaan itu diwujudkan dalam bentuk hak, yang bisa berupa Hak Kekayaan 

Intelektual (Intellectual Property Right), dimana salah satu diantaranya berupa 

Hak Merek (Trademark Rights). 

Seperti juga apa yang dikatakan oleh William Van Caenegem, "at the 

most basic level, intellectual property rights are said to provide an incentive for 

the production og intellectual goods that are of cultural or practical valute to 

society ". Incentive dalam konteks ini tidak lain merupakan suatu penghargaan, 

bahwa kepada seseorang yang telah bersusah payah menghasilkan suatu karya 

intelektual harus diberikan penghargaan yang sepadan dalam bentuk hak yang 

sifatnya monopoli dan ekonomis. Kebijakan pemberian hak yang bersifat 

monopoli itu berlaku secara universal dan aktual, sebagaimana dikatakan oleh 

William Van Caenegem, 'policy isszres in intellectual property law are often 

addressed ini terms of monopoly". Penghargaan dalam bentuk insentife tersebut 

merupakan reward yang diberikan oleh negara kepada orang yang telah bersusah 

payah berfikir menciptakan ide sebagai suatu gagasan karya intelektual yang 

bersifat khas dan pribadi, dengan memiliki ciri dan kepribadian tertentu. Karya 



intelektual yang berupa Merek tersebut patut diberi penghargaan dalam bentuk 

perlindungan hukum, manakala telah didaftarkan kepada negara. 

Hal tersebut sebagaina~ia dikatakan oleh John Locke yang menekankan 

pada upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus 

dihargai dan secara langsung upaya tersebut berimplikasi pada kompensasi 

ekonomi (incentive). Hal senada juga dikatakan oleh Mark J Davison : 

"Hence, it is argued that there is no incentive to write a novel, produce 
an artistic work or make a film if it can be copied by anyone who choose 
to do so. Similarly, even i f  the work may be created even without the 
incentive of intellectual property rights, there is a little incentive for a 
creator to undertake the further and possibly even more dzflcult task of 
disseminating the subject matter to the public at large. 

Perlindungan terhadap hak milik properti merupakan keniscayaan dalam 

kaitan dengan ekseistensi negara. Dalam prespektif teoritis tertentu perlindungan 

terhadap hak milik merupakan justifikasi eksistensi negara.42 Argumen tentang 

kausalitas fungsional antara negara dengan perlindungan terhadap properti cukup 

valid meskipun argumen ini bukan kausa prima dari eksistensi negara. 

Rasionalisasinya bahwa dengan adanya hak milik, timbul kecenderungan 

diantara sesama manusia untuk bersaing dan berselisih satu sama lain, bahkan 

dengan konsekuensi saling melanggar hak milik masing-masing. Oleh karena itu 

manusia memerlukan kekuasaan konkrit yang mampu menjamin keamanan hak 

milik properti masing-masing orang dan ha1 ini hanya dapat ditemukan dalam 

42 Haryono, Perlindungan Huku~n Terhadap M e r ~  Terdaftar, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 
11, No 1, (Januari 2012), hlm. 241, bahwa Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak- 
pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks State Law. 



diri negara yang dengan kekuasaannya mampu menjamin ketertiban dalam 

masyarakat melalui hukum positifnya.43 

Perlindungan terhadap properti oleh hukum secara filosofis didasari 

gagasan bahwa orang tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan 

miliknya bou should not take the property of another without permission).44 

Asaskaidah tersebut mengandung kebenaran fundamental karena mungkin 

diinterpretasikan secara a contrario, hasil interpretasi tersebut akan dapat 

diterima setiap orang tanpa rnenimbulkan kontroversi. Hakekat dari konsep 

properti itu sendiri karena sangat berkaitan dengan persoalan moral yaitu 

keadilan (justice). Keadilan merupakan asas paling fundamental dalam penataan 

suaiu masyarakat karena keadilan merupakan spirit dari hukum. Di dalam 

keadilan tersebut, dapat dideduksikan kaidah dalam rangka penataan kehidupan 

manusia bahwa seseorang tidak boleh merugikan kepentingn orang lain, 

termasuk atas propertinya. Seperti tujuan dari konsep keadilan yang dirumuskan 

oleh Cicero, yaitu "Menjaga agar seseorang tidak merugikan yang lain, kecuali 

jika orang lain itu telah melakukan ke~alahan."~~ Prinsip keadilan menuntut agar 

setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai 

43 A. Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak ~Milik Pribadi, Yogyakarta : 1997 Lrnn 95. 
, dikutib dari Titon Slarnet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terhznal di Indonesia 
Pasca Perjanjian TRIPS (Bandung, PT Alumni 201 1) hlrn. 115. 

44 Glen R. Butterton, Norms and Property in The Middle Kingdom, Wisconsin International 
Law Journal, Vol. 15 No. 2, (1997), hlrn. 288 

45 A. Sonny Keraf, op cit. hlrn 17. 



dengan kriteria rasional yang obyektif dan dapat dipertanggungiawabkan, ini 

berarti tidak boleh ada yang dirugikan hak dan kepentingannya.46 

Berdasarkan pandangan tersebut, maka hak orang tidak boleh dilanggar 

atau dirugikan kepentingannya termasuk atas hak miliknya atau propertinya, 

karena ha1 itu merupakan bentuk ketidakadilan yang dapat merusak tatanan 

masyarakat. Keraf menyimpulkan hakekat konsep perlindungan terhadap properti 

dan keadilan dalam pandangan Cicero adalah bahwa keadilan merupakan kaidah 

yang mengatur agar manusia tidak saling merugikan dan agar manusia 

menggunakan propertinya secara tepat karena tujuan dari keadilan adalah untuk 

menjaga ikatan persaudaraan universal di antara umat m a n ~ s i a . ~ ~  

Hak milik dalam pengertian menurut hukum Barat bersifat mutlak, ha1 ini 

sesuai dengan faham yang dianut yaitu individualisme, dimana kepentingan 

individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap 

miliknya. Hak milik tadi tidak dapat diganggu gugat. Akibatnya adanya 

ketentuan demikian, maka pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik 

seseorang, mesltipun ha1 itu perlu untuk kepentinagn u m ~ m . ~ '  Dalam Kitab 

Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Pasal 570, bahwa Hak milik atau 

hak eigendom adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan 

leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 

46 Liliana Tedjosaputro, Moralitas, Bisnis dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal 
Hukum, Ius Quia Iustum, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm 154. 

47 Ibid. 
48 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dun sesudah berlakunya UUPA, (Bandung : 

Alumni, 1992) Hlm. 43 



sepenuhnya. Perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik 

pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek h ~ k u m . ~ ~  

Ketentuan tersebut timbul di zaman ketika masyarakat masih .sangat 

bersifat perseorangan (extreme individualism), namun dalam perkembangannya 

timbul untuk mengurangi isi dan makna dari eigendom tersebut. Karena keadaan 

masyarakat sudah berubah dan perasaan sosial sudah meresap, maka dipandang 

sudah selayaknya, bahwa eigendom itu kini harus dibatasi untuk kepentingan 

umum dan jangan sampai umum mendapat kerugian. 50 Guna membatasi 

penonjolan kepentingan perorangan maka hukum pun memberikan jaminan tetap 

terpeliharanya kepentingan ma~yarakat.~' Seperti dikatakan juga bahwa, dulu 

hak eigendom iili merupakan hak mutlak sekali (droit inviolable et sucre), tapi 

dengan berkembangilya zaman maka keinutlakan dari hak eigendo~n ini semakin 

lama semakin pudar. Ranyak terjadi pembatasan-peinbatasan atau peilggerogotan 

terhadap hak eigendom ini yailg biasa disebut det~gan uirhollirqy proses. 52 

Kebebasan iildividu dikurangi, dimasukkan unsur kebersamaan ke dalam hak 

49 Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, op cit, hlm.20. 
50 Ibid hlm. 27 
51 Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, op cit, hlm 20, juga dikatakan bahwa jaminan 

terpeliharanya kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Sistem Hak 
Kekayaan Intelektual yang berkembang mencoba menyeimbangkan di antara dua kepentingan, yaitu 
antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. 

52 htt~:/kuliahade.wordpress.com/2010/06/18/hukum-perdata-hak-ei~endomhak-miliW ( 
diakses Tanggal 05-07-201 3) 



individu yang senlula pribadi semata-mata. Dalam melaksanakan haknya, wajib 

diperhatikan juga kepentingan b e r ~ a m a . ~ ~  

Konsep property (proper&) yang digunakan adalah sinonim dengan 

konsep bendal kebendaan dalam buku I1 KLlH Perdata. Dalam Pasal 499 KUH 

Perdata definisi tentang kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak 

wujud atau tidak benvujud, benda tetap atau benda bergerak. Perlindungan 

tertinggi yang dikuasai oleh hak milik. Pengertian dalam pasal499 KUH Perdata 

tersebut yaitu konsep property atau bendakebendaan meliputi baik barang 

maupun hak. Istilah barang secara yuridis orientasinya ialah untuk menunjuk 

benda benvujud. Sementara segenap hak orientasinya ialah untuk menunjuk 

segenap benda tak berwujud. 54 Dengzn demikian perngertian konsep 

propertyhendakebendaan adalah sangat luas karena mencakup segenap benda 

berberwujud atau tidak berwujud, benda tetap atau bergerak. Perlindungan 

tertinggi yang diberikan oleh hukum dalam hubungan antara benda obyek 

hukum, dengan subyek hukum ialah melalui konsep hukum yang disebut hak 

milik. Suatu property atau benda yang dalam hubungan dengan subyek hukum 

tertentu diikat dengan hak milik akan memperoleh perlindungan hukum seperti 

terdapat dalam pasal 570 KUH Perdata, bahwa hak milik adalah hak untuk 

menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas 

53 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentzikan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dun Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 61. 

54 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hulnrm Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca 
Perjanjian TRIPS (Bandung, P.T Alumni 201 1) hlm.103,104. 



terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan 

dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu 

kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang 

lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan 

hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-undang dan 

dengan pembayaran ganti r ~ ~ i . ~ ~  

Merek adalah properti dan hukum berfungsi untuk melindungi properti.56 

Hukum harus melindungi Merek karena Merek pada hakekadnya merupakan 

suatu jenis properti. Justifikasi Merek sebagai suatu properti lazimnya dapat 

dilakukan dengan mengacu pada sistematika atau klasifikasi yang dikenal dalam 

rezim intellectual property rights atau HKI. Dalam kerangka hukum HKI 

terdapat dua kategori utama hak yang dilindungi. Kategori pertama ialah hak 

cipta dan hak yang terkait dengan hak cipta (neighboring rights) beserta program 

komputer dan database. Kategori kedua ialah hak kekayaan industri (industrial 

property rights) yang meliputi hak atas paten, Merek, indikasi geografis, varietas 

tanaman, desain industri, desain tata laksanal letak sirkuit terpadu dan rahasia 

dagang. Negara memberikan hak eksklusif kepada individu pelaku HKI (dengan 

55 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hrrktrrn Perdata Burgerlijk Wetboek, 
(Jakarta : OPT Pradnya Paramita 57), hlm.166. Baca juga Boedi Harsono, op cit, hlm 61, bahwa hak 
eigendom adalah hak untuk dengan leluasa menikmati kegunaan sesuatu benda, dan untuk berbuat 
bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasan yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan !ainnya yang ditetapkan oleh penguasa 
yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain, semuanya itu terkecuali pencabutan hak 
untuk kepentingan umum, dengan pemberian ganti kerugian yang layak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang beralaku. 

56~i ton  Slamet Kurnia, op cit. hlrn. 104 



sebutan inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya), dengan tujuan utama 

untuk memberikan penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya, dan agar 

orang lain ikut termotivasi untuk mengembangkan karya tersebut lebih  anj jut.^^ 

Pengertian industrial property rights sebagai bagian dari HKI ialah hasil 

penemuan atau ciptaan yang dipergunakan di bidang-bidang industri. 

Hakekat dari Merek adalah suatu tanda yang memiliki daya pembeda 

yang digunakan dalam perdagangan barangljasa dan yang mampu membedakan 

antara barangljasa yang satu dengan barangljasa yang lain. Meskipun proses1 

kegiatan intelektual untuk mengahsilkan sebuah tanda sebagai Merek dengan 

daya fungsi sebagai pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan 

jasa lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan invensi untuk memperoleh 

paten, sehingga ada yang berpendapat bahwa Merek tidak murni sebagai kreasi 

intelektual, tetapi tetap saja untuk menghasilkan sebuah Merek dibutuhkan suatu 

proses1 kegiatan intelektual, sehingga tidak keliru jika Merek juga merupakan 

perwujudan dari proseslkegiatan intelektual yang dapat dilakukan oleh 

m a n u ~ i a . ~ ~  Oleh karena Merek merupakan hasil dari proseslkegiatan intelektual 

manusia, yang kemudian digunakan sebagai suatu tanda yang memiliki daya 

pembeda guna membedakan barangljasa dengan barangljasa lain, dalam kegiatan 

perdagangan barangljasa, maka tepat apabila hak Merek juga dimasukkan ke 

57 Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindungan dan Penegakan hukum Hak CiptaVdi 
Indonesia,, Mimbar Hukum, Volume 18, Nomor 2, Juni 2006, hlm. 197. Halaman 159-292 

58 /bid hlm 107 



dalam kelompok HKI yang memperoleh perlindungan hukumS9 seperti hak-hak 

lainnya. 

Prinsip hak milik demikian juga dikenal dalam Hukum Adat yang 

menjadi sumber pembentukan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagaimana disebut dalam pasal 6, bahwa 

semua hak atas tanah mempunyai hngsi sosial. Seperti dinyatakan pula bahwa, 

hak milik atas harta benda tidak hanya memuat hak, tetapi juga memuat 

kewajiban merr~akainya sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan 

Di dalam hukum adat Hak milik dipandang sebagai hak benda tanah, hak 

mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh 

(merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu 

se olah-olah sebagai eigenaar, dengan memperhatikan peraturan-peraturan 

Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan Pemerintah. Pro$ C Van 

Vollenhoven menerangkan dengan tegas, bahwa hak milik itu adalah suatu hak 

eigendom Timur (Oosters eigendomsrecht), yang walaupun tidak berdasar B.W, 

mengandung banyak inti (essentialia) yang sama dengan hak eigendom menurut 

59 Sujatmiko op.cit, hlm. 252, Konsep bahwa hak Merek yang bersifat khusus perlu 
dilindungi sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedikno 
Mertokoesoemo, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan 
kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Mengingat 
hak Merek bersifat khusus, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jika orang lain 
yang beretikat tidak baik melaksanakan hak itu tanpa seijin pemegang hak Merek, maka telah terjadi 
pelanggaran atas hak orang lain ynng bersifat khusus tadi. Dalam ha1 inilah terletak urgensi 
perlindungan hukum atas hak Merek. 

60 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT. Pratnya Paramita, 1985), hlm. 62 



hukumnya Perdata Barat B.W. Orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak 

menurut kehendaknya sendiri, asal saja tidak melampaui batas-batas yang 

diadakan oleh pemerintah6' 

Dalam hukum tanah Pasal20 n l P A  dinyatakan, bahwa hak milik adalah 

hak atas tanah yang "terkuat dan terpenuh". Dijelaskan dalam penjelasan, bahwa 

maksud pernyataan itu adalah untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas 

tanah hak miliklah yang "ter" (dalam arti "paling") kuat dan "term-penuh. Yaitu 

mengenai tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup 

penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai 

tempat pembangunan s e ~ u a t u . ~ ~  

Hak milik terhadap Harta menurut kacamata Islam merujuk kepada nas- 

nas al-Qur'an yang menggariskan dasar-dasar pokok tentang harta Ia itu pencipta 

dan pemilik hakiki seluruh harta di alam semesta ini dalam apa jua bentuk dan 

jenisnya serta segala isi kandungannya. Hal ini sesuai Firman Allah S.W.T : 

yang maksudnya: Yang demikian (sifat-sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah 

tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang 

menciptakan tiap-tiap sesuatu." (Al-Qur'an, al-An7am(6):102). Juga Firrnan 

Allah S.A.W yang maksudnya : "Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa 

pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya."24 (Al- 

Qur'an, al-Ma'idah (5): 17). Juga Firman Ailah yang maksudnya : "Dialah jua 

" Eddy Ruchiyat, op cit, hlm. 36-37 
62 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pernbentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, (Jakarta :Djambatan, 2007) hlm. 287. 



yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di 

antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi." (Al- 

Qur'an, al-Taha (20):6).~~ 

Dengan demikian manusia sebagai makhluk yang juga diciptakan Allah, 

deberikan untuk menggunakan dan memanfaatkan segala yang diciptakan oleh 

Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Manusia dianugerahkan harta, tetapi ia 

hanyalah melambangkan hak memanfaatkan kekayaan milik Allah S.W.T dan 

disalurkan kepada yang berhak melalui cara yang dianjurkan oleh syari'ah. 

Penguasaan ke atas harta adalah lebih kepada tanggungjawab dan bukannya hak 

milik mutlak iaitu tanggungjawabmengurus dan memanfaatkan untuk diri sendiri, 

masyarakat dan agama seperti yang telah diamanahkan demi untuk mendapatkan 

keridhaan Allah S.W.T sesuai dengan Firman Allah S.W.T. yang maksudnya : 

"Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan 

kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya." (Al- 

Qur'an, al-Munafiqun (63): 1 o ) . ~ ~  

Prinsip-prinsip ini menunjukkail bbahwa Islam meinandailg tidak 

adanya kepemilikan yang absolut bagi mani~sia. Walau demikian individu- 

individu manusia tetap diberikan 11ak untuk memiliki kekayaan dengan dibatasi 

63 Yazid Ahmad & Hj. lbnor Azli Ibrahim, Konsep Harta Menurut Perspektif Undang- 
Undang Islam dan Undang-Undang Sivil : Satu Tinjauan, dalam Jurnal Pengajian Umum Bil. 7 ,  
(2006), hlm. 126-127 

64 ibid, hlm. 129 



prinsip-prinsip." Bahwa adanya beberapa ketentuan syariat yang mengatur liak 

milik pribadi, yaitu : 

1. Pemanfaatan harta benda secara terus lnenerus 

2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki 

3. Penggunaan harta benda secara berfaedah 

4. Penggunaan harta benda tanpa inemgikan orang lain 

5. Memiliki harta benda yang sah 

6. Penggunaan harta benda tidak dengan boros dan serakali 

7. Peliggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas hakliya 

8. Penerapan hukurn waris yang tepat dalam Islani. 

Merek sebagai salah satu hak yang masuk dalam kelompok Hak Milik 

Intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan),66 maka 

pemilik hak pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan 

kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan 

hukumnya. Berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) 

Pasal 570, bahwa Hak milik adalah hak untuk meniknati kegunaan sesuatu 

kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu 

dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang 

atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak 

Wedi Pratanto, Kepemilikan 1Jmum Dan Negara Di Indonesia, dalarn Jurnal Studi Islam 
Dan Muamalah At-Tahdzib Sekolah Tinggi Aagama Islam AT-TAHDZIB Volume 1, Nomer 1, 
September-Februari 201 1-2012 ISSN-2089-7723-DI 

Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, Hak Milik Inteleldual (Sejarah, Teori dun 
Prakteknya di Indonesia), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993) hlm. 18 



menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu 

dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan 

umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti 

rugi. 

Dari ketentuan Pasal570 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa setiap hak milik, mempunyai unsur :67 

a. Kemampuan untuk menikmati atas benda, atau hak yang menjadi obyek hak 

milik tersebut ; 

b. Kemampuan untuk mengawasi, atau menguasai benda yang menjadi obyek 

hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang 

lain, atau memusnahkannya. 

Hak kepemilikar, hasil intelektual sangat abstrak (tidak benvujud) 

dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat (berwujud), tetapi hak- 

hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak 

mut~ak.~'  Selanjutnya terdapat analogi, yakni bahwa setelah benda tak berwujud 

itu keluar dari pikiran mausia, maka menjelma dalam suatu ciptaan 

kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenianm atau dalam bentuk pendapat, 

jadi berupa benda berwujud (lichamelijke zaak) yang dalam pemanfaatannya, dan 

produksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. lnilah yang 

67 Ibid hlm. 25 
68 Ibid hlm. 17 



membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum benda.69 Hak Merek 

mengandung hak ekonomi, yaitu berupa keuntungan sejumlah uang yang dapat 

diperoleh karena penggunaan hak tersebut, baik digunakan sendiri maupun 

memberikan ijin untuk menggunakannya kepada pihak lain atau lisensi. 

Hak Milik Intelektual sebagai suatu hak mempunyai sifat-sifat, yaitu : 

1. Mempunyai jangka waktu terbatas, dalam arti setelah habis masa 

perlindungannya, maka hak tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada 

pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang, misalnya 

hak Merek. 

2. Bersifat eksklusif, dan mutlak 70 , yaitu bahwa hak tersebut dapat 

dipertahankan terhadap siapapun. Pihak mempunyai hak itu dapat menuntut 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik hak 

mempunyai hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan 

melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat atau pun 

m e r ~ ~ ~ u n a k a n n ~ a . ~ '  

HKI merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang di 

ekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, 

69 Van Apeldoorn, Penguntar Ilmu Htikum, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Noordhoft Koft, 1957) 
hlrn. 173 

70 H.F.A.Vollmar, loc.cit. bahwa Hak dapat dibedakan atas, Hak Mutlak d m  Hak Nisbi, Hak 
Kekayaan Industri adalah Hak Mutlak yang bersifat kebendaan. 

71 Muhamad Djumhana, d m  Djubaedillah, op cit, hlrn. 18-19 



seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya dengan 

demikian, hak ini lahir karena kemarnpuan intelektual m a n ~ s i a . ~ ~  

Konsep HKI sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diberikan 

suatu hak dalam hukum di Amerika bahwa, sejak berdirinya Amerika Serikat 

konsep harta kekayaan (proper&) telah berubah secara drastis. Salah satu yang 

berubah adalah adanya hal-ha1 baru yang diperlakukan seperti harta kekayaan 

dari usaha, dari asuransi (insurance) dan pendapatan dari program sosial. Sebuah 

perubahan yang jarang dibahas namun secara historis telah diakui sebagai harta 

adalah kekayaan in te lek t~al .~~ Seiring perhatian teralihkan secara term menerus 

dari kekayaan berujud ke kekayaan yang tidak berujud, ilmu hukum mengenai 

kekayaan intelektual juga akan berkembang. 

Definisi kekayaan intelektual yang universal mungkin dimulai dari 

mengindentifikasinya sebagai kekayaan non-fisik yang berakar dari, dianggap 

sebagai, dan yang nilainya berasal dari beberapa ide. Selanjutnya, harus ada 

beberapa tambahan elemen mengenai kebaruan (novelty). Obyek atau masalah 

(res) kekayaan intelektual tentunya dapat begitu baru sampai tidak dikenali oleh 

orang lain. Tetapi kebaruan tidaklah harus absolut, yang penting adalah waktu 

dimana ide tersebut di-properti-kan secara umum tidak diketah~i.~" 

72 Prasetyo Hadi Purwandoko, op cit hlrn. 8 
73 Justin Hugges, The Philosophy Of Intellectual Property, dalam Georgetown Law Journal 

(Desember, 1988), hlrn. 295 
74 Ibid 



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 1 Tentang Merek: 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, 

susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari 

pengertian tersebut, maka sebuah tanda dapat didaftar sebagai Merek harus 

mempunyai fungsi sebagai pembeda.75 Hak atas Merek, adalah hak khusus yang 

diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdafiar dalam daftar umum 

Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Mereknya tersebut, 

atau memberi ijin kepada seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk m e ~ ~ ~ ~ u n a k a n n ~ a . ~ ~  Pemilik Merek dapat satu orang 

atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Hak khusus 

memakai Merek ini berlaku seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang 

atau jasa tertentu. Oleh karena suatu Merek memberi hak khusus atau hak mutlak 

pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap ~ i a ~ a ~ u n . ~ ~  

Berdasarkan pasal 76 UU Merek Tahun 2001 terdapat adanya hak bagi 

pemilik Merek untuk mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang 

menggunakan Merek tersebut tanpa hak. Ada ha1 yang patut dicatat dalam 

ketentuan tersebut, bahwa jika Merek adalah dinyatakan sebagai hak kebendaan, 

maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. 

75 Lihat Pasal 1 butur angka 1 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 
(Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110) 

76 Lihat Pasal 3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, (Lernbaran negara 
Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110) 

" /bid hlm 128 



Pertanda bahwa pada hak Merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak 

gugat oleh Undang-undang kepada pemegang hak, dan tuntutan pidana terhadap 

orang yang melanggar hak ter~ebut.~* Berdasarkan Perlindungan hukum secara 

Internasional pasca perjanjian TRIPS, pada dasarnya bahwa hak kekayaan 

industri sebanding dengan hak kepemilikan. Hak milik adalah hak eksklusif yang 

menghalangi pihak ketiga dari menggunakan obyek hak tanpa izin. Seperti 

disebutkan, bahwa : 

Value of trademarks in attracting customers requires that firms manage 
and protect them comparably to other assets. The industrial property 
system offers a legal means for such protection Industrial property rights 
are comparable to ownership rights. Ownership rights are exclusive 
rights that preclude third parties from using an object without 
permission. 79 

Sebagaimana hak atas harta benda lainnya, maka hak atas Merek itu juga 

dapat beralih, sebagaimana diatur dalam UU Merek. Kekayaan intelektual 

berhubungan dengan perlindungan atas gagasan-gagasan dan inforrnasi yang 

mempunyai nilai komersial. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan pribadi 

yang dapat dimiliki dan dialihkan kepada orang lain sebagaimana halnya jenis- 

jenis kekayaan lainnya terrnasuk dijual dan dilisensikan.'' Hak atas Merek 

terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

78 Renuy N.S Koloay, Fungsi Pendaftaran Merek Sebagsli Upaya Menjamin Kepastian Hukum 
Bagi Pemegang hak Eksklusif atas Merek : dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sain 
Ratulangi Manado, Vo. XIX No. 2 (Januari-Maret 201 I), hlm. 95 

79 Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection Of Trademarks After The TRlPs 
Agreement, Duke Journal Of Comparative & International Law, Vol 9: 189 (1 998), hlm. 190 

Suyud Margono, Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta : Kontradiksi Kaedah 
Pendaftaran dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertarna Kali (Declarative Principle on Copyright 



a. pewarisan; 

b. wasiat; 

c. hibah; 

d. perjanjian; atau 

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud wajib dimohonkan 

pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum 

Merek. Permohonan pengalihan hak atas Merek disertai dengan dokumen yang 

mendukungnya. 81 Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat, 

diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas Merek terdaftar 

yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada 

pihak ketiga. Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan 

pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek 

tersebut. 82 Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari 

kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan 

dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian 

jasa. Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal 

apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek 

tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang danlatau jasa. Pendaftaran 

Registration : Contradiction between the Creation an First Publication Principle), Jurnal 
Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, (Agustus 2012), hlrn. 245. 

81 Firmansyah, Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar 
Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 201 I), hlm.64 

82 Ibid, hlrn. 65. 



pada setiap pengalihan hak Merek berikut persyaratannya tersebut, sebagai 

konsekuensi berlakunya Sistem Konstitutif dalam UU Merek. 

Di dalam Undang-Undang Merek dikenal Merek dagang dan Merek jasa, 

disarnping juga dikenal Merek kolektif sekalipun yang terakhir ini tidak 

sepenuhnya dapat dikatakan sebagai Merek kolektif, karena Merek kolektif itu 

sebenarnya juga dapat terdiri Merek dagang dan Merek jasa. Hanya saja Merek 

kolektif ini pemakaiannya digunakan secara ko~ektif.'~ 

Pengertian Merek dagang dan Merek jasa dimaksud, adalah sebagai 

berikut. Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek 

jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Sedang Merek kolektif adalah, 

Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama 

yang diperdagangkan oleh beberzpa orang atau badan hukum secara bersama- 

sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. 

83 Saidin, OK.H., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelekhral (Intellectual Property Rights), 
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1995) hlm. 346 



D. Pendaftaran Merek 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

telah diatur tentang Merek, dengan menganut Sistem Konstitutif (First to File), 

bahwa hak Merek ditentukan berdasarkan pendaftaran, sehingga bagi pemilik 

Merek yang akan memperoleh perlindungan Merek ada kewajiban untuk 

mendaftarkan Mereknya. 

Pendaftaran Merek penting dan diisyaratkan oleh undang-undang 

bahwa Merek harus di daftar. Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas 

Merek terdaftar, pendaftaran Merek juga berguna sebagai dasar penolakan 

terhadap Merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang 

dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna 

sebagai dasar mencegah orang lain memakai Merek yang sama pada pokoknya 

atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau j a ~ a . * ~  

Dengan demikian pendaftaran Merek mempunyai fungsi : 

1.  Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas Merek yang 

didaflarkan;85 

" Barnbang Kesowo. 1988. "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia". Makalah . 
Disampaikan dalarn sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, 
Fakultas Hukum Umeversitas Parahiyangan - Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia - United 
States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. (Bandung: Fakultas Hukum 
UNPAR) 

85 Baca-Renuy N.S Koloay, Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian 
Hukum Bagi Pemegang hak Eksklusif atas Merek, dalam Jurnal Hzrkum, Fakultas Hztkum Universitas 
Sam Ratulangi Mat~ado, Vo. XIX No. 2 (Januari-Maret 201 1) hlm. 92, disebutkan, fungsi pendaftaran 
Merek dalam Sistem Konstitutif, bahwa akan menimbulkan hak apabila didaftarkan oleh si pemegang. 
Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran merupakan keharusan. 



2. Sebagai dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama 

pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk 

barandjasa sejenisnya;'" 

3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama 

keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk 

barandjasa ~e j en i sn~a . ' ~  

Sebagaimana telah ditentukan dalam sistem hak Merek berdasarkan 

Sistem Konstitutif, dalam uu Merek ditunjukkan antara lain dalam Pasal 3 

bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh IVegara kepada 

pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin 

kepada pihak lain untuk menggunakannya. Makna hak eksklusif dapat diartikan 

memberikan hak kepada pemilik hak itu untuk menggunakan sendiri Mereknya, 

atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan berhak 

melarang pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut tanpa ijin pemiliknya. 

Namun tidak semua permohonan Merek dapat diterima untuk di daftar, 

karena atas permohonan Merek dapat saja Merek tersebut tidak dapat di daflar 

ataupun dapat saja ditolak pendaftarannya. Dalam uu Merek diatur bahwa 

86 Lihat Pasal 6 (1) butir a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 
menyebutkan bahwapermohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang 
sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang danlatau jasa yang sejenis; 

Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 1 Tentang Merek, menyebutkan 
bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang 
terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek 
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 



Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak seperti yang di atur dalam 

pasal4 dan 5 uu Merek. 

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon yang beriktikad tidak baik. Disarnping itu Merek juga tidak dapat 

didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : 

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. tidak memiliki daya pembeda; 

c. telah menjadi milik umum; atau 

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya. 

Ketentuan tentang Merek yang tidak didaftar apabila tidak mempunyai 

daya pembeda tersebut, sesuai dengan fungsi dari Merek sendiri memang untuk 

membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang 

lain yang sejenis, sehingga Merek yang dapat didaftarkan haruslah mempunyai 

fungsi daya pembeda.88 

Kemungkinan permohonan pendafiaran suatu Merek dapat ditolak 

apabila berhubungan dengan kepentingan khusus dengan Merek, sebagaimana 

88 Sutrisno dan Fauzul Ali W, Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di 
Indonesia (Tinjauan Yuridis UU no. 15 Tahun 2001), Jurnal Liga Hukum, Vol 2 no. 1, Januari 2010, 
hlm. 94, bahwa syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu Merek adalah daya pembeda 
(distinctiveness) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga n~empunyai 
cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa 
perusahaan yang lain. 



ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek 2001, yaitu bahwa permohonan 

harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: 

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek 

milik pihak lain yang sudah terdafiar lebih dahulu untuk barang danlatau 

jasa yang sejenis; 

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek 

yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang danlatau jasa sejenis; 

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

indikasi-geografis yang sudah dikenal. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir huruf b tersebut dapat 

pula diberlakukan terhadap barang danlatau jasa yang tidak sejenis sepanjang 

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. Hanya saja peraturan pemerintah dimaksud hingga saat 

ini belum pernah dikeluarkan. 

Permohonan pendaftaran Merek juga dapat ditolak berhubungan 

dengan kepentingan umum, sebagaimana ditentukan bahwa permohonan 

pendaftaran Merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal sebagaimana 

diatur dalam Pasal6 ayat (3) W Merek 2001, apabila Merek tersebut: 

1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan 

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang 

berhak. 



2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 

lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun 

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 

3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang 

digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari pihak yang benvenang. 

Ketentuan tentang kemungkinan penolakan pendaftaran Merek 

tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan baik terhadap pemilik 

Merek secara khusus, maupun yang berhubungan dengan kepentingan umum. 

Dengan ketentuan tersebut pendaftar Merek harus cermat dan hati-hati dalam 

mengajukan pendaftaran Mereknya agar tidak merugikan pihak lainnya, baik 

bagi pemilik Merek yang sebenarnya maupun bagi masyarakat pada urnumnya. 

Hak yang telah ada terlebih dahulu adalah sebagai alasan relatif 

untuk menolak pendaftaran Merek atau alasan relatif untuk pembatalan Merek. 

Karena masih harus diuji terlebih dahulu keabsahan Merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya atau persarnaan pada keseluruhannya dengan Merek 

terdahulu, atau dengan Merek terkenal yang telah terdaftar lebih d a h u ~ u . ~ ~  

Berdasarkan Sistem Konstitutif hak Merek diperoleh berdasarkan 

pendaftaran, yang didahului dengan mengajukan permohonan pendaftaran 

*' Rahmi, Jened, Hukum Merek, Trademark Law, dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, 
(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 115. 



Merek. Salah satu proses pendaftaran dengan Sistem Konstitutif adalah 

diadakannya pemeriksaan pemeriksaan secara Substantif. 

Sebagaimana disebutkan bahwa persyaratan pendaftaran Merek 

berdasarkan Pasal 1 butir angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa 

permohonan merupakan permintaan pendaftaran diajukan secara tertulis kepada 

Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran Merek 

dapat berlangsung dengan tertib, dan pemeriksaan Merek tidak hanya dilakukan 

berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan 

pemeriksaan subtantif. Pemeriksaan subtantif atas permohonan pendaftaran 

Merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya Merek yang 

dimohonkan didaftar dalam Daftar Umum Merek. Pemeriksaan substantif 

dilakukan dalam jangka waktu pa!ing lama 9 (Sembilan ) bulan. 

Apabila dari hasil pemeriksaan subtantif ternyata permohonan tersebut 

tidak dapat diterima atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Merek, ha1 

tersebut diberitahukan secara tertulis pada pemohon atau kuasanya dengan 

menyebutkan alasannya. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan karena beberapa alasan, 

yaitu pendaftaran diajukan oleh pemohon atas dasar itikad tidak baik. Disamping 

itu Merek juga tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah 

satu unsur yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku, moralitas agarna, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya 



pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan 

dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. 

Dibandingkan sistem pendafiaran sebelumnya yang menganut Sistem 

Deklaratif lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, 

maka pada Sistem Konstitutif dengan prinsipjrst to j l e  atau dengan 

doktrin prior in tempore, melior injure, sangat potensial untuk mengkondisikan: 

1 .  Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik Merek 

yang paling utama untuk dilindungi, 

2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta 

pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti u tama, 

3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik Merek yang paling berhak 

dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendafiar pertama dan 

pemakai pertama.gO 

Berdasarkan ketentuan persyaratan pendaftaran Merek, maka agar 

sesuatu dapat dikategorikan, diakui dan didaflarkan sebagai Merek, apabila: 

1. Mempunyai fungsi pembeda; 

2. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, 

huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); 

3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum; 

90 Kholis Roisah, Up. Cit., Kiloiis Roisah, Implemeniasi Perjanjian TRIPS Tentang 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Aias Merek Terkenaf (Asing) Di Indonesia, Semarang, Tesis 
Hukum(UNDIP), 2001, hai. 66 



4. Bukan menjadi milik umum; 

5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimintakan pendaftaran. 

Dalam pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif, selain dilakukan 

pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme Pengumuman dalam 

waktu 3 ( tiga ) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang 

khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi 

Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Hal ini dilakukan 

untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan 

terhadap pendaftaran Merek dan dapat mencegah pendafiaran Merek yang 

dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik. 

Apabila masa pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan atau 

keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek mendaftarkan Merek tersebut dalam 

Daftar Umum Merek serta dilanjutkan dengan pemberian sertifikat ~ e r e k . ~ '  

Sertifikat Merek merupakan alat bukti bahwa Merek telah terdaftardan juga 

sebagai bukti kepemilikan. Dalam ha1 permintaan pendaftaran Merek ditolak, 

keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Merek kepada 

pemilik Merek atau kuasanya dengan disertai alasan-alasan.Penolakan terhadap 

putusan ini dapat diajukan banding secara tertulis oleh pemilik Merek atau 

kuasanya kepada Komisi Banding Merek. Tentang permohonan banding dan 

91 Firmansyah, Hery, Perlindungan Huln~m Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar 
Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 201 I), hlm. 45 
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Komisi Banding Merek ini terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 1. 

Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen yang 

berada dilingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Keputusan yang 

diberikan oleh Komisi Banding Merek paling lama 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak 

tanggal penerimaan permohonan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat 

final dan mengikat. Apabila komisi banding Merek mengabulkan permintaan 

banding, Direktorat Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat 

Merek. Jika ditolak, pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan atas 

putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu 

paling lambat 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan 

penolakan.92 

Sistem Konstitutif ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Merek 1992 (lihat Pasal 2). Pada Sistem Konstitutif Undang- 

Undang Merek 1992 teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan 

melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan 

substantif tentang Merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan 

lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran Merek. Bagi Mereka 

yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan 

- 
92 Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan, Kebgakan dan 

Manajemen Hukum Merek, (Yogyakarta, Penerbit YPAPI, 2004), hlm. 96. 



keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran Merek diberi hak untuk 

menyanggah terhadap keberatan ter~ebut.'~ 

Apabila prosedur pemeriksaan substantif selesai dan pendaftaran Merek 

dilangsungkan dengan menempatkan ke Daftar Umum Merek, maka pemilik Merek 

diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti HakAtas Merek 

yang merupakan bukti bahwa pemilik Merek diberi hak khusus oleh negara untuk 

menggunakan Merekyang telah didaftarkan. Bukti yang demikian tidak dijumpai 

pada Sistem Deklaratif, karena pemilik Merek yang mendaftarkan Mereknya 

hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Disinilah dapat dilihat 

jaminan kepastian hukumnya pemakai Merek pada Sistem Konstitutif 

pendaftaran Merek. Merek-Merek yang tidak didaftarkan sudah dapat dipastikan 

pemilik Merek yang bersangkutan tidak mempunyai Hak Atas ~ e r e k . ~ ~  Namun 

dalam penggunaan Sistem Konstitutif yang diberlakukan sejak tahun 1992, masih 

memberikan perlindungan hukum terhadap Merek yang tidak terdaftar secara 

terbatas, utamanya adalah Merek terkenal. Perlindungan hukum tersebut terlihat 

pada ketentuan baik kemungkinan penolakan pendaftaran Merek yang sama pada 

pokoknya maupun pada keseluruhannya atas Merek terkenal yang telah dimiliki 

oleh pihak lain, dan diberikannya hak untuk mengajukan gugatan pembatalan. 

Beberapa prinsip yang terkait hak Merek dengan pendaftaran Merek 

dengan berlakunya Sistem Konstitutif sejak uu tahun 1992 sampai dengan 

93 Gatot Supramono, Pendaftaan Merek Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 
Tahunl 992, (Jakarta, Djambatan, 1996), ha1.21 

94 Gatot Supramono ibid hlm. 21 



dikeluarkannya undang-undang nomor 15 Tahun 2001 pada dasarnya sama, baik 

dasar hak dan perlindungan hukum atas Merek yang didasarkan atas pendaftaran, 

maupun masih diberikannya perlindungan hukuni atas' hak Merek yang tidak 

terdaftar secara terbatas. 

E. Hak Merek dalam Sistem Deklaratif 

Sesuai dengan pengalaman sejarah Indonesia sebagai negara jajahan, 

maka berpengaruh terhadap hukum yang berlaku, termasuk diantaranya salah 

satu hukum yang pada awal kemerdekaan memberikan pengaruh adalah hukum 

Merek yang berlaku pada saat penjajahan Belanda. Ketentuan yang menentukan 

hak Merek bagi pemilik Merek, berhubungan dengan sistem pendaftaran yang 

dianut, dimana dari awal mula sejak kemerdekaan, dalam pendaftaran Merek di 

Indonesia menganut Sistem Deklaratif. Hal ini sesuai dengan peraturan hukum 

Merek tahun 1912 yang berlaku pada saat penjajahan Belanda, yang saat itu 

diundangkan "Reglemen Indtlstrieele Eigendom Kolonien 1912 " (Peraturan 

Daerah Jajahan tentang hak Milik Perindustrian Tslhun 1912), Keputusan Raja 

tertenggal 29 Agustus 1912 No. 57, Stb. 1912 Nomor 545 jo 191 3 Nomor 2 14 

yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1913. Peraturan ini kemudian dikenal 

dengan lebih "Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 19 1 2".95 

Reglemen Hak Milik Perindustrian 1912 ini merupakan duplikat Undang- 

Undang Merek Belanda, yang menganut pendaftaran Sistem Deklaratif, artinya 

95 Efendy Hasibuan,H.D. op cit, hlmn, 28 



yang mendapat perlindungan utama adalah pemaksli pertama, bukan pendaftar 

pertama. Asas yang ditegakkan adalah "the prior user has a better right ", artinya 

pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar 

pertama, dan berlaku untuk semua Merek, tidak terkecuali Merek yang berderajat 

reputasi tinggi. Dalam ha1 ini tidak ada perbedaan perlindungan antara Merek 

biasa (normal mark), Merek terkenal (well known mark) dan Merek termashur 

(famous mark).96 

Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pengaturan Merek yang 

diberlakukan masih menggunakan Reglemen Hak Milik Perindustrian 1912. 

Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris 

versi London atau London Ack. 1934 atau disebut juga Uni Paris versi London. 

Dengan masuk sebagai Uni Paris versi London, maka Indonesia harus menerima 

dan mengakui beberapa ketentuan, khususnya yang menyangkut hak 

perlindungan terhadap Merek asing yang ~nasuk ke Indonesia berdasarkan atas 

hak perlakuan sarna (the right of the same treatment) dan prinsip hak prioritas 

(priority right).97 

Dalam perkembangannya pada tahun 1961 diundangkanlah Undang- 

Ilndang Merek pcrtaina kali yaitu IJndang-llndang Nornor 2 1 tahun 196 1 

tentang ,Merek Periisahaan dan Merek Perniagaan yang mcnggantikan Undang- 

Undang Merek peninggalan kolonial Belanda yang dikenal dengan Reglemen 

'"bid hlrnn, 29 
97 Sudargo Gautama, op cit. hlm 15 



Hak Milik Perindustrian 1912.Undang-Undang No 21 tahun 196 1 sebenarnya 

hanya merupakan ulangan dari undang-undang sebelumnya termasuk sistem 

pendaftarannya menganut pula Sistem Deklaratif. 

Dalam pendaftaran Sistem Deklaratif, instansi yang mendaftar tidak 

diharuskan menyelidiki lebih dahulu tentang kebenaran materiil dari adanya hak 

subyektif pemakai Merek yang terdaftar. Dalam Pendaftaran Sistem Konstitutif, 

Instansi administrasi yang benvenang sebelum pendaftaran diterima, menyelidiki 

dulu tentang kebenaran materiil hak seseorang atas Merek yang didaftarkan." 

Undang-Undang Merek 196 1, dalam konsiderannya dinyatakan sebagai 

pengganti dan pembaharuan hukum Merek yang lama, yang sebelumnya diatur 

dalam LLReglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912". Namun kalau 

diperhatikan sebenarnya pembaharuan dimaksud tidak begitu nampak, bahkan 

dapat dikatakan merupakan pengoperan atau ilingan dari ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Reglemen Hak Perindustrian tahun 1912 tersebut, hanya agak 

dipersempit menjadi 24 pasal. 

Sebagai duplikat dari Undang-undang Merek peninggalan Kolonial 

Belanda, UU Merek 1961 tentunya banyak mengandung kekurangan. Dengan 

pendaftaran yang menganut Sistem Deklaratif sebagaiinana yang juga dianut 

dalam peraturan sebelumnya, yaitu bahwa perlindungan yang utama adalah 

pemakai pertama dari sebuah Merek, bukan pendaftar. Demikian juga belum 

'* Purwosutjipto, op cit, hlm. 90 
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diatur mengenai Merek jasa, hak prioritas, lisensi, pemalsuan Merek, ganti rugi, 

dan sanksi pidana. 

Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem dimana yang 

memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari Merek yang 

bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam Undang-Undang 

Nomor : 21 Tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang 

menciptakan suatu hak atas Merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di 

Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak  it^.^^ 

Pendadaftaran Sistem Deklaratif ini bisa dilihat dalarn ketentuan Pasal 2 

UU Merek Tahun 196 1, bahwa : 

a. Hak khusus untuk memakai suatu Merek guna memperbedakan barang- 

barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau 

sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan 

kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai Merek itu untuk 

keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai Merek 

itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang 

yang dibubuhi Merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian 

terakhir Merek itu. 

b. Kecuali jika ada bukti tentang ha1 sebaliknya, maka barangsiapa yang untuk 

pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu Merek menurut 

99 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, (Bandung, PT,Citra 
Aditya Bakti, 1993), ha1.40. ha1.20 



ketentuan-ketentuan dalam pasal4 dan 5, dianggap sebagai pemakai pertama 

dari Merek tersebut. Jika dalam waktu 6 bulan setelah peildaftaran tersebut 

di atas atau setelah pendaftaran termaksud dalam ayat 3, Merek itu tidak 

dipakai oleh pemohon di Indonesia, maka anggapan tersebut di atas atau 

anggapan termaksud dalam ayat 3, tidak berlaku lagi. 

c. Barangsiapa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, 

mengajukan suatu permohonan pendaftaran Merek di Kantor Milik 

Perindustrian, sedangkan barang-barang yang dibubuhi Merek itu telah 

dipamerkan olehnya dalam suatu pameran resmi nasional atau pameran yang 

resmi diakui nasional di Indonesia, maka jika permohonan pendaftaran 

Merek itu diajuk~n dalam waktu enam bulan setelah pembukaan pameran 

tersebut, dianggap telah memakai Merek tersebut di Indonesia pada tanggal, 

sewaktu Merek itu dipamerkan di pameran tersebut. Sebagai bukti tentang 

tanggal Merek itu dipamerkan Kantor Milik Perindustrian dapat minta 

supaya diserahkan suatu keterangan yang disahkan oleh panitia pameran 

tersebut atau, atas persetujuan Kantor Milik Perindustrian, oleh pihak lain 

yang berhak. loo 

Dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa timbulnya hak 

khusus atas Merek itu didasarkan atas pemakaian pertama kali atas Merek yang 

bersangkutan. Pendaftaran Merek hanya menimbulkan anggapan, bahwa 

- - 

loo Baca Undang-Undang nomor 2 1 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek 
Perniagaan. 



pendaftar adalah sebagai pemakai pertama atas Merek yang bersangkutan, 

sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. lo' Timbulnya hak bukan karena 

pendaftaran, tetapi karena pemakaian pertama, kalaupun pemilik mendaftarkan 

Merek itu timbulnya hak bukan saat atau karena ia mendaftarkan, tetapi karena ia 

telah memakai Merek tersebut. Bahkan di dalam ayat 3 ditentukan bahwa, 

apabila barang-barang yang dibubuhi Merek itu telah dipamerkan olehnya dalam 

suatu pameran resmi nasional atau pameran yang resmi diakui nasional di 

Indonesia, dan jika permohonan pendaftaran Merek itu diajukan dalam waktu 

enam bulan setelah pembukaan pameran tersebut, maka ia dianggap telah 

memakai Merek tersebut di Indonesia pada tanggal sewaktu Merek itu 

dipamerkan di pameran tersebut. Dengan demikian, bukan pendaftaran yang 

menciptakan suatu. hak atas Merek, tetapi pemakaian pertama di Indonesialah 

yang menciptakan atau menimbulkan hak itu. 

Menurut Yahya Harahap penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 tersebut 

diatas mengandung konsepsisistem dualisme, satu segi ditegakkan 

doktrin pendaftaran pertama ataujrst  to file principle, siapa pendaftar pertama 

dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik Merek 

lainnya, sesuai dengan asas prior in jlling, tetapi berbarengan dengan itu 

ditegakkan pula doktrin pemakai pertama atau prior user P r s t  to use system), 

'O '  Baca juga Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan 
Memahami Dasar Hukum Penggunan Dan Perlindungan Merek, (Jakarta : Pustaka Yustisia 201 l), 
hlm 36, bahwa bagi Mereka yang mendaftarkan Mereknya dianggap oleh undai~g-undang sebagai 
pemakai Merek pertama dari Merek tersebut, kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai 
yang berhak atas Merek yang bersangkutan. 



apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya 

dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan 

sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Penjelasan Umum tersebut memberikan 

kedudukan yang utama pada asasprior user has a better right atau pemakai 

pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama. '02 Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan Mereknya belum tentu akan 

tetap dianggap berhak untuk menggunakan Merek tersebut untuk selamanya, 

sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik 

pertama dari Merek yang sama dengan Merek yang didaftarkan, maka orang 

yang mendaftarkan Merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk 

menggunakan Merek tersebut. 

Pendaftaran dalam Sistem Deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan 

pembuktian, artinya dengan adanya surat memperoleh surat pendaftaran maka 

akan mudah untuk membuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai 

pemilik Merek yang bersangkutan.'03 Hal ini akan berlaku sepanjang pihak lain 

tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama kali Merek yang didaftarkan 

tersebut, atau dengan kata lain bahwa pendaftar pertama kali atas suatu Merek 

hanya sebagai dugaan hukum sebagai pemakai pertama kali. 

102 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992, (Bandung : Citra Adityabakti, 1996), ha1 
335-336 

103 Sudargao Gautama, Op. Cit, ha1.33 



Sistem Deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan 

dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada Merek bersangkutan. Sistem 

Deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan 

Sistem Konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan 

perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga$rst to file principle. 

Artinya, Merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang 

pertama. Tidak semua Merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas 

dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritiicad tidak 

baik-Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan 

Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya 

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak 

sehat dan mengecohkan atau menyesatkar, konsumen.Io4 

Sifat pendaftaran yang demikian, hanya memberikan suatu dugaan hukum 

(rechverboeden), bahwa orang yang mendaftarkan Merek dianggap menurut 

hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama dan karena itu 

sebagai pemilik Merek yang ber~an~!<utan. '~~ Pada Sistem Deklaratif pendaftaran 

bukan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik untuk 

mendaflarkan Mereknya, karena fungsi pendaftaran menurut sistem ini hanya 

memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang 

sah sebagai pemakai pertama. Akibat dari Sistem Deklaratif ini bagi si pendaftar 

104 Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, Mengelola Merek, (Jakarta: Yayasan 
Bina Karsa Mandiri, 2007), ha1 79. 

105 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung : Alumni, 1977), Hal. 106. 



Merek kurang mendapatkan kepastian hukum, karena masih dimungkinkan 

adanya gugatan dari pihak lain, dan bilamana pihak lain dapat membuktikannya 

lebih kuat bahwa dirinya adalah pemakai pertama atas suatu Merek maka pihak 

lain inilah pemilik sah atas suatu Merek atauyang memiliki hak atas Merek. 

Sistem Deklaratif ini dalam kenyataannya menyebabkan timbul banyak 

sekali sengketa Merek dalam dunia perdagangan, karena sistem ini sangat 

potensial melakukan pembajakan terhadap Merek-Merek yang mempunyai 

reputasi tinggi atau Merek yang sudah terkenal. Beberapa praktisi dan pengamat 

hukum Merek berpendapat bahwa Undang- Undang Merek 196 1 memiliki 

banyak kelemahan, ha1 ini terjadi karena sistem yang dianut yaitu Sistem 

Deklaratif ataufirst to use principle yang kerap kali menimbulkan kesulitan 

dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) 

terhadap Merek yang dipermasalahkan.'06 

Implementasi Sistem Deklaratif dalam pendafiaran Merek di Indonesia, 

mengalami suatu perkembangan. H d  tersebut ditandai dengan orang atau badan 

yang memperoleh hak dan perlindungan hukum atas suatu Merek bukan saja 

orang atau badan yang memakai pertama kali, tetapi orang atau badan yang 

memakai Merek pertama kali dengan iktikad baik. Mahkamah Agung dalam 

memutus perkara Merek "Tancho" telah mempergunakan kesempatan 

mengedepankan teori atau prinsip "itikad baik", yang dijelaskan oleh Soedjono 

106 Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, Perlindungan Bisnis Merek Indonesia- 
Jepang, CJakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), Hal. 20. 



Dirdjosisworo, yaitu siapa yang telah berhak atas sesuatu Merek, yaitu seseorang 

yang telah mendaftarkannya di Indonesia tetapi dengan itikad baik. Jika 

pendaftaran ini telah dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak akan diberikan 

perlindungan. 107 

Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tanggal 13 Desember 1972 Nomor: 677K/Sip/1972 dalam perkara Merek 

Tancho, dimana pendaftarm pertama kali Merek Tancho oleh Wong A Kiong 

dibatalkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan gugatan dari PT. Tancho 

Indonesia Co.Ltd. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung 

berpendapat bahwa pendaftaran Merek Tancho oleh Wong A Kiong terbukti 

sebagai pemakai pertama yang beriktikad buruk, karena meniru Merek yang 

digunakan pertama kali di wilayah Indonesia oleh PT. Tancho Indonesia Co.Ltd., 

dan memperdagangkan barang secara curang seolah olah barang yang 

diperdagangkan berasal dari luar negeri.lo8 Sehingga dengan sistem pendaftaran 

deklaratif yang demikian, pemilik Merek yang sudah terdaftar dapat dibatalkan 

oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar dengan membuktikan bahwa ia sebagai 

pemakai pertama, namun ditambah dengan adanya etikad tidak baik dari 

pendaftar. 

'07 Hery Firmansyah, op cit, hlm. 37-38. 
108 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677 K/Sip/1972 tanggal 13 

Desember 1973. Baca juga Purwosutjipto, H.M.N, Pengantar H u h m  Dagang Indonesia, Pengetahuan 
Dasar Hukum Dagang, (Jakarta : Djambatan 1987), hlm. 91, Menurut Jurisprudensi Indonesia, Hakirn 
Indonesia lebih mengutamakan perlindungan pada khalayak ramai terhadap Merek-Merek tiruan yang 
akibatnya akan merugikannya. 



Dengan demikian pendafiaran Merek Sistem Deklaratif ini mengandung 

ketidakpastian hukum, sebab pendaftaran suatu Merek sewaktu-waktu dapat 

dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik 

pertama dari Merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itulah, pendafiaran 

dengan Sistem Deklaratif di Indonesia telah tidak lagi digunakan sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek yang 

menggunakan Sistem Konstitutif, dengan mewajibkan pendafiaran. 

F. Hak Merek Dalam Sistem Konstitutif 

Dalam perkembangannya UU Merek Tahun 1961 dianggap sudah tidak 

memenuhi kebutuhan dan perkembangan jaman, sehingga pada Tahun 1992 

diundangkan Undang-Undang 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang berlaku mulai 

tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1961. 

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek, 

Indonesia turut sei-ta meratifikasi Perjanjian Merek WIPO (World Intellectual 

Property Organization), dan juga Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia Organisasi) yang 

mengandung persetujuan TRIPS. Pada tahun 1997 Undang-Undang Merek tahun 

1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian Internasional 

tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan 

Intelektual yaitu T R P s  (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara 



penandatangan kesepakatan tersebut yaitu kewajiban bagi para negara anggota 

untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektualnya 

dengan berbagai konvensi Internasional dibidang HKI. 

Selanjutnya Undang-Undang Merek Tahun 1992 diadakan perubahan 

dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 kemudian diganti lagi yang terbaru 

yaitu dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 penentuan hak atas Merek 

memberlakukan pendaftaran dengan Sistem Deklaratif, sedangkan sejak 

berlakunya Undang-Undang 19 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan akhirnya diganti dengan Undang- 

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, penentuan hak atas Merek 

memberlakukan pendaftaran dengan Sistem Konstitutif. 

Dari perkembangan pengaturan per Undang-Undangan di bidang Merek 

di Indonesia yang mengalami pergeseran dari pendaftaran dengan Sistem 

Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif, sesuai dengan persyaratan yang terdapat 

dalam persetujuan TRIPS. Ketentuan dalam TRIPS yang berhubungan dengan 

pendaftaran Merek dengan penggunaan Sistem Konstitutif terdapat pada Article 

18, yang berbunyi : 

"Term of Protection, Initial registration, and each renewal of 
registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven 
years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely". 

Sebagaimana pengertian dalam undang-undang, bahwa Hak atas Merek 

adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar 



dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri 

Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Pemberian hak khusus oleh Negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa 

untuk mendapatkan hak tersebut hams melalui mekanisme permohonan dengan 

mendaftarkan Mereknya, sehingga dalam Sistem Konstitutif pendaftaran menjadi 

keharusan. 

Agar hak Merek mendapat perlindungan hukum dan pengakuan dari 

Negara, maka pemilik Merek harus mendaftarkan dengan mengajukan 

permohonan sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Sebagai konsekuensi sistem 

pendaftaran yang demikian pemilik Merek yang tidak terdaftar, maka 

kepemilikan Merek tersebut tidak diakui oleh Negara, sehingga Merek tersebut 

dapat digunakan oleh orang lain tanpa harus memperoleh ijin dari siapapun, 

sebab Merek tersebut masih menjadi milik umum dan setiap orang dapat 

menggunakannya. Agar sebuah Merek menjadi milik pribadi (private domain), 

maka pemiliknya harus mengajukan permohonan dengan mendaftarkan 

Mereknya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 UU Merek, yang 

menyebutkan bahwa, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk 

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif, pendaftaran merupakan 

keharusan agar dapat memperoleh hak atas Merek. Tanpa pendaftaran, negara 



tidak akan memberikan hak atas Merek kepada pemilik Merek. Hal ini berarti 

tanpa mendaftarkan Merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum 

oleh negara apabila Mereknya ditiru oleh orang lain. Pemberian perlindungan hak 

atas Merek, hanya diberikan kepada pemilik Merek yang Mereknya sudah terdaftar 

saja.'09 Perlindungan Merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran Merek 

yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu Merek. 

Pendaftaran Merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1992 adalah Sistem Konstitutif. Pada Sistem Konstitutif ini 

perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad 

baik.'1° Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar oleh 

pemohon yang tidak beritikad baik. 

Keuntungan dari Sistem Konstitutif ini lebih menjamin adanya kepastian 

hukum" ' dalam arti siapa yang Mereknya terdaitar dalam Daftar Umum Merek, 

maka orang tersebut yang berhak atas Merek untuk barang sejenis. Demikian 

juga dalam ha1 pembuktian jika terjadi sengketa, pemilik Merek cukup 

menunjukkan Sertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan Dirjen HKI. 

log Haryono, Perlindzmngan Hukum Terhadap Merk Terdafiar, Jurnal Ilmiah CIVIS, 
Volume 11, No 1, (Januari 2012), hlm. 240. 

"O Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Infelekfual, Perlindungan dun Dimensi 
Hukumnya di Indonesia, (Bandung : PT.Alumni, Bandung, 2003) hlm. 326 

"I Renuy N.S Koloay, Fungsi Pendafiaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian 
Hukum Bagi Pemegang hak Ekrklusifatas Merek : Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam 
Ratulangi Manado, Vo. XIX No. 2 (Januari-Maret 201 I), hlm. 92, bahwa Dalam pandangan pro dan 
kontra terhadap sistem pendaftaran Merek, anjuran beralihnya pada Sistem Konstitutif, alasan 
utamanya adalah demi kepastian hukum. 



Sertifikat Merek tersebut merupakan bukti orang tersebut adalah pemilik yang 

berhak atas Merek yang bersangkutan.'12 

G. Perbandingan Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif 

Dalam pendaftaran Sistem Deklaratif, maka pendaftaran hanya 

menimbulkan anggapan saja bahwa pendaftar adalah sebagai pemakai pertama, 

sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Timbulnya hak Merek karena pemakaian 

pertama bukan karena pendaftaran.'13 Dalam sistem pendaftaran demikian dapat 

saja terjadi pemilik Merek terdaftar dibatalkan oleh pemilik Merek yang tidak 

mendaftarkan Mereknya sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ia sebagai 

pemakai pertama. Karena yang menentukan hak bukan pendaftaran tetapi karena 

yemakaian pertama kali. 

Sedangkan dalam sistem pendaftaran konstitutif yang menimbulkan hak 

adalah pendaftaran, jadi barang siapa yang mendafiarkan pertama atas suatu 

Merek maka ia yang berhak. Maka dalam sistem pendaftaran demikian pemilik 

Merek terdafiar pada dasarnya tidak dapat diajukan pembatalan oleh pemilik 

Merek yang tidak mendaftarkan Mereknya hanya dengan alasan sebagai pemakai 

pertama kali, kecuali ditambah syarat bahwa pendaftar tersebut mempunyai 

etikad tidak baik, sehingga diperlukan adanya unsur etikad baik. Dalam Undang- 

112 Nur Hidayati, op cit, hlm. 177 
113 Renny N.S Koloay, Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian 

hukum bagi Pemegang hak Eksklusif Atas Merek, Jurnal Hukum Bisnis, Vol XIXiNo.21Januari- 
Maret12011, hln 92, bahwa dalam Sistem Deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. 
Siapa yang memakai pertama sesuatu Merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas 
Merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas Merek, bukan pendaftaran. 



undang nomor IS  tahun 2001 tentang Merek pasal 4 ditegaskan bahwa Merek 

tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang 

beriktikad tidak baik. 

Sistem Deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan 

dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada Merek bersangkutan. Sistem 

Deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan 

Sistem Konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan 

perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga Jirst to Jile 

principle. Artinya, Merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan 

sebagai yang pertama. Tidak semua Merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat 

didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak 

baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan 

Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya 

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak 

sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan 

Merek adalah orang atau badan hukum.'I4 

Kalau diperhatikan Undang-Undang Merek pertama kali diundangkan di 

Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 1 tahun 196 1 tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan 196 1 yang menggantikan Undang-Undang 

Merek peninggalan kolonial Belanda sebenarnya hanya merupakan ulangan dari 

' I 4  Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, Mengelola Merek, (Jakarta: Yayasan 
Bina Karsa Mandiri, 2007), ha1 79. 



undang-undang atau peraturan sebelumnya. Pada Tahun 1992 diundangkan 

undang-undang Merek baru yaitu Undang-Undang 19 Tahun 1992 tentang 

Merek yang diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan 

Undang-Undang Merek Tahun 196 1. Adanya Undang-Undang baru tersebut 

dikeluarkannya surat keputusan adminstratif yang terkait dengan prosedur 

pendaftaran Merek dibuat. 

Perbedaan yang cukup mendasar antara UU Nomor 21 Tahun 1961 

dengan UU Nomor 19 Tahun 1992 adalah penerapan sistem first to file system 

dalam UU 1992, artinya hak atas Merek diberikan kepada pendaftar pertama."5 

Disamping itu beberapa perbedaan lain antara Undang-Undang No. 21 

Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dengan Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, antara lain : l 6  

1. Ruang Lingkup pengaturan lebih luas. Pada Undang-Undang lama membatasi 

Merek perusahaan dan Merek perniagaan yang obyeknya hanya mengacu 

pada Merek dagang. Pada Undang-Undang baru Lingkup Merek mencakup 

Merek dagang dan Merek jasa, Merek kolektif. 

2. Perubahan dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif, karena Sistem 

Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada Sistem Deklaratif. 

Sitem deklaratif berdasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang 

'I5 Insan Budi Maulana, "Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam 
Sistem Merek Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iusttim, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm. 121. 

Wahyuni, Kebijakan dun Manajemen Hukum Merek, (Yogyakarta: Yay asan 
Pernbaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2001), ha1 39, baca juga Penjelasan urnum Undang- 
Undang nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek. 



menggunakan Merek terlebih terdahulu. Dalam sistem ini kurang menjamin 

kepastian hukum dan juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam 

dunia usaha. Dala~n Sistem Konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum 

disertai pula dengan ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jarninan 

aspek keadilan antara lain diwujudkan dengan , pembentukan cabang kantor 

Merek darah, komisi banding Merek dan mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

3. Agar permintaan pendafatran Merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaan 

tidak hanya berdasar kelengkapan formal secara formal saja tetapi juga 

pemeriksaan substantif. Dalam sistim yang baru diintroduksi adanya 

pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek dan adanya kemungkinan 

penghapusan dan pembatalan Merek yang telah terdaftar. 

4. Pendaftaran Merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur 

dalam Paris Concention for the Protection of Industrial property Tahun 

1883. 

5.  Undang-undang ini juga mengatur pengalihan hak atas Merek berdasarkan 

lisensiyang tidak diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1961. 

6. Undang-Undang ini juga mengatur Sanksi pidana baik untuk tindak pidana 

yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran. 

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan per Undang-undangan di 

Indonesia dikenal dua sistem pendaftaran Merek yaitu Sistem Deklaratif first to 



use) dan Konstitutif first to file), yang memberikan konsekuensi hak atas 

Merek, tergantung dari sistem yang dianut. 

Dalam Sistem Deklaratif yang menjadi dasar hak adalah pemakaian 

pertama, yaitu barang siapa yang memakai pertama atas sebuah Merek dia 

dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Pendaftaran 

Merek dalam ha1 ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap 

sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. 

Sedang dalam Sistem Konstitutif yang menjadi dasar hak adalah karena 

pendaftaran, yaitu barangsiapa yang mendaftarkan pertarna kali atas sebuah 

Merek maka dialah yang berhak. Berbeda dengan Sistem Deklaratif, maka pada 

Sistem Konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan. Oleh 

karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan keharusan."' 

Dalam Sistem Deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. 

Siapa yang memakai pertama suatu Merek dialah dianggap yang berhak menurut 

hukum atas Merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak 

atas Merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu 

hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (rechtsvennoeden) bahwa orang 

yang mendaftar adalah si pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak atas Merek 

yang bersangkutan. Tetapi apabila ada orang lain dapat membuktikan bahwa 

ialah yang memakai pertama Merek tersebut, maka pendaftarannya bisa 

dibatalkan oleh pengadilan. Misalnya Merek "Tancho" yang cukup dikenal, 

117 . zbid. hlm.363 



bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh orang Indonesia, karena dipandang 

sebagai telah bertindak tidak dengan itikad baik, maka dibatalkan oleh 

pengadilan. Dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya 

pertama-tarna memakai Merek tersebut dan dicoret dari daftar pada kantor 

pendaftaran Merek. 

Inilah yang dipandang kurang memberikan kepastian hukum ' l 8  j ika 

dibandingkan dengan Sistem Konstitutif, yaitu bahwa pendaftaran yang 

menciptakan hak atas Merek. Siapa yang pertama kali mendaftarkan Merek 

dialah yang berhak atas Merek yang bersangkutan, dan dialah secara ekslusif 

dapat memakai Merek tersebut, sedang orang lain tidak dapat memakai dengan 

semaunya. Hak atas Merek tidak ada tanpa pendaftaran, dan inilah membawa 

banyak kepastian. Karena jika seorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan 

sesuatu Merek dan mengenai ini dia diberikan suatu Sertifikat Merek yang 

merupakan bukti dari hak miliknya atas suatu Merek (pasal 27 UU Merek 2001), 

maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak 

untuk memakai Merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis. Dengan 

telah diterimanya sertifikat Merek dan didaftarkannya, maka pemilik Merek 

terdaftar memiliki hak menikmati dan hak untuk mengeksploitasi keuntungan.'lg 

118 Baca juga Effendy Hasibuan H.D, Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan 
Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca 
Sarjana, 2003), dikatakan bahwa Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 banyak mengandung 
icekurangan, dalam ha1 ini menyangkut kepastian hukum. 

' I 9  Haedah Faradz, Perlindungan Hak Atas Merek, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 
1 Januari 2008, hlm. 41 



Dengan demikian pendaftaran dengan Sistem Konstitutif ini memberikan lebih 

banyak kepastian.I2O 

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada dikenal 4 

sistem pendaftaran Merek, yaitu : 

a. Pendaftaran Merek tanpa pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Menurut 

sistem ini Merek yang dimohonkan pendaftarannya segera di daftar asal 

syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain biaya permohonan, 

pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah Merek tersebut 

memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Undang-undang, 

misalnya tidak diperiksa apakah Merek tersebut pada keseluruhannya atau 

pada pokoknya ada persamaan dengan Merek yang telah didaftarkan untuk 

barang sejenis atas narna orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh 

Negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania. 

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Sebelum 

didaftarkan Merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai 

syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai Merek itu 

sendiri. Hanya Merek yang memenuhi syarat clan tidak mempunyai 

persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek yang 

telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat 

didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, 

Inggris, Jepang dan Indonesia. 

120 Soedargo Gautama, Op Cit, hlm. 3-4 
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c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum Merek yang 

bersangkutan didaftarkan, Merek itu diumumkan lebih dahulu untuk member 

kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang 

pendaftaran Merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain Negara 

Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia. 

d. Pendaftaran Merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya 

Merek-Merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Misalnya pemohon 

pendaftaran Merek diberitahu bahwa Mereknya mempunyai persamaan pada 

keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek yang telah didaftarkan 

terlebih dahulu untuk barang sejenis atas nama orang lain. Walaupun 

demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaaftaran Mereknya, maka 

Mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh Negara 

Swiss dan ~ustra1ia.l~'  

Untuk sistem atau stelsel deklaratif, dapat dikeinukakan kelemahan dan 

keuntungannya, yaitu Pada Sistem Deklaratif orang yang berhak atas Merek 

bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar Mereknya tetapi haruslah 

orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai Merek tersebut. 

Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan Merek tersebut 

tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, 

meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan Mereknya. 

1 2 '  Dikutib dari Saidin, 0K.H. op cit. hlm 362-363 
Ibid. hlm. 364 



Dalam Sistem Deklaratif orang yang tidak mendaftarkan Mereknyapun tetap 

dilindungi. 

Kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya rasa kepastian hukum. 

Karena orang yang telah mendaftarkan Mereknya, se waktu-waktu masih dapat 

dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemakai pertama sekalipun 

tidak mendaftarkan Mereknya. 

Gambaran tentang kelemahan dan keuntungan stelsel pendaftaran ini 

mengundang polemik dari kalangan ahli hukum. Pada seminar hukum atas Merek 

di jakarta yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai 

pendaftaran Merek ini menimbulkan perbincangan dari para sarjana hukum. 

Hartono Prodjomardjojo, SH, mengemukakan bahwa : mengingat bahwa 

wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedang perhubungan dari daerah satu 

ke daerah lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melaksanakan 

pendaftaran Merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing 

stelsel pendaftaran tadi, bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel 

yang cocok dengan keadaan di Indonesia, sehingga stelsel deklaratif di Indonesia 

tidak perlu diganti dengan stelsel k0n~ti tut i f . l~~ 

Dalam kaitan ini Prof Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SHY juga adalah 

pembahas dalam sebuah seminar, lebih cenderung kepada Sistem Konstitutif 

dengan alasan bahwa Sistem Konstitutif lebih memberi kepastian hukum 

123 OK. Saidin, Aspek Hukurn Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT RajaGrafindo 
Persada 2003), ha]. 365 



mengenai hak atas Merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan 

~ e r e k n ~ a . ' ~ ~  

Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran Merek itu, 

Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya beralih ke Sistem 

Konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum. Hal ini juga 

dikemukakannya pada seminar hak Merek yang diadakan di Jakarta bulan 

Desember 1976. Disamping itu dalam "model law for developing cauntries on 

marks Trade names and acts unfair competition", ternyata telah dipilih juga 

Sistem Konstitutif sebagai sistem yang terbaik.12' 

Dalam section 4 dari model law bersangkutan dinyataakn bahwa hak 

exclusif atas suatu Merek enurut pengertian Undang-undang yang bersangkutan 

ini, akan diperoleh karena pendaftaran (the exclusive right to a mark conferred by 

this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration). 

Jadi ditegaskan bahwa karena pendafiaranlah tercipta hak atas Merek. Hak ini 

adalah hak eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai Merek yang sama 

itu untuk jenis barang yang serupa. Dalam Undang-Undang Merek baru yang 

menggunakan Sistem Konstitutif, pada dasarnya ditentukan, bahwa : Hak atas 

Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek 

yang terdaftar dalam dafiar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut ztau memberikan ijin kepada pohak lain 

124 ibid 
125 Sudargo Gautarna, Hukum Merek Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya,1993), hlm. 3, 

juga basa OK. Saidin, log cit. 



untuk menggunakannya. Jadi yang ditekankan disini adalah bahwa hak atas 

Merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. 

Sedang di dalam Undang-undang Merek lama yang menganut Sistem 

Deklaratif, mengutamakan terciptanya hak atas Merek itu karena pemakaian 

pertama kali, sedang pendaftaran hanya menimbulkan anggapan bahwa yang 

mendaftarkan dianggap sebagai pemakai pertama kali. Tetapi dasar timbulnya 

hak bukan karena pendaftaran, tetapi karena pemakaian pertama kali. Dalam 

memori penjelasan Undang-undang Merek beru yang menganut Sistem 

Konstitutif, dijelaskan pertimbangan sebagai alasan untuk memilih Sistem 

Konstitutif, bahwa salah satu pertimbangannya adalah, lebih tenvujudnya 

kepastian h ~ k u m . ' ~ ~  

H. Beberapa Sistem Hak Merek di Beberapa Negara 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan 

jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang 

memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang Merek. Pada 

tahun 1883 berhasil disepakati Paris Convention, yang didalamnya mengatur 

perlindungan Merek. Disamping itu pembentukan organisasi internasional yang 

dikenal dengan World Trade Organization (WTO) adalah kerangka sebagai 

kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan 

para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan 

Iz6 Saidin, OK, op cit, hlm. 366 



HKI dan penanaman modal asing disamping hal-ha1 yang berkaitan dengan 

transakasi perdagangan internasional. 127 Timbulnya konsepsi kekayaan atas 

karya intelektual manusia, pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk 

melindungi danlatau mempertahankan kekayaan itu. Pada gilirannya akan 

melahirkan konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk di 

dalamnya pengakuan hak terhadap kekayaan intelektual. Pemilik Hak Atas 

Kekayaan Intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk 

memperoleh kekayaan tersebut. Apabila kekayaan tersebut digunakan untuk 

keperluan komersial maka dianggap wajar bahwa pemilik HKI tersebut 

memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut.12' 

Adanya suatu wadah internasional (WTO) yang didalamnya mengandung 

kesepakatan TRIPS yang mengatur mengenai hak Merek, mengharuskan negara- 

negara anggotanya untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada 

untuk diadopsi dan diberlakukan pada negara tersebut. Realitas dari 

implementasi TRIPS Agreement dan tekanan dari negara-negara maju kepada 

negara berkembang, jika semula dimaksudkan untuk menetapkan standar 

minimum dari perlindungan HKI (to establish minimum standard of ilztellectzlal 

property rights), namun faktanya kemudian berkembang menjadi sangat 

ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem HKI yang 

Baca juga Kartadjoemena, H.S, GATI: WTO dan Hasil Unrgzcay Round, (Jakarta : 
Penerbit Universitas Indonesia, 1997), hlm. 267, bahwa Indonesia telah menyelesaikan prosedur 
ratifikasi WTO dengan DPR bulan Oktober 1994 . Dengan demikian maka Indonesia siap 
memberlakukan kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. 

128 Ibid hlm.254. 



berlaku diseluruh dunia dengan standar yang relatif tinggi dan menciptakan 

mekanisme inforcement yang rinci.12' 

Pemberlakuan aturan tersebut tidak dapat serta merta diadopsi 

sepenuhnya tanpa adanya penyesuaian dengan sistem hukum negara tersebut. 

Untuk itulah diperlukan suatu metode perbandingan hukum untuk mengetahui 

penerapan kaidah yang telah ditetapkan oleh suatu wadah internasional kedalam 

hukum suatu negara dengan sistem hukum yang saling berbeda. 

Salah satu contoh misalnya pengaturan Merek antara negara Cina dan 

Inggris, dimana kedua negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

sangat baik dan juga memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. 

Negara Cina memiliki sistem hukum sosialis yaitu sistem hukum dari suatu 

negara yang pemerintahannya menganggap masyarakat komunistik sebagai 

puncak. Nilai-nilai budaya Cina berbasis pada masyarakat (bersifat kolektif) dan 

kerjasarna yang saling memberi dan menerima secara sepadan.130 Dasar tradisi 

hukum ini sebenarnya adalah tradisi hukum Eropa Kontinental dan hukum adat 

di negara tertentu, yang kemudian dipengaruhi oleh ideologi komunis dengan 

sasaran utama yaitu menghilangkan ketidakadilan ekonomi dalam suatu sistem 

hukum. Inggris menganut sistem hukum common law yaitu sistem hukum 

berbasis perkara yang berfbngsi sebagai penalaran logis. 

129 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik terhadap 
WTO/TRIPs Agreement dun Upaya membangun Hukum Kekayaan I~ltelektual Demi Kepentingan 
Nasional, (Bandung : CV Mandar Maju 201 I), hlm.19-20. 

130 John Gillisen dan Frits Gorle, dalam Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual Indonesia, Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dun Upaya membangun Htlkum 
Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional, (Bandung : CV Mandar Maju 201 I), hlm. 153. 



Perlindungan HKI khususnya Merek masih menemui banyak kendala, 

salah satunya adalah sikap yang masih menganggap 'HKI sebagai hak publik 

(public rights) yang mempunyai fungsi sosial, dan bukan sebagai hak privat yang 

membutuhkan perlindungan. Hal ini merupakan salah satu sebab HKI tidak 

sepenuhnya diterima oleh masyarakat Cina, dan pelanggaran HKI sering 

dilakukan.13' Sikap ini lazim terjadi di negara komunis seperti Cina. Berbeda 

dengan negara Inggris yang memiliki faham liberal kapitalis, sehingga adanya 

pengaturan Merek sangat cocok untuk mendukung perkembangan 

perekonomiannya. Berikut diberikan penjelasan pengaturan Merek dinegara lain, 

seperti di Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, dan Inggris. 

a) Pengaturan di Amerika Serikat 

Pada prinsipnya sistem hak Merek dipengaruhi oleh sistem pendaftaran 

yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara lain yang saat ini masih 

menggunakan pendaftaran dengan Sistem Deklaratif adalah Amerika Serikat 

yang termuat dalam Lanham Act of 1946 atau Federal Trademark Lanham Act. 

132 

Pendaftaran Merek di Amerika Serikat mengenal dua sistem pendaftaran, 

sebagaimana di atur dalam Lanham Act (UU Merek Amerika Serikat), sehingga 

13 '  lbid. 
132 HD.Effendy, Hasibuan, Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan 

Indonesia dun Amerika Serikat, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 
hlm 29.ha1.88. 



dalam menentukan hak Merek juga mengenal dua sistem hak, yaitu "sistem 

pemakai pertama" dan "sistem pendaftaran". Ketentuan Pasal 43 (a) atau g 1 125 

(a), 15 USC Lanham Act mengisyaratkan "seseorang dapat memiliki sendiri hak- 

hak Merek berdasarkan hukum negara bagian (stat law) dan hukum nasionall 

federal (f2deral law) tanpa pendaftaran Merek". 133 Ketentuan tesrebut 

mengandung asas prior user has a better right", dalam arti pemakai pertama 

atas Merek adalah yang berhak atas Merek. 

Sehubungan dengan sistem hak atas Merek berdasarkan pendaftaran, 

dimanaa Merek berfungsi untuk melindungi nama dan simbul karena untuk 

mengidentifikasi produksi. Untuk itu, Merek dapat didaftarkan berdasarkan 

ketentuan hukum negara bagian atau hukum nasional (federal). Berdasarkan 

pasal 22 atau g 1072, 15 USC Lanham Act. Menekankan keuntungan sistem 

pendaftaran Merek nasional (national system of trandemark registratiorz) yang 

mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai 

sebelumnya yang beretikad baik.134 

Pasal22 atau g 1072, 15 USC, Lanham Act berbunyi : 

Registration of a mark on the principal register provided by this chapter 
or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, 

- 

133 Donald S Chisum dan Michael A Jacob, Understanding Intellectual Property Law, 
Mathew Bender & Co.Inc, New York, 1995, ha1.5-11, yang dikutip HD Effendy hasibuan 1bid.hal 89 

134 Arthur R Miller dan Michael H Davis, Intellectt~al Property patents, Trademarks and 
Copyrights, West Publishing Co. St.Paul Min, 1990, ha1.153 yang dikutip HD Effendy Hasibuan, 
Ibid.ha1 89 



shall be constructive notice of the registrant's claim of ownership 
t h e r e o ~ : ' ~ ~  

Ketentuan Pasal 22 tersebut, rinciannya sebagai berikut : Pertama, 

pendaftaran Merek dagang (trandemarks) oleh pemiliknya diatur dalam pasal 2 

atau g 1052, 15 USC, Lanham Act. Kedua, pendaftaran Merek jasa (service 

marks) oleh pemiliknya diatur dalam pasal 3 atau g 1053, 15 USC, Lanham Act. 

Ketiga, pendaftaran Merek kolektif (collective marks) oleh pemiliknya diatur 

dalam Pasal 4 atau g 1054, USC, Lanham Act. Keempat, pendaftaran sertifikat 

Merek (certiJcate marks) oleh pemiliknya diatur dalam Pasal 7 atau g 1057, 

USC, Lanham Act. 

Dari kebebasan untuk memilih pemakai pertama atau sistem pendaftaran 

dari sistem hak atas Merek di Amerika Serikst, maka hukum Merek 

membedakan antara, 1) Hak untuk memakai Merek, 2) hak untuk melarang orang 

lain untuk memakai Merek, dan 3) Hak untuk mendaftarkan Merek. Sebagai 

bukti dari perbedaan tersebut banyak pemilik Merek yang tidak terdaftar 

mencantumkan simbul "TM" untuk Merek dagang @ r  trademark) dan simbul 

" S M  untuk Merek jasa @r service mark), sementara simbul " R  (huruf R dalam 

bulatan : R adalah simbul dari Merek yang sudah terdaftar secara nasional 

(federal registration) di Unitet States Patent and Trandemark Ofice ( P T O ) . ' ~ ~  

135 U. S .  Trademark Law Rules of Praktice & Federal Statutes U.S Patent & Trademark 
Office. (May 3,2013), hlm. 204 

136 David Rosenbaum, Patents, Trandemarks snd Copyrights, Scond Edition, (Hawthornr : 
Career Presss, 1994), hlm. 3 1, dikutib dari HD Effendy hasibuan, Op cit, hlm. 90. 



Undang-undang Merek Amerika Serikat (Lanham Act) mengatur dua tipe 

pendaftaran yang dilakukan oleh PTO, yaitu Principal Registration (Pendaftaran 

pokok), dan supplemental registration (pendaftaran tarnbahan) untuk Merek 

dagang dan Merek j a ~ a . ' ~ ~  

The Lanham Act was enacted to protect federally registered trademarks and this 

Part describes section 11 21 (b), a provision instituted speciJically to protect 

trademarhfim local zoning and aesthetic reg~la t ions . '~~ Dengan terjemahan : 

Undang undang Lanham diberlakukan untuk melindungi Merek-Merek dagang 

terdaftar di negara federal dan bagian ini menjelaskan bagian 1 121 (b), ketentuan 

ini dilembagakan khusus untuk melindungi Merek dagang dari zonasi lokal dan 

peraturan estetika. 

Lanham Act. Antara lain mengatur, perlindungan terhadap Merek-Merek 

yang mempunyai kemampuan yang nyata untuk mengidentifikasi barang-barang 

Merek dagang atau Merek jasa, yakni Merek-Merek yang mempunyai sifat 

pembeda (arbitary, fanciful dan not descriptive). Sedangkan suplemental 

registration seperti diatur dalam pasal 23 atau g 1091, 15 USC Lanham Act. 

Antara lain mengatur, Merek dalam bentuk descriptive (yang tidak mempunyai 

sifat pembeda) akan tetapi mempunyai kemampuan untuk memberikan arti lain1 

tambahan (secondary meaning) untuk mengidentifikasi barang-barang Merek 

dagang atau Merek jasa terhadap konsumen. Sepplemental registration 

137 HD Effendy hasibuan, ibid, hlm. 93. 
13' Akila Sankar Mc Connell, Making Wal-Mart Pretty : Trade Marks And a Esthetic 

Retrictions on Big-Box Retailers, Duke Law Journal, Vol. 53:1537,2004, hlm 1544 



diperuntukkan untuk perdagangan luar negeri dan tidak berlaku untuk dalam 

negeri. 

Untuk mengatasi penyalahgunaan tanda pendaftaran secara curang, maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 29 atau g 11 1 1, 15 USC, Lanham Act.hanya 

pemilik Merek yang berhak mendaftarkan Mereknya ke United States Patent and 

Trandemark O f J e  (PTO) dengan mendapatkan simbul pendaftaran R (R dalam 

bulatan) bersamaan dengan Merek. Dalam keadaan demikian, pemakaian simbul 

pendaftaran tidak menjadi penghalang lagi terhadap keberadaan Merek tidak 

terdaftar atau mengadakan pembelaan yang pantas terhadap gugatan pelanggaran. 

The Lanham Act, which governs nationally registered marks,de$nes a 
trademark as "any word, name, synzbol, or device" used by a person in 
commerce to identzJL and distinguish goods fiom those manufactured by 
others. Trademarks, generally, perform four major finctions: ( I )  identzJL 
a seller's goods and distinguish them fionz other goods, (2) signzfi that 
all goods carrying that trademark are controlled by one source, (3) 
sign& that all goods carrying that trademark are of equal quality, and 
(4) promote and advertise the sale of the goods.139 

Dalam The Lanham Act, yang mengatur secara nasional Merek terdaftar, 

mendefinisikan Merek dagang sebagai "setiap kata, nama, simbol, atau 

perangkat" yang digunakan oleh seseorang dalam perdagangan untuk 

mengidentifikasi dan membedakan barang dari produksi lainnya. Merek dagang, 

umumnya, melakukan empat besar fungsi: (1) mengidentifikasi barang penjual 

dan membedakan Mereka dari barang lainnya, (2) menandakan bahwa semua 

139 Ibid hlrn. 1545 (AKila Sankar Mc Connell, Making Wal-Mart Pretty : Trademarks And 
Aesthetic Restrictions On Big-Box Retailers, dalam DUKE LAW JOURNAL [Vol. 53:1537 (2004), 
hlrn. 1545) 



barang yang membawa Merek dagang yang dikendalikan oleh satu sumber, (3) 

menandakan bahwa semua barang yang tercatat dengan Merek dagang adalah 

kualitas yang sama, dan (4) mempromosikan dan mengiklankan penjualan goods. 

b) Pengaturan Merek Cina 

Sedangkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Cina, penentuan 

hak atas Merek juga didasarkan pada pendaftaran. Menurut UU Merek, hak 

eksklusif untuk menggunakan Merek dagang hanya dapat diperoleh melalui 

pendaftaran Merek tersebut. Perlindungan hak eksklusif untuk menggunakan 

Merek dagang terdaftar (selanjutnya disebut sebagai "hak Merek dagang 

eksklusif') adalah tujuan dari UU Merek dan inti dari sistem hukum Cina tentang 

Merek dagang. Seperti disebutkan, bahwa : 

According to the Trademark Law, the exclusive right to use a trademark 
can only be acquired through registration of the mark. The protection of 
the exclusive rights to use registered trademarks (hereinafter referred to 
as "exclusive trademark rights" is the purpose of the Trademark Law 
and the core of the Chinese legal system of tr~dernarks.'~~ 

Hukum Merek dagang di negara Cina diturunkan dari hukum Merek 

dagang Republik Rakyat Cina yang dikeluarkan pada tahun 1982, aturan lengkap 

implementasi hukum Merek dagang Republik Rakyat Cina, dan berbagai 

amandemen utama terhadap hukum Merek dagang tahun 1993. Kesemua 

ketentuan hukum itu mengikuti praktik yang berlaku secara internasional. Dalam 

14' Liu Peizhi, "China's System of Trademark Administration", dalam Duke Journal Of 
Comparative & International Law, Vol 9:229, (1998), hlm. 230 



upayanya menyelaraskan hukum-hukum cina dengan standar internasional, 

Beijing menandatangani Konvensi Berne pada Oktober 1992 dan memberi hak 

pada konvensi itu untuk ikut campur ketika terjadi konflik. Upaya semacam itu 

mampu menggeser masyarakat Cina dari filosofi Neo-Taoisme dan Komunisme, 

ke sebuah filosofi yang lebih sesuai dengan standar internasional. Dalam konteks 

aturan Merek di negara China yang sudah memiliki Undang-Undang Merek, 

fbngsi Merek dan aturan Merek itu sudah termaktub dengan tegas. Hal itu terlihat 

pada Pasal 1 UU Merek di China. 

"This Law is enacted for the purposes of improving the administration of 
trademarks, protecting the exclusivz right to use trademarks, and of 
encouraging producers and operators to guarantee the quality of their 
goods and services and maintaining the reputation of their trademarks, 
with a view to protecting the interests of consumers,pi.oducers and 
operators and to promoting the development of the socialist market 
economy. " 

Dalam ketentuan tersebut, menjelaskan bahwa, Undang-Undang ini 

diundangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemberian Merek dagang, 

melindungi hak ekslusif untuk menggunakan Merek dagang, dan mendorong 

produsen dan operator untuk menjamin kualitas barang dan jasa Mereka serta 

mempertahankan reputasi Merek dagang Mereka, dengan maksud untuk 

melindungi kepentingan konsumen, produsen dan operator serta mempromosikan 

pengembangan ekonomi pasar. Undang-Undang Merek ditujukan untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen agar pelaku usaha menjaga kualitas 



barang atau jasa yang diperjualbelikan, digunakan sebagai cara mempromosikan 

pembangunan ekonomi pasar.'41 

Hukum mengenai Merek yang baru di negara Cina telah berlaku efektif 

pada tanggal 01 Mei 2014. Beberapa perubahan penting dicantumkan 

didalarnnya diantaranya : 

1. Penguatan perlindungan terhadap pembajakan 

2. Mempercepat proses penuntutan terhadap pelanggaran Merek 

3. Penyediaan tanda suara dan beberapa aplikasi yang dikategorikan sebagai 

Merek dagang. 

4. Penguatan perlindungan Merek terkenal. 

5. Meningkatkan denda, dan ganti rugi terhadap adanya pelanggaran. 

Dalam UU tentang Merek dagang tersebut disebutkan pula yang 

dimaksud dengan Merek dagang yang terdaftar dalam Pasal 3 menyebutkan 

bahwa : 

"Merek dagang terdaftar adalah Merek dagang yang telah disetujui dan 
didaftarkan di kantor Merek, termasuk Merek dagang, Merek layanan, 
dan Merek kolektif, tanda sertifikasi akan diberikan kepada pendaftar 
Merek dagang dan mempunyai hak ekslusif untuk menggunakan Merek 
dagang tersebut serta dilindungi oleh hukum". 

UU tentang Merek di Cina mengatur bahwa setiap orang, badan hukum, 

atau organisasi yang bermaksud untuk memperoleh hak ekslusif untuk 

menggunakan Merek dagang harus mengajukan permohonan pendafiaran Merek 

di kantor Merek sebagaimana di atur dalam Pasal 4. Dalam Pasal 8 diatur tanda- 

I 4 l  Candra Irawan, op cit, hlm. 157. 



tanda seperti apa yang dapat dianggap dan dapat didaftarkan sebagai Merek 

dagang di Cina, yaitu, setiap tanda-tanda visual yang mampu membedakan 

Sarang atau jasa dari satu orang, badan hukum atau organisasi dari yang lain, 

tennasuk setiap kata, desain, huruf alfabet, angka, simbol tiga-dimensi, 

kombinasi warna, dan kombinasi Mereka, kesemuanya dapat diajukan untuk 

didaftarkan. Setiap Merek dagang yang didaftarkan juga harus memiliki ciri khas 

tersendiri yang memberikan ciri pembeda sebagaimana di atur dalam Pasal9. Hal 

menarik bahwa sesuatu yang dapat didaftar sebagai Merek dan dilindungi di cina 

tennasuk tanda-tanda visual bisa didaftarkan dan dilindungi. 

Terdapat beberapa tanda yang tidak dapat dipakai sebagai Merek dagang 

sebagaimana di atur dalam Pasal 10 sebagai berikut: 

(1) Tanda yang identiwmirip dengan tanda negara, bendera nasional, lambang 

nasional, bendera militer, atau dekorasi dari Republik Rakyat Cina, dengan 

nama-nama tempatlorgan negara berada, atau dengan nama dan desain 

bangunan landmark. 

(2) Tanda yang identiwmirip dengan nama-nama negara, bendera nasional, 

lambang nasional atau bendera militer negara-negara asing, kecuali bahwa 

pemerintah negara asing tersebut menyetujui penggunaannya sebagai Merek. 

(3) Tanda yang identiwmirip dengan nama, bendera atau lambang atau nama 

organisasi internasional antar pemerintah, kecuali bahwa organisasi tersebut 

menyetujui penggunaannya sebagai Merek atau tanda tersebut tidak mudah 

menyesatkan publik. 



(4) Tanda yang identiklmirip dengan tanda-tanda resmi, kecuali penggunaan 

tersebut mendapatkan wewenang. 

(5) Tanda yang identiklmirip dengan simbol-simbol, atau nama, Palang Merah 

atau Bulan Sabit Merah. 

(6) Tanda yang memiliki sifat diskriminasi terhadap setiap negara. 

(7) Tanda yang yang memiliki sifat berlebihan dan terindikasi terdapat penipuan 

barang periklanan. 

(8) Tanda yang yang merugikan moral sosialis atau kebiasaan, atau memiliki 

pengaruh yang tidak sehat lainnya. 

(9) Narna-nama geografis sebagai pembagian administratif pada atau di atas 

tingkat kabupaten dan nama-nama geografis asing juga dikenal masyarakat 

tidak boleh digunakan sebagai Merek dagang, tapi segi geografis seperti 

yang memiliki makna lain atau merupakan bagian dari Merek kolektif / 

tanda sertifikasi harus eksklusif. Dimana Merek dagang dengan 

menggunakan salah satu dari nama-nama geografis yang disebutkan di atas 

telah disetujui dan terdafiar, itu akan tetap berlaku. 

Beberapa tanda yang tidak dapat dijadikan sebagai Merek dagang 

sebagaimana di atur dalam Pasal 11 yang meliputi, a. hanya terdiri dari nama- 

nama generik, desain atau model barang sehubungan denganMerek dagang yang 

digunakan; b. memiliki referensi langsung ke kualitas, bahan baku utama, hngsi, 

penggunaan, berat badan, kuantitas atau fitur lain dari barang yang menghasilkan 

Merek dagang yang digunakan; dan Yang kurang fitur khas. 



Menurut hukum Merek di Cina, berdasarkan pendapat Pengadilan 

Zhejiang bahwa menurut Prinsip teritorial Merek dagang meskipun Merek 

dagang terdaftar luar negeri, Merek dagang tersebut tidak terdaftar di Cina, dan 

dengan demikian tidak dilindungi oleh hukum China. Seperti dinyatakan bahwa : 

The court of Zhejiang holds the opinion that according to the 
territoriality principle of trademarks, even though the trademark is 
registered abroad, such trademark is not registered in China, and is 
thus not protected by the laws of 

Dalam UU Merek dagang tersebut diatur apabila ada pihak asing ingin 

mendafiarkan Merek dagangnya di negara Cina, maka ha1 tersebut minimal harus 

didasari oleh prinsip timbal balik serta pihak asing tersebut harus menggunakan 

agen untuk dapat mendaftarkan Merek dagangnya di negara Cina. Seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 17-Pasal 18 sebagai berikut, 

Pasal 17 setiap orang asing atau perusahaan asing yang berniat untuk 

mengajukan permohonan pendaftaran Merek dagang di Cina, harus mengajukan 

permohonan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara Republik Rakyat 

Cina dan negara pemohon Merek dagang, atau sesuai dengan perjanjian 

internasional dimana kedua negara merupakan pihak, atau atas dasar prinsip- 

prinsip timbal balik. 

Jung Mei Chu, Trademark Infringement of Original Equipment Manufacture (OEM) For 
Export in China, IPO Law Journal, 26 Maret 2015, hlm. 5 



Pasal 18, setiap orang asing atau perusahaan asing yang berniat untuk 

mengajukan permohonan pendaftaran Merek dagang atau hal-ha1 lain yang 

menyangkut Merek dagang di Cina harus menunjuk salah satu organisasi seperti 

yang ditunjuk oleh Negara untuk bertindak sebagai atau agennya. 

Pendaftaran Merek dagang di Cina dilakukan dengan cara mengajukan 

permohonan, kemudian kantor Merek akan memeriksa apakah ada kesamaan 

dengan Merek lain, kemudian kantor Merek akan memberikan persetujuan awal, 

dan terakhir kantor Merek akan mempublikasikan Merek dengan tujuan agar 

pihak yang keberatan dapat mengajuakan keberatan beserta alasannya. Jangka 

waktu pengajuan keberatan atas adanya Merek yang sedang dalam proses 

pendaftaran adalah selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal publikasi, apabila tidak 

ada pihak yang berkeberatan maka Merek yang diajukan dinyatakan terdaftar 

(Pasal27-Pasal30). Jangka waktu Merek dagang di negara Cina adalah 10 tahun, 

terhitung sejak tanggal persetujuan pendaftaran, dan apabila pemegang hak 

Merek dagang ingin memperpanjang jangka waktu perlindungan Merek tersebut, 

dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu minimal 6 bulan sebelum jangka 

waktunya berakhir dan masa berlaku perpanjangannya adalah 10 tahun (Pasal37- 

Pasal38). 

Terdapat beberapa ha1 yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 

hak ekslusif dari pemegang Merek dagang sebagaimana di atur dalam Pasal 52, 

yaitu : 



(1) Menggunakan Merek dagang yang identik dengan atau mirip dengan Merek 

dagang terdaftar sehubungan dengan barang identik atau serupa tanpa 

otorisasi dari pendaftar Merek dagang; 

(2) Menjual barang yang diketahui Merek dagang tersebut palsu dan sudah 

terdaftar; 

(3) Palsu, atau untuk membuat, tanpa izin, representasi Merek dagang terdaftar 

dari orang lain, atau menjual representasi seperti Merek dagang terdaftar 

sebagai yang dipalsukan, atau dibuat tanpa otorisasi. 

(4) Menggantikan, tanpa persetujuan dari pendafiar Merek dagang, atau Merek 

dagang terdaftar. 

(5) Menyebabkan, dalam ha1 lain, mengurangi hak eksklusif orang lain untuk 

menggunakan Merek dagang terdaftar. 

Terhadap pelanggaran atas hak eklusif Merek dagang, maka berdasarkan 

pelaku dapat dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian maksimal sebesar 

RMB 500.000 Yuan, serta dapat dituntut pidana berdasarkan Hukum Acara 

Republik Rakyat Cina (Pasal 56-Pasal57). 

Khusus mengenai perlindungan Merek terkenal, dalam UU Merek Cina, 

suatu Merek terkenal dapat dilindungi dengan syarat yaitu memiliki reputasi, 

Merek tersebut digunakan terus-menerus dan dikenal oleh masyarakat luas (Pasal 

14). Sedang dalam Pasal 13 UU Merek menetapkan dua jenis perlindungan dari 

terkenal Merek dagang. Salah satunya adalah perlindungan Merek dagang 

terkenal yang berada di kelas yang sama (barang identik atau serupa) tetapi tidak 



terdafiar di Cina, di mana kebingungan mungkin terjadi, lainnya adalah 

perlindungan Merek dagang terkenal terdafiar dari kelas yang berbeda (meliputi 

beberapa kelas barang), di mana tanda yang mungkin merudak dan menyesatkan 

terjadi. Sebagaimana ditentukan bahwa : 

Article 13 of the Trademark Law stipulates two types of protection of a 
well-known trademark. One is protection of well-known trademarks that 
are in the same class (identical or similar goods) but are not registered in 
China, where conhsion is likely to occur, The other is protection of 
registered well-known trademarks of different classes (encompassing 
multiple classes of goods), where the disputed mark is misleading and 
damage are likely to occur.'43 

Sejak Cina bergabung WIPO pada tahun 1980, dan khususnya, sejak 2009 

ketika SAIC menandatangani perjanjian kerjasama dengan WIPO, Cina telah 

menempatkan penekanan besar pada peningkatan kesadaran masyarakat dan 

memberikan pelatihan tentang manfaat, memperoleh dan melindungi hak-hak 

Merek dagang baik di di dalam dan di luar negeri. Dalam melaksanakan hukum 

Merek dagailg baru, SAIC, instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola 

sistem Merek dagang Cina, bekerja untuk memastikan pengiriman tepat waktu, 

'43 Jung Mei Chu, Empirical Study on Determination and Protection of Well-Known 
Trademarks in China, IPO Jozrrnal, 25 September 2015, hlm. 2 , juga baca Paragraph 2 of Article 13 of 
the Trademark Law: "Where a trademark in respect of which the application for registration is filed for 
use for identical or similar goods is a reproduction, imitation or translation of another person's well- 
known trademark not registered in China and likely to cause confusion, it shall be rejected for 
registration and prohibited from use." 4 Paragraph 3 of Article 13 of the Trademark Law: "Where a 
trademark in respect of which the application for registration is filed for use for non-identical or 
dissimilar goods is a reproduction, imitation or translation of the well-known mark of another person 
that has been registered in China, misleads the public, and is likely to damage the interests of the well- 
known mark registrant, it shall be rejected for registration and prohibited from use". 



efisien dan efektif layanan Merek dagang yang berkualitas tinggi untuk 

perusahaan asing dan domestik. 

Upaya yang dilakukan diantaranya adalah mempublikasikan dan 

menerapkan hukum Merek dagang baru secara efektif dan mempercepat revisi 

dan diundangkannya aturan dan peraturan tambahan, memperkuat regulasi Merek 

dagang dan penegakan hukum untuk menjamin persaingan yang adil dan 

ketertiban pasar, meningkatkan pelaksanaan strategi Merek dagang nasional 

untuk memfasilitasi penggunaan dan perlindungan Merek dagang untuk 

pembangunan sosial ekonomi yang efektif dan meningkatkan kompetensi 

Administrasi dalam pemeriksaan Merek dagang. 

c) Pengaturan Merek Jepang 

Sistem hak Merek bedasarkan hukum Merek di Jepang, bahwa yang 

menjadi dasar hak Merek adalah pendaftaran. Undang-undang Merek di Jepang 

diberlakukan pada Tahun 1884 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, 

antara lain tahun 1999 yang diberlakukan pada Tahun 2000, dan terakhir direvisi 

Tahun 2002. Dalam revisi Tahun 2002 disebutkan 

Revision of Trademark Law in 2002, In order to construct apatent system 
capable of meeting the needs of an increasingly networked society based 
on growing importance of the promotion of Jicrther international 
harmonization and the establishment of a trademark system fixed for the 
particular characteristics of cyber space, in the 2002 revision of 
Trademark Law revisions to: 1) clariJication of acts equivalent to 
trademark use, and 2) amendments to the system for installed payments 



for individual processing fees incurred over an international trademark 
registration application.144 

Sejak awal berlakunya Undang-undang Merek di Jepang tersebut, 

perlindungan Merek diberikan kepada pemilik Merek yang mendaftarkan 

Mereknya, dengan diberikan hak ekslusif kepada pihak yang pertama 

mendaftar.'45 Meskipun Undang-Undang memberikan hak Merek kepada yang 

mendaftarkan Merek, namun kalau diperhatikan dalam latar belakang 

pembentukan Undang-undang Merek di Jepang, lebih dimaksudkan untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Pihak ketiga mungkin untuk mendapatkan keuntungan menggunakan 

Merek dagang yang identik dengan atau mirip dengan Merek dagang yang sudah 

terkenal tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik hak Merek dagang. Ini 

merupakan pelanggaran Merek dagang. Pelanggaran Merek dagang adalah 

penggunaan Merek yang identik dengan atau mirip dengan Merek pemilik Merek 

dagang hak tanpa persetujuan yang terakhir. UU Merek memberikan pemilik 

Merek dagang hak hak untuk menuntut nya dan mencari kompensasi ganti 

kerugian. Selain itu pelanggaran Merek dagang, karena mengganggu tatanan 

pasar dan mengganggu kepentingan konsumen, merupakan hukuman pidana. 

A third party may, to gain profit, use a trademark identical with or 
similar to a well established trademark without obtaining the consent 

144 Ken-ichi Kumagai, Intellectual Property Law, Kyushu University, Graduate School of 
Law, Law and Treaties, Histoly of Japanese Industrial Property System. Japan Patent Office, Asia- 
Pacific Industrial Property Center, JIII 0 2005, Hlm. 38 

145 Masaya Suzuki, The Trademark Registration System In Japan: A Firsthand Review And 
Exposition, dalarn Marquette Intellectual Property Law Review Vol. 5 Issue 1, (2001), hlm. 139 



jkom the owner of a trademark right. This is an injkingement on a 
trademark right. Unlike cases of trademark license, trademark 
injkingement is the usage of a brand identical with or similar to a brand 
of the owner of a trademark right without the latter's consent. The 
Trademark Law gives the owner of a trademark right the right to demand 
its suspension and seek damages compensation. Apart jkom this, a 
trademark infringement, because it disturbs the market order and impairs 
the interests of the consumer, constitutes criminalp~nishment.'~~ 

Seperti disebutkan dalam tujuan Undang-Undang Merek yang tercantum 

dalam Pasal 1 adalah untuk menjaga nama baik bisnis pengguna Merek yang 

kemudian memberikan kontribusi kepada pertumbuhan dan perkembangan bisnis 

dan untuk melindungi kepentingan konsumen. 14' Merek tidak hanya 

merepresentasi nama perusahaan tetapi juga simbol visual yang mengindikasikan 

asal dari barang dan jasa. Identifikasi produk dan produsen sebuah produk 

merupakan komponen esensial dari Merek serta mendasari hngsi Merek dalam 

pasar, yaitu : 14' 

Pertama, sebuah Merek mengindikasikan asal dan kepemilikan. Penjual 

dan penyedia jasa menandai asal dari barang atau jasa Mereka dengan 

penggunaan Merek. Ketika konsumen melihat Merek, Merelta akan mengenali 

darimana barang atau jasa berasal dan dapat mengenali kebaikan, keburukan, dan 

keunikan suatu barang atau jasa. 

'46~akeshi Kikuchi, Attorney-at-Law, Patent Attorney, Shinbashi International Law Office, 
Law and Treaties, Trademark Disputes and Their Handling, Japan Patent Office, Asia-Pacific 
Industrial Property Center, JIII O 1999, hlrn 2 

14' Ibid. hlrn. 135 
14' Ibid. hlm 37-38 



Kedua, fungsi Merek dagang adalah untuk menjamin kualitas. 

Penggunaan Merek dagang membuat konsumen, mungkin secara tidak sadar, 

mengenali kualitas . . .  dari barang atau jasa tertentu berdasarkan Merek. Di saai 

yang sarna pedagang ingin menjaga loyalitas terhadap barang dan jasa dengan 

menggunakan Merek untuk mempromosikan reputasi Mereka di pasar. Sehingga 

pentingnya Merek dagang adalah untuk memastikan konsumen dapat 

menentukan pilihannya atas barang dan jasa berdasarkan identifikasi kualitas 

yang dijaga oleh Merek dagang. 

Fungsi Merek yang ketiga adalah sebagai sarana promosi. Konsumen 

mengingat sebuah Merek atau setidaknya Mereka mempunyai bayangan dari 

Merek tersebut di pikiran, yang kemudian muncul familiaritas akan barang atau 

jasa yang diberi Merek. Lebih jauh lagi, Merek dagang memacu penjual untuk 

berusaha sebaik mungkin karena Merek dagang memungkinkan penggunanya 

untuk berkembang atau hancur. 

Dari fungsi Merek tersebut, maka fungsi Merek di Jepang disamping 

memberikan hak kepada pemilik yang mendaftarkan Mereknya, juga 

dimaksudkan juga untuk memberikanm perlindungan konsumen. Dalam ha1 ini 

dengan sebuah Merek, konsumen dapat menentukan barang atau jasa mana yang 

akan dipilih, karena dengan Merek tersebut sebuah barang atau jasa mempunyai 

identitas dan menunjukkan kualitas. 



Demikian pula dikatakan Merek dagang memiliki fungsi penting dan 

dilindungi sebagai sejenis kekayaan intelektual. Merek dipergunakan sebagai alat 

yang diperlukan untuk menjaga .goodwill dan reputasi, seperti yang diperoleh 

melalui penggunaan bonafide dari sebuah Merek dagang yang aman, dan pada 

saat yang sama, memberikan manfaat kepada konsumen dengan membantu 

dalam ha1 pemilihan barang atau jasa, di antara banyak pilihan, dari kualitas yang 

diinginkan atau rasa. 

Trademarks possess important functions and are protected as a kind of 
intellectual property. They act as tools necessary for keeping the goodwill 
and reputation, as acquired through bonafide use of a trademark, secure 
and, at the same time, beneJiting consumers by assisting in the selection 
of goods or services, among many sources, of desired quality or taste.14' 

Undang undang Merek Jepang tidak mendefinisikan ai-ti dari karakter 

yang kl~as, namun, umumnya dianggap khas ketika Merek dagang terdaftar atau 

tertunda adalah digunakan untuk barang atau jasa yang ditunjuk , atau di mana 

fungsi Merek dagang adalah untuk membedakan barang atau jasa yang pemilik 

Merek dagang tersebut berhubungan atau mungkin bisa berllubungan bisnisnya 

atau barang nya,'50disebutkan bahwa : 

149 Nobuyuki Matsubara, Patent Attorney, Matsubara, Muraki & Associates, Law and 
Treaties, Protection of Well-Known and Famous Trademarks, Japan Patent Office, Asia-Pacific 
Industrial Property Center, JIII O 2004, hlm. 4. 

150 Baca juga, Sadayuki Mosoi, Patent Attorney, Eichi International Patent Office, Luw and 
Treaties, Procedures from Filing to Registration of Trademark Applicaticn., Japan Patent Office, Asia- 
Pacific Industrial Property Center, JIII 02006hlm. 2, bahwa Trademark under Japanese Trademark 
Law Section 2 (Definitions, etc.) of the Japanese Trademark Law (JTL) stipulates that "'Trademarks in 
this Law mean characters, signs, three-dimensional shapes or any combination thereof, or any 
combination thereof with colors (hereinafter refelred to as 'marks')". 



The Japanese Trademark Law does ~ o t  define the meaning of "distinctive 
character." However, it is generally considered distinctive when a 
registered or pending trademark is used for designated goods or services, 
or where the trademark function is to distinguish goods or services to 
which the owner of the trademark relates or may possibly relate in hidher 
business fiom hidher  good^.'^' 

Fungsi membedakan, adalah membedakan barang atau jasa seseorang dari 

orang lain. Fungsi yang melekat dari Merek dagang adalah untuk 

mengidentifikasi asal barang atau jasa yang dijual atau disediakan di bawah 

Merek dagang, asal-usul barang atau jasa berasal dari satu pihak. Namun jika 

barang yang dijual di bawah Merek dagang tertentu yang diproduksi di beberapa 

pabrik yang berbeda atau jika layanan restoran yang disediakan di bawah Merek 

layanan tertentu pada beberapa tempat berbeda oleh satu orang, Merek dagang 

atau Merek Mereka menunjukkan berasal dari beberapa tempat. 

Distinguishing Function It distinguishes one's goods or services fiom 
those of others. The inherent function of a trademark is to identlb the 
origins of goods or services sold or provided under the trademark. The 
origins of goods or services is originally single. However if the goods 
sold under a certain trademark are produced at several different factories 
of a single company or if the restaurant services are provided under a 
certain service mark at several difference places by a single person, their 
trademark or service mark indicate plural origins in a strict sense.Is2 

Sistem Merek berdasarkan pendaftaran di Jepang memiliki karakteristik 

walaupun sebuah Merek mungkin tidak akan digunakan, pendaftaran 

menyebabkan perlindungan hak h4erek dagang secara otomatis. Hak ekslusif atas 

15' Haruo Goto, Attorney at Law, Patent Attorney, Asamura Patent Office Masaaki Arisaka 
President, Patent Attorney, Arisaka Trademark-Patent Office, Law 2nd Treaties, Outline of the 
Trademark LawJapa, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII 02007, Hlm. 1 

152 Saburo Kimura, Patent Attorney, Kimura, Sasaki & Partners, Law and Treaties, 
Trademark Management in Enterprises, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, 
JIII O 2001Hlm. 10 



sebuah Merek tidak berdasarkan penggunaan Merek dagang, tetapi hak untuk 

menggunakan sebuah Merek didasarkan kepada penggunaan atau niat pendaftar 

untuk menggunakan ~ e r e k . " ~  Dalam ha1 ini jika ada permohonan Merek yang 

bertentangan satu sama lain, pemohon pertama berhak mendaftarkan Merek nya. 

Ciri sistem Merek Jepang adalah sistem pendaftaran pertama @rst to Jile 

principle) atau Sistem ~onstitutif ."~ Permohonan Merek dagang atau Merek jasa 

yang terlebih dahulu diajukan akan memperoleh hak atas Merek lebih dulu dari 

yang mengajukan kemudian. Hal ini terjadi, apabila terdapat dua atau lebih 

permohonan Merek dagang atau Merek jasa diajukan oleh dua pihak atau lebih 

yang mempunyai persamaan sama sekali, atau mempunyai persamaan pada 

pokoknya ataupun serupa satu dengan yang lainnya. Terhadap Merek dagang 

yang telah diterima pendaftarannya itu maka pemilik Merek mempunyai hak 

khusus untuk mempergunakan Merek dagang atau Merek jasa yang telah 

terdaftar tersebut untuk barang-barang atau jasa-jasa yang telah ditentukan 

sebagaimana tercantum dalam sertifikat Merek. Begitu pula pemilik Merek 

dagang atau jasa yang telah terdaftar tersebut berhak untuk menuntut 

penghentian pemakaian Merek dagang yang dilakukan oleh seorang atau badan 

hukum yang melanggar hak atas Merek dagang tersebut. Selain itu, pemilik 

Merek terdaftar berhak pula menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut. 

153 Masaya Suzuki, op cit, hlm 140 
ls4 Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, Perlindungan Bisnis Merek Jepang- 

Indonesia, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 9 
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Pelanggaran terjadi bilamana pihak lain mempergunakan tanpa hak atas suatu 

Merek dagang atau Merek jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

sejenis dengan Merek dagang atau jasa yang telah terdaftar, dan pemakaian itu 

dilakukan yang secara yuridis tanpa ijin dan tanpa hak untuk menggunakannya. 

Penanganan Pengoperasian sistem administrasi pendaftaran Merek 

dilakukan oleh Japanese Patent Ofice (JPO), yang mereview aplikasi dan 

menentukan apakah sebuah Merek memenuhi syarat-syarat kualitas untuk 

memperoleh hak untuk mendaftarkan. Selama pendaftaran, informasi yang 

relevan diumumkan di Lembaran Merek Dagang JPO dan pihak manapun dapat 

mengajukan keberatan terhadap pendaftaran. Informasi yang diumumkan 

mencakup Merek dagang, barang atau jasa, dan nama serta alamat pendaftar. 

Pengadilan Jepang telah menyetujui sistem pendaftaran yang dilakukan 

JPO. Contohnya pada kasus Troy of California, Ltd. V. K.K. Troy, Pengadilan 

Tinggi Osaka terkait dengan sistem mengatakan bahwa: 

"Di negara ini, menggunakan sistem berdasarkan pendafiaran (torckushugi) 

dimana semua hak atas Merek dagang lahir dari pendaftaran. Badan dimana hak 

tersebut diberikan mengendalikan Merek dan bukan dari badan yang membuat 

Merek sebelum pendaftaran atau pengguna Merek yang diberikan perlindungan 

khusus. Dengan kata lain, penentuan hak atas Merek dagang di negara ini dibuat 



berdasarkan siapa yang mendaftar pertama tanpa peduli siapa yang membuat atau 

yang menggunakan Merek ter~ebut ." '~~ 

Beberapa keuntungan utama yang nlendukung alasan dari penggunaan 

sistem pendaftaran ini , yaitu : 

Pertama, lahirnya hak atas Merek dagang menjadi pasti karena hak yang 

berdasarkan pendaftaran secara objektif masuk akal. Pendaftaran yang 

mengidentifikasi Merek dan barang atau jasa lebih memberi kepastian daripada 

hak atas Merek dagang yang berdasarkan penggunaan. Untuk menyetujui hak 

atas Merek dagang, tidak cukup hanya dengan mendapatkan sebuah Merek, 

tetapi juga diperlukan niat untuk mendapatkan hak perlu diungkapkan secara 

objektif sebagai sebuah fakta atau tindakan sehingga orang atau badan lain dapat 

mengenali lahirnya suatu hak. 

Kedua, kepemilikan atas Merek dagang adalah pasti. Selama sistemfirst- 

to-Jile diadopsi melalui sistem pendaftaran, kepemilikan diberikan kepada 

aplikasi pertama yang memenuhi syarat yang diatur JPO. Hak atas Merek dagang 

dapat didistribusikan secara mudah dengan menentukan urutan aplikasi untuk 

setiap Merek. Akibatnya, sengketa kaitanilya dengan kepemilikan jarang terjadi 

di Jepang, berbeda dengan sistem yang berdasarkan penggunaan. 

Ketiga, penentuan registrasi tepat pada waktunya. Pemberian kepemilikan 

Merek perlu dilakukan sesegera mungkin setelah niat untuk mendapatkan hak 

atas Merek dagang diutarakan. Karena sistemnya tidak mengharuskan 

Ibid hlm 14 1 



penggunaan nyata dari sebuah Merek sebagai syarat pendaftaran, pendaftar dapat 

memperoleh hak atas Merek dagang secepat mungkin. Jika sistem memerlukan 

penggunaan yang sesungguhnya untuk mendaftarakan Merek, akan ada jarak 

antara aplikasi Merek dengan diperolehnya suatu hak.156 

Berikutnya, siapapun pantas untuk memperoleh hak atas Merek, ketika 

diperoleh hak atas Merek akan diumumkan di Lembaran Merek Dagang JPO dan 

Register Merek Dagang ~ ~ 0 . l ~ ~  Publikasi ini menyediakan informasi tentang hak 

atas Merek dagang seperti asal Merek, barang atau jasa yang terkait, dan nama 

serta alamat pemegang hak. Sehingga, sistem ini menguntungkan bagi calon 

pemilik Merek dagang untuk melakukan publikasi untuk mengurangi risiko 

memilih Merek dagang yang bertentangan. 

Akhirnya, lahirnya sebuah hak atas Merek dapat diprediksi bagi pendaftar 

Merek, karena hak tersebut diperoleh dari penentuan yang objektif yang dibuat 

oleh JTO berdasarkan informasi yang diberikan dalam aplikasi. Berdasarkan 

sistem yang berdasarkan pendaftaran ini, pemegang Merek dagang tidak perlu 

memberi informasi kapan, dimana, dan pada barang yang seperti apa Merek telah 

digunakan. 

Ibid hlrn 141-142 
157 Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, op cit, hlrn. 11, bahwa Ciri lain dari sistem 

Merek Jepang adalah bahwa setiap permintaan Merek dagang atau Merek jasa akan diumumkan. 
Apabila di dalam tahap perneriksaan tidak terdapat alasan untuk penolakan, maka Kantor Peten Jepang 
akan mengurnumkan Merek dagang atau jasa itu dalam Lembaran negara sesuai kelas barang atau jasa 
serta informasi lainnya yang berhubungan dengan permintaan pendaftaran Merek. 



Lebih jauh lagi, sistem berdasarkan pendaftaran memberikan keuntungan 

menurut praktek pasar modern. Pertama, karena pengguna Merek dapat 

memperoleh hak atas sebuah Merek sebelum Mereka mulai menggunakan Merek 

dagang, Mereka dapat mengurangi risiko hak atas Merek dicabut setelah Mereka 

mulai ~nenggunakan Merek dagang tersebut. Dengan begitu sistem pendaftaran 

di Jepang mengakui realita pasar dan memungkinkan pendaftar mengamankan 

sebuah Merek sebelum menggunakannya. Sistem ini mendukung calon pengguna 

Merek dagang untuk mengembangkan goodwill dengan memberikan hak 

eksklusif atas sebuah Merek yang belum pernah digunakan. Kesimpulannya, 

sistem berdasarkan pendaftaran memberikan banyak keuntungan bagi organisasi 

yang menginginkan hak atas Merek dagang. 

d) Pengaturan Merek Singapura 

Singapura memiliki sistem undang-undang Merek dagang ganda, yaitu 

perlindungan Merek dagang yang diatur berdasarkan Undang-Undang Merek 

DagangITrade Marks Act (TMA) dan common law, yang masing-masing berdiri 

sendiri satu dengan yang lainnya.I5' Perlindungan Hak Merek di Singapura yang 

diatur dalam Trade Marks Act Tahun 1939, yang mirip dengan Trade Marks Act 

193 8, tetapi tidak mengatur perlindungan "Sewice ~ a r l r s " . ' ~ ~  

158 http://www.sin~avorelaw.sp/content/~lawindon.html ( diakses Tanggal 23-04-2013) 
159 Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlrn. 77. 
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Pendaftaran tidak diwajibkan, tetapi kepada pemakai yang menginginkan 

Mereknya dilindungi dan tidak dijiplak oleh orang lain maka seyogyanya Merek 

itu didaftarkan berdasarkan undang-undang.160 Sehingga sekalipun pendaftaran 

Merek tidak diwajibkan tetap diatur pendaftaran yang memberi akibat 

menimbulkan hak eksklusif kepada pendaftar untuk menggunakan Merek itu, 

dan berhak mempertahankan haknya kepada pihak lain yang menggunakan tanpa 

hak.l6l 

Perlindungan berdasarkan TMA diberikan setelah pendaftaran Merek 

dagang di Kantor Pendaftaran Merek DaganglRegistry of Trade Marks di 

Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), dengan satu pengecualian: 

perlindungan khusus diberikan berdasarkan TMA untuk Merek dagang 

'terkenal', tanpa memandang apakah Merek tersebut sudah didaftarkan atau 

tidak. Perlindungan Merek tidak terdaftar khusus bagi Merek terkenal, yaitu 

apabila suatu Merek dagang terkenal di masyarakat Singapura, pengusaha yang 

memiliki Merek dagang terkenal berhak berdasarkan penetapan pengadilan 

menghentikan setiap penggunaan yang berhubungan dengan barang atau jasa 

yang dapat mengakibatkan dilusi atau mengambil keuntungan yang tidak wajar 

dari karakter khas Merek terkenal. Disebutkan pula bahwa suatu Merek dagang 

160 ibid 
161 Baca juga Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara- 

Negara Asean, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 77, bahwa akibat dari pendaftaran Merek itu 
menimbulkan hak eksklusif kepada pendaftar untuk menggunakan Merek itu atas sesuatu barang yang 
didaftarkan. Pemakai yang mendaftarkan Merek itu berhak untuk mempertahankan haknya di muka 
pengadilan terhadap barangsiapa yang melanggarnya. 



yang khas akan ditolak pendaftarannya apabila terdapat konflik dengan Merek 

sebelumnya (baik terdaftar atau tidak) yang terkenal di ~ i n ~ a ~ u r a . ' ~ ~  

Berdasarkan Undang-undang Merek Singapura, pendaftaran dibagi dalam 

2 (dua) bagian yaitu bagian A dan Bagian B. Pada umumnya Merek dapat 

didaftarkan pada bagian A apabila Merek itu bersifat membedakan (distinctive). 

Membedakan artinya bahwa Merek itu membedakan barang yang diproduksi 

oleh si pemilik Merek dengan barang yang diproduksi oleh pengusaha lain. 

Sedang Merek-Merek yang tidak mempunyai sifat membedakan dapat 

didaftarkan apabila dapat dibuktikan adanya kemampuan untuk membedakan. 

Bukti tersebut harus juga menunjukkan penggunaan Merek itu di Singapura 

untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum tanggal permohonan. 

Merek-Merek ini didaftarkan dalam register B . ' ~ ~  

Pendaftaran dapat diperoleh dengan dua cara: melalui (i) permohonan di 

dalam negeri yang diajukan ke Registry of Trade Marks; atau (ii) permohonan 

skala internasional yang diajukan berdasarkan Protokol Madrid, 

Seseorang yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran 

di suatu negara Konvensi Parislnegara WTO, apabila ia mengajukan pendaftaran 

di Singapura dalam waktu 6 bulan sejak tanggal diajukannya permohonan 

Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, op cit, ha1 9 
163 Taryana Soenandar, op cil, hlm. 78. 



tersebut, maka ia dapat mengklaim hak prioritas.164 Ada tiga kriteria utama untuk 

pendaftaran: subyek harus (i) berupa 'Merek dagang' yang (ii) 'khas', dan (iii) 

tidak bertentangan dengan Merek dagang sebelumnya. 

Merek dagang adalah setiap tanda yang dapat disajikan secara grafis yang 

digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh pedagang untuk 

membedakan barang atau jasanya dari barang atau jasa pedagang lain. Contoh 

klasik meliputi nama Merek, alat atau logo dan warna. Tanda non-visual yang 

dapat dikenal (misalnya tanda suara seperti Intel chime) juga dapat memenuhi 

syarat sebagai Merek dagang, dengan ketentuan bahwa semua itu disajikan 

secara grafis. 

Untuk memenuhi syarat sebagai Merek dagang, tanda tidak harus sudah 

digunakan dalam perdagangan terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan 

pendaftaran. Cukup kiranya apabila pedagang mengusulkan untuk menggunakan 

tanda atau, dengan menggunakan bahasa TMA, memiliki tujuan itikad baik untuk 

menggunakannya. Dalam ha1 ini, pedagang harus memastikan bahwa dalam 

waktu 5 tahun setelah tanggal diselesaikannya prosedur pendaftaran, Merek 

dagang tersebut digunakan secara sungguh-sungguh; jika tidak, maka 

pendaftarannya dapat ditarik kembali. 

164 Baca juga Taryana Soenandar, op cit, hlm 78, Undang-undang juga memberikan 
perlindungan timbal balik antara Singapura dan negara lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat. 
Apabila permohonan diajukan di Singapura dalam tempo 6 bulan dari tanggal permohonan negara lain 
(asal), maka ia akan mendapat hak prioritas pendaftaran di Singapura. 



Suatu Merek dagang yang khas akan ditolak pendaftarannya apabila 

terdapat konflik dengan Merek dagang sebelumnya, yaitu Merek dagang yang 

terdaftar sebelumnya ataupun Merek dagang (baik terdaftar atau tidak) yang 

terkenal di Singapura. Dalam menentukan mana Merek yang lebih dahulu, yang 

dipertimbangkan adalah klaim prioritas sehubungan dengan Merek dagang 

tersebut. 

Secara umum dapat dikatakan terjadi suatu konflik apabila ada dua Merek 

yang identik atau serupa dan keberadaannya di pasar kemungkinan akan 

membingungkan masyarakat. Terdapat dua situasi dimana kebingungan tersebut 

tidak perlu dibuktikan. Situasi pertama adalah dimana Merek-Merek tersebut 

identik dan barangljasa yang bersangkutan juga identik. Dapat dianggap akan 

menimbulkan kebingungan. Situasi kedua adalah dimana Merek dagang 

sebelumnya terkenal di masyarakat di Singapura. Kategori khusus Merek dagang 

terkenal ini dilindungi dari segala pendaftaran yang berhubungan dengan barang 

atau jasa yang identiWserupaItidak serupa yang akan menurunkan nilai atau 

mengambil keuntungan yang tidak wajar dari ciri khas Merek tersebut. 

Ada juga penghalang lainnya untuk pendaftaran Merek dagang. Sebagai 

contoh, Merek dagang tidak akan didaftarkan apabila bertentangan dengan 

kebijakan umum atau moralitas atau apabila permohonan tidak diajukan dengan 

itikad baik. Contoh tidak adanya itikad baik adalah kasus karyawan yang 

mendaftarkan Merek atas namanya sendiri padahal sebenarnya yang dimaksud 



adalah untuk pihak pemberi kerja (perkara McDonald's Corp v Future 

Enterprises Pte Ltd) 

Pemohon yang mengupayakan pendaftaran Merek dagang harus 

menegaskan klaim kepemilikan atas Merek dagang dalam forrnulir permohonan; 

ha1 ini semata-mata dalam bentuk pernyataan bahwa pemohon menggunakan 

Merek dagang dalam perdagangan atau bahwa yang bersangkutan memiliki 

itikad baik untuk menggunakan Merek dagang. Klaim atas kepemilikan ini dapat 

ditentang oleh pihak lain atas dasar bahwa permohonan diajukan dengan itikad 

buruk. 

Merek dagang terdaftar adalah harta pribadi yang dapat dialihkan oleh 

pemilik terdaftar, secara mutlak atau sebagai jaminan. Pengaturan tersebut harus 

didaftarkan di Registry of Trade Marks, pengalihan yang tak terdaftar tidak 

berlaku terhadap orang yang memperoleh hak yang berbenturan atas Merek 

dagang tersebut. 

Pemilik terdaftar juga dapat memberikan lisensi untuk menggunakan 

Merek dagang terdaftar dan ha1 ini juga merupakan transaksi yang harusdapat 

didaftarkan. Pemilik terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek 

dagang sehubungan dengan barang atau jasa yang didaftarkan Merek dagangnya. 

Pelanggaran terjadi apabila terdapat penggunaan tanpa ijin dalam perdagangan 

atas Merek yang identiklserupa sehubungan dengan barang atau jasa yang 



identiwserupa dimana penggunaannya tersebut kemungkinan akan 

membingungkan masyarakat. Apabila Merek-Merek tersebut identik dan barang 

atau jasa juga identik, maka dianggap terjadi kebingungan. 

Apabila Merek dagang terdaftar adalah terkenal di Singapura, maka 

lingkup perlindungan akan lebih luas. Pertama-tama, pelanggaran dianggap 

terjadi apabila penggunaan tanpa ijin dilakukan sehubungan dengan barang atau 

jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang Merek dagang terkenalnya 

didaftarkan, dimana penggunaan tersebut kemungkinan akan membingungkan 

masyarakat. Merek dagang terdaftar dianggap terkenal di Singapura apabila 

terkenal di sektor terkait dari masyarakat di Singapura. Kedua, apabila Merek 

dagang terdaftar adalah terkenal di masyarakat Singapura, maka pemilik Merek 

dagang terkenal tersebut berhak, melalui putusan pengadilan, melarang setiap 

penggunaannya sehubungan dengan barang atau jasa yang identiWserupa1tidak 

serupa yang dapat menurunkan nilai atau mengambil keuntungan yang tidak 

wajar dari ciri khas Merek tersebut, terlepas apakah kemungkinan akan 

membingungkan atau tidak. 

Terdapat perlindungan khusus menurut undang-undang bagi para 

pengusaha asing yang memiliki Merek dagang terkenal yang belum terdaftar di 

Singapura. Perlindungan khusus ini diatur dalam pasal 55 dari TMA yang sesuai 

dengan standar internasional yang diatur dalam Pasal 6 bis dari Konvensi Paris. 

Suatu Merek dagang dianggap terkenal di Singapura apabila terkenal di sektor 



terkait dalam masyarakat Singapura. Pengusaha yang memiliki Merek dagang 

terkenal berhak berdasarkan penetapan pengadilan menghentikan penggunaan 

suatu Merek dagang atau tanda pengenal usaha yang identiuserupa untuk 

keperluan dagang : 

a). sehubungan dengan barang atau jasa yang identik atau serupa, dimana 

penggunaannya kemungkinan akan menimbulkan kebingungan; dan 

b). sehubungan dengan barang atau jasa apapun, dimana penggunaannya dapat 

mengindikasikan suatu hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan 

pengusaha dan kemungkinan akan merugikan kepentingan pengusaha 

Selain itu, apabila suatu Merek dagang terkenal di masyarakat luas di 

Singapura, pengusaha yang memiliki Merek dagang tersebut berhak berdasarkan 

penetapan pengadilan menghentikan setiap penggunaan yang berhubungan 

dengan barang atau jasa yang mana dapat mengakibatkan dilusi atau mengambil 

keuntungan yang tidak wajar dari karakter khas Merek terkenal tersebut, terlepas 

apakah kemungkinan akan terjadinya kebingungan atau tidak. 

Dengan demikian sekalipun di Singapura pada dasamya perlindungan 

hukum diberikan kepada Merek terdaftar, tetapi terhadap Merek tidak terdaftar 

juga diberikan perlindungan hukum asal saja Merek tersebut mempunyai reputasi 

terkenal. 



e) Pengaturan Merek di Inggris 

Di Inggris, pengaturan Merek dimaksudkan sejak perkembangan awalnya 

untuk memberactas peniruan. Pengadilan Inggris pertama kali memeriksa 

sengketa Merek adalah kasus Lord Hardwick L.C in Blanchard vs Hill pada 

tahun 1742. Adapun pengaturan Merek pertarna kali di Inggris disahkan pada 

tahun 1862 (Merchandise Mark Act) meskipun sebelumnya Inggris telah 

mengadopsi sistem pendaftaran Merek dari hukum Perancis. Seiring dengan 

seinakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, 

maka dibutuhkan semacam pengaturan yang bersifat internasional sehingga dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan di bidang Merek. Tidak 

mengherankan pada tahun 1883 telah berhasil disepakati Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property (Paris Convention) yang pada prinsip~ya 

juga mengatur perlindungan Merek. 

Di Inggris saat ini pengaturan mengenai Merek dagang diatur dalam 

Trade Marks Act 1994, UU ini memperkenalkan proses yang sangat sederhana 

dalam pengaplikasian pendaftaran Merek. Hal ini membawa Inggris sejalan 

dengan Uni Eropa maupun hukum internasional dalam ha1 pengaturan Merek. 

Dalam Pasal 1 Trade Marks Act 1994 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

Merek adalah : 

"In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented 
graphically which is capable of distinguishing goods or services of one 



undertaking +om those of other  undertaking^.'^^ A trade mark may, in 
particular, consist of words (including personal names), designs, letters, 
numerals or the shape of goods or their packaging ". 

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, bahwa Dalam Undang-Undang ini 

yang dimaksud dengan Merek dagang adalah tanda-tanda yang mewakili grafis 

yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Sebuah 

Merek dagang dapat terdiri dari kata-kata, termasuk nama pribadi, desain huruf, 

angka, atau bentuk barang atau kemasan. Disamping itu termasuk tidak hanya 

tanda-tanda yang mungkin sering dianggap sebagai Merek dagang, tapi juga 

seperti 'tanda-tanda' sebagai suara dan bentuk produk konsumen. Bahkan secara 

teori, bau tertentu bisa menjadi Merek dagang jika sarana yang tepat dapat 

ditemukan untuk mewakilinya secara grafis. Sebagaimana disebutkan : 

This includes not only signs that might commonly be thought of as trade 
marks, but also such 'signs' as sounds and the shapes of consumer 
products. Even a particular odour could in theory be a trade mark if an 
appropriate means could be found to represent it graphically.'66 

Sebuah Merek dagang yang telah terdaftar merupakan hak milik yang 

diperoleh oleh seorang pendaftar Merek dagang berdasarkan Undang-Undang ini 

dan merupakan pemilik dari Merek dagang terdaftar yang memiliki hak yang 

diberikan oleh Undang-Undang ini (Pasal 2). Hak milik atas Merek terdaftar 

memperoleh perlindungan utama berdasarkan hukum Merek yang terkandung 

16' Lihat juga Spence, Michael. Intellectual Property, New York, Oxford University 
Press, 2007. hlm. 248. TMA defines a trade mark as 'any sign capable of being represented graphically 
which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other 
undertakings. 

166 Michael Spence, Intellectual Property, New York, Oxford University Press 2007), hlm. 
9 



dalarn TMA. Sebagaimana dinyatakan, The principal properieta y regime for the 

protection of marketing assets is, of course, the law of registered trade marks 

contained in the T M A . ' ~ ~  

Seseorang yang menggunakan Merek di Inggris ada tiga jalur atau 

prosedur pendafiaran, sebagaimana dijelaskan bahwa : 

A person who is using a trade mark in the UK has three possible routes to 
its registration. First, she can make an application for a UK trade mark 
issued under the terms of the Trade Marks Act 1994 ('TMA >. This 
application must be made to the UKIPO. I f  it is successful, the applicant 
will be granted a trade mark effective throughout the UK. Second, she 
can make an application for a Conzmunity trade nzark ('CTM') under the 
terms of the Trade Mark Regulation. This application may be lodged with 
either the UKIPO or with the Ofice for Harmonization in the Internal 
Market (Trade Marks and Designs) ('OErllM') in Alicante. If it is lodged 
with the UKIPO, it is forwarded to OHIM for processing. I f  the 
application is successful, the applicant will be granted a trade mark 
effective throughout the EU Actions relating to infringement of a CTM 
certain actions for compensation, and counter-claims for revocation or 
for -trade mark courts ofJirst and second instance. These are national 
courts designated by the Member States of the EU All other actions lie 
with O H M  from whence there is an appeal to the ECJ. The law 
governing UK trade marks and Community trade marks was harmonized 
by the Trade Maeks Directive. Third, an applicant may apply to have her 
trade mark protected under the Protocol Relating to the Madrid 
Agreement Concerning International Registration of Marks (1989) of 
which the UK has been a member since 1995 (the 'Madrid Protocol 

Pada pokoknya dikatakan bahwa tiga jalur atau prosedur pendaftaran 

adalah, Pertama, membuat permohonan untuk Merek dagang Inggris 

berdasarkan ketentuan Merek Dagang Act 1994 (TMA). Jika berhasil, pemohon 

- 

167 /bid him. 245 
I6"bid, hlm. 10 



akan diberikan Merek dagang Inggris yang efektif. Kedzia, membuat permohonan 

untuk Merek dagang komunitas (CTM) berdasarkan ketentuan Peraturan Merek 

Dagang. Jika permohonan berhasil, pemohon akan diberikan Merek dagang yang 

efektif di seluruh Uni Eropa. Ketiga, pemohon memungkinkan memiliki Merek 

dagang yang dilindungi oleh Protokol Berkaitan dengan Perjanjian Madrid 

mengenai Pendaftaran Merek Internasional (1 989) dimana Inggris telah menjadi 

anggota sejak tahun 1995 dari Protocol   ad rid. 16' 

Ada beberapa ha1 yang diatur dalarn Trade Marks Act 1994, khususnya 

mengenai alasan untuk penolakan pendaftaran Merek yaitu (Pasal 3): bahwa 

tanda yang tidak dapat didaftarkan adalah : 

a. Tanda yang tidak mefilenuhi persyaratan dalam Pasal 1 

b. Tanda yang tidak memiliki karakter khas 

c. Tanda yang menunjukkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan, nilai, asal 

geografis, waktu produksi, atau karakteristik lain dari barang danlatau jasa 

d. Tanda yang terdapat dalam adat ataupun praktek perdagangan 

16' Dwi Agustine Kurniasih, 2015 Tahunnya Protokol Madrid Bagi Pendaftaran Merek 
Internasional, Jurnal Rechtsvinding, media Pembinaan Hzlkum Nasional, 2015, hlrn. 1, dijelaskan 
bahwa Protokol Madrid adalah suatu sistern pendaftaran Merek internasional, dirnana dengan sistern 
ini rnernudahkan pernohon dalarn rnengajukan aplikasi perrnohonan pendaftaran Merek (cukup 1 
aplikasi) untuk kernudian rnenunjuk di negara mana h/Ierek tersebut hendak memperoleh perlindungan 
hukurn. Sistern pendaftaran Merek internasional pada dasarnya ditetapkan berdasarkan dua perjanjian 
yaitu The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks dan The Protocol 
Relating to the Madrid Agreement. Kedua sistern ini dikelola oleh International Bureau-nya WIPO 
(World Intelectual Property Organization). Setiap negara anggota Konvensi Paris dapat rnenjadi 
anggota dari The Madrid Aggreernent atau The Madrid Protocol atau kedua-duanya. 



Poin b sampai dengan poin d dapat diterima pendaftaran Merek dagangnya, 

apabila sebelum tanggal permohonan pendaftaran tanda tersebut telah digunakan 

sebagai tanda yang khas dari suatu barang atau jasa. 

Suatu tanda tidak dapat didaftarkan sebagai Merek dagang jika : 

a) Bertentangan dengan kebijakan publik, atau prinsip-prinsip yang diterima 

oleh moralitas 

b) Hal yang dapat menipu masyarakat 

c) Jika penggunaannya dilarang oleh hukum Inggris atau hukum masyarakat 

d) Jika dibuat dengan itikad buruk". 

Sebuah Merek dagang juga tidak dapat didaftarkan apabila mengandung 

unsur-unsur kerajaan , yaitu : 

(a) Menyerupai lambang kerajaan 

(b) Menyerupai mahkota kerajaanlbendera kerajaan 

(c) Menyerupai yang mulia Ratu Inggrislanggota kerajaan lainnya 

(d) Yang dapat menyesatkan orang bahwa tanda tersebut merupakan tanda resmi 

kerajaan, kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh Ratu Inggris, atau 

anggota kerajaan lainnya. 

(e) Menyerupai bendera nasional Snggris (Union Jack) 

(f) Menyerupai bendera Snggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara 

(g) Menyerupai lambang nasionalhegara konvensi, tandalorganisasi 

internasional tertentu 

(h) Menyerupai senjata 



(i) Simbol olimpiade 

Kecuali telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari masing-masing pihak 

yang berkepentingan. 

Suatu tanda juga tidak dapat didaftarkan apabila memiliki nilai identik 

dengan tanda yang telah terdaftar sebagai Merek dagang lebih dulu, kecuali 

Merek yang lebih dulu terdaftar memiliki reputasi yang buruk di Inggris atau 

cenderung merugikan Inggris dan patut untuk dicegah (Pasal 5). Pemilik Merek 

dagang yang terdafiar menurut Pasal 10 Trade Marks Act 1994 memiliki hak 

ekslusif atas Merek dagang tersebut. 

Beberapa tindakan yang termasuk pelanggaran Merek menurut Trade 

Marks Act 1994 adalah : 

Seseorang telah dianggap melakukzn pelanggaran terhadap Merek dagang 

yang terdaftar apabila : 

1. Tanda yang digunakan identik dengan Merek dagang terdaftar dan 

digunakan pada barang atau jasa yang serupa dengan barangtjasa dengan 

Merek dagang yang telah terdaftar. 

2. Tanda yang digunakan mirip dengan Merek dagang yang telah terdaftar dan 

digunakan pada barang atau jasa yang serupa dengan barangljasa dengan 

Merek yang telah terdaftar yang dapat menimbulkan kebingungan pada 

masyarakat. 



3. Tanda yang digunakan identik dengan tanda kerajaan yang digunakan untuk 

mendapatkan keuntungan dari tanda kerajaan- dan menimbulkan kerugian 

dari Merek dagang yang lain. 

Terhadap tindakan yang termasuk kategori pelanggaran Merek di Inggris, 

maka pemilik Merek yang dilanggar hak ekslusifnya dapat mengajukan 

permohonan ke pengadilan, dan pengadilan dapat memerintahkan untuk 

pemusnahan barangljasa yang melanggar atau tindakan lainnya (Pasal 14-Pasal 

16). Dalam Pasal 36 dari Trade Marks Act 1994 diatur mengenai Merek asing 

yang ingin mendapatkan perlindungan hukum di wilayah Inggris, terdapat 

beberapa syarat agar Merek asing tersebut dilindungi yaitu : 

1 ) Merek asing tersebut berasal dari negara koloni/persemakmuran. 

2) Merek asing tersebut berasal dari negara, dimana Pemerintahan Kerajaan 

Inggris telah menandatangani perjanjiadkonvensi dari negara Merek asing 

itu berasal atas dasar perjanjian timbal balik mengenai perlindungan Merek. 

Pendaftaran Merek dilakuk~n dengan cara mengajukan permohonan 

pendaftaran ke kantor Merek di Inggris, kemudian permohonan akan diperiksa 

dan dicari apakah memiliki nilai kesamaan dengan Merek yang telah terdaftar 

sampai batas waktu yang dianggap perlu (Pasal 37), apabila tidak memiliki nilai 

kesamaan dengan Merek yang telah terdaftar, maka permohonan Merek tersebut 

akan dipublikasikan dengan tujuan agar pihak yang merasa keberatan atas 

permohonan itu dapat mengajukan keberatannya sampai dengan batas waktu 

yang ditentukan (Pasal 38). Merek dagang akan diterima pendaftarannya apabila 



tidak ada keberatan yang diajukan pada masa publikasi permohonan, dan akan 

diterbitkan sertifikatnya dengan tanggal terdaftar adalah berupa tanggal 

permohonan pendaftaran (Pasal40). 

Jangka waktu perlindungan Merek dagang di Inggris menurut Pasal 42 

Trade Marks Act 1994 adalah selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran, dan 

dapat diperpanjang kembali untuk 10 tahun kedepan. Permohonan perpanjangan 

harus sudah dilakukan minimal 6 bulan sebelum jangka waktunya berakhir, dan 

tanggal berlakunya perpanjangan jangka wa'ktu adalah setelah masa berlaku 

perlindungan pertama habis (Pasal43). 

Di negara Inggris suatu Merek dagang yang telah terdaftar dapat dicabut 

kembali perlindungan hukumnya menurut Pasal 46 Trade Marks Act 1994 yaitu 

apabila Merek dagang tersebut : 

(1) Dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal terdaftar tidak digunakan di 

Inggris 

(2) Penggunaan Merek tersebut telah ditangguhkan untuk jangka waktu lebih 

dari 5 tahun 

(3) Merek dagang tersebut telah menjadi nama umum dalam perdagangan untuk 

barangj asa 

(4) Apabila penggunaannya menimbulkan penyesatan bagi masyarakat perihal 

sifat, kualitas, atau asal geografis dari suatu barangjasa. 



Merek di Inggris tidak hanya kata-kata tetapi termasuk juga Visual, 

bentuWgambar 3 dimensi, suara, warm atau bau.I7O Praktik Merek terkenal di 

Inggris juga mensiaratkan terdapatnya unsur reputasi dari Merek terkenal 

tersebut, yaitu apabila telah dikenal oleh masyarakat luas pada lintas sektor 

negara. Perlindungan terhadap Merek terkenal mengacu pada ketentuan Pasal 6 

bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs, yang juga diadopsi oleh 

banyak negara, menurut Pasal tersebut status Merek terkenal hanya ada dalam 

hubugannya dengan pengetahuan atau pengenalan Merek oleh masyarakat di 

bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang 

didapat sebagai hasil promosi dari suatu Merek. Dalam Perjanjian TRIPs banyak 

memberikan rumusan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan suatu 

Merek dapat dikategorikan sebagai Merek terkenal atau tidak terkenal. Hal 

menarik di Inggris yang dapat didaftar sebagai Merek dan dilindungi juga 

termasuk bentuWgambar 3 dimensi , visual, warna atau bau. 

Merek seperti yang dikenal di Cina, dan Inggris seperti bentuW gambar 3 

demensi, visual, warna dan bau tidak diatur dalam undang-undang Merek 

Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, 

dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 

170 Baca juga Michael Spence, Intellectual Properly, New York, Oxford University Press 
2007), hlm. 9, bahwa This includes not only signs that might commonly be thought of as rrade marks, 
but also such 'signs' as sound and the shapes of consumer products. Even a particular odour coz~ld in 
theoiy be a trade mark i f  an appropriate means could be found to represent it graphically. 



tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa. 

Sedangkan menurut Menurut perjanjian TRIP'S pasal 15 ayat ( 1 ) 

menyebutkan : 

Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the 
goods or services of one undertaking from those of other undertakings, 
shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular 
words including personal names, letters, numerals, figurative elements 
and combinations of colours as well as any combination of such signs, 
shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not 
inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, 
Members may make registrability depend on distinctiveness acquired 
through use. Members may require, as a condition of registration, that 
signs be visually perceptible. 

Dalam terjemahan kasarnya adalah bahwa Merek adalah setiap tanda, 

atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa 

satu dari yang lain, dapat membentuk Merek. Tanda-tanda tersebut, terutama 

yang berupa kata-kata termasuk narna orang, huruf, angka, unsur figuratif dan 

kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat 

didaftarkan sebagai Merek. Sehingga pengaturan Merek berbeda antara negara 

yang satu dengan yang lain, sekalipun secara internasional telah ada sebuah 

perjanjian yang dipat digunakan sebagai landasan untuk menyeragamkan 

peraturan Merek di masing-masing negara. 

Dari perbandingan beberapa negara tersebut pada umumnya dalam 

memberikan perlindungan Merek menggunakan sistem pendaftaran, bahwa 



perlindungan hak atas sebuah Merek diberikan kepada Merek yang terdaftar. 

Hanya ada beberapa yang masih ada yang menganut dua sistem, yaitu sistem 

pendaftaran dan pemakaian pertama. 

Seperti di Amerika Serikat mengenal dua sistem pendaftaran Merek, 

sebagaimana di atur dalam Lanham Act (UU Merek Amerika Serikat), sehingga 

dalam menentukan hak Merek juga mengenal dua sistem hak, yaitu "sistem 

pemakai pertama" dan "sistem pendaftaran". 

Sedangkan sistem penentuan hak Merek di Cina juga berdasarkan 

pendaftaran. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Cina, penentuan hak 

atas Merek juga didasarkan pada pendaftaran. Menurut UU Merek, hak eksklusif 

untuk menggunakan Merek dagang hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran 

Merek tersebut. Perlindungan hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang 

terdafiar (selanjutnya disebut sebagai "hak Merek dagang eksklusif') adalah 

tujuan dari UU Merek dan inti dari sistem hukum Cina tentang Merek dagang. 

Sistem hak Merek bedasarkan hukum Merek di Jepang, bahwa yang 

menjadi dasar hak Merek adalah pendaftaran. Ciri sistem Merek Jepang adalah 

sistem pendaftaran pertama Virst to file principle) atau Sistem Konstitutif.I7' 

Permohonan Merek dagang atau Merek jasa yang terlebih dahulu diajukan akan 

memperoleh hak atas Merek lebih dulu dari yang mengajukan kemudian. 

Sedangkan di Singapura juga menganut sistem penentuan hak Merek 

beidasarkan pendaftaran, namun demikian sekalipun di Singapura pada dasarnya 

171 Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, op cit, hlm. 9 



perlindungan hukum diberikan kepada Merek terdaftar, tetapi terhadap Merek 

tidak terdaftar juga diberikan perlindungan hukum asal saja Merek tersebut 

mempunyai reputasi terkenal. 

Demikian pula di Ingggris penentuan hak Merek juga didasarkan atas 

pendaftaran, bahwa hak milik atas Merek terdafiar memperoleh perlindungan 

utama berdasarkan hukum Merek yang terkandung dalam TMA. Sebagaimana 

dinyatakan, The principal properietary regime for the protection of marketing 

assets is, of course, the law of registered trade marks contained in the TM.'72 

Sedangkan di Indonesia sendiri menganut Sistem Konstitutif Grst to 

file), namun masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek tidak terdaftsr 

dengan pembatasan, seperti dalam ha1 penolakan pendaftaran Merek dengan 

menentukan bahwa pendaftaran Merek dapat ditolak apabila sama pada 

pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak 

lain (dalam arti tidak terdaftar), dan ketentuan tentang pembatalan dengan 

memberikan kemungkinan bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk 

mengajukan pembatalan Merek terdaftar. Hanya sayangnya pemberian 

perlindungan Merek tidak terdaftar dengan memperbolehkan pemilik Merek 

tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar, bahkan tanpa 

syarat terkenal ini memperlemah pemberlakuan Sistem Konstitutif, sehingga 

tidak konsisten. 

172 Michael Spence, op cit. hlm. 245 
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Perbedaan lain dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa "kemasan" 

suatu produk atau "aroma" suatu parfum misalnya tidak boleh dikategorikan 

sebagai Merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan Merek di negara- 

negara Uni Eropa, misalnya Inggris dan Jerman yang membolehkan "kemasan" 

dan "aromay' diterima perndafiarannya sebagai Merek apabila memiliki daya 

pembeda dengan Merek 1ai11n~a.l~~ 

173 Sutrisno dan Fauzul Ali W, Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di 
Indonesia (Tinjauan Yuridis UU no. 15 Tahun 2001), Jurnal Liga Hukum, Vol2  no. 1 ,  (Januari 2010), 
hlm. 96 



BAB I11 

PERGESERAN SISTEM "DEKLARATIF' KE DALAM SISTEM 

bbKONSTITUTIF' DALAM PENDAFTARAN MEREK 

A. Pembahasan Perubahan Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif 

dalam RUU Tentang Merek 1992 

Sebagaimana awal terjadinya perubahan Sistem Deklaratif ke dalam 

Sistem Konstitutif dimulai dari pembahasan RUU Merek pada Tahun 1991, yang 

kemudian RUU tersebut berhasil disahkan menjadi UU pada Tahun 1992. RUU 

Merek 1992 berasal dari usul inisiatif pemerintah dengan melihat berbagai 

perkembangan yang terjadi khususnya di bidang Merek. Perubahan substansi dari 

undang-undang Merek Tahun 196 1 ke dalam undang-undang Merek Tahun 1992 

adalah terkait dengan sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran Merek berubah dari 

Sistem Deklaratif menjadi Sistem Konstitutif, berhubung sistem yang disebut 

terakhir yaitu Sistem Konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dari 

pada Sistem Deklaratif.' Kepastian hukum menjadi suatu kebutuhan terutama 

bagi para pelaku usaha, termasuk yang berhubungan dengan penggunaan Merek. 

Kepastian hukum tersebut tentunya diharapkan baik dalarn segi pengaturan 

maupun dari aspek penegak hukumnya. Dengan pendaftaran Merek menjadi 

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dat~ Dimensi 
Hukumnya di Indonesia, (Bandung : Alumni 2003), hlm. 309. 



suatu kewajiban timbulnya hak akan menimbulkan kepastian hak dengan bukti 

sertifikatnya, demikian pula dalam ha1 penegak hukumnya akan lebih mudah 

pembuktiannya. 

Sistem Deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi 

Mereka yang menggunakan Merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin 

kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia 

~ s a h a . ~  Dalam ha1 terjadi sengketa sulit pembuktiannya, karena pemilik harus 

membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama Merek yang bersangkutan. 

Untuk membuktikan bahwa seseorang sebagai pemakai pertama atas sebuah 

Merek tidak mudah, tanpa adanya bukti-bukti formal yang mendukung. Sedang 

untuk cukup dan belum cukupnya pembuktian itu tergantung dari keadaan yang 

sebenarnya mendurut pendapat hakim. Dengan kondisi demikian rentan 

terjadinya sengketa Merek, karena seseorang asal saja memakai Merek tanpa 

dibuktikan sebaliknya dianggap pemilik dan tidak ada ketertiban dalam 

pengadministrasian Merek. Kegiatan usaha dijalankan tidak sesaat tetapi secara 

terus menerus dalam jangka yang panjang dan memerlukan perhitungan- 

perhitungan, sehingga diperlukan kepastian hukum yang menjamin bahwa 

sebuah usaha dapat berjalan dalarn jangka waktu yang panjang. Persengketaan 

yang timbul dalam dunia usaha bagi pihak-pihak akan menimbulkan hambatan 

dalam kelangsungan usahanya. Beberapa keterangan baik dari Pemerintah 

ibid 
Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengantar Dasar 

Hukum Dagang 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, (Jakarta : PT Djambatan, 1987), hlm. 94. 



maupun DPR melalui rapat pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, diuraikan 

sebagai berikut : 

A.1. Keterangan Pemerintah Terhadap RUU 

Dalam keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Merek yang dimuat 

dalam Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI, yang dalam ha1 ini diwakili oleh 

Ismail Saleh, SH selaku Menteri Kehakiman, dihadapam Fraksi-Fraksi yaitu 

Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dikemukakan antara lain : 

Dalam pengelolaan "lntellectual Property Rights" pengalaman di bidang 

Merek adalah yang paling lama. Sekalipun demikian, selama waktu itu pula kita 

disibukkan dengan berbagai masalah hukum di bidang Merek. Banyaknya 

penggunaan secara melawan hukum atas Merek terdaftar oleh pihak lain, maka 

banyaknya penyelesaian melalui lembaga peradilan setidaknya memberikan salah 

satu pertanda tentang berjalannya sistem hukum Merek tersebut. Tetapi kalau 

masalah yang timbul dan ha1 itu ternyata berlangsung dengan intensitas yang 

tinggi, bermula dari prinsip-prinsip dalarn undang-undang yang dinilai kurang 

sesuai dengan norma-norma yang hidup, diterima dan digunakan dalam praktek 

kegiatan perekonomian, maka sudah pula saatnya dilakukan peninjauan ulang 



terhadap prinsip-prinsip tadi, kalau perlu menata ulang secara mendasar terhadap 

sistem secara keselur~an.~ 

Sejak awal dasa warsa delapan puluhan, masalah demi masalah, sengketa 

demi sengketa di bidang Merek telah mewarnai kehidupan usaha dan kegiatan 

peradilan di Indonesia. Bilamana diteliti, sebagian besar masalah atau sengketa 

tersebut berawal dari gugatan terhadap pendaftar dan pemakaian sesuatu Merek 

oleh satu pihak yang dilakukan oleh pihak lain yang menyatakan lebih berhak 

atas Merek yang bersangkutan. 

Bahwa UU Nomor 21 Tahun 1961 dibangun di atas Prinsip Pemakaian 

Pertama, yang dikenal dengan Sistem Deklaratif. Dalam sistem ini ditegaskan, 

bahwa perlindungan hukum atas suatu Merek didasarkan kepada pemakaian 

pertama kali di Indonesia, untuk barang yang sejenis. Bilamana seseorang 

pertama kali mendaftarkan sesuatu Merek di Indonesia akan menimbulkan 

anggapan hukum sebagai pemakai pertama Merek yang bersangkutan, kecuali 

terbukti sebaliknya (presumption i u r i ~ ) . ~  Pendaftaran bukan merupakan syarat 

untuk membuktikan kepemilikan hak Merek, tetapi yang menentukan adalah 

Sekretariat Jenderal DPR RI, Proses Pembahasan Rencana Undang-Undang Tentang 
Merek, Buku I ,  (Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI, 1993), hlm. 73-75 

Baca juga Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, 
Teori, dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2014), hlm.255, bahwa Sistem 
Deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftar itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan 
hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (rechtsvermoeden), atau presemption iuris bahwa 
pihak yang Mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut dan sebagai pemakai 
pertama dari Merek yang didaftarkan. 



pemakai terdahuh6 Sistem ini secara mendasar telah menimbulkan keadaan 

yang tidak menguntungkan iklim usaha pada umumnya. Sistem Deklaratif yang 

mendasarkan 'pada perlindungan hukum bagi Mereka yang menggunakan Merek 

terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan 

persoalan dan hambatan dalam dunia usaha7 

Sistem serupa itu pada kenyataannya hanya didasarkan atas anggapan 

"kebenaran formal" dan tidak atas "kebenaran material", sehingga tidak 

memberikan kepastian hukum. Dengan anggapan tersebut seseorang akan dengan 

mudah menjadi pemilik Merek hanya karena memakai suatu Merek pertama di 

Indonesia dan kemudian mendaftarkannya. Anggapan tersebut tetap berlaku 

sekalipun ia mengetahui bahwa Merek tersebut telah dimiliki atau dipakai oleh 

orang lain, apalagi kalau ha1 itu berlangsung di luar wilayah negara Indonesia. 

Sehingga yang menjadi tujuan akhirnya adalah bukan "Merek dagang" tetapi 

sebaliknya, yaitu "dagang Merek.  

Sementara itu pemilik Merek aslinya sendiri harus gigit jari karena amat 

dirugikan. Padahal pemilik Merek asli itulah yang bekerj a keras membangun 

citra Merek itu, tetapi orang lain yang menikmatinya tanpa bersusah payah. 

Perkara-perkara yang selama ini banyak diperiksa oleh lembaga peradilan 

menunjukkan bahwa, ha1 ini banyak berlangsung terutama terhadap Merek yang 

Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean, 
(Jakarta : Sinar Grafika 1996), hlm. 69. 

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Inrelekfual, Perlindungan dun Dimensi 
Hukumnya di Indonesia, (Bandung : PT.Alumni 2003) hlm.309 



pemakaiannya telah dikenal luas atau telah dikenal tetapi belum terdafiar di 

kantor Merek. 

Dalam ha1 demikian, sekalipun sudah dipakai pada barang yaag terdapat 

di pasar, tetapi dengan mendaftarkan terlebih dahulu, Mereka yang mendaftarkan 

itupun akan diangap sebagai pemakai pertama dan karenanya dianggap pula 

berhak atas Merek yang bersangkutan. Keadaan ini lebih bertambah parah karena 

sistem Merek selama ini tidak memberi kesempatan kepada pihak lain yang 

sebenarnya yang berhak untuk mengetahui secara dini adanya permintaan 

pendaftaran dan melakukan tindakan hukum guna mempertahankan hak-haknya. 

Misalnya mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran sebelum 

permintaan tersebut diperiksa dan inemperoleh keputusan tentang dapat atau 

tidaknya di dafiar. 

Sistem Merek berdasar UU Nomor 21 Tahun 1961 pada dasarnya tidak 

mengenal lembaga pengumuman, kecuali setelah permintaan pendaftaran Merek 

disetujui dan dicatat oleh kantor Merek. Artinya gugatan baru dapat diajukan 

setelah Merek terdaftar, itupun hanya dapat dilakukan dalam waktu sembilan 

bulan setelah diunlumkannya pendaftaran Merek tersebut dalam Tambahan 

Berita Negara. Belum lagi masalah proses pengumuman dalam Tambahan 

Berita Negara. Dengan belum adanya pengumuman dalarn Tambahan Berita 

Baca juga Punvosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang, (Jakarta : 
Djambatan, 1987), hlm.102, bahwa Dalam jangka waktu 9 bulan setelah tanggal pengumuman Merek 
dalam Tambahan Berita negara Republik Indonesia, maka masyarakat diberi hak untuk mengajukan 
permohonan pembatalan. 



Negara, maka gugatan untuk membatalkan pendaftaran, pada akhirnya gugatan 

akan tertunda atau bahkan secara hukum tidak dapat dilakukan. Karenanya dapat 

dibayangkan berapa besar kerugian finansial yang akan diderita oleh pemilik 

Merek yang sesungguhnya oleh keadaan seperti itu. 

Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam UU Nomor 21 

Tahun 1961 pada dasarnya diangkat dari prinsip-prinsip serupa dalam Konvensi 

Paris yang dijabarkan menjelang dan setelah perang dunia ke I I . ~  Konvensi Paris 

adalah perjanjian internasional yang mengatur masalah paten, Merek, desain 

produk industri dan ketentuan-ketentuan lain dalam rangka menanggulangi 

persaingan yang tidak jujur. Konvensi tersebut disahkan pada Tahun 1883 dan 

hingga kini telah diubah beberapa kali dengan menghasilkan naskah yang 

berbeda. Perubahan tersebut antara lain masing-masing disahkan di Brussels 

Tahun 1900, di Washington Tahun 19 1 1, di Den Haag Tahun 1925, di London 

Tahun 1934, di Lisabon Tahun 1958, di Stockholm Tahun 1967, dan di Jenewa 

Tahun 1979. 

Oleh karena kelahiran undang-undang Merek tahun 196 1 dalam situasi 

demikian, masih cukup sederhana, terlihat dari pengaturan yang ada di dalamnya, 

seperti pengaturan upaya hukum bagi pemilik Merek yang sah, untuk 

Muhamad Djumhana dan Djubaedillan, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan 
Prakteknya di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 21 1, bahwa Materi Undang- 
Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan bertitik tolak dari 
konsepsi hukum Merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia 11. 



memperoleh hak atas Mereknya kembali diatur secara singkat, juga masih 

didasarkan pada Gugatan Perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) 

pasal 1365 Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer), sedang tuntutan gantirugi 

ataupun tuntutan pidana belum diatur.IO 

Apabila prinsip-prinsip yang terjabar hingga Tahun 1958 tersebut 

kemudian diterima oleh UU no. 21 Tahun 1961, maka timbul berbagai masalah 

terutama terjadi pertengahan Tahun 1970 an menjadi mudah dipahami. Norma 

dan tatanan niaga telah berubah dan berkembang pesat kalau dibandingkan 

dengan norma dan tatanan menjelang perang dunia ke dua dan dasawarsa 

berikutnya. Selera masyarakat pun juga ikut berubah. Pemakaian dan 

penggunaan barang dengan Merek terkenal, tidak peduli asli atau palsu, 

memberikan rasa kepuasan dan kebangaan tersendiri bagi para pemakainya. 

Masyarakat seakan-akan sudah hanyut ke arah apa yang dinamakan "label 

minded-society". Praktek pemalsuan Merek tersebut berpengaruh juga terhadap 

masyarakat (Indonesia), dimana masyarakat (Indonesia) kita ada kecenderungan 

berorientasi terhadap pemakaian produk-produk luar negeri (label minded), 

terlebih produk tersebut merupakan produk dari Merek terkenal." 

Skala investasi dan kemajuan teknologi bahkan telah mendorong 

tumbuhnya kebutuhan akan pasar lebih luas. Pasar dengan wilayah negara tidak 

lagi dirasa cukup. Apa yang hari ini dibuat di suatu negara, dengan kemajuan 

' O  ibid 
" Ismael Saleh, "Hukunz dan Ekonomi", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1990) 

hlm. 51. 



teknologi informasi dan transportasi, besuk lusa atau minggu depan telah tersaji 

di pasar negara lain. Dalam kecenderungan seperti ini, tatanan dan praktek niaga 

membutuhkan dunia sebagai pasar, memakai ungkapan yang akhir-akhir ini 

sering terdengar, yang kini berlangsung adalah globalisasi pasar. Pada gilirannya, 

perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam perlindungan 

hukum terhadap Merek yang digunakan pada pokok produk yang 

diperdagangkan. 

Bagi pemerintah, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

tentang Merek juga dimaksudkan untuk menyesuaikan, dan megantisipasi 

perkembangan norma dan kebutuhan dalam praktek perdagangan sekarang dan 

di masa yang akan datang. Sudah barang tentu, ha1 itupun tetap dilakukan dengan 

memperhatikan batas-batas kemarnpuan, kondisi dan kebutuhan. Oleh sebab itu 

dalam penyusunan RUU ini Pemerintah sangat memperhatikan berbagai 

masukan berupa pendapat dan saran dari masyarakat usaha ataupun kalangan 

ahli. Tujuannya memperoleh masukan sebanyak dan selengkap mungkin 

mengenai problem yang dihadapi dan jalan pemecahan yang diperlukan. Hasil- 

hasil konsultasi dengan para ahli baik dalam kerja sama dengan WIPO (The 

World Intellectual Property Organizution), yaitu badan khsusus PBB yang 

mengadministrasikan perjanjian-perjanjian Internasional di bidang "Intellectual 

Property Rights" ataupun dalam rangka bilateral, telah pula dipertimbangkan 

dalam penyusunan RUU ini. 



Perubahan pengaturan Merek selalu dipengaruhi oleh keikutsertaan 

Indonesia dalam ratifikasi beberapa konvensi Internasional. Bahwa yang menjadi 

pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang 

telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dirasakan menjadi sangat penting terutama 

untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Untuk itu 

diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. l 2  

Dari latar belakang tadi maka yang menjadi pokok-pokok pemikiran yang 

melandasi dan tertuang dalam RUU tentang Merek adalah sebagai berikut : 

Pertama, lingkup pengaturan Merek dalam RUU dibuat seluas mungkin. 

Untuk itu judul yang dipilih sederhana, singkat, luwes, tetapi bermakna luas. 

Berbeda dengan uu yang lama, yang membatasi pada Merek perusahaan dan 

Merek perniagaan, RUU ini hanya menggunakan judul Merek. Hal ini antara lain 

karena Merek perusahaan dan Merek perniagaan pada dasarnya hanya secara 

praktis mengacu pada siapa yang berhak atas Merek tersebut. Sementara itu dari 

segi obyek keduanya mengacu pada ha1 yang sama yaitu Merek dagang, 

sedangkan obyek yang lain yaitu Merek jasa sama sekali tidak dijangkau. 

Dengan pemakaian judul Merek saja, maka lingkup jangkauannya dapat meluas 

dan menjangkau baik Merek dagang maupun Merek jasa. Demikian pula aspek 

narna dagang yang pada dasarnya juga tenvujud sebagai Merek telah pula 

l 2  Rahmi Jenet, Hukurn Merek (Tradernai-k Law), Dalarn Era Global & Integrasi Ekonomi, 
(Jakarta Prenadamedia Group, 2015), hlm. 16 
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tertampung di dalamnya. Lebih dari itu kebutuhan Merek lain yang dikenal 

dapat pula ditampung, seperti Merek kolektif. Pada dasamya, sesuai 

perkembangan keadaan dapat pula diatur lebih lanjut beberapa aspek lain dari 

Merek seperti "Cert@cation marks", "associate marks" dan lain-lainnya. 

Kedua, RUU tidak lagi menggunakan prinsip pemakaian pertama yang 

lazim dikenal dengan Sistem Deklaratif. Tapi mendasarkan pada prinsip 

pendafiaran yang dikenal dengan Sistem Konstitutif, bahwa pendaftaran 

menimbulkan hak. l 3  Salah satu pertimbangannya adalah : lebih tenvujudnya 

kepastian hukum. Seperti dijelaskan di bagian awal keterangan pemerintah, 

Sistem Deklaratif yang selama ini digunakan pada dasarnya lebih bertumpu pada 

semacam anggapan hukum saja, bahwa barangsiapa memakai Merek untuk 

pertama kali di Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang 

bersangkutan, atau bahkan sebagai pemiliknya. Bersamaan dengan itu Mereka 

yang mendaftarkan Merek juga dianggap sebagai pemakai yang pertarna, kecuali 

ada bukti sebaliknya. Anggapan hukum seperti itu bukan saja dalam praktek 

telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga melahirkan banyak 

persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dari segi hukum, permasalahan 

tersebut juga menimbulkan kesulitan yang tidak sederhana. Karena pertimbangan 

13 Sudargo Gautama, Hak M i k  Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS, 
GAAT Putaran Uruguay (1994), Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.19, sejalan dengan 
perjanjian TFUPs, bahwa pemilik Merek yang terdaftar akan mempunyai hak eksklusif untuk melarang 
pihak ketiga, yang tidak ~nempunyai persetujuannya, untuk memakai Merek yang sama atau serupa 
untuk barang-barang atau jasa yang sama atau menyerupai dengan barang atau jasa untuk mana Merek 
bersangkutan telah didaftarkan. 



itulah, RUU ini menerapkan Sistem Konstitutif. Dalam sistem yang baru ini 

ditumbuhkan prinsip, bahwa perlindungan hukum atas Merek hanya akan 

berlangsung apabila Merek tersebut dimintakan pendaftaran. 

Ketiga, agar pendaftaran tersebut dapat berlangsung tertib, 

pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan formal 

saja. Dalam sistem yang baru ini, diintroduksi adanya pengumuman permintaan 

pendaftaran suatu Merek. Dengan adanya pengumuman tersebut, masyarakat 

mendapat inforrnasi se has-luasnya, sehingga dapat memberi kesempatan bagi 

masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan tersebut untuk mengajukan 

pandangan atau keberatan. Baru setelah dilakukan pemeriksaan substantif apakah 

permintaan pendaftaran dapat disetujui ataukah ditolak. Dengan mekanisme yang 

baru ini, bukan saja problema yang selama ini melingkupi pengelolaan Merek 

atas dasar Sistem Deklaratif diharapkan dapat teratasi, tetapi keikutsertaan 

masyarakat dalarn sistem Merek dapat ditumbuhkan. Dalam hubungan ini 

dipertegas kemungkinan penghapusan dan pembatalan Merek yang terdaftar, atas 

dasar alasan dan dengan tata cara tertentu. 

Keempat, diakomodasinya kemungkinan permintaan pendaftaran Merek 

menggunakan hak prioritas. Hal ini diperlukan karena UU no. 21 Tahun 1961 

sama sekali menutup kemungkinan ini. Sebagai negara yang ikut serta dalam 

perjanjian internasional (Konvensi Paris) yang antara lain memberikan 

perlindungan Merek sudah sepantasnya bilamana Indonesia juga mulai 

mengakomodasi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. 



Kelima, RUU juga mengatur kemungkinan pengalihan hak atas Merek 

berdasarkan lisensi. UU nomor 2 1 Tahun 196 1 meniadakan kemungkinail 

tersebut, mengingat ha1 itu hanya dapat dilakukan bilamana sebagian atau seluruh 

usaha juga dialihkan. Ketentuan ini dinilai menghambat kelancaran kegiatan 

usaha, disamping tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan 

usaha itu sendiri. 

Keenam, RUU ini juga mengintroduksi ancaman pidana terhadap bentuk- 

bentuk pelanggaran di bidang Merek, yang pada dasarnya dapat dikualifikasi 

sebagai tindak pidana pemalsuan dan persaingan curang. Selain itu terhadap 

kegiatan penyebarluasan barang-barang hasil tindak pidana tersebut, yang pada 

akhirnya juga merugikan masyarakat sebagai konsumen, diberikan pula ancaman 

pidananya. Ketentuan ini tidak ada dalam UU Nomor 2 1 Tahun 1961 .I4 

A.2. Pemandangan Umum Para Anggota Dewan 

a. Fraksi Karya Pembangunan 

Salah satu ha1 yang cukup mendasar dalam RUU adalah perubahan 

sistem dari Prinsip Pemakai Pertama (Sistem Deklaratif) yang diatur dalam 

UU Nomor 2 1 Tahun 196 1, ke dalam sistem yang mendasarkan pada prinsip 

pendaftaran (Sistem Konstitutif). Sebagaimana dijelaskan pemerintah, UU 

Nomor 21 Tahun 1961 yang memakai Sistem Deklaratif memang sudah 

14 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cit, hlm. 76-78 



ketinggalan jaman dan banyak mempunyai kelemahan, tetapi sebenarnya ia 

juga mempunyai beberapa ha1 yang positif dan menguntungkan. 

Mengingat bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas dan 

perhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya belum semudah dan 

secepat waktu yang diperlukan untuk pendafiaran Merek, maka stelsel 

deklaratif dianggapnya lebih lebih cocok. Dipihak lain seseorang pemakai 

Merek yang benar-benar menggunakannya meskipun tidak terdaftar dalam 

Sistem Deklaratif tetap dilindungi oleh hukum sepanjang ia dapat 

membuktikan sebagai pemakai pertama. Berbeda dengan Sistem Deklaratif, 

dalam Sistem Konstitutif dapat terjadi suatu Merek terdaftar tetapi tidak 

secara efektif dipakai, karena ada ketentuan tentang batas waktu sampai 3 

(tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam RUU, tetapi secara hukum ia 

lebih kuat dari pada orang yang benar-benar memakai Merek tersebut 

meskipun sudah lama tetapi belum terdaftar. 

Perlu ditegaskan bahwa FKP tetap men~beri dukungan untuk 

pemberlakuan Sistem Konstitutif, karena lebih memberikan jaminan 

kepastian hukum. Namun demikian mengharapkan penjelasan pemerintah 

bagaimana melindungi pemakai pertarna yang beritikad baik dalam kasus- 

kasus demikian. Apakah ada alternatif untuk mengakomodir hal-ha1 yang 

positif dalam stelsel deklaratif guna diatur dalam UU Merek seperti 



pemikiran "Stelsel gabungan". l 5  Bagi pengusaha kecil industri rumah 

tangga, pengrajin tradisional atau produksi yang pemasarannya hanya 

terbatas dalam wilayah tertentu, umpamanya diberikan pengecualian khusus, 

sehingga yang bersangkutan dapat memakai Merek sendiri untuk 

perdagangan barang dan jasa sepanjang tidak melanggar ketentuan lainnya. 

Dapatkah dalam RUU diatur sejenis hak atas "Merek sederhana" untuk 

melindungi pengusaha kecil tersebut yang dapat dikecualikan dari kewajiban 

pendadftaran. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi pengusaha kecil 

yang pada umumnya berdomisili di wilayah jauh dari perkotaan. 

Dalam RUU disebutkan bahwa permintaan pendaftaran Merek 

ditolak salah satunya apabila merupakan Merek dan nama badan hukum 

yang sudah dimiliki orang lain yang sudah terkenal, perlu dipertanyakan : 

(1) Kriteria terkenal menjadi relatif karena dalam penjelasan hanya disebut 

dengan memperhatikan pengetahuan umum mengenai Merek dan nama 

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Apakah dapat dijadikan 

alternatif bila Merek dan nama badan hukum terkenal tersebut 

selanjutnya disusun daftar yang secara berkala ditetapkan dengan SK 

Menteri. 

15 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cit, hlm. 98 
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(2) Bagaimana apabila Merek yang ingin didaftarkan hanya "mirip" atau 

hanya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek atau nama 

badan hukum terkenal.16 

b. Fraksi Persatuan Pembangunan 

Pengaturan masalah Merek bukanlah masalah yang baru, Merek telah 

diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan 

Merek Perniagaan, yang merupakan pengganti dari peraturan tentang Merek 

yang sebelumnya telah berlaku, yaitu peraturan dari jaman Hindia belanda 

yang terkenal dengan nama Reglement Industriele Eigendom Tahun 19 12 

S.1912 nomor : 545. Disamping itu sejak tahun 1934 Indonesia yang waktu 

itu masih sebagai Hindia Belanda telah terikat pula dengan Konvensi Paris 

Union yang mengatur masalah-masalah Merek dalam taraf Intemasional. 

Dengan demikian pengalaman negara dalam ha1 pengelolaan Intellectual 

Property Rights terutarna masalah Merek sudah cukup lama. 

Walaupun pengetahuan bangsa Indonesia dalam ha1 Merek telah 

cukup lama, tetapi dunia usaha. selalu disibukkan dengan berbagai 

permasalahan dibidang Merek, yang pada umumnya bermula dari prinsip- 

prinsip dalam UU no. 21 Tahun 1961 yang dinilai kurang sesuai dengan 

norma-norma yang hidup dan berkembang dalam praktek kegiatan usaha. 

16 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cit, hlm. 101 



Sejak awal dasawarsa delapan puluhan yang lalu, dinamika usaha dan dunia 

perindustrian menghadapi masalah demi masalah dan sengketa demi 

sengketa di bidang Merek di peradilan. 

Kasus perkara Merek Tancho antara PT. Tancho Indonesia yaitu 

suatu joint venture yang didirikan antara Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho 

Co Ltd.) dan NV. The City Factory Jakarta, berlawanan dengan Wong A 

Kiong (Firma Tokyo Osaka). Demikian pula Kasus perkara Y.K.K yaitu 

antara perusahaan Yoshida Kogya Kabushiki Kaisha, berlawanan dengan PT. 

Kuda Mas Jaya. Dalam banyak lagi kasus-kasus yang menarik dalam 

masalah Merek, dan kalau dipelajari secara cermat pada umumnya bermula 

dari pendaftaran dan pemakaian pertama suatu Merek oleh suatu pihak yang 

dilakukan oleh pihak lain yang menyatakan lebih berhak atas Merek 

tersebut. 

Undang-undang nomor 2 1 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan 

dan Merek Perniagaan bertitik tolak dari konsepsi pemakaian pertama atau 

dikenal dengan Sistem Deklaratif. Prinsip utama yang diatur dalam undang- 

undang Merek ini adalah hak Merek diperoleh melalui pemakaian pertama 

kali (first to use system atau stelsel deklaratzj), artinya anggapan hukum 

timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat 

terbukti sebaliknya. l 7  

17 Rahmi Jened, Hukum Merek. Trademark Law, dalam Era Global & Integrasi 
Ekonomi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 15 



Dalam sistem ini ditentukan bahwa perlindungan hukum ata, suatu 

Merek diberikan atas pemakaian pertama itu untuk pertama kali di Indonesia 

untuk mempertahankan haktlya itu tidak diperlukan pendaftaran terlebih 

dahulu. Dalarn pasal2 ayat (I)  disebutkan bahwa hak khusus untuk memakai 

suatu Merek diberikan kepada pemakai pertama dari Merek tersebut di 

Indonesia, pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama, tetapi apabila 

dikemudian hari ternyata ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa ia 

merupakan pemakai Merek pertama tersebut di Indonesia, maka dapat 

dibatalkan pendaftaran atas Merek tersebut. 

Sistem ini pada kenyataannya hanya didasarkan atas anggapan 

"kebenaran formal" dan tidak atas "kebenaran material". Keadaan demikian 

jelas tidak memberikan kepastian hukum, dan secara mendasar dapat pula 

menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi dunia usaha. 

Prinsip deklarasi sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara 

anggota Konvensi Paris, terutama sejak perubahan naskah yang terakhir dari 

Konvensi Paris yang dilakukan di Jeneva Tahun 1967. Perundang-undangan 

tentang Merek sejak lama telah menarik perhatian dari berbagai usaha dari 

Konvensi Internasional. Dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional 

pada era sekarang tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya 

perlindungan hukum atas Merek-Merek atau cap dagang. Persoalan- 

persoalan Merek selalu melintasi tapal batas nasional, karena ia bersifat 

internasional, apalagi pada era globalisasi pasar seperti sekarang. 



Fraksi Persatuan Pembangunan sependapat dengan pemerintah 

terhadap pokok pikiran yang melandasi dan dituangkan dalam RUU, 

terutarna dengan penggunaan Sistem Konstitutif, yaitu perlindungan hukum 

atas Merek hanya akan berlangsung apabila Merek tersebut dimintakan 

pendaftarannya, menggantikan prinsipl Sistem Deklaratif yang selama ini 

dipergunakan.' 

Penggunaan Sistem Konstitutif yang merupakan Stelsel Positif 

memang "lebih baik" jika dibandingkan dengan Sistem Deklaratif yang 

merupakan stelsel negatif, antara lain : 

1) Sistem Konstitutif lebih menjarnin kepastian hukum, karena dalam sistem 

ini dinyatakan secara tegas, bahwa pihak pendaftar pertama adalah pihak 

yang berhak atas Merek tersebut, dan tidak dapat diganggu gugat oleh 

pemakai Merek yang tidak diketahui ketika ia mendaftarkan Mereknya. 
C 

Berbeda dengan Sistem Deklaratif, bahwa pendaftaran hanyalah 

memberikan suatu dugaan hukum, bahwa orang atas nama siapa suatu 

Merek didaftarkan dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui 

sebagai pemakai pertama di Indonesia, dan karenanya dianggap sebagai 

pemilik dari Merek yang bersangkutan. Akan tetapi jika ada orang lain 

yang dapat membuktikan, bahwa haknya lebih kuat dari pihak pendaftar 

pertama tadi, maka si pendaftar pertama harus dibatalkan. 

18 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cit, hlm. 114-1 15 
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2) Pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Sistem 

Konstitutif lebih menguntungkan, karena pada negara yang sedang 

berkembang bila dianut Sistem Deklaratif seperti yang dianut dalam UU 

no. 21 Tahun 1961, akan sukar menelusuri secara pasti siapa pemakai 

pertama dari suatu Merek. 

Penggunaan Sistem Konstitutif yang diiringi pula dengan 

pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek, secara efektif dan 

tenggang waktu yang cukup, diharapkan akan menimbulkan "kepastian 

hukum dari rasa keadilan". 

Pokok-pokok pikiran dalam RUU sejalan pula dengan ketentuan- 

ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris, dimana Indonesia termasuk 

sebagai anggotanya. Diharapkan pula dunia usaha akan terhindar dari usaha- 

usaha pembajakan dan peniruan atas Merek-Merek terkenal baik dalam 

negara maupun luar negeri. 

c. Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PIbI) 

Sebagaimana pemerintah mengajukan alasan bahwa diajukannya 

RUU tentang Merek dikarenakan UU no. 21 Tahun 1961 tentzng Merek 

perusahaan dan Merek perniagaan mengandung banyak kelemahan- 

kelemahan, apakah itu dilihat dari sudut perlindungan bagi pemilik asli yang 

telah bersusah payah membangun citra suatu Merek, namun karena tidak 

mengetahui ketentuan hukum yang mengatur Merek di Indonesia, kalau 



Mereka dari luar wilayah Indonesia atau pengusaha kecil yang bertebaran di 

pelosok yang jauh dari Jakarta, sehingga belum mendaftarkan Mereknya ke 

kantor Merek, tahu-tahu telah didaftarkan oleh orang lain dan telah dimuat 

dalam Tarnbahan Berita negara, maka ia menurut hukum yang berlaku sah 

sebagai pemiliknya. Sedangkan pemilik asli kalau ingin mempertahankan 

haknya, dapat menggugat melalui Pengadilan dalam batas waktu 9 bulan 

sesudah diumumkan atau "membelinya" dari pemilik Merek yang telah 

mendafiarkannya tersebut. Dalam ha1 ini terjadilah dagang Merek, bukan 

kepastian hukum atas Merek dagang.19 

Pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan 

syarat mutlak bagi pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya. Karena 

itu, maka Sistem Deklaratif memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu kurang 

adanya kepastian hukum. Si pendaftar Merek masih dimungkinkan mendapat 

gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai Merek yang 

pertama adalah yang menggugat. Penggugat dimungkinkail untuk 

membuktikan bahwa dialah yang lebih pertarna memakai Merek 

dibandingkan dengan pihak pendaftar.20 Bertolak dari kelemahari-kelemahan 

yang dikandung dalam UU No. 21 Tahun 1961 yang menganut Sistem 

Deklaratif maka dalam UU tentang Merek yang diajukan pemerintah 

19 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cit, hlm. 122-123 
20 Rahmi Jened, op cit, hlm. 255 



bertolak pada asas perlindungan hukum atas Merek dengan menerapkan 

Sistem Konstitutif. 

Pada Tanggal 8 Febtuari 1992 terdapat tulisan Prof. Charles 

Himawan, S.H, Dewan Fakultas Hukum Universitas Indonesia diharian 

kompas dengan judul "Pemilikan Intelektual bukan alternatif '. Dalam tulisan 

tersebut digambarkan, Amerika Serikat menganggap W P O  tidak mampu 

lagi melindungi LLlntellectual Property (IP)" Amerika Serikat di pasar 

Internasional dan berpendapat ketidakmampuan ini sebagai salah satu sebab 

yang membuat neraca perdagangan menjadi negatif.21 Untuk memperbaiki 

neraca perdagangan selain memasukkan masalah IP dalam berbagai UU 

nasionalnya, Amerika Serikat juga mengambil langkah-langkah unilateral 

dan bilateral, seperti mengancam India dan Cina, akan mengambil langkah- 

langkah sepihak apabila tidak melindungi IP Amerika Serikat dan akhirnya 

diselesaikan melalui perjanjian bilateral. 

Dari kenyataan tersebut akhirnya disetujui masalah IP ini 

dimasukkan dalam agenda untuk dibicarakan secara multilateral agar IP 

ditempatkan di bawah naungan General Agreement on Tarzfl and Trade 

(GATT). Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

tergantung pada perdagangan yang pada akhirnya ditentukan oleh 

keunggulan komparatif dan tergantung banyak pada kemampuan teknologi 

21 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cit, hlm. 123 



suatu negara. Disinilah muncul argumentasi yang independent dan obyektif 

perlunya perlindungan IP suatu negara. 

WIPO sebagai badan khusus PBB yang mengadministrasikan 

perjanjian-perjanjian internasional di bidang Intelektual Property dapat 

memberlakukan ketentuan-ketentuan internasonal terhadap non-anggotanya. 

WIPO juga tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi, menyelesaikan 

sengketa yang timbul. WlPO juga tidak dapat mengendalikan dan 

menghukum pencuri IP anggota WIPO oleh pelaku atau negara yang non- 

anggotanya. 

Tidak demikian dengan GATT, yang dapat menjatuhkan sanksi 

terhadap negara yang melakukan unfair trade practice, atau terhadap negara 

yang tidak atau belum membentuk hukum yang memadai untuk 

perlindungan IP. 

Adanya problem tersebut mendapat perhatian yang sungguh- 

sungguh, bahwa adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara IP 

dengan perdagangan dan keterkaitan dengan dunia internasional. Apakah 

ketentuan-ketentuan yang dibentuk dalam sistem Intellectual Property 

Rights dalam RUU tentang Merek telah mengantisipasi fenomena tersebut, 

dan sejauhmana keterlibatan negara terhadap GATT. 



A.3. Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Anggora Dewan 

Atas RUU Tentang Merek. 

Masalah penting yang dipandang perlu untuk diberikan penjelasan adalah 

Sistem Konstitutif, yang akan menjadi tumpuan sistem Merek yang akan datang. 

Pemerintah telah menjelaskan, mengapa dalam RUU pemerintah memilih Sistem 

Konstitutif yang mendasarkan diri pada pendafiaran Merek, dan meninggalkan 

Sistem Deklaratif yang mendasarkan diri pada prinsip pemakaian pertama suatu 

Merek. Pada akhirnya pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan 

Sistem Deklaratif memang tidak memberikan kepastian hukum, sebab Sistem 

Deklaratif pada kenyataannya dan secara prinsip hanya menghasilkan anggapan 

tentang "kebenaran formal" saja, tidak ada kebenaran materil yang diwujudkan 

dari sistem ini. Berbagai permasalahan dan sengketa yang timbul dalam 

masyaakat, berpangkal dari keadaan tersebut. Hal ini pulalah yang secara pokok 

melandasi pemikiran untuk menggantinya dengan Sistem Pendaftaran (Sistem 

~onstitutif)." 

Berbagai masalah dan sengketa yang selama ini timbul menunjukkan, 

betapa pengadministrasian Sistem Merek dengan Sistem Deklaratif, bukan 

merupakan ha1 yang sederhana dan mudah bagi negara yang kemampuan 

administrasinya masih terbatas. Sistem Deklaratif yang pada mulanya tampak 

sederhana, tetapi konsekuensi dan kenyataannya justru hanya dapat dijalankan 

22 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cit, hlm. 136- 13!1 



dalam suatu negara yang masyarakatnya telah maju dan merata tingkat 

kemampuan dan pengetahuannya dalam mengelola serta memelihara Merek 

sebagai karya intelektual. 

Dengan begitu, sungguh terbalik bila kenyataan ini dihadapkan pada 

pendapat yang mengatakan bahwa Sistem Konstitutif hanya cocok bagi 

masyarakat di negara maju, sedangkan bagi masyarakat di negara berkembang 

lebih sesuai bila diterapkan Sistem Deklaratif. 

Perlu ditegaskan bahwa, kalau aspek kepastian hukum yang diinginkan, 

Sistem Konstitutif itulah yang memberi jawaban. Namun begitu pemerintah 

memahami bahwa sebenarnya kemampuan dan kualitas pelayanan itulah yang 

harus ditingkatkan, sehingga aspek kepastian hukum dapat dirasakan dm 

dinikmati secara rnerata, serta memberikan ketentraman kepada lapisan 

masyarakat usaha. 

Perhatian diberikan kepada masyarakat usaha yang memiliki dm 

menggunakan Merek terutama Mereka yang berusaha dalam skala usaha kecil 

dan bertempat kedudukan usaha yang jauh dari kantor Merek, maka peningkatan 

kemampuan dan kualitas pelayanan itu yang patut mendapat perhatian, sehingga 

dapat lebih dipertanggungjawabkan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum 

dan kepastian sistem. 

Hal ini dikemukakan agar tidak terjebak dalam dualisme sistem. Bahwa 

sistem apapun yang akan diterapkan, masyarakat usaha yang kecil tetap harus 

dibela kepentingannya, d m  Mereka jangan sampai menjadi korban. Tetapi kalau 



hanya menyatakan bahwa prinsip pemakai pertama yang menjadi sendi utama 

Sistem Deklaratif, adalah yang paling sesuai atau paling baik atau setidaknya 

paling cocok bagi masyarakat usaha yang kecil dan bertempat kedudukan usaha 

yang jauh dari kantor Merek, masalahnya menjadi lain. Dalam keterangan 

pemerintah telah ditunjukkan pengalaman nyata, dalam penerapan Sistem 

Deklaratif, lebih menunjukkan kelemahan yang mendasar sifatnya. Kelemahan 

inilah yang justru dimanfaatkan oleh para pengusaha, baik yang kecil, menengah, 

maupun besar, tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain. 

Seandainya mencoba pemikiran, bahwa secara umum masih lebih baik 

bagi Mereka diterapkan Sistem Deklaratif, tapi ada dua masalah yang harus 

dijawab, yaitu : 

Pertama, kalau Sistem Deklaratif itu harus berlaku umum, bagaimana dengan 

kelemahan Sistem Deklaratif, yang sebenarnya tidak memberikan kepastian 

hukum sama sekali. 

Kedua, kalau Sistem Deklaratif itu diterapkan pada masyarakat usaha yang 

dianggap kecil dan jauh dari kantor Merek, sedangkan bagi usaha lainnya, 

terutama yang bertempat kedudukan usaha dekat dengan kantor Merek, 

diterapkan Sistem Konstitutif, beranikah dan snggupkah menghadapi dualisme 

sistem demikian. 

Pendekatan dan pemecahan sistem ini dirasa sangat penting, sehingga 

dapat dilihat secara jernih dan mampu memisahkan persoalan sistem dan 



permasalahan yang dihadapi untuk memberi layanan yang lebih baik kepada 

masyarakat usaha yang memang memerlukan perhatian dan bantuan. 

Sebagaimana dalam kaitan sistem ini, Fraksi Karya Pembangunan 

mengetengahkan pemikiran mengenai kemungkinan diterapkannya "Stelsel 

gabungan", Fraksi ABRI menyebutnya sebagai "Sistem gabungan" atau "Sistem 

Konstitutif yang disempurnakan". Pemerintah dalam ha1 ini tidak menganggap 

pemikiran tersebut salah, namun sebaliknya bahkan menganggap bahwa 

pemikiran tersebut sebagai pencerminan tentang betapa besarnya perhatian dan 

upaya fraksi dalam mencari jalan yang dapat membantu masyarakat usaha yang 

berskala kecil dan bertempat kedudukan usaha jauh dari kantor Merek. 

Namun demikian "Stelsel atau sistem gabungan" tersebut perlu diamati 

dengan cermat. Apabila yang dimaksud dengan "Stelsel atau sistem gabungan", 

adalah gabungan antara Sistem Deklaratif dan Sistem Konstituitif, maka ha1 

tersebut bukan saja sulit tetapi juga tidak mungkin diwujudkan, sebab kedua 

sistem tersebut pada dasarnya sangat berbeda dan bahkan saling bertolak 

belakang. 

Hakekatnya penerapan sistem yang satu akan memperlemah sistem yang 

lain. Kebetulan belum ada satu negarapun yang menerapkan sistem demikian 

atau memiliki sistem yang serupa itu. Dari segi ini, adanya pengecualian yang 

bersifat khusus sebagaimana dipikirkan oleh Fraksi Karya Pembangunan, 

betapapun bentuknya akan sulit diterapkan. 



Kalau yang dimaksud adalah penerapan Sistem Konstitutif, tetapi dengan 

memberi kesempatan kepada pemakai pertama untuk melakukan oposisi atau 

keberatan atas permintaan pendaftaran suatu Merek selama masa waktu itu, maka 

dalam pasal 21 ayat (1) RUU sudah membuka kesempatan tersebut bagi "setiap 

orang." Dalam ha1 ini pemerintah sependapat dengan F ABRI mengenai perlunya 

penyempurnaan ketentuan pasal22 ayat (2) RUU. Pasal 22 ayat (2) RUU yaitu, 

selama jangka waktu pengumuman, setiap orang dapat mengajukan secara 

tertulis pandangan atau keberatan atas permintaan pendaftaran Merek yang 

bersangkutan. 

Sebaliknya bilamana sistem gabungan tadi dijabarkan dalam bentuk 

pemberian kesempatan kepada pemakai pertarna Merek yang tidak terdaftar 

untuk mengajukan "gugatan" penghapusan atau pembatalan atas Merek yang 

telah terdaftar, sebagaimana dikemukakan oleh F ABRI, maka ha1 itu pun akan 

menimbulkan kesulitan, sebab keadaan tersebut akan menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi pemilik Merek yang terdaftar. Dilain pihak keadaan 

itu juga menimbulkan ketidakadilan, karena perlindungan hukum menjadi 

cenderung diberikan kepada Mereka yang Mereknya tidak terdaftar. Kalau 

ketentuan ini diberlakukan umum, dapat dibayangkan betapa sulitnya keadaan 

yang akan datang. Memberlakukan ketentuan serupa hanya terbatas untuk 

masyarakat usaha tertentu, juga akan menimbulkan semacam diskriminasi yang 

tidak sederhana implikasinya. 



Sebagaimana dalam rangkaian pemikiran yang berkaitan dengan masalah 

sistem dalam upaya membantu masyarakat usaha yang berskala kecil, FKP dan F 

ABRI mengetengahkan saran untuk mengintroduksi "Merek Sederhana". Analog 

yang digunakan adalah "Paten Sederhana", seperti yang dikenal dalam UU Paten, 

namun dalam pelaksanaannya tidak sederhana, sehingga diperlukan 

pertimbangan yang matang. 

Sistem Merek sebenarnya tidak mengenal "Merek Sederhana". 

Masalahnya bukan dapat atau tidaknya dicoba, tetapi justru terletak pada kriteria 

teknis yang akan digunakan. Dalam sistem paten kriteria teknis yang digunakan 

untuk memberi atau tidak memberi "paten sederhana", sama seperti halnya 

dengan kriteria untuk memberi atau tidak memberi "paten biasa". Kriteria 

tersebut meliputi sifat kebaruan temuan teknologi, mengandung langkah inventif 

dan kemampuannya untuk digunakan atau diterapkan dalam proses industri, yang 

membedakan adalah ciri-ciri teknologi yang ditemukan. 

Ciri-ciri seperti itu secara transparan mungkin saja dapat dianalogkan 

terhadap Merek, tetapi syarat pokok atau kriteria teknis yang mendasari sistem 

Merek, yaitu adanya daya pembeda sulit dapat dihindarkan penerapannya. 

Betapapun sederhana bentuknya, cara pembuatannya, penampilan dan 

penggunaannya, Merek tersebut harus tetap memiliki daya pembeda. Inilah yang 

menjadi unsur yang esensial dalam Merek. Pengenalan "Merek sederhana" ini, 

dengan demikian aplikasinya tetap akan memerlukan pengujian terhadap Merek 

pada umumnya. 



Bilamana demikian halnya, maka introduksi "Merek sederhana" ini 

secara teknis tetap akan memerlukan proses administrasi dan penelitian yang 

sama seperti Merek pada umumnya. Dari segi inipun masalahnya bukan soal 

yang harus dijawab dengan "sistem baru", tetapi bagaimana dapat mmberi 

bantuan berupa pelayanan yang tidak memberatkan, cepat dan menjangkau 

seluruh pelosok tanah air secara merata. Hanya saja perlu adanya ukuran atau 

kriteria yang tegas tentang Merek biasa dengan Merek sederhana. Bisa saja 

ditentukan bahwa kewajiban pendaftaran dengan persyaratan yarlg lengkap 

diberlakukan terhadap Merek biasa tennasuk yang sudah terkenal, sedang Merek 

yang masuk kategori sederhanya persyaratan pendaftarannya juga lebih 

sederhana. 

A.4 Sikap Akhir Fraksi 

Sikap akhir Fraksi ABRI pada sebuah sidang komisi, menyatakan bahwa 

UU tentang Merek ini diharapkan mencerminkan substansi yang tennuat dalam 

tiga pokok pikiran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kepastian hukum, dengan tidak mengabaikan sisi keadilan . 

2. Terwujudnya dorongan bagi golongan ekonomi kuat dan pengayoman bagi 

golongan ekonomi lemah. 



3. Terantisipasinya perkembangan global dan tuntutan perkembangan nasional, 

dengan tetap terpeliharanya citra dan nama baik bangsa di dunia usaha 

~nternasional.~~ 

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka perlu pembahasan yang 

mendalam yaitu : Sistem Konstitutif yang kaku akan menyebabkan ketidak 

adilan bagi golongan tertentu khususnya golongan ekonomi lemah, Selain itu 

Sistem Konstitutif yang kaku sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum 

pada Merek internasional yang tidak terdafiar. Hal ini akan mendorong 

pemalsuan Merek terkenal yang bukan saja akan merugikan masyarakat 

konsumen di dalam negeri tapi juga akan merusak citra dan nama baik bangsa 

Indonesia di dunia Internasional. 

Oleh karena itu fraksi ABRI menyarankan agar Sistem Konstitutif ini 

disertai dengan kemudahan-kemudahan berupa peningkatan dan penyebaran 

pelayanan Merek, dan kalau perlu diberikan kelonggaran-kelonggaran atau 

modifikasi, bahkan dalam hal-ha1 tertentu dimungkinkan penggabungan Sistem 

Konstitutif dengan sistern gabungan jika memang benar-benar d i ~ e r l u k a n . ~ ~  

Penerapan Sistem Deklaratif pada tahap pengumuman pendaftaran Merek 

menjamin rasa keadilan bagi pemilik Merek yang belum sempat mendaftarkan 

Mereknya, yang biasanya terdiri dari golongan ekonomi lemah. 

23 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cit, hlm. 998 

ibid 



Sedang sikap akhir Fraksi Persatuan, bahwa Rancangan Undang Undang 

Merek ini mengintroduksi penggunaan Sistem Konstitutif yang merupakan 

Stelsel Positif untuk menggantikan Sistem Deklaratif yang merupakan Stelsel 

Negatif. Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum bila dibandingkan 

dengan Sistem Deklaratif. Sistem Konstitutif menyatakan secara tegas bahwa 

pendaftar pertama suatu Merek lebih berhak atas Merek tersebut. Berbeda 

dengan Sistem Deklaratif dimana pendaftaran hanyalah memberikan suatu 

dugaan hukum, bahwa orang atau badan hukum atas nama siapa suatu Merek 

didaftarkan dianggap sebagai pemakai pertama Merek tersebut, dan apabila 

kemudian hari ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa ia lebih berhak 

atas Merek tersebut dari pihak pendaftar pertama, maka si pendaftar pertama tadi 

harus dikalahkan. Jadi Sistem Deklaratif hanya menghasilkan anggapan 

kebenaran formal saja, dan tidak memberikan jaminan kebenaran secara materii I. 

Penggunaan Sistem Konstitutif yang diiringi pula dengan pengumuman 

permintaan pendaftaran sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, akan lebih 

menumbuhkan kepastian hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. 

Penguliluman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang 

berkepentingan untuk dapat mengajukan saran-saran dan keberatannya atas 

pendaftaran suatu Merek. 

Sedang pandangan akhir Fraksi PDI, bahwa dalam RUU telah diadakan 

perubahan mendasar dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif, karena pada 

dasarnya Sistem Konstitutif akan lebih menjamin kepastian hukum. Disamping 



itu disertai pula ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin aspek keadilan serta 

pelayanan yang baik bagi pengguna jasa Merek. 

Sedangkan pandangan akhir fiaksi Fraksi Karya Pembangunan, bahwa 

UU Merek lama yang menganut Sistem Deklaratif yang berarti pemegang hak 

atas Merek adalah pemakai Merek pertama Merek tersebut memiliki banyak 

kelemahan dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga dalam RUU ini mengubah 

Sistem Deklaratif dengan Sistem Konstitutif, yang menentukan bahwa pemegang 

hak atas Merek adalah yang pertama mendaftarkan Mereicnya. Sistem ini lebih 

memberi kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan Word Intelelectual 

Property Organisat ion ( W PO). 

Masalah perlindungan hukum, dalam RUU perlu diatur mengenai 

masalah yang perlu memperoleh perlindungan hukum, bahwa bagi Merek yang 

telah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun 

dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran Merek yang 

bersangkutan. Merek harus digunakan, apabila tidak digunakan selama tiga tahun 

berturut-turut dapat dihapus. Merek terdaftar masih dapat digugat oleh pemilik 

Merek terdaftar lainilya melalui pengadilan. 

Sambutan Pemerintah, sebagaimana llsulan fraksi-fiaksi, pemerintah 

sependapat bahwa RUU dapat disetujui menjadi UU tentang Merek oleh DPR RI 

dalam sidang paripurna yang menurut jadwal tanggal 23 Juli 1992. Dengan 

disetujuinya RUU tentang Merek, maka tuntaslah kewajiban nasional dan 

internasional untuk melaksanakan sebagian landasan bagi pembangunan di 



bidang ekonomi khususnya di bidang industri dan perdagangan. Sebab Merek 

adalah bagian dari Industrial Property Rights sebagaimana diatur dalam 

Konvensi Paris. 

Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan Konvensi Paris yang 

pada Tahun 1979 telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 

1979, sehingga Indonesia sebagai salah satu pihak dalam Konvensi Paris tersebut 

secara yuridis terikat akan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam berbagai 

perjanjian Internasional yang berkaitan dengan Merek. 

B. Landasan Filosofis Pergeseran Pendaftaran Sistem Deklaratif ke dalam 

Sistem Konstitutif 

Sistem Pendaftaran Merek, menurut teorinya ada dua macam sistem 

pendaftaran, yaitu pendafiaran dengan memakai Stelsel Konstitutif dan 

pendaftaran dengan memakai Stelsel Deklaratif. Pendaftaran dengan Stelsel 

Konstitutif artinya suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak 

sebagai pemakai pertama atas Merek. Pendaftaran dengan Stelsel Deklaratif 

artinya suatu sistem pendaftaran yailg hanya akan menimbulkan dugaan saja 

akan adanya hak sebagai pemakai pertama atas Merek yang ber~an~kutan.~'  

Di Indonesia setidaknya mengenal dua sistem pendaftaran tersebut, yaitu 

dengan berlakunya UU nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan 

- - - - - - - 

'* Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), 
hlm. 111. 



Merek Perniagaan yang menganut Sistem Deklaratif, dan sejak berlakunya UU 

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, hingga perubahannya dengan UU nomor 

14 Tahun 1997, hingga perubahannya terakhir dengan berlakunya UtT Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek, maka berlaku Sistem Konstitutif yang mewajibkan 

adanya pendaftaran Merek. 

Pergeseran pendaftaran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif 

sangat berpengaruh terhadap penentuan hak seseorang atas sebuah Merek. Dalam 

pendaftaran Sistem Deklaratif per~entuan hak atas sebuah Merek didasarkan atas 

pemakaian pertama, sehingga seseorang dianggap sebagai pihak yang berhak atas 

sebuah Merek cukup mendasarkan bahwa seseorang tersebut telah memakai 

pertama kali sebuah Merek, sekalipun tidak melakukan pendaftaran. Sedangkan 

dalam pendaftaran Sistem Konstitutif, penentuan hak atas sebuah Merek 

didasarkan atas pendaftaran, sehingga seseorang dianggap sebagai pihak yang 

berhak atas sebuah Merek apabila ia telah mendaftarkan Mereknya. 

Terjadinya pergeseran Sistem Deklaratif (First To Use) ke dalam Sistem 

Konstitutif (First To File) di Indonesia yaitu semula dengan berlakunya Undang- 

Undang Nomor 2 1 Tahun 1961 tentang hlerek Perusahaan dan Merek Perniagaan 

berlaku Sistem Deklaratif (First To Use) yang tidak mengaharuskan adanya 

pendaftaran Merek dan timbulnya hak Merek didasarkan pada pemakaian 

pertama kali bukan karena pendaftaran, maka sejak diundangkannya Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berlaku Sistem Konstitutif (First 

To File) yang mengharuskan adanya pendaftaran Merek bagi Mereka yang ingin 



memperoleh perlindungan hukum, dimana timbulnya hak Merek didasarkan pada 

pendaftaran. 

Adanya perubahan sistem hak Merek tersebut tidak lepas dari 

pertimbangan bahwa berlakunya Sistem Deklaratif dalam UU Nomor 21 Tahun 

1961 dianggap kurang memberikan adanya kepastian dan perlindungan hukum, 

dengan disertai terjadinya beberapa kasus pembatalan Merek yang justru 

dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan Mereknya. Dengan sistem 

yang demikian tentunya akan menyebabkan keengganan bagi pemilik Merek 

untuk mendaftarkan Mereknya, karena tidak didaftarkanpun, suatu saat 

didaftarkan oleh pihak lain dapat mengajukan pembatalan, dan ha1 demikian juga 

menimbulkan ketidak tertiban administrasi di bidang Merek. 

Pemberlakuan Sisten Deklaratif yang demikian sejalan dengan tujuan 

pembentukan UU Nomor 21 Tahun 1961 memang lebih memfokuskan 

perlindungan kepada masyarakat atau khalayak umum dari adanya Merek-Merek 

palsu. Hal ini seperti dinyatakan dalam konsideran menimbang, bahwa Bahwa 

perlu diadakan Undang-undang tentang Merek perusahaan dan Merek perniagaan 

sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang 

memakai suatu Merek yang sudah dikenalnya sebagai Merek barang-barang yang 

bermutu baik. Sehingga dengan memperhatikan tujuan dari pembentukannya 

pemberlakuan Sistem Deklaratif dalam UU Merek 1961 tidak mewajibkan 

adanya pendaftaran Merek untuk menimbulkan suatu hak dan perlindungan 

hukumnya, namun mendasarkan pada pemakaian. Menurut Yurisprudensi di 



Indonesia, Hakim Indonesia lebih mengutamakan perlindungan pada khalayak 

ramai terhadap Merek-Merek tiruan yang akibatnya akan m e r ~ ~ i k a n n ~ a . ~ ~  

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang 

menghasilkan perubahan fundamental Sistem Merek dari Sistem Deklaratif ke 

dalam Sistem Konstitutif, nampak bahwa fokus utama yang menjadi 

pertimbangan perubahan sistem tersebut adalah masalah kepastian hukum dan 

keadilan. Sistem pendaftaran Merek berubah dari Sistem Deklaratif menjadi 

Sistem Konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir yaitu Sistem 

Konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dari pada Sistem 

Deldaratif. 27 Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum 

perlindungan kepada pemilik Merek, pemerintah telah memperbarui hukum 

Merek dengan mencabut UU Nomor 21 Tahun 1961 dan menggantikan dengan 

UU Nomor 19 Tahun 1 9 9 2 . ~ ~  Dalam salah satu jawaban pemerintah terhadap 

tanggapan dewan atas RUU yang diajukan bahwa, pemerintah sampai pada 

kesimpulan bahwa penggunaan Sistem Deklaratif memang tidak memberikan 

kepastian hukum, sebab Sistem Deklaratif pada kenyataannya dan secara 

prinsipiil hanya menghasilkan anggapan tentang kebenaran formal saja, tidak ada 

kebenaran materiil yang diwujudkan dari sistem ini. Berbagai permasalahan dan 

sengketa yang timbul dalam masyaakat, berpangkal dari keadaan tersebut. Hal ini 

26 Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar 
Hukum Dagang, (Jakarta : Djambatan, 1987), hlm. 91. 

27 Rachmadi Usman, op cit, hlrn. 309. 
Haedah Faradz , Periindungan Hak Atas Merek, Jurnal Dinamika Hukum Voi. 8 No. 1 

(Januari 2008), hlm. 38 



pulalah yang secara pokok melandasi pemikiran untuk mengantinya dengan 

sistem pendaftaran (Sistem Konstitutif). 29 Dengan demikian yang menjadi 

landasan filosofis pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif 

adalah demi tercapai tujuan hukum, terutama dalam menjamin kepastian hukum 

bagi pemilik Merek terdaftar dan memberikan rasa keadilan. Dengan pemberian 

hak berdasarkan pendafiaran maka UU memberikan perlindungan hak Merek 

kepada yang mendaftarkan, sehingga yang diutamakan adalah perlindungan 

kepada pemilik Merek terdaftar. 

Menurut Sistem Konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "prior in fillingyy 

bahwa yang be]-hak atas suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan Mereknya, 

dikenal pula dengan asas '>resumption of ownership". Jadi pendaftaran itu 

menciptakan suatu hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah 

satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak ke tiga harus menghormati 

hak si pendaftar sebagai hak rn~tlak.~' 

Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara 

berkewajiban dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada 

pelanggaran Merek terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan yang benvenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud 

keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah 

29 Sekretariat Jenderal DPR RI, op cir, hlm. 136 
30 Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dun 

Praktiknya di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm. 256. 
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mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik 

Merek yang sah terlindungi hak-hal~n~a.~'  

Dalam Memori Penjelasan dicantumkan sebagai alasan untuk memilih 

prinsip konstitutif ialah bahwa salah satu pertimbangannya adalah, lebih 

tenvujudnya kepastian h ~ k u m . ~ ~  Berbagai masalah dan sengketa yang selama ini 

timbul menunjukkan, betapa pengadministrasian sistem Merek dengan Sistem 

Deklaratif, bukan merupakan ha1 yang sederhana dan mudah bagi negara yang 

kemampuan administrasinya masih terbatas. Sistem Deklaratif yang pada 

mulanya tampak sederhana, tatapi konsekuensi dan kenyataannya justru hanya 

dapat dijalankan dalam suatu negara yang masyarakatnya telah maju dan merata 

tingkat kemampuan dan pengetahuannya dalam mengelola serta memelihara 

Merek sebagai karya intelektual. 

Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran Merek, 

Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya beralih pada Sistem 

Konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum. 33 baca juga 

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, pada 

butir b dan c antara lain menyebutkan bahwa, b. Perubahan dari Sistem 

Deklaratif ke Sistem Konsitutif, karena Sistem Konstitutif lebih menjamin 

3 1  Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar, Jurnal IIrniah CIVIS, 
Volume 11, No 1, (Januari 2012), hlm. 24 1. 

32 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, op cit hlm. 5 .  
33 Sudargo Gautama, Hukurn Merek Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 

1989), hlm. 8. 



kepastian hukum dari pada Sistem Deklaratif. 34 Sistem Deklaratif yang 

mendasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang menggunakan Merek 

terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan 

persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang ini, 

penggunaan Sistem Konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum 

disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. 

Jaminan terhadap aspek keadilan narnpak antara lain, pembentukan cabang- 

cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan 

memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas 

melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri 

lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya 

gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa 

pengumuman permintan pendaftaran Merek dimungkinkan pemilik Merek tidak 

terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan 

keberatan. c. Agar permintaan pendaftaran Merek dapat berlangsung tertib, 

pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan 

persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu 

dalam sistem yang baru diintorduksi adanya pengumuman permintaan 

pendaftaran suatu Merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan 

34 Baca juga Jened, Rahmi, Hukum Merek, Trademark Law, dalam Era Global & 
Integrasi Ekonomi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 15, bahwa perubahan menyangkut 
sistem perolehan hak yang semula First to Use System atau Stelsel Deklaratif menjadi sistem pendaftar 
pertarna (First to File System atau Stelsel Konstitutif). Penggunaan Sistem Konstitutif dimaksudkan 
agar lebih menjamin kepastian hukum.. 



kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran Merek 

mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema 

yang timbul dari Sistem Deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan 

keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang-undang ini mempertegas pula 

kemungkinan penghapusan dan pembatalan Merek yang telah terdaftar 

berdasarkan alasan dan tata cara tertent~.~'  

Hanya saja dalam pengaturan pemberlakuan Sistem Konstitutif dalarn UU 

Merek masih diberikan pengecualian yaitu masih memberikan perlindungan 

kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar secara terbatas, antara lain pada 

ketentuan penolakan pendaftaran dan gugatan pembatalan Merek. Pemberian 

pengecualian dalam Sistem Konstitutif dengan masih memberikan perlindungan 

kepada Merek yang tidak terdaftar, dapat dimanfaatkan oleh pemilik Merek asing 

yang telah menggunakan Mereknya di Indonesia tidak segera mendaftarkan 

Mereknya. Pemilik Merek asing memilih menunggu, seandainya Mereknya 

didaftarkan oleh pengusaha lokal baru melakukan upaya gugatan disertai dengan 

pengajuan pendaftaran, mereknya sesuai hak bagi pemilik Merek yang tidak 

terdaftar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan seperti ketentuan pasal 68 

ayat (2) UU Merek. Hal ini tentunya dapat merugikan dan menimbulkan 

ketidakadilan bagi pengusaha lokal yang selalu dalam posisi lemah dalam 

bersaing dengan pengusaha asing. 

35 K. Wantjik Saleh, Undang-Undang Hak Cpta, Paten Dan Merek, Serta Peraturan 
Pelakanaan, (Jakarta : Dhalia Indonesia, 1994), hlm.520 



Penerapan Sistem Konstitutif dakam UU Merek hanya sebatas 

menimbulkan kewajiaban yang beraspek kepentingan hak keperdataan semata, 

terutama kepentingan pemilik Merek. Sudah waktunya Indonesia menerapkan 

Sistem Konstitutif secara ketat dan konsisten dengan menghilangkan ketentuan 

pengecualian yang masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang 

tidak terdaftar. Disarnping itu penerapan Sistem Konstitutif seharusnya tidak 

terbatas menimbulkan kewajiban yang bersifat hak keperdataan saja, tetapi juga 

beraspek kepentingan publik, dengan memberikan sangsi bagi pemilik merek 

yang sudah menggunakan tidak mendaftarkan mereknya . 

Pergeseran sistem pendaftaran dari Sistem Deklaratif ke Sistem 

Konstitutif, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia Internasional, 

dimana Indonesia juga turut serta aktif di dalam mengikuti perkembangan 

tersebut, termasuk dalam ha1 pengaturan di berbagai bidang termasuk bidang 

HKI khususnya Merek. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang 

dan jasa terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

semakin meningkat. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang 

akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang 

peranan yang sangat penting. 

Standart mengenai sejauhmana perlindungan HKI harus diterapkan telah 

banyak dimuat dalam perjanjian-perjanjian yang disetujui sebagai bagian dari 

kegiatan World Intellectual Property Organization (WIPO), dimana standart 



tersebut menjadi titik referensi bagi perjanjian Uruguay Round. 36 Dengan 

memperhatikan kepekaan politis yang berkisar di bidang kebijaksanaan 

mengenai intellectual property, dalam perundingan Uruguay Round ditekankan 

bahwa yang akan dirundingkan adalah trade related-aspects dari masalah 

intellectual property, atau TRIPS. 37 Putaran Uruguay inilah yang akhirnya 

melahirkan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang dikenal 

dengan World Trade Organization (WTO) yang mengandung persetujuan bidang 

HKI yaitu TRIPs. Sehingga draf kesepakatan dalam TRIPs tersebut juga 

mempengaruhi perubahan pengaturan HKI yang terjadi di negara-negara peserta 

termasuk yang akhirnya Indonesia turut memberikan ratifikasi. Sebagaimana 

diketahui bahwa mengenai Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPS) atau Aspek Perdagangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) 

merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan 

Uruguay Round yang telah berjalan dari Tahun 1986 hingga 1994 atas desakan 

negara-negara m a j ~ . ~ ~  

Seiring dengan perkembangan waktu dengan dipengaruhi oleh 

perkembangan dunia khususnya perkembangan hukum Merek, dimana Indonesia 

turut serta meratifikasi Perjanjian Merek WIPO (World Intellectual Property 

Organization). Demikian juga pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang 

36 Kartadjoemena, H.S, GATT, WTO dun Hasil Uruguay Round, (Jakarta : Penerbit 
Universitas Indonesia, 1997), Hlm. 255 

37 Ibid, hlm 256. 
38 Ibid, hlm. 252. 



dikenal dengan WTO, di dalamnya mengandung kesepakatan TRIPS.~' Dengan 

demikian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan 

mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian Internasional tentang aspek-aspek 

yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPS 

(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang memuat beberapa 

ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatangan kesepakatan 

tersebut yaitu kewajiban bagi para negara anggota untuk menyesuaikan peraturan 

perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektualnya dengan berbagai konvensi 

Internasional dibidang HKI. 

Pada tanggal 15 April 1994 di marrakesh, perjanjian hasil perundingan 

Putaran Uruguay sebagai suatu paket ditandatangani oleh para Menteri negara- 

negara peserta. Setelah menandatangani perjanjian pemerintah masing-masing 

negara peserta mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku untuk meratifikasi 

atau mengesahkan keikutsertaan dalam perjanjian.40 Penandatangan ratifikasi 

tersebut menjadi founding member dari organisasi pengganti GATT, yakni World 

Trade Organization (WTO). Indonesia sendiri telah menyelesaikan ratifikasi 

39 Prasetyo Hadi Purwandoko, Implementasi Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods oleh Pemerintah Indonesia, Jurnal 
Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006, hlm. 2, disebutkan bahwa, Indonesia telah 
mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Perdaagangan Dunia Organisasi) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, 
Indonesia terikat untuk melaksanakannyal mengimplementasikannya, salah satunya adalah Agreement 
yang merupakan Lampiran Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), yaitu 
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit 
Goods 

40 Kartadjoemena, op cit, hlm. 266. 



dengan DPR bulan Oktober 1994. 41 Selanjutnya perubahan dalam rangka 

penyesuaian perjanjian tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 

tentang Merek. Kemudian diganti lagi yang terbaru yaitu dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 1 tentang Merek. 

Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 2 1 tahun 1961 perlindungan 

hukum terhadap hak atas Merek menggunakan Sistem Deklaratif, bahwa 

timbulnya hak Merek berdasarkan pemakaian pertama kali, bukan berdasarkan 

pendaftaran. Dalam ha1 ini pendaftaran Merek tidak menimbulkan hak, namun 

hanya menimbulkan anggapan bahwa pendaftar adalah sebagai pemakai pertama. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

perlindungan hukum terhadap Merek menggunakan Sistem Konstitutif, dengan 

beberapa perubahannya, namun pada dasarnya adalah sama, bahwa timbulnya 

hak Merek didasarkan atas adanya pendaftaran. Pendaftaran menimbulkan hak 

dan karenanya bagi pemilik yang mendaftarkan Merek memperoleh perlindungan 

hukum. Hal tersebut terlihat jelas perbedaan diantara kedua sistem pendaftaran 

tersebut dari aspek perlindungan hukumnya, bahwa dalam Sistem Deklaratif 

perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama Merek, sedang dalam 

Sistem Konstitutif perlindungan hukum diberikan kepada pemilik Merek 

terdaftar. 

41 ibid 



Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum Civil Law, termasuk 

Indonesia, menganut sistem First to File dalam memberikan hak Merek 

berdasarkan pendaftaran. Berdasarkan sistem First to File tersebut, pemilik 

Merek, termasuk Merek terkenal, harus mendaftarkan Mereknya di Ditjen HKI 

untuk memperoleh hak eksklusif atas Mereknya dan perlindungan hukum. Hak 

eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik Merek hanya dengan menunjukan bukti- 

bukti bahwa ia adalah pemakai pertama Merek tersebut di Indonesia. Jadi 

adanya hak Hk Eksklusif untuk memakai Merek sendiri atau memberi ijin kepada 

pihak lain untuk memakainya.42 First to File System berarti bahwa pihak yang 

pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi hak atas Merek dan 

diakui sebagai pemilik Merek yang sah. 

Secara eksplisit prinsip ini diatur padaPasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek yang menentukan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif 

yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Dafiar 

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Dengan pendaftaran Merek, pemilik Merek memiliki hak-hak berikut: 

a. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan 

Merekn ya; 

b. Hak untuk melarang orang lain menggunakan Mereknya, dan 

42 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dun Perjanjian Internasional TRIPS, 
GATT, Putaran Uruguay (1994), (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 20. 



c. Hak untuk mengalihkan danlatau melisensikan hak Mereknya. 

Di Indonesia perlindungan Merek terdaftar diberikan selama jangka 

waktu 10 tahun terhitung dari tanggal pengajuan permohonan Merek yang 

bersangkutan, dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Pelanggaran Merek 

dianggap terjadi hanya apabila ada pemakaian Merek oleh pihak yang beriktikad 

buruk yang dilakukan dalam jangka waktu perlindungan. Dalam UU Merek 

tidak dikenal pelanggaran hak atas pemakaian Merek yang tidak terdaftar. 

Begitu juga untuk Merek terkenal. Karenanya, ketentuan pidana dalam UU 

Merek tidak mengatur sanksi atas 'pelanggaran' Merek terkenal yang tidak 

terdafiar. Upaya hukum pidana maupun perdata terhadap pihak yang memakai 

Merek terkenal dengan iktikad buruk, hanya dapat dilaksanakan pemilik Merek 

terkenal dengan menunjukkan pendaftaran Merek sebagai bukti kepemilikan 

Merek yang sah. 

Sekalipun di Indonesia menganut Sistem First to File, untuk 

memenuhi komitmennya sebagai salah satu Negara anggota Konvensi Paris dan 

penanda tangan Perjanjian TRIPS, pemerintah Indonesia sejak 1997 telah 

melakukan perubahan terhadap UU Merek Tahun 1992 dan melengkapinya 

dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), dalam ha1 ini 

Direktorat Merek, untuk melindungi Merek terkenal dengan menolak 

permohonan pendaftaran Merek yang mengandung persamaan baik pada 

pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain 



terutama untuk barang danlatau jasa sejenis. Merek terkenal merupakan salah 

satu isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi concern dalam 

Konvensi Paris (pasal 6) dan Perjanjian TRIPS Pasal 16 ayat (2 dan3).43 Dalam 

UU Merek yang saat ini berlaku, kewenangan melindungi Merek terkenal 

tersebut diberikan melalui Pasal4, Pasal6 ayat (1) hurufb dan Pasal6 ayat (2). 

Baik Konvensi Paris maupun Perjanjian TRIPS tidak memberi definisi 

yang baku mengenai kriteria Merek terkenal ini. Masing-masing Negara anggota 

bebas merumuskan kriteria untuk menentukan apakah sebuah Merek dapat 

dikategorikan sebagai Merek terkenal. Mengenai ha1 ini, UU Merek dalam 

Penjelasannya melengkapi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai 

berikut: 

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang danlatau jasa yang 
sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat 
mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping 
itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena 
promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di 
dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran 
Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-ha1 di atas belum 
dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang 
bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan 
mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan." 

Terkait pelaksanaan Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b oleh Ditjen 

HKI, bagi pemilik Merek terkenal yang dapat menunjukkan bukti-bukti 

keterkenalan Mereknya, UU Merek menyediakan mekanisme pembatalan 

43 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca 
Perjanjian TRIPS, (Bandung : PT Alumni, 201 1) hlm. 99. 



pendaftaran Merek melalui pengadilan niaga dan oposisi (Pengajuan Keberatan), 

apabila Merek terkenal Mereka terlanjur didaftarkan atau diajukan permohonan 

pendaftarannya di Indonesia oleh pihak lain yang beriktikad buruk. 

Undang-Undang Merek memungkinkan pemilik Merek terkenal yang 

asli untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek melalui 

pengadilan niaga, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b walaupun ia 

tidak memiliki pendaftaran Merek. Bagi pemilik Merek terkenal yang belum 

memiliki pendaftaran Merek, dapat mengajukan gugatan pembatalan 

pendaftaran setelah mengajukan permohonan pendaftaran Mereknya kepada 

Ditjen HKI (Pasal 68 ayat (2) UU Merek). Dengan pengajuan permohonan, 

pemilik Merek terkenal dianggap memiliki iktikad baik untuk mengikuti 

peraturan yang berlaku dengan mendaftarkan dan memakai Mereknya di 

Indonesia. 

Tujuan dan pertimbangan pembentukan Undang-Undang Merek 1992 

tentang Merek yang pertama-tama memberlakukan sistem pendaftaran first to 

file, yaitu : 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada 
umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, 
Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki 
peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan 
barang dan jasa ; 

2. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan Merek tersebut, 
diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum 
atas Merek yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Merek 



1961, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan dan k e b ~ t u h a n . ~ ~  

Sedang dalam Penjelasan Umum, dasar pertimbangan lahirnya 

Undang-Undang Merek 1992, antara lain dijelaskan, bahwa : 

a. Materi Undang-Undang Merek 1992 bertolak dari konsepsi Merek 
yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagai akibat 
perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya 
norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi Merek yang 
tertuang dalam undang-undang Merek tertinggal jauh. Hal ini 
semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola 
perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas 
negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antar 
bangsa, baik dalam kebutuhan, kemampuan, maupun kemajuan 
teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia 
sebagai pasar bagi produk-produk Mereka ; 

b. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah 
menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang 
harus diatur dalam suatu ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ '  

Dengan demikian, berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, maka 

dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan mengenai Merek yang 

terdapat dalam Undang-Undang Merek Tahun 196 1 .46 

Pertimbangan secara khusus menyangkut perubahan sistem 

pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif (First to Use) ke dalam Sistem 

Konstitutif (First to File), disebutkan dalam penjelasan umum UU Merek 1992 

bahwa, perubahan dari Sistem Deklaratif ke sistem konsitutif, karena Sistem 

Rachmadi Usman, Hukum Merek Afasa kekayaan Intelektual : Perlindungan dun 
Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung : PT. Alumni 2003), Hlm 307 

45 K. Wantjik Saleh, Undang-Undang Hak Cipta, Paten dun Merek; Serta Peraturan 
Pelaksaannya, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm.519. 

46 Ibid, hlm. 307-308. 



Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada Sistem ~ e k l a r a t i f . ~ ~  

Sistem Deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka 

yang menggunakan Merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian 

hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Seperti 

dikatakan bahwa, perlindungan Merek terdaftar mutlak diberikan oleh 

pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas Merek untuk menjamin 

terhadap kepastian berusaha bagi produsen.48 Penggunaan Sistem Konstitutif 

bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan 

yang menjamin segi-segi keadilan. Dalam masa pengumuman permintan 

pendaftaran Merek dimungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar yang telah 

menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatar~.~~ 

C. Perkembangan Penggunaan Sistem Konstitutif dan Masih diberikannya 

Perlindungan Hukum terhadap Merek Tidak Terdaftar 

Pengatwan tentang Merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali 

perubahan dengall penggantian undang-undang. Terdapat beberapa ha1 pokok 

47 Mohamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dun 
Prakteknya di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014) hlm 256. 

48 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar 
Hzlkum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia : 201 I), hlm.38. 

49 Baca dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor : 19 Tahun 1992 Tentang 
Merek. baca Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, pada butir b 
menjelaskan bahwa perubahan dari Sistem Deklaratif ke sistem konsitutif, karena Sistem Konstitutif 
lebih menjamin kepastian hukum dari pada Sistem Deklaratif. Sistem Deklaratif yang mendasarkan 
pada perlindungan hukum bagi Mereka yang menggunakan Merek terlebih dahulu, selain kurang 
menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam 
Undang-undang ini, penggunaan Sistem Konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai 
pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. 



perubahan dan penambahan dalam setiap peruballan yang dilakukan. Secara 

umum perkembangan pengaturan Merek di Indonesia adalah sebagai berikut. 

Peraturan tentang Merek pertsllna yang dibuat oleh pemerintah Indonesia 

adalah Undang-undang Nonlor 2 1 Tahun 196 1 tentang Merek Perusahaan dan 

Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indollesia menggunakan UU Merek Kolonial 

Tahun 19 12. Pada Tahun 1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan 

Merek dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992 tentang Merek. Dengan adanya UU baru tersebut, surat keputusall 

administratif yang terkait dengan prosedur pendafiaran Merekpun dibuat. 

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Merek, Indonesia tun~t  serta 

meratifikasi Perjanjian lnternasional Merek WlPO dan WTO yang didalamnya 

mengandung persetujuail TRIPS, kemudia~l pada Tahun 1997, dalam rangka 

menyesuaikan dengan pesjanjian Internasioai~l rnei~genai Aspek-aspek yang 

terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS)-WTO, 

Pemerintah inelakukan pen~baharuan dengan mengeluarkan UU No~nor 14 

Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No~nor 19 Tahun 1992 

tentang Merek. l'erjadi penyesuaian salah satunya terkait dengan perlindunga~~ 

atas indikasi asal dan geografis dan juga perlindungan Merek terkcnal. 

Sedangkan undang-undang yang baru dan yang berlaku hingga sekarang 

adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ~nerupakan UU 

Merek yang terakl~ir. Beberapa perubahan penting yang ada adalah seputar 

penetapan sementara pengadilan, perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, 



peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa Merek, kelllungkinan 

menggunakan alternatif dalam memutuskan sengketa dan ketentuan pidana yang 

diperberat. 'O 

Undang-Undang Merek Tahun 2001 juga dalain banyak ha1 terjadi 

penyesuaian dengan TRIPS-WTO. Pasal 6 ayat (1) b dinyatakan bahwa 

pel-111ohonan harus ditolak oleh Direktur Jenderal apabila Merek tersebut 

mempunyai persarnaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang 

sudah terkeilal inilik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Kemudian dalam 

Pasal 6 ayat (2) juga harus ditolak permohonan pendaftaran apabila berkenaan 

baranglatau jasa yang tidak sejenis yang menlenuhi syarat-syarat yang akan 

ditelltukan dalam suatu pereturan pemerintah. Dalzm ha1 ini petunjuk dari Trade 

KelutedAspect of lntellectuul P~-operty Rights sudah jelas.jl 

Kalau diperhatikan penggunaan Sistem Konstitutif dala~n peinberian 

Ilak atas Merek dengaii ~nulai diberlakukannya pertaina kali dengan 

diundailgkannya Undang-undailg Noinor 19 Tahun 1992 tentang Merek hinga 

diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 200 1 tentang Merek 

sebenarnya mengalami perubahan dan perkemballgan, kl~ususnya metlyangkul 

masih adanya penlberian perliildungan Merek yang tidak terdafiar yang alvalnya 

so Asian Law Ciroup Ply Ltd. 2005, Hak Kekuyuun f17lelekttial Suutt~ Penga~llrrr, Cet. 5, 
Alumni. Randung. Hlm: 132 

5 1 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Buru Tahun 2001, 
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Hlm. 84-85 



sebenarnya ditujukan bagi Merek terkenal saja, namun dalam perkembangan 

terakhir juga terlladap Merek yang tidak terkenal sekalipun tidak terdaftar. 

Dalam ha1 ketentuan tentang pei~eiltuan hak atas Merek berdasarkan 

pendafiaran pada dasarnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992 tentang Merek sainpai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek pada dasarilya sama; bahwa hak atas Merek ditertukan 

berdasarkan pendaftaran. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan antara lain : 

Dalam Undang-iui~dang Merek Tahuil 1992 Pasal 3 Hak atas Merek 

adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar 

dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri 

Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Demikian pula dalam 

undang-undang Tahun 2001 yang kebetulan diatur dalam pasal yang sama yaitu 

Pasal 3, menentukan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan 

oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek 

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak Merek itu diberikan oleh 

negara kepada pemilik Merek yang terdaftar. Disamping ketentuan lainnya yang 

mengatur beberapa ha1 sebagai konsekuensi dari pemberian hak hanya diberikan 

kepada pemilik Merek terdafatar tersebut. Seperti ketentuan dalam Pasal 6 ayat 

(1) Undai~g-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang berbunyi, bahwa 



: Permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain 

yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk 

dalam satu kelas. Ketentuan ayat (1) ini sebagai konsekuensi dan sebagai suatu 

kewajaran dari berlakunya Sistem Konstitutif, bahwa hak Merek itu ditentukan 

berdasarkan pendaftaran, sehingga undang-undang memerintahkan kepada 

pejabat pendaftar Merek untuk menolak pendaftaran Merek apabila mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain 

yang sudah terdaftar lebih dahulu. 

Disamping persamaan tersebut, maka terdapat perbedaan dan 

perkembangan berlakunya Sistem Konstitutif dalam penentuan hak atas Merek 

tersebut. Pads saat awal berlakunya Sistem Konstitutif dala~n Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, ada beberapa point pentiilg yailg berbeda 

khususnya perlindungan terhadap Merek terkenal sekalipun tidak atau belum 

terdaftar. I-Ial ini terlil~at adanya ketentuan yang mengllaruskan me~lolak 

pendaftaran Merek apabila menyerupai Merek yang sudah dimiliki orang lain 

yang sudah terkenal sekalipun tjdaic atau belum terdaftar, sebagailnslna diatur 

dalanl Pasal 6 ayat (2) Tahun 1992 yaitu, permintaan pendaftaran Merek juga 

ditotak oleh Kantor Merek apabila: a. merupakan atau menyerupai nama orang 

terkenal, foto, Merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang 

sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. 



Ketentuar. tersebut menunjukkan masih diberikannya perlindungan 

hukum bagi Merek terkenal sekalipun tidak terdaftar,52 setidaknya undang- 

undang memerintahkan kepada pejabat pendaftar untuk menolak pendaftaran 

Merek apabila menyerupai Merek yang sudah terkenal yang sudah dimiliki oleh 

pihak lain, yang tentunya maksudnya adalah tidak terdaftar. Karena ketentuan ini 

dimaksudkan sebagai pengecualian dari Pasal 6 ayat (I) UU Tahun 1992, yang 

berbunyi, bahwa : Permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Kantor Merek 

apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa 

sejenis yang termasuk dalam satu kelas. Ketentuan ayat (I)  ini sebagai 

konsekuensi dan sebagai suatu kewajaran dari berlakunya Sistem Konstitutif, 

bahwa hak Merek itu ditentukan berdasarkan pendaftaran, sehingga undang- 

undang memerintahkan kepada pejabat pendafiar Merek untuk menolak 

pendaftaran Merek apabila mempunyai persamaan pada pokolulya atau 

keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih 

dahulu. 

Dalam ketentuan pembatalan pendaftaran Merek, juga memberikan 

peluang bagi pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar untuk mengajukan 

pembatalan Merek. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU 

52 Baca juga Insan Budi Maulana, "Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan 
Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia lusturn, Nomor 13 Vol. 7, April 
2000, hlm. 121, bahwa di dalam UU Merek juga dicantumkan ketentuan yang memberikan 
perlindungan terhadap Merek terkenal. 



Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa, pemilik Merek terkenal yang tidak 

terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I)  

setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Kantor Merek. 

Dengan ketentuan tersebut diketahui bahwa undang-undang masih 

memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar 

khususnya Merek yang terkenal, dengan memungkinkan mengajukan gugatan 

pembatalan pendaftaran Merek. Karena ketentuan ini sebenarnya juga merupakan 

perkecualian dari ketentuan sebelumnya yaitu pasal 56 ayat (1) dan (2) UU 1992, 

yang berbunyi bahwa : 

(I) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dan 

Pasal6. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I)  tidak dapat diajukan oleh 

pemilik Merek yang tidak terdaftar. 

Dengan demikian ketentuan ini sebenarnya pada prinsipnya hak untuk 

mengajukan pembatalan pendaftaran Merek hanya diberikan kepada pemilik 

Merek yang terdaftar saja, dan ditegaskan bahwa gugatan pembatalan tidak dapat 

diajukan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar. Namun undang-undang 

masih memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi pemilik Merek 

terkenal yang tidak terdaftar, dengan memberi kemungkinan dapat mengajukan 

pembatalan Merek. Hal ini sebagaimana diatur dalam ayat (3) yaitu, pemilik 

Merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana 



dimaksud dalam ayat (I) setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek 

kepada Kantor Merek. 

. Dalam perkembangan selanjutnya dengan diundangkannya Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 

tahun 1992 tentang Merek, penegasan penentuan hak Merek bahwa hak atas 

Merek didasarkan atas pendaftaran pada dasarnya adalah sama, karena tidak ada 

perubahan dengan ketentuan sebelumnya bahwa hak atas Merek didasarkan atas 

pendaftaran. Sedangkan masih diberikannya perlindungan hukum terhadap 

Merek yang tidak terdaftar khususnya terhadap Merek terkenal terdapat adanya 

perubahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3), UU Merek Tahun 

1997 yang menentukan bahwa Kantor Merek dapat menolak permintaan 

pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang 

dan atau jasa yang sejenis. Penolakan bersifat imperatif, yang menyatakan, 

Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran Merek yang sama atau 

serupa dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain. Isi pasal ini agak 

aneh, karena tidak mengharuskan penolakan, kata dapat selayaknya menjadi 

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masih diberikannya 

perlindungan hukum bagi Merek tidak terdaftar khususnya bagi Merek terkenal, 

53 Insan Budi Maulana, Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam 
Sistem Merek Indonesia, Jurnal Huk~m Ius Quia Iusfum, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm. 125. 
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dengan memberi kemungkinan bagi pejabat pendaftar untuk dapat menolak 

pendaftaran Merek yang mempunyai persarnaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengzn Merek yang sudah terkenal milik orang lain. Perbedaan 

dan perkembangan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu adanya kata dapat. Kata 

dapat tersebut mengandung makna bukan sebuah keharusan atau kewajiban bagi 

pejabat pendaftar untuk menolak pendaftaran, sedang dalam ketentuan 

sebelumnya yaitu UU Merek Tahun 1992 penolakan tersebut adalah merupakan 

sebuah perintah sehingga menjadi keharusan atau kewajiban. 

Ketentuan tersebut merupakan perkecualian, karena prinsipnya 

kewajiban penolakan pendaftaran Merek tersebut hanya apabila sama dengan 

Merek yang sudah terdafdtar milik pihak lain, seperti yang di atur dalam Pasal 6 

ayat (I) UU Merek Tahun 1997, bahwa permintaan pendaftaran Merek harus 

ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 

untuk barang dan atau jasa yang sejenis. 

Dalam Konvensi Paris Versi 1967 Pasal 6 sampai Pasal 10 mengatur 

soal perlindungan Merek terkenal, berbunyi antara lain bahwa sebagai peserta 

dari Paris Union akan mengatur dalam perundang-undangan Merek masing- 

masing, bahwa atas permohonan pihak yang berkepentingan, harus ditolak atau 



akan dibatalkan pendaftaran dari suatu Merek yang merupakan reproduksi, 

imitasi atau terjemahan dari Merek terkenal pihak lain untuk barang ~ejenis. '~ 

Hak yang diberikan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk 

mengajukan gugatan pembatalan juga masih diberikan kepada pemilik Merek 

yang tidak terdaftar, dengan syarat Merek yang sudah terkenal. Penentuan 

kriteria dan ciri-ciri Merek terkenal juga didasarkan pada kepentingan 

nasionalnya masing-masing, misalnya Merek itu telah didaftarkan diberbagai 

negara, dan telah dipromosikan dengan gencar." Sebagaimana diatur dalam 

Pasal 56 ayat (3) UU Merek Tahun 1997, yaitu Pemilik Merek terkenal yang 

tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Kantor Merek, sama 

dengan uu sebelumnya. Hal ini juga merupakan perkecualian, karena pada 

prinsipnya pemilik Merek yang tidak terdaftar tidak dapat mengajukan 

pembatalan pendaftaran Merek. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU 

Tahun 1997 yaitu Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

tidak dapat diajukan oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar, sama dengan 

ketentuan sebelumnya. 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, terdapat perbedaan dengan ketentuan sebelumnya dalam ha1 masih 

diberikannya perlindungan hukum bagi pemilik yang tidak terdaftar khususnya 

54 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, op cit, hlm. 76. 
55 ibid 



bagi Merek terkenal. Seperti yang di atur dalam Pasal 6 (1) pada butir b, yang 

menentukan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang danlatau jasa 

sejenis. Adanya kata hams tersebut menunjukkan adanya keharusan bagi pejabat 

pendaftar untuk menolak pendaftaran, sedangkan dalam ketentuan sebelumnya 

kata dapat menunjukkan bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Kata 

harus menunjukkan adanya penegasan, ballwa pejabat pendaftar harus atau wajib 

menolah ketika Merek yang didaftarkan sama, baik sama pada pokoknya atau 

sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain sekalipun 

tidak terdaftar. 

Dari ketentuan tersebut dalam uu Merek Tahun 2001 juga masih 

memberikan perlindungan hukum bagi Merek terkenal sekalipun tidak terdaftar, 

setidaknya undang-undang memerintahkan kepada pejabat pendaftar bahkan 

terdapat kata harus, untuk menolak pendaftaran Merek apabila menyerupai 

Merek yang sudah terkenal yang sudah dimiliki oleh pihak lain, yang tentunya 

maksudnya adalah tidak terdaftar. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai 

pengecualian dari Pasal 6 ayat (1) butir a UU Merek Tahun 2001, yang 

mengatakan bahwa, Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 

danlatau jasa yang sejenis. Ketentuan ini juga sebagai konsekuensi dan 



kewajaran dari berlakunya Sistem Konstitutif, bahwa hak Merek itu ditentukan 

berdasarkan pendaftaran, sehingga undang-undang memerintahkan kepada 

pejabat pendaftar Merek untuk menolak pendaftaran Merek apabila mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain 

yang sudah terdaftar lebih dahulu. 

Dengan dermikian masih diberikannya perlindungan hukum bagi 

pemilik Merek yang tidak terdaftar dengan menolak pendaftaran Merek yang 

saina dengan pemilik Merek terkenal baik dalam UU Merek Tahun 1992, UU 

Merek Tahun 1997 dan UU Merek Tahun 2001 pada dasarnya sama, namun 

dengan penekanan yang berbeda. Dalam UU Tahun 1992 tidak ada penegasan 

keharusan menolak, sedang dalam UU Tahun 1997 hanya memberikan 

kemungkinan dengan kalimat dapat menolak yang dapat diartikan bukan menjadi 

suatu keharusan untuk menolak, sedang dalam UU Tahun 2001 terdapat 

penegasan dengan kata harus, yang dapat diartikan menjadi suatu keharusan atau 

kewajiban bagi pejabat pendaftar untuk menolak pendaftaran Merek yang sama 

baik sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya dengan pemilik 

Merek yang sudah terkenal. 

Dalam ha1 kemungkinan mengajukan gugatan pembatalan dalarn UU 

Merek Tahun 2001, pemilik Merek yang tidak terdaftar dimungkinkan 

mengajukan gugatan pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2). 

Hanya saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan Merek 

yang tidak terdaftar tersebut apabila ingin mengajukan gugatan pembatalan ada 



syarat harus terkenal, sedang dalam UU Merek tahun 2001 pemilik Merek yang 

tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek tanpa adanya syarat 

terkenal. 

Dengan demikian sekalipun beberapa undang-undang tentang Merek 

pasca UU Merek Tahun 1992 hingga UU Merek Tahun 2001 pada prinsipnya 

sama dengan menggunakan Sistem Konstitufif (First To File), namun terdapat 

perubahan dan perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada perlindungan hukum 

bagi pemilik Merek yang tidak terdafiar. Sebagaimana pada awal berlakunya 

Sistem Konstitutif dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 

tentang Merek yang pada prinsipnya memberikan hak dan perlindungan kepada 

pemilik lhlerek terdafiar, tetapi masih memberikan perlindungan kepada pemilik 

klel-ek yang tidak terdaftar tetapi kusus bagi Merek yang terkenal, yaitu dengan 

menolak pendafiaran Merek apabila sama pada pokoknya atau sama pada 

keseluruhanny a dengan Merek terkenal inil ik pihak lain, tennasuk memberi 

kenlungkinan untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek terdaftar 

dengan ketentuan bersamaan dengan itu mengajukan pendaftaran Mereknya. 

Demikjan pula dengan perubahan melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1997 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek 

pada prinsipnya sama. Na~nun dalam perkembangannya dengan keluarnya 

Undang-Undang Noinol. 19 Tahun 2001 tentang Merek, maka perlindungan 

kepada pemilik Merek tidak terdaftar lebih luas khususnya gugatan pembatalan 



Merek, bahwa peinilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan 

pendaftaran Merek tanpa ada syarat terkenal. 

Ketentuan terakhir yang memberikan hak bagi pemilik Merek yang 

tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar tanpa adanya 

syarat terkenal tersebut, sebenarnya mengurangi makna dalam penggunaan 

Sistem Konstitutif. Ketentuan pemberian hak kepada pemilik Merek terdaftar 

tersebut kurang bermakna, dan dapat mempengaruhi minat atau keinginan 

pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya, karena tidak mendaftarkan 

Mereknyapun dapat mengajukan gugatan pembatalan. 

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan perlindungan hukum di 

bidang Merek, telah dirancang sebuah Rancangan Undang-Undang Perubahan 

Undang-Undang no. 19 Tahun 200 1 tentang Merek. Sebagaimana ringkasan 

kesimpulan dalam sebuah diskusi publik naskah akademik RUU tentang Merek 

oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek yang 

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Tanggal 4 

Oktober 2012 di Hotel SofLan Betawi, bahwa RUU tentang Merek dimaksud 

dilatarbelakangi oleh : 

Perkembangan kegiatan perdagangan barang & jasa mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi Penyesuaian terhadap pelayanan 
konvensi-konvensi di bidang Merek Lebih meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat (Pemohon Merek), memberikan kepastian hukum 
bagi dunia industri, perdagangan & investasi dalam menghadapi 
perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang Masih 
terdapatnya kendala-kendala dalam implementasi UU Merek Maraknya 
pelanggaran di bidang Merek mengakibatkan kerugian negara di sektor 
perekonomian & perdagangan Maraknya pelanggaran & pemalsuan 



Merek sudah semakin membahayakan kesehatan & keselamatan jiwa 
manusia. 56 

Pengaturan Merek baru dimaksud juga dilandasi atas identifikasi 

beberapa masalah dan dirumuskan sebagai tujuan antara lain, bahwa 

Merumuskan peraturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15 Tahun 

2001 Tentang Merek untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan & investasi dalam 

menghadapi perekonomian dunia pada masa mendatang.57 

Dikemukakan pula beberapa kelembahan yang terdapat dalam UU No. 

15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu : 

1. Aspek Substansi 

a. Lingkup Perlindungan Merek belum mencakup unsur “Nan Traditional 

Marks" dalam bentuk tiga dimensi, suara, aroma & hologram (apabila 

pemerintah Indonesia meratifikasi Singapore Treaty). 

b. Permohonan pendaftaran Merek Internasional (Apabila Pemerintah 

Indonesia meratifikasi Madrid Protokol). 

2. Aspek Prosedur/Administratif 

a. Lamanya sistem pemeriksaan permohonan Merek. 

b. Belum diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan 

pendaftaran Merek. 

56 Cita Citrawinda Noerhadi (Ketua Tim), Diskusi Publik Naskah Akademik RUU 
tentang Merek oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek, oleh Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, Jakarta Tanggal 4 Oktober 2012, hlm. I 

57 ibid 



c. Tidak dapat dilakukannya perbaikan atas permohonan terhadap 

penulisan nama danlatau alamat pemohon dan kuasanya. 

d. Tidak dapat dilakukannya perubahan nama danlatau alamat pemilik 

MerekPengalihan Hak Merek pada saat proses permohonan pendaftaran 

Merek. 

e. Tidak diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat 

Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang 

disebabkan oleh kesalahan pemohon. 

f. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar 

hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya 

masa perlindungan Merek. 

g. Belum diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang 

sama dengan Indikasi Geografis. 

h. Pengumuman permohonan Merek hanya dilakukan dalam berita resmi 

Merek. 

3. Aspek Implementasi Penegakan Hukum 

a. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi. 

b. Alasan larangan sehubungan dengan penghapusan pendaftaran Merek 

oleh Ditjen HKI. 

c. Mengenai perlindungan Merek Terkenal. 

d. Ketentuan Perdata belum ada ketentuan gugatan dapat pula diajukan 

oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. 



e. Ketentuan Pidana belum ada ketentuan pidana bagi pelanggaran dan 

permasalahan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan 

jiwa man~sia. '~ 

Dalam kesimpulan akhirnya dirumuskan beberapa revisi terhadap UU 

No. 15 tahun 2001, ditinjau dari beberapa aspek, yaitu : 

A. Aspek Substansif 

1. Diperluasnya definisi Merek. 

2. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dengan menggunakan 

Protokol Madrid. 

B. Aspek ProsedurIAdministrasi 

1. Dipercepatnya sistem pemeriksaan permohonan. 

2. Diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran 

Merek. 

3. Diperbolehkannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama 

danlatau alamat pemohon atau kuasanya. 

4. Perubahan nama danlatau alamat pemilik MereklPengalihan Hak Merek 

dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek. 

5. Diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek 

(untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh 

kesalahan pemohon. 

58 Ibid, hlm. 3 



6. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar 

(<6 bulan atau >6 bulan). 

7. Diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama 

dengan indikasi geografis. 

8. Pengumuman peilnohonan Merek dilakukan juga melalui sarana 

elektronik danlatau sarana lainnya. 

C. Aspek Implementasi Penegakan Hukum 

1. Segera diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai lisensi dan Merek 

terkenal. 

2. Diakomodasinya ketentuan Tindak Pidana Merek (mengancam kesehatan 

danlatau keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup). 

3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan RUUM. 

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan RUUM.~' 

Pengkajian dan penelitian yang mendalam telah dituangkan dalam 

naskah akademik Pengaturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15 

tahun 2001 Tentang Merek, bertujuan untuk : a. Dapat lebih meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemohon Merek. b. Memberikan 

kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi, dalam 

menghadapi perkembangan perekonomian dunia masa mendatang6' 

59 ibid, hlm. 5 
60 ibid, hlrn. 6 



Dalam RUU dimaksud belum mencakup masalah perubahan ketentuan 

yang masih memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal 

yang tidak terdaftar pada ketentuan penolakan, maupun hak mengajukan gugatan 

pembatalan bagi pemilik merek yang tidak terdaftar yang justru memperlemah 

berlakunya Sistem Konstitutif. Pemberlakuan Sistem Konstitutif yang sudah 

berlangsung lama sejak Tahun 1992 hingga sekarang, sudah seharusnya 

diberlakukan secara ketat dan konsisten, dengan mulai menghilangkan 

pengecualian yang masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek tidak 

terdaftar. 

Beberapa ha1 yang menarik dalam RUU tersebut antara lain 

dipercepatnya sistem pemeriksaan permohonan, diterapkannya persparatan 

minimum permohonan pendaftaran Merek, dan pengumuman yang semula hanya 

pengumuman pendaftaran pada berita resmi Merek, maka dalam revisi 

pengumuman juga dilakukan melalui sarana elektronik danlatau sarana lainnya. 

Dengan percepatan sistem pemeriksaan permohonan diharapkan akan 

mempercepat pula penyelesaian pendadftaran Merek, sedangkan diterapkannya 

persyaratan minimum permohonan pendaftaran Merek juga akan mempermudah 

dan mempercepat menentukan apakah sebuah Merek dapat diterima atau ditolak 

pendaftarannya. Demikian pula dengan pengumuman yang tidak hanya melalui 

pengumuman dalam berita resmi Merek, tetapi juga dilakukan melalui sarana 

elektronik danlatau sarana lainnya akan lebih menjamin legitimasi Merek yang 

diterima pendahrannya. 



D. Pendafataran Merek Milik Pihak Lain Dalam Beberapa Contoh Kasus 

Pembatalan Merek 

Meskipun telah diberlakukan Sistem Konstitufif (First To File), yang 

memberikan hak dan perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar, namun 

dalam kenyataannya masih terjadi beberapa kasus pendaftaran Merek milik pihak 

lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dengan etikat tidak baik demi 

keuntungan sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak pemilik Merek yang 

sebenarnya dan akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan Merek. 

Beberapa perkara gugatan pembatalan Merek, setidaknya 

menggambarkan masih belum adanya kepastian perlindungan hukum bagi 

pemilik Merek terdaftar, karena dalam kenyataannya Merek yang sudah 

didafiarkan tersebut masih dapat didafiarkan oleh pihak lain. Disamping itu UU 

memberikan kemudahan persyaratan bagi pihak penggugat untuk mengajukan 

gugatan pem batalan bahkan oleh pemilik Merek yang tidak terdafiar. Dalam 

Pasal pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa Pemilik Merek yang tidak terdafiar 

dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan 

pendaftaran ke Kantor Merek.61 Dengan memberikan peluang bagi pemilik 

Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan inilah yang 

memberi kemudahan bagi pihak yang akan mengajukan gugatan, namun 

sebenarnya memperlemah pemberlakuan Sistem Konstitutif dan se olah-olah 

61 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hzlkum Merek Terkenal di Indonesia Pasca 
Perjanjian TRIPS, (Bandung : PT Alumni, 2011), hlm. 194. 



kurang bermanka. keputusan pengadilan yang membatalkan pendaftaran Merek 

menunjukkan belum terjarninnya kepastian hukurn bagi pemilik Merek terdaftar, 

karena suatu saat dapat dibatalkan baik oleh pihak yang merasa sebagai pemilik 

Merek terdaftar, bahkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan Mereknya. (Pasal 

68 ayat (2) UU Merek). 

Posisi kasus pada beberapa putusan Pengadilan pada tingkat Mahkamah 

Agung tentang pembatalan Merek, dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti 

adalah sebagai berikut : 

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 K/Pdt.Sus/ZOlZ. 

Penggugat (Lukmin Eryan) selaku pemegang Hak Ordner Merek 

"INDEX" adalah PendaftarIPemakai Pertama, dan telah didaftar pada kantor 

Turut Tergugat (Direktort Merek) tanggal 17 Maret 2005 sebagaimana Sertipikat 

No. 1DM00003 1267 dengan Pemegang Hak Dagang adalah Lukmin Eryan. 

Penggugat adalah produsen ordner Merek Indek, dan produk ordner 

Merek Index tersebut telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena 

tidak ada saingan Merek Index tersebut telah merebut pasar ordner dan dikenal 

secara umum oleh pemakai ordner di wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka 

memperluas usaha Penggugat (Lukmin Eryan), Penggugat mendaftarkan kembali 

Merek "Index" dengan tambahan komposisi wasna baru sebagaimana 

Permohonan Pendaftaran Merek "INDEX" Nomor Agenda DO0 201 0 02 1376 

tanggal 14 Juli 2010 Berita Resmi Merek Seri A Keputusan Turut Tergugat 



tanggal 30 Juni 201 1 Nomor : 68EA/II/A/2011 tanggal 6 Juli 201 1 s/d 6 Oktober 

201 1. Dari gambaran tersebut penggugat hendak mendaftarkan Merek "Indek 

dengan tambahan komposisi warna baru. 

Akan tetapi ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, 

yaitu Tergugat competitor jo pesaing baru produk baru Merek Bindex, 

pendataran Mereknya baru dilakukan 5 Agustus 2009 sertipikat No. IDM 

000186903, dan kemunculannya produk tersebut setelah 4 (empat) tahun 

produksi Index beredar dipasaran, pesaing baru produk Bindex milik Tergugat 

tersebut dengan sengaja merebut pasar yang sudah dikuasai Merek "Index." 

Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Merek dagang Bindex milik 

Tergugat yang baru terbit tanggal 5 Agustus 2009 dengan No. LDM 000186903 

pada kelas barangljasa 16, dengan pemegang haknya PT Best Mega Industri 

beralamat di J1. Balikpapan No.15 C. Petojo, Selatan Jakarta Pusat yang baru 

didaftarkan setelah Merek Dagang Indek milik Penggugat. Sehingga Penggugat 

mengajukan permohonan pembatalan Merek Bindek milik Tergugat didasarkan 

pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4,5,6. 

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 

105hferekl201 l/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 2 April 201 2 yang pokok amar 

putusanya menyatakan gugatan Penggugat dit01ak.~~ 

62 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi dalam Lukmin 
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Demikian pula Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi atas permohonan 

Pemohon Kasasil dahulu Penggugat, juga ditolak. 

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, bahwa 

alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena 

Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dan benardalam 

pertimbangan hukumnya. Bahwa materi gugatanlpokok sengketa dalam perkara a 

quo sudah pernah diajukan melalui gugatan rekonvensi dalam perkara No. 

72/Merek/201 l/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan tidak terdapat perbedaan peristiwa hukum 

yang menjadi dasar diajukannya perkara ini, dan perkara tersebut masih dalam 

pemeriksaan kasasi. 

Dalam perkara tersebut yang menarik bahwa penggugat sebagai 

pemegang Merek "Indek" yang sudah terdaftar, sedangkan Tergugat sebagai 

pihak pemegang Merek "Bindek" sebagai pendaftar belakangan, yang lcalau 

diperhatikan sepintas saja Merek tersebut dari susunan kata-katanya secara jelas 

mengandung persamaan, setidaknya sama pada pokoknya, yaitu mengandung 

unsur-unsur kemiripan atau menyerupai dengan Merek "Indek" yang sudah 

terdaftar terlebih dahulu. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah mengapa 

pengajuan pendaftaran Merek "Bindek" yang mengandung unsur sarna pada 

pokoknya dapat didaftar. Sedangkan ha1 tersebut sesuai pasal Pasal 6 (1) 

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut, 

karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 



Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang danlatau 

jasa yang sejenis. 

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 665 K/Pdt.Sus/2011 

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara perdata khusus (Hak atas 

Kekayaan IntelektualIMerek) dalam tingkat kasasi dan telah mengambil putusan 

dalam perkara antara : Rudy Hartanto, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran 

Baru 67-1, Kelurahan Kemayoran, Surabaya 60176, dalam ha1 ini member kuasa 

kepada: Uus Mulyaharja, SE., SH., MH. dan Rahadian Ismuwaskitho, SH., para 

Advokat pada Law Office Ina Rachin~n - Mulyaharja & Associates, beralamat di 

Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 No. 11 (Lantai 3), J1. RS. Fatmawati 

No. 39, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 20 11, 

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan Konrad Hornschuch AG, 

suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik 

Jerman, berkedudukan di D-74679, Weibach, Germany, dalam ha1 ini memilih 

domisili hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual 

pada Kantor Hukum Andreas Mudiardjo & Co. di Apartemen Paladian Park 

Tower C #0702, Jakarta Utara, dalam ha1 ini memberi kuasa kepada: Rapin 

Mudiardjo, SH., ACCS. dan Tri Suwito Adi, SH., MIP., para Advokat, 

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 201 1, sebagai Termohon 

Kasasi dahulu Penggugat. 



Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Bahwa Penggugatl 

Termohon Kasasi merupakan pemilik sah atas Merek "d-c-fix" yang telah 

terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia 

dengan Nomor IDMOO0218288 untuk kelas 27 Penggugat merupakan pemilik 

yang sah atas Merek "d-c-fix" dan dilindungi oleh undang-undang di negara 

Jerman dengan pendaftaran nomor H41742 untuk kelas 17 dan kelas 27. 

Disamping itu juga, Penggugat telah mendaftarkan "d-c-fix" dalam 81 (delapan 

puluh satu) Merek "d-c-fix" di 32 (tiga puluh dua) Merek di negara di dunia 

sekitar 32 (tiga puluh dua) negara di dunia lainnya. 

Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah melakukan 

pendaftaran Merek "d-c-fix deco" Noinor IDM000 1333 16 dan "d-c-fix glass" 

Nomor IDM0001333 17. Bahwa tindakan tersebut jelas dilakukan oleh Tergugat 

tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku pemilik Merek terdaftar di 

Indonesia dan 32 (tiga puluh dua) negara di dunia lainnya. 

Bahwa terhadap gugatan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 301 

MereW20111 PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya 

amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan menyatakan 

terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara Merek "d-c-fix deco" 

dengan Nomor IDMOO01333 16 dan "d-c-fix glass" dengan Nomor 

IDM000133317 milik Tergugat dengan Merek "d-c-fix" dengan Nomor 

IDM000218288 milik Penggugat untuk jenis barang yang sejenis dalam kelas 27 



(karpet, karpet mobil, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat 

keset, tikar, linoleum dan hasil-hasil bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai, 

hiasan-hiasan gantungldinding, kertas dinding (wall paper); Menyatakan dan 

menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat merupakan pihak yang "beritikad 

tidak baik" dalam perkara ini; Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan 

batal demi hukum pendaftaran Merek "d-c-fix deco" dengan Nomor 

IDM0001333 16 dan "d-c-fix glass" dengan Nomor IDMOO01 333 17 milik 

Tergugat dengan segala konsekwensi hukumnya; dan Memerintahkan Direktorat 

Merek, cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Kementerian 

Hukum dan HAM. RI. untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan 

melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Merek "dc- fix deco" dengan 

Nomor IDM0001333 16 dan "d-c-fix glass" dengan Nomor IDM0001333 17 milik 

Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku tersebut; 

Terhadap keberatan-keberatan pemohon kasasil dahulu Tergugat dalarn 

memori kasasinya, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat, 

bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factil 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak 

salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terdapat persamaan pada pokoknya 

antara Merek milik TergugatPemohon Kasasi dan Merek milik 

Penggugat/Termohon Kasasi sehingga Merek produk Pemohon Kasasi 

melanggar Undang-Undang No. 15 Tahun 200 1 tentang Merek, bahwa putusan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalarn perkara ini tidak 



bertentangan dengan hukum dadatau undang-undang maka permohonan kasasi 

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Rudy Hartanto tersebut d i t o ~ a k . ~ ~  

Dalam kasus tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam 

mengambil putusan intinya, bahwa Merek terdafiar milik tergugat dikarenakan 

bahwa Tergugat merupakan pihak yang "biritikad tidak baik" dengan 

mendafiarkan Mereknya yang terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek 

milik Tergugaflemohon Kasasi dan Merek milik Penggugat/Termohon Kasasi 

sehingga Merek produk Pemohon Kasasi melanggar Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek. Dalam kasus ini terlihat adanya ketidak cermatan 

dalam menerima pendafiaran Merek, terbukti Merek yang mengandung unsur 

sama pada pokoknya, yaitu antara Merek "d-c-fix" dengan Merek "d-c-fix der,ot 

dan "d-c-fix glass" jelas mengandung persamaan pada pokoknya, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Merek tetap didaftar, yang akhirnya 

menimbulkan sengketa pembatalan. 

3. Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/Pdt.Sus/2011. 

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara perdata khusus hak atas 

kekayaan intelektual (Merek) pada tingkat kasasi dan telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara antara : Idahjaty Kusni, bertempat tinggal di Jalan Belimbing I 

No. 146, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tarnan Sari, 
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Jakarta Barat, dalam ha1 ini memberikan kuasa kepada: ANDREAS EN0  TLRTA 

KUSUMA, SH.MH dan PHIL0 DELLANO, SH., para Advokat pada kantor 

Hukum Tirta & Mitra, berkantor di Kompleks Rukan Daan Mogot Baru, Jalan 

Utan Jati Blok 9 B No. 6, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 3 September 2010; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, melawan 

Wartono Fachrudin Kurnadi, bertempat tinggal di Jalan Buni Nomor: 17, 

Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. 

Kasus posisi dalam perkara tersebut bahwa Penggugat adalah pendiri dan 

perintis kegiatan usahaltoko dengan Nama "SINAR LAUT" sejak tahun 1970-an, 

dengan kegiatan usaha perdagangan dengan barang dagangan Baut, Mur, Skrup, 

dan alat-alat teknik: Nama "SINAR LAUT" awalnya digunakan untuk nama 

usaha berbentuk toko dan didaftarkan sebagai nama usaha, yang kemudian oleh 

Penggugat digunakan sebagai nama beberapa badan maha Penggugat berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), pada Tahun 1995 dengan nama PT SINAR LAUT 

ABADI, pada Tahun 2008 dengan nama PT. SINAR LAUT. 

Belakangan diketahui Tergugat I (Wartono Fachrudin Kurnadi) telah 

mendaftarkan Merek "SINAR LAUT" berdasarkan sertifikat Merek "SINAR 

LAUT" kelas 6 Nomor IDM000245216; Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 

8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor 

IDM000222601. Pendaftaran dimaksud tanpa seijin Penggugat, sedangkan 

Tergugat I seharusnya telah mengetahui Merek "SINAR LAUT" telah digunakan 

oleh Penggugat. 



Terhadap alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori Kasasi 

Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, 

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti ternyata bahwa Judex Facti 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum. Bahwa mengenai 

alasan PenggugatRemohon Kasasi tentang Pemohonan Pendaftaran oleh 

Tergugat telah dilakukan dengan iktikad tidak baik, dapat diterima oleh karena 

menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, apabila Tergugat pernah bekerja 

sebagai karyawahertindak sebagai Lisenceel Distributor dan sebagainya di 

pihak PemilikIPenggugat maka unsur "Tidak baik" telah terpenuhi dalam 

perkara a quo. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, 

Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pihak 

yang menggunakan nama SINAR LAUT sebagai nama usahanya sebelum 

Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat mendaftarkan Merek SINAR LAUT, 

Merek mana mempunyai persamaan dengan nama usaha milik Penggugat 

tersebut, sehingga Tergugat I adalah pihak yang melakukan pendaftaran Merek 

dengan iktikad tidak baik dan oleh karena itu adalah sudah seharusnya Merek 

SINAR LAUT dalam perkara a quo yang terdaftar atas nama Tergugat I 

dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut pendapat Mahkamah 

Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan pemohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi Idahjaty Kusni tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Merek/20101 

PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Januari 201 1, serta Mahkamah Agung mengadili 



sendiri perkara ini dengan amar putusan, pada pokoknya : Menyatakan 

Penggugat berhak untuk menggunakan Merek "SINAR LAUT". Menyatakan 

Penggugat sebagai pemili'k yang sah atas Merek "SINAR LAUT". Menyatakan 

Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan 

pendaftaran seluruh Merek-Merek "SIIVAR LAUT". Menyatakan pendaftaran 

seluruh Merek-Merek atas nama Tergugat I berdasarkan sertifikat Merek 

"SINAR LAUT" kelas 6 Nomor IDM000245216, Sertifikat Merek "SINAR 

LAUT'' kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" 

kelas 35 Nomor IDM000222601, seluruhnya atas nama Tergugat I (Wartono 

Fachrudin Kurnadi) batal dengan segala akibat h ~ k u m n ~ a . ~ ~  

Dalam kasus tersebut ternyata bahwa Merek terdaftar dapat dibatalkan 

oleh pemilik Merek yang belum terdaftar, Penggugat sebagai pemilik nama 

"SINAR LAUT" semula tidak mendaftarkan sebagai Merek, namun akhirnya 

berhasil membatalkan beberapa Merek "SINAR LAUT" yang terdaftar untuk 

beberapa klas barang milik Tergugat yang dalam pertimbangan majelis dianggap 

sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik. Hal ini membuktikan kelemahan 

sistem pendaftaran konstitutif yang masih memberikan perlindungan Merek yang 

tidak terdaftar dengan memberi hak untuk membatalkan Merek terdaftar bahkan 

tanpa terdapat syarat terkenal sebagaimana pasal68 ayat (2) UU Merek. 
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4. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : Nomor 581 K/Pdt.Sus-HKU2013. 

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara dan memutus perdata 

khusus hak kekayaan intelektual Merek dalam tingkat kasasi dalam perkara 

antara : Suparno, STP., bertempat tinggal di Jalan Lawe Komplek PKS, 

Gampong Lamreung Kecamatan Darut Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam ha1 

ini memberi kuasa kepada Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI., M.Sc. dan kawan, 

para Advokat, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual (HaKI) Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI., M.Sc & Partners, yang 

beralamat di Jalan Raya Banda Aceh - Medan Nomor 7, Kutablang, Kabupaten 

Bireuen, Prop. Aceh - 24356., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 

2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Melawan Ahmad Syaiful Bahri S.Sos., 

bertempat tinggal di Jalan T. Sudimoro Nomor 10 RT 009/007, Mojolangu, 

Malang, dalam ha1 ini memberi kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H., dan 

kawankawan, para Advokat berkantor di Kantor Hukum "DL Ginting & 

Associates" Jalan Tebet Barat I Nomor 19 Jakarta Selatan 12810, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013. 

Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah bahwa antara Penggugat 

dengan Tergugat semula adalah mitra yang bekerjasama dalam bidang usaha 

ayam penyet, yang pada mulanya Tergugat mendirikan Gerai Ayam Lepaas di 

Lampriet Banda Aceh, yang merupakan Gerai Ayarn Lepaas yang pertama kali 

dibuka di Indonesia, dan kemudian diikuti oleh Penggugat membuka di tempat- 



tempat lain antara lain di malang, Tangerang, jakarta dan di beberapa wilayah 

lain terutama di pulau jawa. 

Dalam perkembangannya kemudian, tanpa sepengetahuan Penggugat, 

Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepaas pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan 

Nomor Permohonan 50 12010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor 

Pendaftaran IDM000327853tertanggal25 Oktober 201 1. Kemudian pada tanggal 

12 Februari 2013, Penggugat juga mengajukan permohonan pendafiaran Merek 

Ayam Lepaas pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Tangerang, dengan Nomor Permohonan J00201306249, tertanggal 12 Februari 

2013. Penggugat memandang Tergugat yang mengajukan pendaftaran Merek 

tanpa seijin Penggugat yang pada awalnya bekerjasama dalam usaha, adalah 

sebagai tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik Vide : Pasal 4 Undang 

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa : 

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

yang beritikad tidak baik", Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan 

pembatalan Merek Tergugat. 

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Medan telah memberi putusan Nomor 0 1/Merek/20 13fPN Niaga Medan tanggal 

17 Juli 2013 yang amarnya pada pokoknya : Menyatakan Tergugat adalah 

Pemohon yang beritikad tidak baik. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan 

Nama: 'Ayam Lepaas', Tanggal Penerimaan: 28 Juni 20 10, Nomor Pendaftaran: 



IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 201 1, yang tertulis 

sebagai pemilik Merek atas nama Supamo, STP., dari Daftar Umum Merek di 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI 

dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; 

Berdasarkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan negeri Medan 

tersebut, Tergugat mengajukan kasasi dengan keberatan-keberatan yang dimuat 

dalam kasasinya. Terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah 

Agung berpendapat, antara lain terbukti didaftarkannya Merek tersebut oleh 

Tergugat kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian 

Hukum dan HAM RI dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal 

Penggugat adalah teman bisnis Tergugat yang merintis dan bekerjasama 

mendirikan warung makan "ayam Lepaas" sejak awal, namun akhimya Tergugat 

meninggalkan Penggugat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan 

tersebut tidak salah menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi yang 

diajukan oleh Pemohon Kasasi Supamo, STP tersebut harus ditolak dengan 

perbaikan amar putusan, yang pada pokoknya : Menyatakan Tergugat adalah 

Pemohon yang beritikad tidak baik. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan 

Nama "Ayarn Lepas", Tanggal Penerimaan 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran 

IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek 25 Oktober 2011, yang tertulis 

sebagai pemilik Merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI 

dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Memerintahkan untuk 



mencoret Merek dengan Nama 'Ayam Lepaas', Tanggal Penerimaan 28 Juni 

20 10, Nomor Pendaftaran IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 

Oktober 201 1, yang tertulis sebagai pemilik Merek atas nama Suparno, STP., 

dari Dafiar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi 

~ e r e k . ~ '  

Dalam perkara tersebut nampak bahwa Merek yang terdaftar lebih 

dahulu yaitu Merek "Ayam Lepaas", dengan Nomor Pendaftaran 

IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 201 1 milik Tergugat, 

dapat dibatalkan oleh pemilik Merek yang mendaftarkan kemudian yaitu pemilik 

Merek "Ayam Lepaas" Nomor Permohonan 50020 1306249, tertanggal 12 

Februari 201 3. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 

yang mendaftarkan Mereknya lebih dahulu dianggap sebagai pemohon yang 

beritikat tidak baik. Keputusan pembatalan Merek terdaftar demikian dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pendaftar Merek, sekaligus 

menggambarkan kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Konstitutif dalam UU 

Merek. Disamping itu pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat yang 

mengandung persamaan dengan Merek terdaftar milik Tergugat, kalau kemudian 

diterima sebenarnya juga bertentangan dengan pasal 6 ayat (la) UU Merek, 

sekalipun pendaftaran itu merupakan perintah dari pasal 68 ayat (2), yang 

65 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi, dalam Suparno, 
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menyatakan bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan 

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan 

kepada Direktorat Jenderal. Singga sebenarnya terdapat pertentangan antara 

ketentuan yang satu yaitu pasal6 ayat (la) dengan padal68 ayat (2) UU Merek. 

5. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : No. 233 K/Pdt.Sus/2012. 

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutuskan perkara Perdata 

Khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi antara : 

Robert Riady, bertempat tinggal di Jalan Pluit Murni Raya No. 28, Pluit 

Penjaringan, Jakarta Utara, dalam ha1 ini memberi kuasa kepada Frans M.T. 

ButarButar, SH., Advokat pada Kantor Hukum Frans M.T. ButarButar & Rekan, 

berkantor di Jalan Kopi No. 11 Jakarta Barat 1 1230, berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 8 Februari 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I; melawan 

Budiman Hady, bertempat tinggal di Jalan Pluit Raya No. 12 1 Blok B.1 No. 3 - 

Jakarta Utara, dalam ha1 ini telah memberikan kuasa pada Max Andryan, SH., 

MM, M,Hum. dan kawan-kawan, para Advokat pads: Kantor Advokat dan 

Konsultan Hukum " MARX & CO" berkantor di Wisma GKBI Lantai 15, Suite 

1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 102 10, berdasarkan surat kuasa 

khusus tertanggal5 Oktober 201 1 Termohon Kasasi dahulu Penggugat. 

Kasus posisi dalarn perkara tersebut, bahwa Penggugat adalah Pemilik 

sah Merek dagang NIPPONTAPE untuk barang-barang yang diproduksi PT 

Hasri Anekatama yaitu berupa adhesive tape, lakbanlpita perekat/isolasi, Pita 



perekat yang digunakan untuk Merekat dua bidang permukaan menjadi satu, 

kertas tipis seperti tissue maupun busa dan disebut juga double side tape yang 

telah terdaftar di Ditjen HKI untuk Kelas Barang 16 dan 17, dengan Nomor 

Pendaftaran DM00492095 (Kelas 17) Sertifikat Merek tanggal 2 Oktober 200 1, 

dandengan Nomor Pendaftaran IDM00492096 (Kelas 16) Sertifikat Merek 

tanggal 2 Oktober 2001, keduanya atas nama Pemilik Merek Budiman Hady 

atau Penggugat. Berikut perpanjangannya dengan Nomor Pendaftaran 

IDM000247259 (Bukti P-4) Sertifikat Mereknya tanggal 17 Mei 2010 dan 

Nomor Pendaftaran IDM00024726 1 Sertifikat Merek tanggal 17 (Mei 20 10 

keduanya atas nama Penggugat. 

Namun belakangan Penggugat mengetahui sekitar tanggal 5 Agustus 

201 1 Tergugat (Robert Riady) menyatakan sebagai pemilik yang sah dari Nama 

Merek Dagang "NIPPON TAPE" berdasarkan Sertifikat Merek yang telah 

didaftarkan dalam Daftar Umum Merek No. IDM00236496, yang diketahui telah 

mendaftarkan sejak 24 Januari 2005. 

Terhadap gugatan penggugat atas perkara tersebut, Pengadilai~ Niaga 

pada Pengadilan lVegeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan 

Nomor: 9 11 MEREKl20 1 11 PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Februari 20 12 yang 

arnarnya pada pokoknya : Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Merek 

"NIPPON TAPE" yang terdaftar pada Tergugat I1 dalam Daftar Umum Merek di 

bawah Nomor IDM00492095 tertanggal 2 Oktober 2011 dan Nomor 

IDM00492096 tertanggal 2 Oktober 201 1 untuk barang kelas 17 dan kelas 16 ; 



Menyatakan Merek "NIPPON TAPE" yang didaftarkan Tergugat I dalam Dafiar 

Umum Merek Nomor IDMOO0236496 tanggal 24 Januari 2005 atas nama 

Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "NIPPON 

TAPE" milik Penggugat ; Menyatakan Merek ''NIPPON TAPE" yang terdafiar 

dalam dafiar Umum Merek Nomor IDMOO0236496 tanggal 24 Januari 2005 atas 

nama Tergugat I atas dasar permohonan yang diajukan oleh Tergugat I sebagai 

Pemohon yang beritikad tidak baik ; Menyatakan batal menurut hukum 

pendaftaran Merek "NIIPON TAPE" dalam dafiar Umum Merek Nomor 

IDM00236496 tanggal 24 Januari 2005 dengan segala akibat hukumnya ; 

Memerintahkan Direktorat HKI selaku Tergugat I1 untuk melaksanakan 

pembatalan pendaftaran Merek "NIIPON TAPE" dari Dafiar Umum Merek 

Nomor IDM00236496. 

Terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Tergugat Mahkamah 

Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex 

Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena merk "Nippon Tape" milik 

Tergugat I daftar No. IDM000236496 tanggal 24 Januari 2005 mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan "NIPPONTAPE" milik Penggugat yang telah 

terdaftar sejak 5 Desember 2000 dan diperpanjang tanggal 5 Desember 2010 

untuk jenis barang 16 dan 17 ; Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula 

ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan huk-um danlatau undang-undang, 



sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 
* 

Robert Riady .66 

Dalam kasus tersebut juga terjadi pendafiaran Merek yang belakangan 

"NIPPON T A P E  milik Tergugat sebenarnya telah ternyata sama dengan Merek 

yang telah terdafiar sebelumnya NIPPONTAPE milik Penggugat, namun tetap 

dapat didaftar oleh Ditjen HKI yang akhirnya timbul sengketa pembatalan 

Merek. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bal~wa Tergugat 

dianggap sebagai pemohon yang ber itikat tidak baik. Seharusnya pendafiaran 

yang kedua ditolak dengan alasan sama dengan Merek milik pihak lain yang 

sudah terdaftar terlebih dahulu, ha1 ini sesuai dengan pasal 68 ayat ( la) UU 

Merek. Dalam ha1 ini pejabat pendaftar kurang memperhatikan atau kurang 

cermat dalam menilai sebuah Merek yang didaftarkan apakah sama dengan 

Merek pihak lain yang sudah terdafiar terlebih dahulu atau tidak. 

6. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung FU nomor : No. 015 

PIUPdt.Sus/2007. 

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara Hak 

Kekayaan Intelektual (Merek) pada pemeriksaan permohonan peninjauan 

kembali dalam perkara antara : Kurnain Gunardi, bertempat tinggal di Jalan 

Kebon Kacang Gg. 3917 RT 0151004, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan 
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Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon 

Kasasi~Tergugat; melawan Rony Ridwan, bertempat tinggal di Jalan Sakura 

Hegar No. 17, Sukahaji, Babakan Ciparay, Bandung 40221, Termohon 

Peninjauan Kembali dahulu Termohon KasasiPenggugat. 

Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah bahwa Penggugat adalah 

pemegang hak sekaligus pendaftar pertama di Indonesia atas Merek dagang 

"LOVE sejak tahun 1987 dengan No. 215585 dan telah diperbaharui dengan 

No. 386400 tertanggal27 Februari 1997 untuk jenis barang "kain lap, kain sprey, 

kain-kain" yang termasuk dalam kelas barang 24 dan Merek dagang "MY 

LOVE" terdaftar No. IDM00073114 tanggal 14 Juli 2003 untuk jenis barang 

sprey (bed sheets), tekstil, handuk, kain-kain tenun (sarung tangan), sarung 

bantal, tilam-tilam tempat tidur, kain batik, sarung tangan, selendang, selimut, 

serbet, taplak meja, kelambu, tenun-tenunan yang termasuk dalam kelas barang 

24. Bahwa Merek dagang "Love" yang terdaftar sejak tahun 1987 dengan No. 

215585 telah diperbaharui dengan No. 386400 yang telah beralih hak kepada 

Penggugat pada tanggal 27 Mei 2003 berdasarkan perjanjian peralihan hak, dan 

peralihcn hak tersebut telah terdafiar pada Kantor Merek, Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pada Tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat pernah timbul 

persoalan hukum menyangkut penggunaan Merek Love dan My Love secara 

tanpa hak oleh Tergugat pada produk-produk barang Tergugat, seperti: sprei, bad 

cover dll. Penggugat dan Tergugat telah sepakat menandatangani Surat 



Perjanjian Perdamaian tertanggal27 Juni 2003, yang pada intinya memuat bahwa 

"Tergugat telah berjanji tidak akan meniru, memproduksi dan memperdagangkan 

barang-barang dengan menggunakan Merek Love maupun My Love milik 

Penggugat" selain itu Tergugat juga berjanji untuk "memusnahkan etiket-etiket 

ataupun brosur-brosur yang bertuliskan Love dan My Love pada produkproduk 

barang Tergugat". 

Namun ternyata tanggal 22 Agustus 2003, dengan Tergugat telah 

mengajukan permintaan pendaftaran Merek dagang "My Lowe" untuk barang- 

barang kelas 24, yang kemudian Merek "My Lowe" tersebut terdaftar dalam 

Daftar Umum Merek dengan nomor: IDM000028204 tertanggal26 Januari 2005. 

Kemudian Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Merek milik 

Tergugat . 

Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor: 61/MEREW2006/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 22 November 2006 

yang telah berkekuatan hukum tetap amarnya, pada pokoknya adalah 

menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak atas Merek Love No. 386400 dan 

My Love No. IDM000073114, masing-masing untuk kelas barang 24; 

Menyatakan pendaftaran Merek My Lowe No. DM000028204 atas nama 

Tergugat didasari dengan itikad tidak baik; Menyatakan Merek My Lowe No. 

IDMOO0028204 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan Merek My Love No. IDM000073 1 14 milik Penggugat; Menyatakan batal 

pendaftaran Merek My Lowe No. IDM000028204 atas nama Tergugat. 



Selanjutnya putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi 

yang menolak permohonan Kasasi pemohonl dahulu Tergugat, dalam putusannya 

Nomor: 046 K/N/HaKY2006 tanggal 13 Februari 2007 yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut Tergugat mengajukan 

peninjauan kembali dengan keberatan-keberatan seperti dalam memorinya. 

Terhadap alasan-alasan dalam peninjauan kembali yang diajukan 

pemohon, Maka Mahkamah Agung berpendapat : Berdasarkan bukti PWTR-4 

berupa surat perjanjian perdamaian tanggal 27 Juni 2003 antara Penggugat 

dengan Tergugat di mana kedua belah pihak telah sepakat mengikatkan diri akan 

mematuhi isi surat perjanjian tersebut dan dalam Pasal 2 surat perjanjian 

perdamaian tersebut dinyatakan bahwa pihak kedua in casu pihak Tergugat tidak 

akan meniru, memproduksi dan atau memperdagangkan barang dengan 

menggunakan Merek "1,ove" maupun "My Love" milik pihak pertama in casu 

Penggugat, untuk perdagangan barang-barang yang termasuk dalam kelas 24 

yang antara lain, sprei dan sejenisnya. Selain itu ternyata kedua Merek tersebut 

mempunyai persamaan pada pokoknya baik tentang bentuk, cara penulisan 

maupun bunyi ucapan karenarlya perbuatan Tergugat yang mendaftarkan 

Mereknya pada tanggal 22 Agustus 2003 setelah Merek Penggugat didaftarkan 

pada tanggal 14 Juli 2003 adalah didasari atas itikad tidak baik. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung menolak permohonan 



peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Kurnain 

~ u n a r d i . ~ ~  

Dalam kasus tersebut nampak jelas adanya etikat tidak baik Tergugat 

yang menggunakan dan mendaftarkan Merek My Lowe yang sama atau se tidak- 

tidaknya sama pada pokoknya dengan Merek My Love milik Penggugat yang 

sudah terdaftar, seperti dalam pertimbangan putusab hukum yang menyatakan 

bahwa Tergugat yang mendaftarkan Mereknya dilandasi adanya itikad tidak baik. 

Kedua Merek tersebut jelas terdapat adanya unsur kesamaan baik dalam susunan 

kata maupun ucapannya. Dengan demikian juga terjadi ketidak cermatan dari 

pejabat pendaftar dalam menentukan sebuah Merek My Lowe yang didaftarkan 

Tergugat dapat diterima pendaftarannya dan akhirnya terjadi sengketa 

pembatalan. 

7. Putusan Mahkamah Agung FU nomor : No. 261 K/Pdt.Susl2011. 

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara perdata 

khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek ) dalam tingkat kasasi antara : PAIMlN 

HALIM, ber tempat tinggal di Jalan Cipto No.1311135, RT.OOO. RW.003, 

Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat , P.Siantar 2 1 1 17, Sumatera 

Utara dalam ha1 ini memberi kuasa kepada : DR. IMAN SJAHPUTRA, SH. 

,SpN. ,LL .M. Advokat berkantor di Sudirman Plaza Of fice Tower , Marein 
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Plaza Lanta i 12 Jalan Jend. Sudi rman Kav.76- 78 Jakarta ; Pemohon Kasasi 

dahulu Tergugat I ; melawan ABDUL ALEX SOELYSTO, berdasarkan surat 

kuasa khusus No.I43/DJRP/SKK/VIIY20lO telah memberi kuasa kepada Dr . J. 

Djohansyah, SH. MH., Ratnawati W, Prasodjo , SH. MH, Susy Tan, SH.MH, 

Abdul Bari , SH. Advokat - advokat dari Kantor Hukum " Djohansyah Ratnawati 

& Patner , bertempat tinggal di Wisma Slipi , Lt .4 Ruang 408, Jalan Jend. S. 

Parman Kav. 12 Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat. 

Kasus posisi dalarn perkara tersebut Merek Jasa "KOPITIAM milik 

Penggugat telah terdaftar 'dengan disetujui pendaftarannya pada tanggal 18 

Oktober 1996 dibawah No. 371718 dan telah diperpanjang dengan telah 

diberikan Sertifikat nomor IDM000030899 tanggal 14 Maret 2005. 

Kemudian diketahui pada tanggal 4 Desember 2006 , Tergugat telah 

mengajukan permohonan pendaftaran Merek " KOK TONG KOPITIAM' 

Agenda Nomor Permohonan: 0002006039276 untuk kelas jasa 43 yang meliputi 

: "Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran - restoran , 

rest ran swalayan, tempat makan yang menghidangkan kudapan, cafe akomodasis 

ementara I temporal , penyewaan penginapan sementara , biro akomodasi 

(hotelpemondokan) , pemasaran penginapan sementara , jasa-jasa pemondokan 

selema liburan (penginapan) , penginapan wisatawan, pemesanan kamar hotel , 

rumah pemondokan, pelayanan ruang minum, motel, yang semula ditolak 

pendaftarannya, namun berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 

237/KBM/HKI/2009 tanggal 14 Agustus 2009, Merek "KOK TONG 



KOPITIAM milik Tergugat diterima pendaftarannya dengan memperoleh 

sertifikat pendaftaran Merek nomor : IDMOO0226705 tangg a1 13 November 

2009. Sehingga atas dasar tersebut, maka Penggugat mengajukan gugataii 

pembatalan atas Merek Tergugat. 

Terhadap gugatan Penggugat dalam perkara tersebut Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan Nomor : 5Merek I20 10 

1PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 November 2010 yang amarnya pada pokoknya : 

Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu- satunya dan pemegang hak eks:klusif 

atas Merek "KOFITIAM di Indonesia untuk jenis kelas 43; Menyatakan 

Penggugat sebagai Pendaftar Pertama atas Merek "KOPITIAM" sebagaimana 

Sertifikat Merek No.Pendaftaran :371718 tangga 1 18 Oktober 1996 te lah 

diperpan jang dengan No. IDM000030899. Menyatakan Merek "KOK TONG 

KOPITIAM" milik Tergugat I yang terdafiar Nomor IDM226705, tanggal 13 

November 2009 (untuk kelas 43) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

Merek "KOPITIAM" milik Penggugat yang terdaftar IDM000030899 tanggal 14 

Maret 2005; Menyatakan pendaftaran Merek "KOK TONG KOPITIAM" milik 

Tergugat - I yang terdaftar Nomor IDM000226705, tanggal 13 November 2009 

(untukkelas 43) didafiarkan atas dasar itikad tidak baik; Membatal kan atau 

setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek No.43 atas nama Tergugat 

dari Dafiar Umum Merek. Atas Putusan tersebut Tergugat mengajukan Kasasi 

dan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ternyata 

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini 



tidak bertentangan dengan hukum danlatau Undang-Undang, sehingga 

Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PAIMIN 

HALIM.~~  

Dalam perkara tersebut menggambarkan Merek yang telah didaftarkan 

bahkan sudah lama masih ada pihak lain yang dapat mendaftarkan Merek yang 

sama setidaknya sama pada pokoknya dan diterima pendaftarannya. Dalam 

pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa Tergugat yang mendaftarkan 

Mereknya didasarkan adanya itikad tidak baik. Seharusnya menurut Undang- 

undang Merek Pasal 68 ayat (1) pendaftaran yang demikian harus ditolak. 

Dengan dikabulkannya pendaftaran Merek (milik Tergugat MereVKOK TONG 

KOPITIAM") yang sama atau setidaknya sama pada pokoknya dengan Merek 

milik pihak lain (Penggugat dengan Merek "KOPITIAM") yang sudah terdaftar 

tersebut, maka menimbulkan sengketa pembatalan Merek, dan terjadi pembatalan 

Merek. 

8. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : No. 420 K/Pdt.Sus/2012. 

Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara perdata 

khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi antara : Tuan 

EDDY, bertempat tinggal di Jalan Surabaya No. 18-20, Kel. Pasar Baru, Kec. 

Medan Kota 20212, dalam ha1 ini memberi kuasa kepada: JANUAR JAHJA, 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam Paimin 
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SH., dan kawankawan, para Advokat, berkantor di Menara Batavia Lt. 6, JL. 

K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 2 April 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I; melawan 

CROCODILE INTERNATIONAL PTE.LTD., suatu perseroan menurut Undang- 

Undang Negara Singapura, berkedudukan di Crocodile House 07-00, No. 3 Ubi 

Avenue 3, Singapore 408857; Termohon Kasasi dahulu Penggugat. 

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat adalah pemilik 

Merek dagang Crocodile dan Lukisan Buaya untuk jenis barang kelas 25, yang 

telah dikenal luas secara internasional termasuk Indonesia, yang terdiri Merek 

dagang Crocodile dan Lukisan Buaya pertarna kali terdaftar dan dilindungi 

pendaftarannya berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia, setidak-tidaknya 

sejak tahun 1952, membuktikan bahwa lebih dari 60 tahun Penggugat diberikan 

hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan Merek terdaftar Crocodile & 

Lukisan Buaya diseluruh wilayah Republik Indonesia, untuk melindungi jenis 

barang dalam kelas 25, dengan Daftar No. IDM000238472 Crocodile & Lukisan 

Buaya dan Daftar No. IDM000241072 Lukisan Buaya. 

Namun kemudian Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek 

tercatat pendaftaran Merek-Merek Crocodile & Lukisan Buaya atas nama 

Tergugat dengan Nomor Pendaftaran: IDM000206358 untuk kelas barang no. 25, 

untuk barang pakaian jadi, celana panjanglpendek, kemeja panjanglpendek, kaos 

oblong, kaos singlet, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, pakaian 

anakanak dan bayi, topi, sepatu, sandal, selop, sol sepatu dan sol sandal, dan 



dengan Nomor Pendaftaran: IDM000079157, untuk kelas 25. untuk barang 

sepatu, sandal, tapak sepatu dan sol sepatu. Atas dasar tersebut maka Penggugat 

mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

negeri jakarta Pusat. 

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 1 10lMEREKl20 1 11 

PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya pada pokoknya : 

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek terkenal Crocodile & Lukisan 

Buaya di Indonesia, untuk jenis barang kelas 25; Menyatakan pendaftaran Merek 

No. IDM000206358 dan No. IDM000079157 Crocodile & Lukisan Buaya atas 

narna Tergugat-I mempunyai persarnaan pada keseluruhannya dengan Merek 

terkenal Crocodile & Lukisan Buaya milik Penggugat; Membatalkan Merek No. 

IDM000206358 dan No. IDMOO0079157 Crocodile & Lukisan Buaya atas nama 

Tergugat-I dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya; 

Kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. 

Tererhadap alasan-alasan Tergugat dalam memori kasasinya, Mahkamah Agung 

berpendapat : bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena 

Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa Merek dagang 

Crocodile dan Lukisan Buaya sejak tahun 1952 untuk jenis kelas 25, dan telah 

diakui kebenarannya oleh pihak Merek Tergugat Crocodile & Lukisan Buaya, 

mempunyai persarnaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat, maka 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuan EDDY tersebut 



harus ditolak; Sehingga Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi: Tuan EDDY .69 

Dalam putusan tersebut ternyata bahwa Merek Crocodile dan lukisan 

buaya terdaftar milik Tergugat dapat dibatalkan oleh Penggugat sebagai pemilik 

Merek Crocodile dan lukisan buaya yang sebenarnya meskipun sudah terdaftar 

tetapi pendaftarannya sudah Tahun 1952 dan tidak ada penjelasan tentang 

perpanjangannya. Setidaknya hakim Mahkamah Agung menggunakan 

pertimbangan hukum yang menilai bahwa Merek Crocodile dan lukisan buaya 

milik Penggugat adalah merupakan Merek yang mempunyai reputasi terkenal 

dan karena itu Tergugat yang mendaftarkan Merek Crocodile dan lukisan buaya 

dianggap sebagai pendaftar yang mempunyai etikat tidak baik dan dibatalkan. 

Dengan demikian juga ternyata benar bahwa telah terjadi ketidak 

cermatan pendaftar yang telah menerima pendaftaran Merek Crocodile dan 

lukisan buaya oleh Tergugat yang jelas mempunyai persamaan pada 

keseluruhannya baik dari segi kata maupun ucapan dengan merek milik 

Penggugat. 

9. Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : NO. 183 PK/Pdt/2006. 

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara perdata 

dalarn peninjauan kembali antara : Joko D. Kusuma Tjiam & Liong Heng Gip, 

69 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam EDDY V. 

CROCODILE INTERNATIONAL PTE.LTD, nomor : .420 KPdt.Sus/2012, hlm. 13-14 
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keduanya bertempat tinggal di Jalan H. Jamhari I No.22 Rt.015101 Angke 

Tambora Jakarta Barat, dalam ha1 ini memberi kuasa kepada ARIANO 

SITORUS, BAc,SH,MM dan kawankawan, Advokat berkantor di ITC Cempaka 

mas Lt.9 No.l6A, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Para Pemohon 

Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon KasasiPara Tergugat ; melawan : 

HARBY'S CORPORATION NV, suatu badan hukum Netherlands Antilies, 

dalam ha1 ini dikuasakan pada "Lubis, Santosa dan Maulana & Law Offices, 

berkedudukan di Wisma Bank Dharmala, Lt.5, J1. Jenderal Sudirman Kav.28, 

Jakarta, Termohon Peninjauan KembaliPemohon Kasasipenggugat. 

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa penggugat adalah pemilik 

yang sah atas Merek dagang terkenal "Musk by Alyssa Ashley + Logo" 

("Merek") khususnya untuk jenis-jenis barang ("produk") yang termasuk dalam 

kelas barang 03. dan telah mengajukan permintaan pendaftaran atas "Merek" 

tersebut di Indonesia pada tanggal 3 September 1999, dengan Nomor Agenda 

D99-15692. Musk by Alyssa Ashley pertama kali digunakan oleh Houbigant 

Inc., pada tahun 1960 dan selanjutnya digunakan sebagai Merek untuk "produk" 

yang termasuk dalam kelas barang G3 pada tahun 1992 Houbigant Inc. telah 

mengalihkan hak atas Merek diatas kepada Harby's Corporation (Penggugat), 

dan selanjutnya Penggugat sebagai pemilik Merek barang tersebut. Selain 

didaftarkan di Indonesia, "Merek" tersebut juga telah didaftarkan Penggugat di 

berbagai negara untuk "produk" yang termasuk dalam kelas barang 03, yaitu : 

Argentina, Australia, Bahrain,Benelux Brasil, Kanada, Chile, Costa Rica, 



Denmark, Paraguay, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Korea, Mexico, Selandia 

baru, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Afiika Selatan, Taiwan, 

Thailand, United Arab Emirates, Inggris , Arnerika Serikat, Equador. 

Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan Merek terkenal di 

Kantor Merek Indonesia (Direktorat Merek, Dirjen Haki) pada tanggal 7 

September 1999. Namun belakangan diketahui terdapat pendaftaran Merek 

dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, daftar No. 430132 dan Alyssaashley 

daftar No. 396426 oleh Tergugat, maka kemudin Penggugat mengajukan 

pembatalan. 

Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

478/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2001, telah menjatuhkan putusan, 

yang pokok amarnya adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. 

Kemudian atas putusan tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi. 

Terhadap upaya hukum Kasasi tersebut Mahkamah Agung telah memberikan 

keputusan dalam Nomor 411K/PDT/2002 tanggal 26 Juli 2005 yang amarnya 

pada pokoknya adalah : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 

HARBY'S CORPORATION NV dalam ha1 ini diwakili oleh kuasanya T. Mulya 

Lubis, Lelyana Y. Santosa Penasehat hukum tersebut; Membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2001 No. 

478/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst., dan Mengadili sendiri, yang amar pokoknya adalah : 

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Merek dagang 

Musk by Alyssa Ashley + Logo, No. Agenda D99-15692, Filing Date : 3 



September 1999 milik Penggugat sebagai Merek terkenal ; Menerima permintaan 

pendaftaran Merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, No. Agenda D99- 

15692, Filing Date : 3 September 1999 milik Penggugat; Memkrintahkan Turut 

Tergugat (Ditjen HAKI) untuk menerbitkan Sertifikat Merek Musk by Alyssa 

Ashley + Logo atas nama Penggugat serta mendaftarkannya dalam Daftar Umum 

Merek ; Menyatakan para Tergugat beritikad buruk dalam mendaftarkan Merek 

Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan Merek Alyssaashley, 

Daftar No. 396426 ; Membatalkan pendaftaran Merek dagang Musk by Alyssa 

Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan Merek Alyssaashley, Daftar No. 396426 

atas nama para Tergugat dengan segala akibat hukumnya . Selanjutnya Ta 

putusan tersebut Termohon Kasasil dahulu Tergugat mengajukan Peninjauan 

Kembali. 

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon, 

maka Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasanlkeberatan tersebut 

tidak dapat dibenarkan, dimana Pemohon Peninjauan kembali yang mendasarkan 

permohonannya pada adanya kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim 

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf f yang telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, namun tidak ditemukan adanya 

kekhilafan yang nyata dari Hakim majelis kasasi tersebut justru pertimbangan 

hukum dari Majelis Kasasi tersebut sudah tepat dan benar, karena majelis hakim 

Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan 

kembali semula Tergugat mendaftarkan Merek yang menjadi sengketa dengan 



itikad tidak baik, yaitu dengan meniru Merek terkenal yang dimiliki oleh 

Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat; 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung 

Menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohonl dahulu 

Tergugat Joko D. Kusuma Tjiam &Liong Heng ~ i ~ . ~ ~  

Dalam kasus tersebut ternyata benar bahwa terhadap Merek yang telah 

didaftarkan oleh Tergugat dengan Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo dapat 

diajukan pembatalan oleh Penggugat sebagai pemilik Merek Musk by Alyssa 

Ashley + Logo dan dikabulkan yang saat itu belum didaftarkan oleh Penggugat. 

Meskipun dalam Amar putusan MA dinyatakan diterima pendaftaran Merek 

Musk by Alyssa Ashley + Logo milik Penggugat. Dalam pertimbangan Majelis 

Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang mendaftarkan Mereknya dilandasi oleh 

adanya itikad buruk. Dalam pendaftaran Merek Tergugat terjadi ketidakcermatan 

pejabat pendaftar yang menerima pendaftaran Merek Tergugat, karena jelas 

terdapat persamaan dengan Merek milik Penggugat bahkan mempunyai reputasi 

terkenal meskipun belum terdaftar. 

10. Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 274 PIUPdtl2003. 

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara perdata 

dalarn peninjauan kembali dan telah memutuskan perkara antara : PRADA S.A. 

70 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalarn Joko D. 
Kusuma Tjiam &Liong Heng Gip v. HARBY'S CORPORATION NV, Nomor : 183 PKPdtl2006, hlm. 
10-11. 



dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A., suatu perseroan menurut Undang- 

Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3 Avenue Pasteur, 23 1 1 

Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, Italy, 

dalarn ha1 ini memberi kuasa kepada GUNAWAN SURYOMURCITO, SH. dkk, 

Advokat, berkantor di Wisma Pondok Indah, Suite 402, Jalan Sultan Iskandar 

Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Pemohon Peninjauan Kembali 

dahulu Pemohon KasasiPenggugat ; melawan FAHMI BABRA, bertempat 

tinggal di Jalan Muara Karang C.VII S No.4 Pluit, Jakarta Utara ; 

Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah, bahwa Penggugat adalah 

pemilik Merek dan logo terkenal Prada baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Merek dan logo terkenal Prada telah terdaftar di Negara asal Penggugat 

yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti 

Luxemburg, Amerika Serikat, jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara 

lainnya di dunia. Merek dimaksud diciptakan untuk membedakan barang-barang 

hasil produksi Penggugat dengan produksi perusahaan lain. 

Ternyata diketahui Tergugat I telah mendaftarkan Merek dan logo Prada 

terdaftar No.328996 dan No. 329217 untuk jenis barang "baju, celana, pakaian 

dalam prialwanita, rok, blouse, pakaian olah raga, kaos kaki, celana jeans, jaket, 

sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit imitasi, tas, dompet, koper, pslyung 

hujan, payung matahari, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan 

kuda dari kulit" yang termasuk dalam kelas 18 dan 25. Penggugat secara tegas 

merasa sangat keberatan terhadap pendaftaran Merek dan logo Prada terdaftar 



No. 328996 dan No.329217 atas nama Tergugat I yang secara jelas mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan Merek dan logo terkenal Prada milik 

Penggugd, maka Penggugat mengajukan Gugatan pembatalan ke Pengadilan. 

Untuk memenuhi persyaratan formal Penggugat mengajukan pendaftaran Merek 

Prada milik Penggugat. 

Atas Gugatan Penggugat tersebut baik Pengadilan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 

Januari 1999, maupun Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dengan nomor 

No. 2413WPdt/1999 tanggal 26 April 2001, berturut-turut telah menjatuhkan 

keputusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

Sehingga terhadap Keputusan tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali. 

Berdasarkan pertimbangan atas keberatan dalam peninjauan kembali 

yang diajukan pemohon, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup 

alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 

Pemohon Peninjauan Kembali PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama 

PREFEL S.A. dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 24.13 

K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No. 200/Pdt.G/1998/ PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999 tersebut, selanjutnya 

Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini. 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dalam 

Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat dan 



mengemukakan pertimbangan hukum antara lain bahwa : Termohon PK pada 

saat mengajukan permintaan pendaftaran Merek "PRADA & Logo" yang 

mempunyai persarnaan pada pokoknya dengan Merek terkenal milik Pemohon 

PK dilandasi adanya itikad tidak baik, sehingga ha1 tersebut bertentangan dengan 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang dikutip !cembali sebagai berikut : 

"Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek 

yang beritikad baik". 

Perlindungan terhadap Merek terkenal didasarkan pada : 

pertimbangannya bahwa peniruan Merek terkenal milik orang lain pada dasarnya 

dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk : mengambil kesempatan dari 

ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan 

hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, mekanisme perlindungan Merek 

terkenal, selain melalui inisiatif pemilik Merek tersebut sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, dapat pula 

ditempuh melalui Penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan 

pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

Merek terkenal. Penentuan suatu Merek atau nama terkenal, dilakukan dengan 

memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai narna tersebut di 

bidang usaha yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan dan penjelasan 

Undang-Undang Merek tersebut di atas selanjutnya di bawah ini akan diuraikan 

relevansinya dengan bukti-bukti baru I NOVUM yang diajukan oleh Pemohon 

Peninjauan Kembali untuk mendukung permohonan peninjauan kembali ini. 



Bahwa Merek "PRADA" dan variasinya milik Pemohon PK telah lama 

digunakan untuk membedakannya dengan Merek lain adalah merupakan Merek 

yang sangat terkenal khususnya di dunia fesyen I fashion dan merupakan Merek 

yang memproduksi barang-barang yang berkualitas tinggi dan sangat exclusive di 

bidang usaha bersangkutan. Merek "PRADA & Logo" milik Pemohon PK telah 

memenuhi kriteria-kriteria Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam 

Penjelasan Undang-Undang Merek. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah 

menjatuhkan keputusan dalam Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya : 

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali : PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A. ; 

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2413 KPdt11999 tanggal 26 April 

2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200lPdt.Gl 

1998PN.Skt.Pst. tanggal 8 Januari 1999 ; Menyatakan Penggugat sebagai 

pemilik Merek dan logo terkenal Prada di Indonesia ; Menyatakan pendaftaran 

Merek dan logo Prada terdaftzr No.328996 dan 329217 atas nama Tergugat I 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dan logo terkenal Prada 

milik Penggugat ; Membatalkan pendaftaran Merek dan logo Prada terdaftar 

No.328996 dan 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum ~ e r e k . ~ '  

71 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam Prada S.A. 
dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A v. Fahmi Babra , nomor : 274 PWPdt/2003, hlm. 42-43. 



Dalam kasus tersebut juga ternyata terhadap merek terdaftar milik 

Tergugat dapat dibatalkan oleh Penggugat sebagai pemilik Merek yang belum 

terdaftar. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 

dalam mendaftarkan Mereknya dilandasi oleh adanya itikad tidak baik. Disisi 

lain juga nampak bahwa terjadi ketidakcermatan dalam menentukan sebuah 

Merek dapat diterima pendaftarannya atau ditolak. Merek Prada milik Penggugat 

yang mempunyai reputasi terkenal dapat diajukan pendaftarannya dan diterima 

yang jelas mempunyai persamaan baik dari susunan kata maupun ucapannya, 

meskipun Merek milik Penggugat saat itu belum terdaftar di Indonesia. 

11. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 699 K/Pdt.Sus/2009. 

Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi telah memeriksa dan 

memutus perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam 

tingkat kasasi dalam perkara: Then Gek Tjoe, bertempat tinggal di Semarang 

Indah D XVIl24, Semarang Jawa Tengah, dalam ha1 ini memberi kuasa kepada: 

JAMASLIN PURBA, SH. dan kawankawan, para Advokat pada Law Firm 

James Purba & Partners, berkantor di Wis~na Nugra Santana 12th Floor, Suite 

1205, J1. Jend. Sudirman, Kav. 7-8 Jakarta 10220, Indonesia; Pemohon Kasasi 

dahulu Tergugat, melawan dr. Fredy Setyawan, bertempat tinggal di Griya Iildah 

IV No. 303, Kelurahan Ngestiraharjo, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, 

Yogayakarta 55221, dalam ha1 ini memberi kuasa kepada: LUSIANY 

KOSASIE-I, SH. Advokat pada Law Firm Frans Winarta & Partners, berkantor di 



Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia), Boulevard Bukit Gading Raya 

Blok A No. 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240; Termohon Kasasi 

dahulu Penggugat; 

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat adalah pemilik 

dan pemegang hak khusus untuk Merek dengan nama dan logo "NATASHA" 

yang sah di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek yang 

terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor pendaftaran 540373 

tertanggal 10 Juni 2002 dalam kelas 44 untuk jenis jasa antara lain jasa salon 

kecantikan perawatan kulit dan perawatan kecantikan, salon perawatan 

kecantikan kulit, perawatan kulit secara medis, penyediaan spa, sauna, solarium, 

penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk 

perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, salon kecantikan dan lain-lain. Selain 

itu Penggugat juga sebagai pemilik dan pemegang hak khusus untuk Merek atas 

nama dan logo "dr. Fredy Setyawan", berdasarkan Sertifikat Merek yang 

terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor pendaftaran 539840 

tertanggal 11 Juni 2003 dalam kelas 3 untuk jenis barang segala macam 

kosmetik, wangi-wangian minyak sari kosmetik minyak rambut, cat kuku, cat 

bibir (lipstik) dan lain-lain. 

Penggugat telah mempergunakan Merek atas nama dan logo 

"NATASHA" sejak tahun 1999 dimana saat itu Penggugat mendirikan pusat 

perawatan kecantikan kulit untuk pertama kalinya di J1. Nias No. 22 Madiun. 

Adapun panamaan NATASHA diambil dari nama putri Penggugat yang bernama 



lengkap Natasha Heidi Setyawan. Sedang nama dan logo "NATASHA" 

merupakan mascot dari suatu badan hukum yang didirikan oleh Penggugat, yakni 

PT. Pesona Natasha Gemilang, sebuah perusahaan yaiig telah berdiri sejak 

tanggal 28 September 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT 

Pesona Natasha Gemilang No. 13. PT. Pesona Natasha Gemilang adalah sebagai 

pemegang saham terbanyak dan menjabat sebagai Komisaris Utama. 

Dalam pererkembangannya usaha jasa salon kecantikan dan perawatsn 

kulit dengan Merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat 

mendapat respon pasar yang baik sehingga Penggugat membuka banyak cabang 

di seluruh wilayah Indonesia di mana hingga tanggal 20 Desember 2008 jasa 

salon kecantikan dan perawatan kulit Penggugat telah memiliki 42 (empat puluh 

dua) cabang yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kota di seluruh Indonesia. 

Dengan demikian Merek atas nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat 

tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas dalam bidang jasa salon kecantikan 

dan perawatan kulit di Indonesia. Penggugat tidak pemah mengeluarkan produk 

kosmetik maupun barang-barang kecantikan lainnya dengan Merek berupa nama 

dan logo "NATASHA". Adapun produk kosmetik maupun barang-barang 

kecantikan yang dipergunakan oleh Penggugat dalam menjalankan usaha jasa 

salon kecantikan dan perawatan kulit dengan Merek berupa nama dan logo 

"NATASHA" adalah produk kosmetik, maupun barang-barang kecantikan 

dengan Merek berupa nama dan logo "dr Fredi Setyawan". 



Dalam perkembangannya Penggugat mengetahui di masyarakat telah 

beredar produk kosmetik atau produk yang berhubungan dengan kencantikan 

dengan Merek dan logo "NATASHA". Kemudian Penggugat melakukan 

pengecekan mengenai pendaftaran Merek berupa nama dan logo "NATASHA" 

dalam kelas 3 (tiga) yaitu kelas barang berupa produk kecantikan. Berdasarkan 

hasil pengecekan diketahui oleh Penggugat bahwa ternyata pada Daftar Umum 

Merek telah terdaftar Merek berupa nama dan logo "IVATASHA" dalam kelas 3 

(tiga) atas nama Then Gek Tjoe (in casu Tergugat I) sebagaimana terlihat pada 

Sertifikat Merek dengan nomor IDM00099671 tertanggal 27 November 2006. 

Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum Gugatan pembatalan ke 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. 

Terhadap gugatan dalam perkara tersebut Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 

01/HAKI/M/2009/PN. NIAGA-Smg. tanggal 27 Mei 2009 yang amarnya pada 

pokoknya : Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; 

Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek dengan 

No. DM000099671 untuk Merek berupa nama dan logo ''NATASHA" dalam 

kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I dari Daftar 

Umum Merek; Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Merek berupa nama 

dan logo 'WATASHA" yang sah; Memerintahkan Tergugat I1 (Ditjen HAKI) 

untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang dengan mencoret Sertifikat Merek No. DM000099671 untuk Merek 



nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) tanggal 27 November 2006 

atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; 

Memerintahkan Tergugat untuk memusnahkan seluruh stok barang yang 

termasuk dalam kelas 3 dengan Merek nama dan logo "NATASHA" dan 

menghentikan kegiatan untuk memproduksi memasarkan, mendistribusikan, 

mempromosikan, menyimpan, menjualbelikan, menawarkan untuk menjual, 

memasok ataupun melakukan transaksi dengan cara lain, mencentak, membuat 

kemasan, label, film (netagive). dan membuat desain (opmaak) atas produk- 

produk yang termasuk dalam kelas 3 (produk kecantikan dan perawatan kulit dan 

lain-lain). Terhadap keputusan tersebut kemudian Tergugat mengajukan Kasasi 

ke Mahkamah Agung. 

Terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan pemohon, Mahkamah 

Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan dalam kasasi tersebut tidak dapat 

dibenarkan sebab Judex FactiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena 

berdasarkan bukti bertanda P.IA berupa Sertifikat Merek Nama dan Logo 

NATASHA atas nama Penggugat No. 540373 tertanggal 13 Juni 2003 dan bukti 

bertanda P 1-3 berupa Sertifikat Merek Nama dan Logo N IVATASHA atas nama 

Tergugat I No. IDMOO0099671 mempunyai persamaan pada pokoknya. Bahwa 

kedua Merek tersebut merupakan Merek Nama (Penamaan) yang menunjukkan 

persamaan baik, mengenai bentuk, cara penempatan,cara penulisan, susunan 

kata, huruf-huruf maupun bunyi dalam ucapan, kecuali warna padahal unsur 



yang dominan dan menonjol dalam kedua Merek tersebut adalah kata 

"NATASHA", bukan dari Logo ataupun warna; Merek NATASHA milik 

Penggugat untuk melindungi barang dadatau jasa dalam kelas 44 antara lain 

salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan termasuk kosmetik 

dan lain-lain, sedangkan Merek NATASHA milik Tergugat untuk melindungi 

barang dadatau jasa segala macam kosmestika bedak, wangi-wangian, minyak 

wangi, minyak rambut. Barang dapat dikatakan sejenis dengan barang lainnya 

meskipun berada pada kelas yang berbeda, karena keterkaitanlketerikatan yang 

sangat erat antara kedua barang tersebut dalam tujuan pemakaiannya, apalagi 

kedua Merek NATASHA itu masing-masing melindungi barang-barang kosmetik 

yang keterikatannya sangat erat dengan kecantikan untuk manusia; Bahwa 

terdapatnya perbedaan kelas hanyalah untuk administrasi pembayaran di Kantor 

Merek, dan tidak dapat dikaitkan dengan barangljasa sejenis sebab suatu barang 

belum tentu dapat dikatakan sejenis meskipun berada dalam kelas yang sama; 

Dengan demikian Tergugat I yang mendaftarkan Merek NATASHA jauh setelah 

Penggugat mendaftarkan Merek NATASHA untuk barang yang sejenis 

(meskipun beda kelas), adalah tidak layak dan tidak jujur karena niat untuk 

membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran Merek NATASHA milik 

Penggugat yang dapat menyesatkan konsumen karena mengira produk kosmetik 

dan lain-lain dari Tergugat I berasal dari produk Penggugat; Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi harus ditolak, dan Mahkamah 



Agung akhirnya memutuskan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi: Then Gek ~ j o e . ~ ~ .  

Dalam perkara tersebut menggambarkan terjadi kekurangcermatan 

dalam pendaftaran Merek dalam menentukan apakah Merek yang didaftarkan 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan 

Merek terdaftar milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu, atau setidaknya 

sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal 

milik pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang 

Merek. Merek NATASHA yang didaftarkan Tergugat diterima pendaftarannya, 

sedangkan sebelumnya Merek NATASHA adalah merupakan Merek milik pihak 

lain yang sudah terdaftar sebelumnya bahkan sudah dalam jangka waktu yang 

lama dan juga sudah menjadi Merek terkenal, dan akhirnya timbul sengketa 

pembatalan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyatakan bahwa 

Tergugat yang mendaftarkan Mereknya dilandasi oleh adanya unsur tidak layak 

dan tidak jujur karena niat untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran 

Merek NATASHA milik Penggugat, dan dinyatakan sebagai pendaftar yang 

beritikad tidak baik. 

12. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri jakarta Pusat nomor 

: NOMOR: 03/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. 
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Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang memeriksa dan mengadili srta memutus perkara gugatan Pembatalan 

Pendaftaran Merek pada tingkat pertama, antara : TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA, (Toyota Motor Corporation) Suatu Perseroan Menurut 

Undang-Undang Negara Jepang, berkantor Pusat di 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 

Aichi-ken, JAPAN, dalam ha1 ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya, 

GEORGE WIDJOJO,SH, & PARTNERS, beralamat di Jalan Kali Besar Barat 

No.5, Jakarta-Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 20 12, 

selanjutnya disebut sebagai PElVGGUGAT ; melawan Tjong Lie Jun, beralamat 

di Jalan Sukajaya 1, Rt.006, Rw.001, Jelambar Baru, Jakarta Barat, selanjutnya 

sebagai :TERGUGAT I. 

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat adalah 

Pemegang Hak Khusus di Indonesia dan Dunia dari Merek Dagang : 'TOYOTA 

yang sangat terkenal di Negara asal dan di dunia termasuk di Indonesia dan 

terdaftar pada 100 Negara. Merek-Merek Dagang "TOYOTA" PENGGUGAT 

terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Kementrian Hukum dan HAM R.I. 

antara lain dibawah Daftar Merek No.302.190 tanggal 3 Maret 1993, dan 

diperbaharui dibawah No.IDM000003376 untuk melindungi hasil-hasil yang 

tergolong dalam kelas 1, ialah "Kendaraan-kendaraan bermotor dan tidak 

bermotor untuk bergerak didarat, udara dan air dan bagian-bagian serta 

perlengkapanperlengkapannya". 



Bahwa kemudian diketahui atas nama TERGUGAT I telah didaftarkan 

suatu Merek Dagang pada tanggal 14 Februari 201 1, dibawah 

No.IDM000293454 berupa Merek TOYOKO yang dalam ucapan kata maupun 

suara sama pada pokoknya dengan nama dagang dan Merek dagang 

PENGGUGAT, ialah TOYOTA untuk melindungi : " Kendaraan yang bergerak 

di darat, udara dan air, trahqor jalan, segala macam suku cadang kendaraan 

bermotor beserta alat-alatnyalsperpartnya antara lain: ban-ban, ban mobillsepeda 

motorlaepeda, ban dalamlluar untuk sepeda motor/mobil/sepeda, kaca spion 

kendaraan, shokbreker sepeda motor/mobil, tali klos sepeda motor, tali rem 

sepeda motor, tangki minyak sepeda motor, jari-jari lingkar roda sepeda motor, 

operadpersneleng gigi tarik depan/belakang/sprocket gear sepeda motor, tutup 

rantai sepeda motor, cagak sepeda motor, karet injakan sepeda motor, as standar, 

as gear depan, sapu karet kaca (wiper), rantai roda, plat kopling, pedal rem, pedal 

kick, pedal persneleng, pompa kendaraan, foot rest (tempat istirahat kaki), kap 

untuk kendaraan, krei mobil, nap untuk roda kendaraan, as shock depan, as 

operan, brake disc assy, come stir, clutch plate (plat copling), change pedal 

(pedal overan), febder, gigi kilometer comp (gear unit) untuk kendaraan, kran 

bensin, list body, master kit rem disc, pelampung bensin, pelek, rod connecting 

set, rubber step, flange, chain, sprocket drive, standart samping, standart tengah, 

saringan bensin, sepatu kopling, switch rem, shock beker belakang, shock beker 

depan assy, tutup tangki. Seatbelt, jok racing, rantai-rantai sepeda, rantai 

sepedamotor, tromol depanhelakang, swing arm, grill7'. 



Pemakaian Merek Dagang TOYOKO oleh TERGUGAT I, yang dalam 

ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan nama dagang dan Merek 

dagang PENGGUGAT, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan- 

akan Merek serta hasil-hasil oleh TERGUGAT I berasal dari PENGGUGAT, 

sehingga Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan Guagatn pembatalan ke 

Pengadilan. 

Dalam perkara tersebut Majelis hakim mengemukakan beberapa 

pertimbangan antara lain, bahwa Merek-Merek Dagang 'TOYOTA" Penggugat 

terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Kementrian Hukum dan HAM R.I. 

antara lain dibawah Daftar Merek No.302.190 tanggal 3 Maret 1993, dan 

diperbaharui dibawah No.IDM000003376, untuk melindungi hasil-hasil yang 

tergolong dalam kelas 12, ialah : Kendaraan-kendaraan bermotor dan tidak 

bermotor untuk bergerak didarat, udara dan air dan bagian-bagian serta 

perlengkapanperlengkapannya. Bahwa Penggugat harus mengalami kerugian, 

karena atas nama Tergugat I telah didaftarkan suatu Merek Dagang pada tanggal 

14 Pebruari 2011, dibawah No.IDM000293454 berupa Merek yang dalam 

ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan nama dagang dan Merek 

dagang Penggugat ialah TOYOKO. Berdasarkan fakta-fakta dengan 

didaftarkannya Merek "TOYOTA" milik Penggugat di berbagai Negara dapatlah 

dipandang bahwa Penggugat adalah pemilik Merek "TOYOTA". Disamping itu 

diperoleh fakta bahwa Merek "TOYOTA" telah melakukan promosi yang gencar 

dan besar-besaran, dengan adanya bukti brosur dari produk barang Merek 



"TOYOTA". Maka dengan terdaftarnya Merek "TOYOTA" milik Penggugat di 

berbagai Negara di dunia, dapatlah dipandang bahwa Merek mobil milik 

Penggugat dikatagorikan sebagai Merek terkenal secara Internasional dan Merek 

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis barang sejenis, 

maka menggunakan Merek "TOYOKO" oleh Tergugat dapat memberikan kesan 

seolah-olah barang-barang yang merupakan Merek Tergugat tersebut mempunyai 

hubungan atau berasal dari Penggugat, apalagi Merek tersebut dipakai untuk 

jenis barang yang sama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana 

tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran Merek 

"TOYOKO" oleh Tergugat didasari adanya itikad tidak baik yang tidak lain 

dimaksudkan untuk mengecoh konsumen produk Merek "TOYOKO" dan oleh 

karena itu pendaftaran Merek "TOYOKO" tersebut beralasan hukum untuk 

dibatalkan. Selanjutnya majelis hakim memutuskan yang pada pokoknya : 

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Khusus di Indonesia dari Nama 

Dagang dan Merek Dagang "TOYOTA" dan karenanya mempunyai Hak 

Tunggal/Khusus memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia; Menyatakan 

bahwa Merek Dagang Tergugat I Daftar No.IDMO00293.154 dalam ucapan kata 

maupun suara pada pokoknya sama dengan Nama Dagang dan Merek Dagang 

Penggugat ; Menyatakan batal, setidak-tidaknya membatalkan Pendaftaran 

Merek No.IDM00029454 dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan 

segala akibat ~ u k u m n ~ a . ~ ~  
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Dalam perkara tersebut juga menggambarkan masih terjadi pendaftaran 

Merek yang diterima, sedangkan Merek dimaksud sama setidaknya sama pada 

pokoknya dengan Merek yang sudah terdaftar lebih dulu milik pihak lain. Antara 

Merek Toyoka dengan Merek Toyota sepintas orang menganggap sarna, 

memenuhi unsur-unsur kesamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (I) 

Undang-undang Merek, seharusnya ditolak pendaftarannya. Bahkan Merek 

Toyota adalah termasuk Merek yang sudah terkenal dan masyarakat umumnya 

sudah tahu sebagai Merek terkenal. Dalam pertimbangan Majelis hakim juga 

menyatakan bahwa Tergugat sebagai pemohon pendaftaran Merek didasari 

adanya itikad tidak baik yang tidak lain dimaksudkan untuk mengecoh 

konsumen. 

13. Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor 264 

K/Pdt.Sus-HKU2015 

Mahkarnah Agung RI telah memutus perkara dalam Tingkat Kasasi 

antara INTER IKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan 

Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-I I01 BL, 

Amsterdam, the Netherland, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; Melawan 

PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, (Toyota Motor Corporation) v. Tjong Lie Jun, nomor : 
03/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. hlm. 1, & 18. 



A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, sebagai 

Termohon Kasasi dahulu Penggugat. 

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat sekarang 

Termohon Kasasi adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 

1999 adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture dari kayu dan 

rotan, dengan jenis industri sebagai produsen produk-produk furniture dari kayu 

dan rotan yang berorientasi ekspor dan sejak didirikan hingga saat ini telah 

bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke 

berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa. 

Dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan berbagai negara atas 

produk-produk milik Penggugat meningkat, maka Penggugat merasa perlu untuk 

melakukan strategi bisnis brand building atau membangun Merek. Penggugat 

merasa perlu untuk memberikan Merek untuk produk-produknya tersebut. 

Akhirnya telah memilih dan menentukan nama Merek untuk produk-produknya 

tersebut, yakni "ikea", yang merupakan singkatan dari "Intan Khatulistiwa Esa 

Abadi", dengan penjelasannya. 

Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran 

Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1 cq. Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produkproduk milik Penggugat 

tersebut dan adapun permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh 

Penggugat adalah sebagai berikut: 



2. Merek "IKEA" untuk Kelas 20 untuk jenis barangjasa: Perabot-perabot 

rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk 

dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda 

DO020 1306 1337 tanggal 20 Desember 20 13, dan 

3. Merek "ikea" untuk Kelas 21 untuk Jenis barangjasa Perkakas dan wadah- 

wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang 

tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya 

oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Iritelektual dengan Nomor Agenda 

DO020 1306 1336 tanggal 20 Desember 20 13. 

Belakangan diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik 

Merek yang telah terdaftar dalam Dattar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendafiaran 27 

Oktober 2010, untuk kelas barangljasa 20, dengan jenis barang. Perabot- 

perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak 

termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, 

tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, 

magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik. 

b. Merek "IKEA", Nomor Pendafiaran IDMOO0092006 tanggal pendaftaran 09 

Oktober 2006, untuk kelas barangjasa 21, dengan jenis barang : Perkakas 

dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia 

atau yang dilapisi logam mulia); sisirsisir dan bunga-bunga karang, sikat- 



sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat, benda-benda untuk 

membersihkan, wol baja, kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali 

kaca yang dipakai dalam bangunan), gelas-gelas, perselin dan pecah belah 

dari tembikar yang tidak termasuk dalarn kelas lain. 

Diketahui juga oleh Penggugat, bahwa Tergugat sejak tanggal 

pendaftaran Merek-Merek untuk kelas barangljasa sebagaimana dimaksud dalam 

butir 9 di atas Tergugat tidak pernah menjual danlatau tidak pernah mengedarkan 

barang-barang dengan Merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia di toko- 

toko hrniture diseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan. 

Tergugat juga tidak memiliki atau tidak membuka stroke (tokolgerai) untuk 

menjual atau mengedarkan produk-produk dengan Merek "IKEA. Hal ini 

membuktikan bahwa Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal 

pendaftarannya. 

Fakta tersebut diketahui oleh Penggugat dari hasil market survey Berlian 

Group Indonesia ("BGI"). BGI merupakan lembaga yang netral dan independen 

serta berpengalaman dalam melakukan market survey di Indonesia. BGI telah 

melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili 

seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan 

Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan 

melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 

(seratus empat puluh) tokolresponden. Atas dasar tersebut maka Penggugatl 



sekarang Termohon Kasasi mengajukan permohonan Penghapusan Merek milik 

Tergugatl sekarang Pemohon Kasasi. 

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilzn Negeri 

Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 99PDT.SUSMEREW 

2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang amarnya pada 

pokoknya bahwa, Penggugat dinyatakan sebagai sebagai Pihak Ketiga yang 

berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek 

"ikea" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal 

pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek "ikea" atas nama Tergugat Nomor 

Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006; Menyatakan 

Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 

20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual dengan Nomor Agenda DO0201 306 1337 tanggal 20 Desember 20 13 

adalah sah; Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh 

Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan IVomor Agenda DO020 1306 1 336 

tanggal 20 Desember 2013 adalah sah; Menyatakan Merek "IKEA" yang 

terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal 

pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barangljasa 20, tidak digunakan selama 

3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang danlatau jasa sejak 

tanggal pendaftarannya; Menyatakan Merek "IKEA" yang terdaftar atas narna 

Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 



Oktober 2006 untuk kelas barangljasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut dalam perdagangan barang dadatau jasa sejak tanggal 

pendaftarannya; Menyatakan penghapusan pendaftaran Merek "IKEA" atas nama 

Tergugat dengan IVomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 

Oktober 2010 untuk kelas barangljasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat 

Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan penghapusan 

pendaftarm Merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran 

1 ~ ~ 0 0 0 0 9 2 0 0 6  tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barangljasa 21 

dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat 

hukumn ya; 

Terhadap Putusan tersebut Tergugat mengajukan upaya Kasasi ke 

Mahkamah Agung, yang dalam putusannya mengemukakan beberapa 

pertimbangan hukum, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat sudah tepat dan 'benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan 

pertimbangan antara lain, bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan 

Pasal6 1 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 1 tentang Merek, 

maka Merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut 

turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, ha1 mana telah terbukti adanya 

dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa Merek 

dagang IKEA uniuk kelas barangljasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat 

masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak 

digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak Merek dagang 



tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan Judex Facti dalam 

perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan. 

Namun demikian Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., 

M.H., menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan 

alasan-alasan : Judex Factil Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum 

sebagai berikut, bahwa Pemohon Kasasil Tergugat dapat membuktikan dalilnya 

bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan Merek 

terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, 

secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya 

tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA a quo yang cukup besar berada di 

Jalan alam Sutera TangerangBanten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat 

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di 

terapkan. Memutuskan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 

INTER IKEA SYSTEM B.V ter~ebut.'~ 

Perlu diketahui bahwa, dalam perkara lain telah diputus pula perkara 

Nomor : 39 / Merek / 201 1 / PN. Niaga. Jkt.Pst. Antara Inter IKEA Systems B.V, 

suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Relanda, 

berkedudukan di 2 Hollenberegweg NL-1101 BL Amsterdam Melawan PT 

74 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam INTER IKEA 
SYSTEM B.V v PT. RATANlA KHATULISTIWA, nomor : 264 K/Pdt.Sus-HKIl2015, hlm. 50-51. 



Angsa Daya, beralamat di Pusat Perdagangan Bahan Bangunan, Jalan Mangga 

Dua Raya Blok F No. 3-5, Jakarta. 

Terhadap perkara tersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusannya, 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya 

pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas Merek terkenal 

IKEA dan kombinasikombinasinya. Disamping itu juga menyatakan bahwa 

Merek IKEA milik Penggugat adalah merupakan Merek terkenal, dan 

menyatakan Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan 

permohonan pendaftaran Merek IKEMA yang kemudian telah terdaftar dalam 

Daftar Umum Merek Tergugat I1 dibawah No. registrasi : IDM00024716 1, dan 

menyatakan batal atas pendaftaran Merek terserbut. 

Dalam perkara tersebut juga menunjukkan ketidakpastian hak dalam 

kepemilikan Merek yang telah terdaftar bahkan terkenal dan pernah 

memenangkan dalam perkara pembatalan Merek atas perkara sebelumnya atas 

kepemilikan Merek IKEA, namun dikemudian hari dapat diajukan gugatan 

pernghapusan oleh pihak lain dan dikabulkan yang akhirnya Merek dimaksud 

dihapuskan. Dalam pertimbangan majelis hakim dikemukakan bahwa Tergugat 

mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek. 

Hal ini juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pendaftaran Merek yang 

memberlakukan Sistem Konstitutif, dengan memberikan hak bagi pemilik Merek 

yang tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan, sekalipun dipersyaratkan terlebih 

dahulu harus mendaftarkan Mereknya. Kalau demikian maka dikemudian hari 



mudah saja orang dengan terlebih dahulu mendaftarkan Mereknya kemudian 

mengajukan Gugatan, dan ha1 ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

pemilik Merek terdaftar bahkan terkenal sekalipun yang setiap saat harus siap 

menghadapi gugatan. 

14. Perkara gugatan pembatalan Merek GS Gold Shine oleh GS Yuasa 

Corporation pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 

76MereW2006JPN.Niaga Jkt.Pst. . 

Terhadap putusan Dalam dalam perkara tersebut, dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut, pertama, putusan Nomor 

76/Merekl2006/PN.Niaga Jkt.Pst menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak 

dapat diterima dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat 

bukan merupakan sertifikat Merek. Sedang Putusan kasasi IVomor 

06WN/HaKL/2007 menyatakan menolak permohonan kasasi: GS Yuasa 

Corporation yang dalam pertimbangan hakim kasasi menyebutkan bahwa 

keberatan-keberatan kasasi pada point I sampai dengan point V harus ditolak 

karena putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum danlatau undang-undang. Sedang 

Putusan peninjauan kembali Nomor 019/PWPdt.Sus/2007 yang memutuskan 

mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari peinohcln peninjauan kembali 

GS Yuasa Corporation dan membatalkan putusan Mahkamah Agung 1Vo. 06 

K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 dan mengadili kembali dan menyatakan 



mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa 

Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek GS dan menyatakan 

Merek GS milik Penggugat sebagai Merek terkenal didasarkan pada 

pertimbangan hakim Peninjauan Kembali yang membenarkan alasan peninjauan 

kembali yang diajukan Pemohon karena alasan adanya bukti baru PK-1 sampai 

dengan PK-25 (berupa Sertifikat Pengalihan Hak Merek dari Japan Storage 

Battery Co.Ltd kepada GS Yuasa Corporation dan Sertifikat Merek GS di 

berbagai Negara) yang belum pernah diajukan dan bersifat menentukan karena 

bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Merek GS atas nama 

Penggugat dan Merek GS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 

milik Tergugat dan Tergugat dituduh telah menggunakan Merek Penggugat 

sebagai membonceng ketenaran Merek GS. Kedua, pertimbangan hakim dalam 

putusan Peninjauan Kembali Nomor 019 PWPdt.Sus/2007 sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan adanya putusan 

Peninjauan Kembali ini Merek GS Yuasa Corporation sebagai Merek terkenal 

sudah mendapat perlindungan h ~ k u m . ' ~  

Dalam perkara tersebut ternyata menggarnbarkan bahwa dengan Sistem 

Konstitutif di Indonesia dapat terjadi sengketa antara Penggugat sebagai pemilik 

dan pengguna Merek GS dengan Tergugat yang juga sebagai pemilik dan 

75 Nurhayati Nasution, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakinz Tentang Pembatalan Merek 
Terdafiar GS GOLD SHINE, Tessis, (Surakarta : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010) dalam http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/ 
14521 1308201011551.pdf, akses : 26-07-201 1. 



pengguna Merek GS yang sama-sama belum terdaftar. Namun atas perkara 

tersebut Pengadilan (MA) dapat mengambil keputusan yang menyatakan bahwa 

Penggugat adalah sebagai pemilik dan pemakai pertama Merek GS di Indonesia 

dan menyatakan Merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal yang sudah 

mendapatkan perlindungan hukum. 

Dengan putusan demikian memberi kesan sama dalam pemberlakuan 

Sistem Konstitutif dengan Sistem Deklaratif, karena dalam Sistem Konstitutif 

pun pemilik Merek tidak terdaftar dapat memperoleh perlindungan hukum, 

dengan mengajukan gugatan dan berhasil dengan dinyatakan sebagai Merek 

Terkenal yang telah memperoleh perlindungan hukum. 

Dari hasil penelusuran data pembatalam Merek pada Direktorat Merek 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI yang diambil secara acak khususnya pembatalan Merek pada 

Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, seperti tergambar pada tabel berikut : 

Tabel 

Daftar Beberapa Putusan Pembatalan Merek 

No. 
Urut 
1 

Tanggal 

12-10- 
2015 

Ket. Merek 

TRD 
TEERDE 

No. 
Dafiar 
IDM 
000094556 

Dasar Hukum Pembatalan 

Putusan Mahkama Agung 
R.I. NO. 
034K/N/HaKIl2006, 
tanggal 24 Nov 2006 jo 
Putusan Pengadilan Niaga 

Nomor 
Surat 
HKI.4- 
HI.06.06.03- 
3212015 



WANG LAO JI 
+ Aksara 
China 

MAXIFEEL 

MY BOOK 

QQ, 
QQ KIU KIU, 
QIU QIU 

THE 
CHEESECAKE 
FACTORY 

SCHOLASTIC 
CHILDREN'S 
ACADEMY 
(SC.4) -- 
TRUST 

LEXXUSS 

LEXXUS 

IDM 
000296487 

IDM 
000139401 

IDM 
000156206 

IDM 
000298533 
IDM 
000133953 
IDM 
000 133954 
IDM 
000068652 
Idm 
000108999 

IDM 
000345917 

IDM 
000385944 

IDM 
000381491 

IDM 
000243488 

No.42IMereW2006PN. 
Niaga.Jkt, tanggal 8 Agustus 2006. 
Putusan Mahkamah 
Agung No.226 K/Pdt.Sus- 
HKIl2014, tg.1 18 Maret 
201 5 jo Putusan 
Pengadilan Niaga Jkt. No. 
5 1Pdt.Sus-MereW2013 
Tgl. 7 November 2013 
Putusan Mahkamah 
Agung No.115 WPdt.Sus- 
HKI120 14, tg.1 10 Maret 
201 5 jo Putusan 
Pengadilan Niaga Jkt. No. 
04/Merek/2012 Tgl. 13 Juni 2012 
Putusan Mahkamah 
Agung No.393 WPdt.Sus- 
HKIl2013, tg.1 5 Maret 
2013 jo Putusan 
Pengadilan Niaga Jkt. No. 
01/Merek/2013~~1. 15 Mei 2013 
Putusan Mahkamah 
Agung No.407 WPdt.Sus- 
HKIl2013, tg.131 Mei2015 
jo Putusan Pengadilan 
Niaga Jkt. No. 
54/Merek/2012,Tg1.3 April 201 3 
Putusan Mahkamah 
Agung No.216 K/Pdt.Sus- 
HKIl2013, tg.13 1 Maret 
2015 jo Putusan 
Pengadilan Niaga Jkt. No. 
45/Mel.ekL?012,Tg1.22 . - 
Januari 20 13 
Putusan Pengadilan 
Niaga No. 
1 1/Pdt.Sus.Merek/20 15/P 
N Niaga, tanggal 23 Juni 2015 
Putusan Mahkamah 
Agung No.239 K/Pdt.Sus- 
HKIl2014, tg.129 Oktober 
2014 jo Putusan 
Pengadilan Niaga Jkt. No. 
591Pdt.S~~-MereW2013 
Tgl. 20 Desember 201 3 
Putusan Pengadilm 
Niaga 
No. 13/Pdt.Sus.Mereki201 
5PN.Niaga Jkt, tgl. 3 Juni 2015 
Putusan Pengadilan 
Niaga No. 



I N.Niaga.Jkt, tgl. 8 Juni 2015 
11 1 LEXUS ( IDM 1 Putusan Pengadilan 1 HKI.4- 1 28-8-2015 1 ' 000354702 Niaga No. 1 H1.06.06.03- 1 

06/~dt.~us.Merek/20 15/P 24/20 15 

Berdasarkan beberapa putusan pembatalan Merek oleh pengadilan 

12 

tersebut menggambarkan masih belum terdapat adanya kepastian perlindungan 

hukum bagi Merek terdaftar, terlebih adanya ketentuan yang masih memberi 

Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dun 
hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015, dalam 
http://www.dgip.go.idpembatalan-pelaksanaan-putusan-Merek (dikutib Tanggal 14 
Maret 201 6). 

GISI 

peluang bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan 

terhadap Merek terdaftar. Sedangkan sengketa pembatalan Merek ini hanya 

IDM 
000342727 

terhadap Merek yang sudah terdaftar saja, tidak menyangkut penggunaan 

76 
Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan 

Dimensi Hukumnya Di Indonesia), (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 362-363, dikatakan bahwa 
tindakan pembatalan Merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa Merek yang 
berhubungan dengan kepemilikan hak atas Merek bukan terhadap sengketa Merek mengenai 
penggunaan hak atas Merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa 
Merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas Merek dengan itikad buruk. Pengaturan 
mengenai pembatalan Merek terdaftar terdapat di dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang- 
Undang Merek 2001. Pembatalan Merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang 
berkepentingan atau pemilik Merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI 
atau gugatan kepada Pengadilan Niaga. 

N.Niaga.Jkt, tgl 09 Juni 2015 
Putusan Mahkamah 
Agung RI. 
No.130.PWPdt.Sus- 
HKIl2014, tgl 21 Jan 2015 
jo Putusan Pengadilan 
Niaga Jkt. 
No.83/Merek/2012 PN 
Niaga.Jkt, tg13 April 2013 I 

HKI.4- 
HI.06.06.03- 
1912015 

02-7-20 15 



Dimungkinkannya pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan 

gugatan tanpa syarat terkenal memberi peluang mudahnya pengajuan gugatan 

pembatalan Merek. Disamping itu terjadinya beberapa sengketa pembatalan 

Merek tidak lepas juga akibat kurang cermatnya dalam melakukan pemeriksaan 

pada saat pemohon mengajukan pendaftaran Merek untuk menentukan apakah 

sebuah Merek yang didaftarkan dapat diterima atau ditolak. Kesulitan dalam 

menentukan apakah sebuah Merek mengandung persamaan terutama persamaan 

pada pokoknya disebabkan karena tidak adanya kriteria standar yang pasti untuk 

menilai bahwa sebuah Merek yang diajukan itu mengandung persamaan pada 

pokoknya. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Suharyanto, S.H, Ka. Sub.Dit 

Pelayanan Hukum Umum yang juga membidangi HAKI, pada Kantor Wilayah 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Direktorat 

Merek sebagai institusi yang menangani pendaftaran Merek mestinya membuat 

kriteria standar yang pasti untuk menentukan bahwa sebuah Merek yang diajukan 

itu mengandung persamaan pada pokoknya atau tidak, sehingga memudahkan 

pejabat pendaftar untuk menentukan bahwa sebuah Merek yang diajukan 

pendaftarannya diterima atau harus dit01ak.~~ 

Kesulitan dalam menentukan maksud pendaftar untuk mendaftarkan 

Mereknya apakah dilandasi oleh adanya etikad baik atau tidak sebagaimana 

disyaratkan dalam undang-undang, bahwa pemohon harus dilandasi oleh etikad 

77 Hasil Wawancara kepada Bapak Suharyanto, S.H, Ka. Sub.Dit Pelayanan Hukum Umum 
yang juga membidangi HAKI, pada Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tanggal 14 Maret 20 16. 



baik. Beberapa putusan pengadilan dalam pertimbangan majelis hakim untuk 

memutus pembatalan Merek umumnya dikaitkan dengan alasan pendafiar dalam 

mendaftarkan Mereknya dilandasi adanya unsur etikad tidak baik. 78 Untuk 

mengetahui apakah pendafiar pada saat mendaftarkan Mereknya beretikad baik 

atau tidak baik itu tidak mudah, dengan hanya bukti-bukti berupa syarat-syarat 

pendaftaran secara fisik yang diajukan pendafiar. Sehingga penolakan 

pendaftaran Merek atas dasar pendafiar tidak beritikad baik sulit dilakukan, 

akibatnya Merek tetap didaftar sekalipun diajukan oleh pemohon yang beretikad 

tidak baik, dan akhirnya dikemudian timbul sengketa pembatalan Merek. 

Dari beberapa contoh kasus tersebut dapat diketahui terdapat beberapa 

kelemahan dari aspek pengaturan dan emplementasi Sistem Konstitutif dalam 

Undang-Undang Merek. Dari sisi pengaturan terlihat adanya pemberlakuan 

Sistem Konstitutif yang tidak tegas dan tidak konsisten, di satu sisi 

memberlakukan Sistem Konstitutif yang maknanya bahwa pendaftaran 

merupakan kewajiban timbulnya hak dengan konsekuensi perlindungan diberikan 

kepada pemilik Merek terdaftar, tetapi di sisi lain masih memberikan 

perlindungan terlalu luas kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar, dengan 

memperbolehkan pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan 

pembatalan tanpa adanya syarat terkenal. 

78 Baca pasal4 Undang-Undang Nomor 15 Thun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa 
Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak 
baik. 



Sedangkan dari sisi impementasi dalam beberapa kasus terbukti adanya 

pengajuan pendaftaran Merek yang secara jelas mengandung persamaan baik 

sama pada pokoknya bahkan sarna pada keseluruhannya tetap dapat diterima 

pendaftarannya, yang akhirnya terjadi sengketa pembatalan ~ e r e k . ~ '  Kalau ha1 

ini terjadi terus menerus tentu menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha 

terutama bagi perlindungan Merek dan pemberlakuan Sistem Konstitutif kurang 

bermakna. Disamping itu kurang memberikan kesadaran bagi para pelaku usaha 

yang menggunakan Merek untuk mendaftarkan Merek yang sebenarnya 

merupakan suatu kewaj iban. 

Dari beberapa kasus tersebut ternyata juga menggambarkan bahwa 

faktor penyebab terjadinya pendaftaran Merek milik pihak lain bahkan sudah 

terkenal dan akhimya menimbulkan sengketa pembatalan, antara lain 

dilatarbelakangi oleh : 

a. Unsur itikad tidak baik dari pendaftar yang mementingkan diri sendiri 

dengan mengabaikan kepentingan pihak lain sebagai merek yang 

sebenarnya. Sedangkan untuk menilai terhadap maksud pendaftar apakah 

dilandasi adanya itikad baik atau tidak sebagaimana diminta oleh UU itu 

tidak mudah. 

79 Wawancara kepada bapak Adi Supanto, S.H, Komisi Banding pada Direktorat Merek 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepublik 
Indonesia, pada Tanggal 4 Maret 2016, juga Wawancara kepada DR. Yanto, S.H.,M.H, hakim 
bersertifikat hakim Niaga dan saat ini Ketua Pengadilan negeri Sleman, Tanggal 14 Maret 2016. 



b. Terdapat kesulitan dan kekurangcermatan dalam menentukan sebuah Merek 

untuk diterima atau ditolak pendaftarannya baik yang disebabkan adanya 

unsur itikat tidak baik dari pemohon, maupun kemungkinan terdapatnya 

persamaan dengan Merek milik pihak lain. 

c. Belum adanya ukuran atau kriteria yang jelas untuk menentukan apakah 

subuah Merek yang diajukan pendaftarannya dapat diterima atau ditolak, 

baik berhubungan dengan persyaratan etikad baik, maupun yang 

berhubungan dengan persamaan antara Merek yang diajukan pendaftarannya 

dengan Merek milik pihak lain. 

d. Masih terdapat kelemahan pemberlakuan Sistem Konstitutif, baik dari aspek 

pengaturan maupun dalam impelentasinya. 

E. Model Pemberlakuan Sistem Konstitutif "First to File" Untuk memberikan 

Kepastian Hukum Yang Adil 

Tidak dipungkiri bahwa sejak diberlakukannya Sistem Konstitutif dalam 

pendaftaran Merek, masih banyak Merek-Merek yang tidak didaftar oleh 

pemiliknya. Berdasarkan kenyataan di lapangan diketahui masih banyak terdapat 

Merek-Merek yang tidak terdaftar, baik yang digunakan untuk Merek barang 

maupun Merek jasa. Pada umumnya para produsen dan yang memperdagangkan 

barang, maupun jasa pada awal usahanya tidak menggunakan tanda apapun 

sebagai Merek, kemudian dalarn perkembangan usahanya dengan maksud 

sebagai tanda atas barang ataupun jasa yang diperdagangkan menggunakan 



simbul atau tanda yang digunakan sebagai Merek. Namun sayangnya Mereka 

tidak serta merta diikuti dengan pendaftaran Mereknya, karena yang terpenting 

bagi Mereka barang ataupun jasa yang diperdagangkan laku dan disukai 

konsumen. Sebagian Mereka kurang mempertimbangkan dari aspek 

perlindungan hukum atas penggunaan Mereknya, bahkan kemungkinan ditiru 

oleh pihak lain Mereka tidak memperdulikan. 

Berdasarkan analisis data dan keterangan yang diperoleh dari observasi 

dilapangan, pada umumnya faktor yang mempenganthi pemilik mengg~makan 

Merek tidak mendaftarkail Mereknya, antara lain : 

1. Sebagian pihak masih kurang mengetahui dan memahatni adanya kewajiban 

pendaftaran Merek, dan juga fungsi serta manfaat pendaftaran Merek 

terutama bagi pemilik Merek da i~  juga bagi inasyarakat dalam menentukan 

pilihan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. 

2. Tidak adanya sangsi yang tegas bagi pemilik dan pengguna Merek yang 

tidak terdaftar, tapi justru terdapat ketentuan yang masih memberikan 

perlindungan bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar, antara lain : 

a. mewajibkan menolak pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya 

atau pada keseluruhan~lya dengan Merek terkenal pil~ak lain sekalipun 

tidak terdaftar. 

b. adanya ketentuail yang masih memberikan perlindungan bagi pen~ilik 

Merek yang tidak terdaftar, antara lain memungkinkail mengajukan 

gugatail pembatalan Merek. 



Masih terdapatnya ketentuan yang ~nemberikan perli~~dungan kepada 

pemilik Merek yang tidak terdaftar tersebut sebagai pengecualian dari Sistem 

Konstitutif dalam pendaftaran Merek yang mestinya hanya memberikan hak dan 

perlindungan kepada pemilik Merek terdafiar saja. Narnun dalam peinberlakuan 

Sistem Konstitutif tersebut masih lnelnberikan pe~lgecualian dengail meinberikan 

perlindungan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar secara terbatas, seperti 

pada ketentuan penolakan dan pembatalan Merek. 

Dalam ketentuan Pasal68 ayat (2) ditentukan bahwa Pemilik Merek yang 

tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat 

Jenderal. go Dalam ketentuan yang memperbolehkan pemilik Merek tidak 

terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek tersebut tanpa disertai syarat, 

seharusnya disertai syarat misalnya Merek dimaksud termasuk dalam kriteria 

Merek terkenal, atau setidaknya juga terdapat syarat bahwa pendaftar Merek 

yang bersangkutan adalah pendaftar yang beretikad tidak baik. 

Pemberian pengecualian dalam Sistem Konstitutif dengan masih 

memberikan perlindungan kepada Merek yang tidak terdaftar, dapat 

dimanfaatkan oleh pemilik Merek asing yang telah menggunakan Mereknya di 

Indonesia tidak segera mendaftarkan Mereknya. Pemilik Merek asing memilih 

80 Lihat pasal 68 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4131) 



menunggu, seandainya Mereknya didaftarkan oleh pihak lain pengusaha lokal 

baru melakukan upaya gugatan disertai dengan pengajuan pendaftaran, mereknya 

sesuai hak bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk dapat mengajukan 

gugatan pembatalan seperti ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Merek. Hal ini 

tentunya dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pengusaha lokal 

yang selalu dalam posisi lemah dalam bersaing dengan pengusaha asing. 

Pada dasarnya Merek adalah sebagai tanda atau identitas untuk 

melnbedakan antara barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lain yang 

diperdagangkan. Merek suatu barang atau jasa dapat dipribadikan yang berbeda 

dengan barang atau jasa lainnya. Merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat 

pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, 

terutama barang atau jasa yang sejenis. Pada umumnya masyarakat dapat 

mengerti serta dapat membedakannya antara Merek terkenal dan tidak terkenal. 

Merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan 

terhadap Merek atau hak atas Merek kepada pemegang Merek terdaftar. 8 1 

Dengan tanda atau identitas tersebut sekaligus sebagai 

pertanggungjawaban pelaku usaha yang memperdagangkan dan mengedarkan 

ataupun yang mengusahakan sebuah barang atau jasa, bahwa ia harus 

bertanggungiawab atas barang atau jasa yang ia perdagangkan atau usahakan. 

Dalam ha1 terjadi masalah terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan, 

81 Haryono, Perlindungan Hukurn Terhadap Merk TerdaJtar, Jurnal Ilrniah CIVIS, Volume 
11, No 1, (Januari 2012), hlrn. 240. 



bahkan kemungkinan mengakibatkan kerugian pihak lain atau konsumen, maka 

akan mudah mencari siapa pemilik usaha dan yang harus dipertanggungjawabkan 

atas peredaran barang atau jasa dimaksud. 

Bagi masyarakat konsumen akan lebih mudah menentukan pilihan atas 

barang atau jasa yang dibutuhkan, dengan mengetahui siapa pemilik usaha yang 

mengedarkan barang atau mengusahakan jasa dimaksud, sekaligus kemungkinan 

digunakan sebagai pertimbangan kualitas bagi konsumen dalam memilih barang 

barang dapat ditunjukkan dari Merek yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  Hal tersebut sesuai 

dengan fungsi Merek juga dapat sebagai pengenal dan jaminan kualitas atas 

barang atau jasa yang diberi ~ e r e k . ~ ~  

Kualitas barang clan jasa umumnya ~nenjadi salah satu pertiinbafigan bagi 

konsuinen untuk memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Dari sebuah survei 

menunjukkan bahwa konsumen memiliki kebutuhan psikologis yang mendasar 

untuk membeli suatu produk dengan kepastian kualitas. Kepastian kualitas 

membuat konsumen merasa aman.83 Bahkan kalau perlu ada ketentuan larangan 

82 Baca juga Wiratmo Dianggoro, 1997, Pembaharuan Undang-Undang Merek dan 
Dampaknya Bagi Dunia Bisnis, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34, bahwa dari 
sisi produsen, Merek digunakan se-bagai jaminan nilai hasil produksinya, khu-susnya mengenai 
kualitas kemudian pemakai-nya. Dari sisi konsumen, Merek diperlukan untuk nielakukan pilihan 
barang yang akan dibeli, dikutib dari Haedah Faradz , Perlindungan Hak Atas Merek, Jurnal Dinamika 
Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 97. 

Baca Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekomi Hak Kekayaan Intelektual,( 
Bandung, 2001 : Citra Aditya), hlm. 120-121. Bahwa fungsi Merek adalah sebagai tanda pengenal 
untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product 
identity), sarana promosi dagang (means of trade promotion), jarninan atas mutu barang atau jasa 
(quality quarantee), dan penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). 

84 Laude Rudita, Hak Kekayaan Intelektual & Perlindungan Konsumen (Sudi Tentang 
Indikasi Geograjis Dari PerspektifKepentingan Konsumen), Sebuah Disertasi, Jakarta : Pascasarjana 
Universitas Indonesia : 201 1, hlm. 76 



atas peredaran barang atau jasa yang menggunakan Merek yang tidak terdaftar, 

sehingga diharapkan ketika ada suatu barang atau jasa yang telah diedarkan atau 

diusahakan dengan menggunakan Merek, maka Merek tersebut harus terdafiar 

dan apabila ketentuan ini dilanggar diberikan sanksi yang tegas. Ketentuan yang 

tegas kewaj iban pendaftaran Merek dengan pemberian sanksi ini j uga 

lnemberikan dampak positif bagi penerimaan negara bukan pajak, karena dengan 

semakin banyaknya Merek yang didaftarkan akan menambah penerimaan negara, 

disamping ketertiban administrasi di bidang Merek. 

Penerapan Sistem Konstitutif d a l a i ~ ~  UU Merek selama ini I~anya sebatas 

menyangkut kewajiban yang beraspek kepentingan hak keperdataan bagi 

pendaftar. Perlu dilakukan perubahan dalain penerapan Sistem Konstitutif secara 

ketat dan konsisten dan tidak hanya 111enya11gkut kewajibail yailg beraspek 

keperdataan bagi kepei~tingan hak pendaRar saja, tetapi juga aspek kepentingan 

publik. Kewajiban pendaftaran harus disertai sangsi bagi pemilik dan 

inenggunakan Merek yang tidak mendaftarkall Mereknya. Dengan pemberian 

sanksi bagi pe~nilik yang ~nenggunakan Merek namun tidak mendaftarkan 

Mereknya, diharapkan akan menciplakan tertib adininistrasi dalain pendaftaran 

Merek bahkan aka11 menambah pei~dapatan negara. 

Sebagaimana diketahui bal~wa masih banyak barang atau jasa yang 

diperdagangkan atau diusahakan dengan menggunakan Merek yang tidak 

terdaftar. sehingga barang dan jasa yang tidak menggunakan Merek ini akan sulit 

untuk inengetahui siapa pelaku usaha yang inemproduksi atau yang mengedarkan 



barang atau jasa tersebut. Sedangkan apabila dengan Merek terdaftar diharapkan 

akan inudah mengetahui siapa yang memproduksi dan mengedarkan dan yang 

harus bertanggungjawab atas barang atau jasa yang diperdagangkan atau 

diusahakan, baik dengan nlelihat Mereknya sendiri secara fisik, inaupuil dengan 

menelusuri melalui instansi yang menangani pengadministrasian pendaftaran 

Merek, dalam ha1 ini Dtjen Hak Atas kekayaan Intelektual Kementerian Hukum 

dan hak Asasi Manusia. 

Sistem pengaturan pendaftaran Merek dengan Sistein Konstitutif dalaln 

Undang-undang Merek tidak koiisisten, karena tnasih dimungkinkannya pelnilik 

Merek yang tidak terdaftar untuk inengajukan perillohonan pe~nbatalan Merek 

terdaftar, bahkan oleh Merek yang tidak terkenal, sehingga Sistein Konstitutif 

dalam peildaftaran Merek se olah-olall tidak bermakna clan hak Merek terdaftar 

menjadi lemahl tidak kuat. 

Pejabat pendaftaran Merek seharusnya illenolak permohonan pendaftaran 

Merek yang telah terdaftar lebih dahulu, atau yang sudah terkenal. '' 
Perlindungan Merek melalui sistein pendaftaran inempunqai tyjuan, antara lain 

perlindungan pellgusaha peinilik Merek, perlindungan konsumen, perlindungan 

masyarakat melalui pencegahan dan penanggulallgan segala bentuk persaingan 

curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga apabila pendaftaran 

Lihat juga Muhamad Djumhana, dan Djubaedilah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, 
Teori dun Prakteknya di Indonesia), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 128, bahwa Bagi 
orang yang mendaftarkan Mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas 
Merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang akan mempergunakan Merek yang sama atas barang atau 
jasa lainnya yang sejenis oleh kantor Merek akan ditolak pendafiarannya. 



Merek berlawanan dengan tujuan tersebut tentunya perlu dicegah." Secara 

hukum positif pengaturan dalam Undang-undang melalui pendataran Sistem 

Konstitutif juga dapat ~nemberikan kepastian hukum, dengan memberikan hak 

berdasarkan Undang-undang. Demikian pula dalaiii praktek implementasinya, 

pemilik Merek terdaftar mestinya akan ~nemperoleh kepastian hukum dalam ha1 

perlindungan hukumnya. 

Dengan pemberlakuan Sistem Pendaftaran Konstitutif yang tidak 

konsisten ini mempengaruhi pemilik Merek enggan atau tidak mau mendaftarkan 

Mereknya, karena kalaupu~i tidak inendaftarkan Mereknya tetap memperolel~ 

perlindungan, bal~kan dapat mengajukan pembatalan ketika Mereknya didaftar 

tanpa hak oleh pihak lain. 

Solusinya adalah dengan ~nenerapkan pe~~gaturan pendaftaran blerek 

dengall Sisteln Konstitutif secara ketat dan konsisten, artinya yang ~nemperoleh 

perlindungan hukuin hanyalah pe~iiilik Merek yang terdaftar sesuai dengan 

peraturan per undang-undangan yang berlaku, baik berupa hak n~engajukan 

pembatalan Merek terdaftar maupun mengajukan gugatan ganti rugi secara 

perdata, maupun upaya hukuln secara yidana. 

Sekalip~m ha1 iiii ada sedikit pertentangan dalam kemauan dunia 

intel-nasional, yang pada ulnumnya masili menghendaki adanya perlilidungan 

hukum bagi Merek-Merek yang tidak terdaftar, khusus yang mempunyai reputasi 

86 Nur Hayati, "Perlindungan hukum pada Merek yang Terdaftar", dalam Ragam Jtrrnal 
Pengembangan Humaniora, Vol. 11 No. 3, Desember 201 1, h 176 



terkenal dengan kriteria tertentu. Dalam Konvensi Paris diamanatkan untuk 

melindungi Merek terkenal, baik itu Merek terkenal yang terdaftar maupun yang 

tidak terdaftar. Ketentuan terkait perlindungan Merek terkenal utamanya diatur 

dalam the Paris Conventiorz Jhr the Protection of Indzis/rial Property (Konvensi 

Paris) dan juga dalam the TRIPS Agreenzer7/ (Perjanjian TRIPS). Konveiisi Paris 

dalam Pasal 6 bis di antaranya inengatur baliwa: 

The cozlntries of the Union undertake, ex officio if their legislation so 
permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the 
regi,strntion,and to prohibit the il.se, of a tradernark which constitutes a 
reproduction, an imitntion, or a Irunslation, liable to create confusion, of 
a markconsidered by /he competent ~rzrthority of' the co~in tn  of 
~~egistralion or zrse to be well known in thaf cozmtiy as being trlready the 
tti~rrk o f  a per-.son entitled to the benefils of this Convention and zised for 
itlentical or similar goods. These PI-ovi,sions shall also apph when the 
essential part of the mark constitutes rc reproduction of any such well- 
k17own  ark or an i~liitation liable to create confusion there1vit1.r." 

Sedang di dalam Pasal 16 (2) Perjanjian TRIPs, yang ken~udian 

melengkapi Pa.sal6 his Konvensi Paris di atas ~nengatur sebagai berikut: 

In ~feter117ining whether a trtrdemark is well-known, il4ernhers slxrll take 
account of the kno~vledge of the trademar-k ir7 the relevant sector oj'the 
public, incl~rding knolvkedge in /he &Iember concerned which htr.r been 
obtained as a result of the proinotior? of ll?e /rudemark.'' 

Ditetapkan baliwa peinilik Merek dagang terdaftar memiliki hak 

eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki ijin pen~ilik, 

untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangau. I-Iak yang dijelaskan di atas 

87 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law, Dalam Era Global & Integrasi Ekonotni, ( 
Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 108. 

88 Ibid, him, 107. 



tidak ~nengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan tllempengaruhi 

kemungkinail negara anggota menyediakan perlindungan hak Merek dagang atas 

dasar penggunaan. 89 

Ketentuan untuk melindungi Merek terkenal di atas berlaku bagi seluruh 

negara anggota Konvensi Paris dan penandatangan Perjanjian TRIPS (fhe World 

Trade Orgmization ',s TRIPS Agreement) tennasuk Indonesia yang juga turut 

~neratifikasi kedua treaty tersebut masing-masing melalui Keppres Nomor 15 

Tahun 1997 dan Keppres Nomor 7 Tahun 1994. 

Masih diberikannya perlindungan hukum bagi pemilik Merek tidak 

terdaftar, dengan mencantumkan ketentuan dalam undang-undang Merek yang 

memungkinkan pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan 

pembatalan, setidaknya dipengaruhi oleh ketentuan dan kemauan dunia 

internasional, sebagaimana ketentuan yang dimuat baik dalam konvensi Paris, 

maupun dalam perjanjian TRIPS, dimana Indonesia terikat untuk mematuhi 

ketentuan tersebut. 

Untuk meinenuhi komitmennya sebagai salah satu Negara anggota 

Konvensi Paris dan tur~rt melnberikan perset~~juan Perjanjian TRIPS, pemerintal~ 

Indonesia sejak 1992 telal~ melakukan beberapa kali perubahan terhadap UIJ  

Merek dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang men~beri weweilang kepada 

otoritas terkait yakni Direktorat Jenderal I-lak Kekayaan Intelektual (Ditjen FIKI), 

dalam ha1 ini Direktorat Merek, untuk melindungi Merek terkenal dengan 

89 Ibid, hlm .29. 



menslak permohonan pendaftaran Merek yang mengandung persamaan baik 

pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak 

lain terutama untuk barang danlata~l jasa sejenis. Dalain UU Merek kewenangan 

melindungi Merek terkenal tersebut diberikan ~nelalui Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) 

huruf b dan Pasal 6 ayat (2), yang berhubungan dengan penolakan pendaftaran 

Merek. 

Baik Konvensi Paris maupun Perjanjian TRZPs tidak lnemberi definisi 

yang baku mengenai kriteria PYIerek terkenal ini. Masing-masing negara anggota 

bebas ~neru~nuskan kriteria untuk menentukan apakah sebuah Merek dapat 

dikategorikan sebagai Merek terkenal. Mengenai ha1 ini, UU Merek dalarn 

Penjelasannya melengkapi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai 

berikut: 

"Penolakan Permohonan yang meinpunyai persatnaan pada pokoknya 
atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang danlatau jasa yang 
sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan uuruln masyarakat 
illengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping 
itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena 
promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di 
dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran 
Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-ha1 di atas belum 
diauggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan Iembaga yang 
bersifat mandiri untuk melakukan survei guna inemperoleh kesirnpirlan 
inengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan." 

Terkait pelaksanaan Pasal4, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b ole11 Ditjen I-IKI, 

bagi peinilik Merek terkenal yang dapat menunjukkan bukti-bukti keterkenalan 

Mereknya, Undang-undang Merek menyediakan mekanisme pembatalan 

pendafiaran Merek melalui pengadilail niaga dan oposisi (Pengajuan Keberatan), 



apabila Merek terkenal Mereka terlan-iur didaftarkan atau diajukan permohoilan 

pendaftarannya di Indonesia oleh pihak lain yang beriktikad buruk. 

Undang-Undang Merek inemungkinkan pe~ltilik Merek terkenal yang asli 

untuk mengajukan gugatan peinbatalan pendaRaran Merek inelalui pengadilan 

niaga, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b walaupun ia tidak 

memiliki pendafiarail Merek. Bagi pemilik Merek yang belum inemiliki 

pendaftaran Merek, dapat inengajukan gugatan pembatalan pendaftaran setelah 

meilgajukan permohonan pendaftaran Mereknya kepada Ditjen HKI (Pasal 68 

ayat (2) UU Merek). Dengan pengajuan permohonan, penlilik Merek terkenal 

dianggap lnemiliki iktikad baik untuk mengikuti peraturan yang berlaku dengan 

mendaftarkan dan memakai Mereknya di Indonesia. 

Sampai saat ini sudah ballyak kasus yailg dibawa ke meja hijau 

menyangkut pembatalan Merek terkenal ole11 pendafiar Merek yang beriktikad 

buruk, yang akhirnya dibatalkan ole11 Pengadilan. Beberapa pemilik Merek 

terkenal yang membawa kasus Mereka ke pengadilan di antaranya Eddy (Eddy v. 

Crocodle International PTE.LTD) ; Prefel SA (Prefel SA v. Fahmi Babra); dan 

T11en Gek Tjoe ('Then Gek 'l'joe 17. dr. Fredy Setyawan). Ilalam beberapa kasus 

dimenangkan oleh pemilik Merek terkenal yang asli sekalipun belt1111 terdaftar, 

sedang pendaftaran Merek terlanjur telall diberikan kepada pendaftar yang 

beriktikad tidak baik, namun keinudian dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan 

kemudian pendafiaran diberikrtn kepada pemilik asli dari Merek terkenal. 



Pasal-pasal Unamg-Undang Merek terkait: Pasal 4, Merek tidak dapat 

didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad 

tidak baik. Pasal 6 ayat (I) huruf b, Permohonail harus ditolak oleh Direktorat 

Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk 

barang dadatau jasa sejenis. Pasal 6 ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dzdatau jasa yang 

tidak sejenis sepanjang memeiluhi persyaratail tertentu yang akan ditetapkan 

lebi h l anjut dengan Peraturail Pemerintah. 

Dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan 

oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang 

lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, 

cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun 

persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut. Merek- 

Merek yang diketengahkan di masyarakat umum, dalam banyak ha1 justru bunyi 

atau suara dan arti Merek bersangkutan lebih penting dari pada sifat lahiriah 

Merek itu. Jika terdapat persarnaan dalarn suara, dapat diartikan ada persamaan.90 

Pasal 24 ayat (1) Selama jangka waktu pengumuinan sebagaiinana 

dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan 

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, op cit, hlm.56. 
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dikenai biaya. Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 

diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang 

dimohonkan pendafiarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini 

tidak dapat didaftar atau ditolak. Pasal 37 ayat (2), Permohonan perpanjangan 

ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain. 

dengan memperhatikan ketentilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b dan ayat (2). Pasal 68 ( I )  Gugatan peinbatalan pendaftaran Merek 

dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana 

dimaksud cialam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. Ayat (2) Pemilik Merek yang 

tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagailnana dimaksud pada ayat (1) 

setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI. 

Masih terdapatnya ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi 

pemilik Merek yang tidak terdaftar tersebut, mempengaruhi keenganan pemilik 

Merek pada umumnya untuk mau mendaftarkan Mereknya. Pertimbangan 

mereka, karena kalaupun tidak didaftarkan masih dilindungi bahkan kalau 

dikemudian hari Mereknya dipakai dan di daftarltan oleh pihak lain, masih dapat 

melakukan gugatan pembatalan. Ketentuan ini sebenarnya memperlemah makna 

dari Sistem Konstitutif dalam undang-undang Merek, dan menunjukkan ketidak 

konsistenan pemberlakuan Sistem Konstitutif yang mengharuskan adanya 

pendaftaran Merek. Akibatnya terjadi beberapa sengketa pembatalan Merek 

terdaftar yang menggambarkan ketidakpastian hukum bagi pemilik Merek 



terdaftar, karena kalaupun dapat diterima pendaftarannya dengan gugatan 

pembatalan akhirnya dibatalkan. 

Terdapat ketidak cermatan dalam menentukan sebuah Merek dapat 

diterima atau ditolak pendaftarannya, beberapa Merek yang sebenarnya secara 

jelas mudah diketahui terdapat kesamaan dengan Merek terkenal yang sudah 

dimiliki oleh pihak lain, tetap saja diterima pendaftarannya, dan akhirnya timbul 

sengketa dan dibatalkan.9' Seharusnya dalam pendaftaran Merek, sebuah Merek 

dapat diterima pendaftarannya dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati, kalau 

sebuah Merek sudah jelas dimiliki oleh pihak lain apalagi mengandung unsur 

terkenal, maka sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-undang Merek harus ditolak, 

sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. 

Dalam menentukan apakah sebuah Merek yang diajukan pendaftaran itu 

sama dengan Merek milik pihak lain atau tidak sama, perlu dibangun sebuah 

sistem yang dapat memudahkan dan memberi kepastian untuk menenentukan 

sebuah Merek dapat diterima pendaftarannya atau di tolak. Bila perlu melalui 

sistem elektronik atau on line yang dapat diakses siapa saja terutarna pihak-pihak 

yang berkepentingan, seperti halnya pengesahan bahan hukum yang sudah 

dilakukan melalui elektronik dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 

di Kementerian hukum dan hak Asasi Manusia, termasuk dalam melakukan 

Hasil Wawancara kepada Bapak Suharyanto, S.H, Ka. Sub.Dit Pelayanan Hukum Umum 
yang juga membidangi HAKI, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tanggal 14 Maret 2016, yang membenarkan pernyataan bahwa 
masih terjadi penerimaan pendaftaran Merek yang secara jelas nampak sama dengan Merek pihak lain 
bahkan sudah terdaftar yang semestinya harus ditolak. 



pengecekan nama sebuah badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) yang 

akan didirikan. Misalnya bagi pihak yang akan mendirikan PT dapat mengecek 

nama terlebih dahulu melalui sistem elektronik secara on line, apabila terdapat 

nama yang sama maka sistem akan menolak. Demikian pula dalam pendaftaran 

Merek, bagi pemohon yang akan mendaftarkan Merek dapat mengecek 

Mereknya terlebih dahulu apakah sama dengan Merek yang sudah terdaftar 

dengan Merek pihak lain atau tidak, apabila ada kesamaan sistem akan menolak, 

sedangkan apabila tidak ada maka dapat diproses pendaftarannya lebih lanjut 

yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik atau on line. Dengan pendaftaran 

melalui sistem on line maka akan mempermudah dan mempercepat sekaligus 

lebih efisien dalam pendaftaran Merek, dan sekaligus akan meningkatkan 

penerimaan negara. 



BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian pembahasan hasil penelitian tersebut, maka dapat disusun 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Landasan filosofis Pergeseran dalam pengaturan hak Merek dari Sistem 

Deklaratif (First to Use) sebagaimana diatur dalam UU Merek Tahun 1961 

ke dalam Sistem Konstitutif (First to File) sebagaimana diatur dalam UU 

Merek Tahun 1992 hingga diganti dengan UU Merek Tahun 2001, adalah 

demi tercapainya tujuan hukum, yaitu untuk menjanlin kepastian hukum yang 

adil dalam perlindungan hak bagi pemilik Merek terdaftar. Perubahan Sistem 

Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif juga dipengaruhi oleh keterikatan dan 

keberadaan Indonesia dalam beberapa perjanjian internasional yang berkaitan 

dengan Merek, antara lain tentang pembentukan WIPO (World Intellectual 

Property Organization) sebagai kelanjutan Konvensi Paris, dan juga tentang 

pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade 

Organization) yang di dalamnya mengandung TRIPS (Trade Related Aspects 

of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Goods), yaitu 

persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan 

intelektual termasuk perdagangan barang palsu. Dalam Sistem Deklaratif 



(First to Use) tidak memberikan kepastian hukum dan sulit dalam 

pembuktiannya, sehingga tidak mudah dalam penyelesaiannya apabila terjadi 

sengketa, dan lebih mengutamakan perlindungan bagi khalayaklmasyarakat 

dari adanya Merek-Merek tiruan. 

2. Terjadinya beberapa pendaftaran Merek yang sama dengan Merek milik 

pihak lain bahkan mempunyai reputasi terkenal, pada umumnya dilandasi 

adanya niat itikad tidak baik pendaftar yang mengutamakan kepentingan 

sendiri demi keutungan sendiri dengan mendompleng ketenaran Merek milik 

pihak lain dan mengabaikan kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya. 

Sementara pejabat pendaftar tidak mudah untuk menilai terhadap maksud 

pendaftar, bahwa pendaftar dilandasi oleh adanya itikad baik atau tidak baik 

sebagaimana ditentukan oleh UU Merek. Hal ini terbukti pada beberapa 

putusan pengadilan yang membatalkan Merek pada umumnya Majelis Hakim 

dalam mengambil keputusan didasari atas pertimbangan adanya itikad tidak 

baik bagi pendaftar Merek yang dibatalkan. Terjadinya pendaftaran Merek 

milik pihak lain tersebut juga disebabkan karena kesulitan dan juga ketidak 

cermatan pejabat pendaftar Merek dalam menentukan apakah pendaftar 

beritikad baik dan Merek yang diajukan pendaftarannya mengandung 

persamaan atau tidak, terbukti dalam beberapa putusan pengadilan masih 

terjadi beberapa pendaftaran Merek milik pihak lain yang jelas-jelas 

mempunyai unsur-unsur persamaan bahkan mempunyai reputasi terkenal. 

Kesulitan dalam menentukan apakah sebuah Merek mengandung persamaan 



dengan Merek milik pihak lain disebabkan karena tidak adanya kriteria 

standar yang jelas untuk menilai bahwa sebuah Merek yang diajukan itu 

mengandung persamaan atau tidak. 

3. Pemberlakuan Sistem Konstitutif atau "First to File" dalam pendaftaran 

Merek untuk memberikan kepastian hukum yang adil, yaitu memberlakukan 

Sistem Konstitutif atau "First to File" secara ketat dan konsisten, bahwa hak 

dan perlindungan Merek hanya diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, 

dan gugatan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pemilik Merek 

Terdaftar. Dengan demikian hams diadakan perubahan terhadap ketentuan 

pasal 6 ayat (1) butir b dan pasal 68 ayat (2) UU nomor : 15 Tahun Tahun 

2001 tentang Merek, yaitu : ketentuan yang mengharuskan menolak 

permohonan pendaftaran Merek yang sama dengan Merek terkenal yang 

belum terdaftar namun telah digunakan untuk barangl jasa yang sudah 

beredar di Indonesia, dan ketentuan yang memberi hak kepada pemilik Merek 

tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek terdaftar tanpa 

adanya syarat apapun. Disamping itu Penerapan Sistem Konstitutif tidak 

hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak keperdataan bagi 

kepentingan pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan 

publik, dengan memberikan sanksi bagi yang menggunakan Merek namun 

tidak mendaftarkan Mereknya. 



B. SARAN 

1. Dalam pelaksanaan pendaftaran Merek harus lebih ketat dengan 

memperhatikan hal-ha1 yang sebenarnya terdapat alasan untuk menolak 

pendaftaran Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Bagi pejabat pendaftar Merek pada Direktorat Jenderal HKI harus lebih 

cermat dalarn menentukan sebuah Merek yang diajukan permohonan 

pendaftaran apakah dapat diterima, atau ditolak dengan selalu mengabdit data 

dan informasi Merek-Merek yang sudah terdaftar termasuk Merek yang sudah 

terkenal sekalipun belum terdaftar, sebagai pertimbangan dalam mengsunbil 

keputusan untuk menerima atau menolak pendaftaran. 

2. Apabila permohonan pendaftaran Merek terdapzt hal-ha1 yang dapat 

digunakan sebagai alasan untuk tidak menerima atau menolak pendaftaran 

Merek, seharusnya tidak dilakukan pendaftaran atau ditolak pendaftarannya, 

agar tidak mudah terjadi gugatan pembatalan Merek akibat dari pendaftaran 

Merek yang dilakukan oleh pihak lain. Perlu dibangun sebuah sistem yang 

memudahkan untuk mengetahui atau mendeteksi apakah sebuah Merek yang 

diajukan permohonan pendaftaran sama, baik pada pokoknya atau sama pada 

keseluruharinya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar, atau 

sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal 

milik pihak lain sekalipun belum terdaftar, atau terdapat hal-ha1 lain yang 

menyebabkan Merek yang diajukan permohonan tidak dapat diterima atau 

ditolak pendaftarannya. Untuk memudahkan dan kelancaran untuk 



menentukan apakah sebuah Merek yang diajukan pendaftaran sama dengan 

Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, atau dengan Merek yang 

sudah terkenal, maka data base secara elektronik perlu lebih disempurnakan, 

dan bila perlu masyarakat terutama yang berkepentingan dapat mengakses 

data tersebut lebih mudah, dan pihak pemohon dari awal sudah dapat 

mengecek Merek yang diajukan pendaftarannya, seperti halnya cek nama pada 

pendirian badan hukum seperti PT melalui Sistem Administrasi Badan hukum 

(SABH). 

3. Perlu menerapkan kententuan yang memberlakukan Sistem Konstitutif dalam 

pendaftaran Merek secara ketat dan konsisten, dengan menghilangkan 

ketentuan yang memungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk 

mengajukan pembatalan Merek terdaftar, karena ha1 ini berakibat 

memperlemah Sistem Konstitutif dan menimbulkan ketidak pastian hukum 

dan ketidakadilan. Disamping itu dalam Penerapan Sistem Konstitutif tidak 

hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak keperdataan bagi bagi 

kepentingan pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik, 

dengan memberikan sangsi bagi pemilik yang tidak mendaftarkan Mereknya. 

4. Perlu dibangun sistem yang lebih mempermudah pendaftaran Merek, 

misalnya dengan sistem on line atau elektronik, yang dapat dilakukan secara 

mudah, cepat dan efisien, seperti juga halnya permohonan pengesahan badan 

hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dengan 

memberikan kemudahan kepada pendaftar Merek melalui sistem elektronik 



ini akan memberikan daya tarik dan membangun kesadaran bagi pemilik 

Merek untuk mendaftarkan Mereknya, jumlah pendaftar akan bertambah 

banyak, dengan sendirinya akan menciptakan ketertiban dibidang administrasi 

pendaftaran Merek, sekaligus akan menambah pendapatan negara melalui 

biaya pendaftaran. 
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